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RINGKAS AN EKSEKUTIF

Masalah

Inaonesia sangatlah hava akan berbagar sumoer dava alam termasuk heaneharagaman
havau vang terhandung di dalamnyva Sumber dava alam vang tersebar a1 berbaga: wilavah
Indonesia tersebut disadan suatu hetuha akan habis dan punah jika pengelolaannya
ailahukan secara tidah lestan dan berkelanjutan

Dalam rangha melestarikan dan mengupayahan pemanfaatan sumber dava alam tersebut
ailahuhan secara berhelanjutan -- dimana generas: masa vang akan datang berhesempatanr
mewarist sumper dava alam vang masih bath maka pengelolaan sumber daya alam
dityjuhan pada dua (2) hal yaitu pertama pemanfaatan atau eksploitas: sumber daya alam
dan hedua perlindungan atau honseras:

Berbaga: hebyjakan dibuat oleh pemerintah antara lain dengan menetapkan hawasan-
Khawasan tertentu yang dapat dyadihan sebagar hawasan vang dapat diehsplotasi dan
khawasan-hawasan vang harus dilindung: Namun bukan berartu kawasan-hawasan tertentu
vang telah ditetaphan sebagai kawasan vang dapat dieksploitas: baik eksploitas: sumber
dava alam hutan tambang munyak dan gas ataupun sumber dava laut dapat aiehsploitas:
aengan semena-mena dan melupakan perhatian aspeh dava duhung linghungan
herusahan lahan maupun upaya-upaya rehabilitas

Sementara 1tu dalam rangka perhindungan, berbagai kawasan kemuaian ditetapkan
sebagal kawasan lindung ataupun kawasan konservasi seperti hutan lindung kawasan
bergambut, hawasan resapan air, sempadan pantai sempadan sungar hawasan sehitar
danaw/waduk, kawasan sehitar mata air kawasan suaka alam (termasuk cagar alam)
hawasan suaha alam laut dan lainnya mangrove, taman nasional taman hutan raya
taman wisata alam hawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan hkawasan rawan
bencana alam Kawasan-hawasan tersebut tidah hanya terdapat di wilayah daratan
dengan luas 16,2 juta hektar akan tetap: juga meliputi wilayah pesisir panta: dan laut yang
mencapai luas 3 2 juta hektar'

Seiring dengan pertambahan penduduk pertumbuhan ekonomu dan industrialisas: maka
tekanan terhadap sumber daya alam menjad: semakin besar karena uingkat hebutuhan dan
kepentingan terhadap sumber daya alam juga semakin tinggi Hal im1 dapat dihhat dan
berbaga: kenyataan betapa pembukaan hutan kegiatan pertambangan dan eksploitas:
sumber daya alam lainnya dan tahun he tahun buhannya menurun akan tetap: semakin
besar Dengan demubian tentunya kawasan-kawasan eksploitas: tersebut kian terancam

! Biro Perencanaan Departemen Kehutanan Stausuk Kehutanan Indonesia 1996/1997



habis sementara sukses: sumber dava alam yang dapat diperbaharui -- yang telah
dieksploitasi -- membutuhkan waktu lama untuk dapat diperbaharui kembali

Ancaman udak banva muncul terhadap hawasan-hawasan yang dianggap seoaga: hawasan
vang telah ditetaphan sebaga: hawasan eksploitas: saja ahkan tetap: juga tertuju kepada
hawasan-hawasan vang aitetaphan dan ditunjuk sebagar kawasan lindung ataupun
kawasan konservas: Ancaman tersebut disamping disebabkan oleh pertumbuhan
penduduk juga disebabhan oleh perusakan langsung konvers: lahan penanghapan secara
berlebihan spesies tertentu ataupun pengenalan spesies eksoukh Untuh kawasan
honservas) di Indonesia ancaman vang juga besar adalah hebakaran hutan vang terjad:
setiap tahunnya Pada tahun 1997 1998 musalnya kebakaran hutan telah menyebabkan
627 280 hehtar lanan terbakar musnah oleh ap1 Pada tahun 1983 kebakaran tersebut
bahhan pernah mencapar 3 6 juta hehtar hutan vang 496 000 hektar diantaranva adalah
kawasan lindung atau kawasan konservasi®

Banvak kriuk vang muncul terhadap keseriusan pemerintah selama 1n1 dalam mengelola
kawasan honservas: Hal in1 disebabkan karena berbagai kebyakan dan peraturan
perundang-undangan vang ada justru membern legitimas: eksploias: sumber dava alam
secara besar-besaran sementara upaya perlindungan dan konservas: bukanlah merupakan
prioritas yang setara Oleh karenanva ada kesan bahwa kebiyakan dan peraturan yang
berhaitan dengan pengelolaan hawasan konservas: seolah aturan pelengkap dan bukan
memainkan peran sebagaimana misi sebenarnya

Pemerintah kerap menyebut berbagar hambatan yang dihadap: sepert luasnva cakupan
dan sebaran kawasan honservas: dan terbatasnya sumber daya manusia maupun dana
sehingga pengelolaan hawasan konservas: yang dilakukan selama i1 berjalan agak
tersendat Namun jika dilihat persoalan mendasar lainnya, adalah kuatnya ego sektoral
batk di dalam (intern) departemen yang membawahi pengelolaan kawasan konservasi
sendint (Departemen Kehutanan dan Perkebunan) maupun dan departemen lain vang
berhepentingan untuk mengeksploitas: hawasan konservas: Faktor yang juga sangat
berpengaruh adalah pengelolaan yang sentralistitk dan ndak diakomodirnva peran serta
masyarahat -- sebagar kekuatan riil dan potensial di lapangan serta lemahnya penegakan
huhum Kebyjahan terpusat telah mematikan potens: dar. pemenntah daerah, masvarakat
lokal atau adat maupun potens: jangka panjang darn keberlanjutan dan kelestarian sumber
daya alam dan hawasan konservasi 1tu sendin

Melihat tingkat kerusakan yang terjadi dan aktivitas-aktivitas yang sangat berpotensi
menjadi ancaman terhadap kawasan konservast serta persoalan-persoalan yang
memunculkan inefisiens: pengelolaan maka muncul beberapa pertanyaan mendasar
bagaimanahah pengelolaan kawasan konservasi dilakukan ” sejauh mana kebijakan dan
institust yang ada mendukung ke arah pengelolaan yang lestar: dan berkelanjutan ° sudah
tepatkah bentuk pengelolaan yang dilakukan selama in: sehingga mendukung ke arah
tujuan dar1 peruntukan kawasan konservas: tersebut ?

Studi Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran Hutan Kantor Menteri Negara Linghungan Hidup
Republik Indonesia 1997/1998
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Laporan penelitian tentang Kajian Huhum dan Kebyakan Pengelolaan Kawasan
Konsen ast di Indonesia Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Pemunghatan Peran
Serta Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Hukum Linghungan
Indonesia/ Indonesian Center for Emvironmental Law (ICEL) 1n1, yang didukung oleh
Nanral Resouice Management 2 (NRM2) bermaksud untuk menghaj: kebijahan dan
hukurmn terkini yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservas: Penekanan utama
ditujukan untuk melihat sejauhmana semangat desentralisas: dan peran serta masyarakat -
- sebagal prasyararat penting yang seharusnya ada dalam pengelolaan kawasan konservasi
dyadihan sebagar bagian dan kebijakan yang ada, dalam haitannya dengan berbaga
tantangan vang ada, baik saat in1 maupun dimasa yang akan datang

Untukh menjawab beberapa pertanyaan tersebut di atas maka telah dilakakan, 1)
pengumpulan data kebyahan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
langsung maupun tidak langsung kawasan konservas: 2) telaahan mengena: berbaga
kebyjahan dan peraturan perundang-undangan tersebut dan sejauh mana harmonisasi dan
sinhronisasi hebijahan dan peraturan dikembanghan serta, sebagar fokus utama 3) sejauh
mana kebyahan yang ada mendorong upaya pengelolaan melalu1 desentrahisasy dan
pelibatan masyarakat

Disamping ketiga aktifitas tersebut juga telah dilakukan dishusi terbatas dengan beberapa
staheholders wawancara dengan beberapa kalangan yang terlibat banyak dalam kegatan
konservas: dan berbagai latar belakang, termasuk dengan meminta masukan tertulis pada
beberapa lembaga maupun perorangan yang diketahu: secara infens bergiat dan terlibat
dalam pengelolaan sumber daya alam bersama masyarahat Untuk mempermudah
membenikan gambaran tentang study i1 hampir keseluruhan dan stakeholders yang
dimintakan masukannya dikirimhan draft hasil penelitian awal

Kapan Hukum dan Kebijahan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kebyahan

Secara umum hebyakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam udak dapat dipisahkan dengan pengelolaan kawasan honservasi Oleh karena
kawasan honservas: merupahan bagian darn sumber daya alam maha kebyakan dan
huhum konservas: pun pada dasarnya merupakan bagian dan kebyakan dan hukum
pengelolaan sumber daya alam

Sebagaimana diketahwi bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan merupakan
bagian darn1 kebyakan pemerintah Namun dalam hal 1m1 kebyjahan diartikan dalam arti
sempit, yaitu hebyakan yang masih harus dijabarkan terlebih dahulu di dalam berbaga
peraturan perundang-undangan Kebijakan yang dimaksud disini diantaranya adalah UUD
1945 Ketetapan MPR dan Garis-ganis Besar Haluan Negara (GBHN)  ataupun
pernyataan pejabat negara
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Undang-undang Dasar 1945 lebith menekankan pada pemanfaatan bagi hesejahteraan
masyarahat Perhatian terhadap upaya ‘perlindungan’ belum dikandung baik secara
ehsplisit maupun implisit UUD 1945 menyebutkan bahwa Bumu, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besamya
untuk hemakmuran rakvat

Sementara 1tu melaluy Tap MPR kemudian ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang benisihan konseps: dan arah pembangunan GBHN kemudian diyjabarkan
oleh Pemenintah dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA

Ketetapan-hetetapan MPR tentang GBHN selama beberapa periode telah memberikan
arah yang cuhkup jelas bagi pengelolaan linghungan hidup, termasuk pengembangan
kebyakan konservas: Apa yang terdapat di dalam GBHN terakhir (1988-2003) misalnya
menekankan bahwa pembangunan linghungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup
dapat tetap berfungs: sebagar pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan
terwujudnva keseimbangan keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem
ekolog: sosial ekonomui dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional
yang berkelanjutan Dalam bagian lain juga disebutkan bahwa pembangunan yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (sustainable ecologically Development)
dituyjukan bagi penataan ruang, tata guna lahan tata guna sumber daya air, laut dan pesisir
serta sumber daya alam lainnya yang didukung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai
satu hesatuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup vang harmonis dan
dinamus GBHN tersebut juga membernikan perhatian terhadap peran serta masyarakat
Namun tdak disinggung kemungkinan dikembangkannya desentralisasi dalam
pengelolaan kawasan konservas:

Kendatipun GBHN 1988-2003 tidakh memiliki legitimast hukum menyusul dibubarkannya
Pemerintahan Suharto pada Bulan Mer 1998, yang dengan sendirinya GBHN tersebut
juga tidak lagi berlahu namun dan konseps: yang dimilihi tampak bahwa perhatian
terhadap lingkungan hidup sebagar pendukung dan penyangga eksositern hehidupan
cukup besar Secara mila:, upaya untuk mengembanghan pembangunan nasional yang

berwawasan lingkungan dan memperhatikan keserasian telah dikembanghan di dalam
GBHN 1998-2003

Namun kajan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan
pembangunan pemenntah selama ini menunjuhhan bahwa konseps: bum: air dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk
kemakmuran rakyat belum mampu mensejahterakan masyarakat Justru yang paling
menonjol adalah penerjemahan Hak Menguasar Negara (HMN) dimana sumber daya
alam yang ada seakan dimuliki secara mutlak oleh Negara Tanah-tanah dengan status
tanah adat yang banyak dikenal di Indonesia sejak zaman Kolonial Belanda seakan
menjad: hapus apabila Negara menghendaki Hal 1n1 dapat dilihat di dalam UU Pokok
Agrana (1960) UU Pokok Kehutanan, UU Pokok Pertambangan yang menyatakan bahwa
Tanah adat dapat diaku1 sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional namun pengakuan tersebut hampir tidak pernah terjadi Peraturan Pemerintah



Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan bahkan dengan tegas mengatakan
bahwa Hak-hak Masyarahat Hukum Adat dan anggota-anggotanya untuk memungut hasil
hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut henyataannya
masih ada, pelaksanaannya perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan
penguasaan hutan Sementara 1tu, di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam
rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan
dibekukan Disinilah sebenarnya akar dari berbagar ancaman dan konflih di dalam
pengelolaan sumber daya alam termasuk pengelolaan kawasan konservasi Masyarakat
Adat dihilangkan akses dan kemampuannya untuk menentukan pengelolaan sumber daya
alam yang terdapat di sekitar mereka

Secara lebih nyata -- dalam kaitannva dengan pengelolaan kawasan konservasi HMN
diterjemahkan sebaga:r hak negara untukh mengambil tanah adat atau tanah milik
masyarakat yang kemudian ditetaphan sebagai kawasan lindung Hal 1n1 musalnya terjad:
d1 beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi sepert: di Haruku
Maluku, dan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Riau Bahkan di Haruku yang telah
ditetaphan Pemerintah sebagai hutan lindung tap: muncul aktivitas pertambangan Sampai
saat i1 masih menjadi konflik antara masyarakat di satu sisi dengan Pemerintah dan
perusahaan d1 sis1 lain

Sidang Istimewa MPR (SI MPR) yang berlangsung pada bulan Nopember 1998
menghasilkan beberapa Ketetapan, yang diantaranya adalah tentang Penyelenggaraan
Otonomu Daerah Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Repubhk Indonesia’®

D1 dalam Tap MPR No XV/1998 tersebut disebutkan bahwa Penyelenggaraan Otonomu
Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di
daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,
dimana penyelenggaraan tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokras: dan
memperhatikan keanekaragaman daerah

D1 dalam pasal 5, ditekankan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber
daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan Hal
tentunya termasuk pengelolaan kawasan konservasi Tap MPR No XV/1998 tersebut
menunjukkan suatu kesadaran mengenai Penyelenggaraan Otonomu Daerah dan kaitannya
dengan pengeglolaan sumber daya alam Hendaknya departemen terkait tidak lag:
menterjemahkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kepentingan atau ego
sektoral masing-masing Dalam upaya mempercepat realisasi Otonomi Daerah tersebut
sudah saatnya nstans: terkait melakukan koordinas: untuk menyamakan vis: dan perseps:

* Tap MPR RI Nomor XU/MPR/1998 Nashah lengkap hhat lampiran
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Peraturan Perundang Undangan

Telaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjumlah cukup besar sekitar
157 peraturan -- baik peraturan yang secara langsung mengatur tentang pengelolaan
kawasan konservas: maupun yang tidak secara langsung mengatur namun berhaitan --
menunjukkan adanya beberapa persoalan yaitu Pertama tidak adanya istilah yang baku
terhadap kawasan yang dilindung: Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung, menggunakan istilah Kawasan Lindung Sementara itu Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Havati dan
Ekosistemnya (KSDHE) cenderung menggunakan isttlah konservast Direktorat yang
memuliki tanggungjawab perlindungan sumber daya alam misalnya menggunakan istilah
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Diyjen PHPA), kendatipun
sehari-hart mereka menggunakan istlah konservasi dan bukan perlindungan atau
pelestarian Baru-baru in1, melalu1 Keppres No 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaiman telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998 Pemerintah menggunakan nama
baru untuk Ditjen PHPA yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservas: Alam
Perbedaan 1stilah 1n1 tentu saja dapat memberikan konsekuens: hukum tertentu

Kedua adanya dualisme kebyakan pemernntah yang di satu sisi berupaya untuk
melindung! kawasan-kawasan tertentu dan menetapkannya sebagal kawasan konservasi
namun di sist lain membuka peluang kawasan-kawasan tersebut untuk dieksploitas: Hal
in1 dapat ditemukan di dalam PP No 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, di
dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan di
dalam SKB Menter: Pertambangan dan Menter: Kehutanan Nomor 969 K/08/MPE/1989
dan Nomor 492/Kpts-II/198% tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha
Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan yang hingga kini masih berlaku SKB
dua Menter: tersebut bahkan menegaskan bahwa di Kawasan Cagar Alam dapat
dilakukan kegiatan pertambangan termasuk di dalam kawasan yang akan ditetapkan
sebagar Taman Nasional Jika sebelumnya telah ada kegiatan tambang, maka kawasan
tambang tersebut dikeluarhan dart penetapan taman nasional Padahal UU Nomor 5
Tahun 1990 tentang KSDHE secara tegas menyebutkan bahwa di dalam Cagar Alam dan
Taman Masional udak dibolehhan adanya kegiatan budi daya, yaitu kegiatan vang dapat
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Cagar Alam maupun Taman “asional
Semestinya rujukan utama aturan mengena: kawasan konservasi adalah UU KSDHE
karena berdasarkan hierarki UU merupakan aturan yang paling tingg: Apabila terdapat
peraturan yang saling bertentangan maka yang dijadikan acuan dan berlaku adalah UU

Keniga adalah lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku perusak
kawasan-kawasan konservasi  Berbaga:r akuifitas yang nyata-nyata mengancam atau
bahkan telah merusak kawasan konservas: seringkal: tidak dikenakan peringatan ataupun
sanksi yang tegas Hal in1 dapat dilihat dan aktfitas pertambangan di Taman Nasional
Kutai Kalimantan Timur Taman Nasional Lorentz (sebelumnya Cagar Alam) Taman
Nasional Bunaken dan sebagainya
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Keempa: huamnyva egosehtoral, yang terlthat dan rehomendas: dan 1in yang diberihan
oleh Departemen Pertambangan untub ahufitas pertambangan baih di Taman Nasional
Lorentz maupun Taman Nasional Kutax kendaupun UU No 5 Tahun 1990 melarang

Dengan adanya hebyahan vang mendua penggunaan isulah yang udak baku lemahnva
penegahan huhum dan begitu kuatnya egosehtoral maka jelas ada persoalan mendasar di
dalam kebijakan besar pengelolaan sumber daya alam kita Persoalan mendasar tersebut
adalah udak adanyva vis1 dalam pengelolaan sumber daya alam termasuh visi pengelolaan
hawasan horservasi

Disimilah helthatan adanva gap antara Aonsepst vang bagus di dalam GBHN atau UU
KSDHE dengan ndak adamva impelementasi vang honkrit Das semn tersebut ternvata
tidah tampak di dalam berbagar peraturan perundang-undangan yang ada Bahhkan
sebalihniva berbaga: peraturan dibuat menaua atau justru mendukung upava eksploitas:
Lhawasan honservasi yang semestinva dijaga helestanannya

Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat d1 Dalam Pengelolaan
Kawasan Konservas;

Alar dan berbaga:i persoalan dan honflik di dalam pengelolaan sumber daya alam adalah
Letidahadilan dalam alokas: sumber daya alam itu sendiri D1 sis1 lain pengelolaan vang
sentralisuk telah memathan potens: Pemenntah Daerah --termasuk peluangnya untuk
mengembanghan daerah sesuai kebutuhan dan keinginan sendini dan tidak adanva hak
dasar masyarahat untuh mengelola sumber dava alam vang terdapat disekitar mereha

Keuaakadilan dalam distribusy hasil-hasil sumber daya alam yang dilandas: oleh sistem
politih yang represif dengan, menarih aset-aset lokal tersebut ke Pusat telah memberihan
hasil yang sangat udak signifikan terhadap daerah Berbagai propins: vang kava akan
sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Aceh, Riau, ataupun Inan Jaya justru
merupakan daerah-daerah vang muskin dan pembangunan daerahnva paling tertinggal
Sehingga udak mengherankan munculnya tuntutan akan perimbangan keuangan Pusat-
Daerah otonomu penuh bahkan kemnginan untuk berpisah dari Negara Kesatuan RI D
sis1 lain pengakuan dan hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam tidak lag:
mereha peroleh dan semakin dipinggirkan oleh pemenntah, melalu berbagai paket
peraturan perundang-undangan sumber daya alam Secara institusi, masyarakat adat telah
dihapushan dengan diheluarkannya UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang
menghapushan sistem pemerintahan adat seperti Marga, Nagan ataupun bentuk-bentuh
lain dan membuat unifikas: sistem pemernntahan Desa

Kajan mengenai Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Dalam
Pengelolaan Kawasan Konservas: tidak dapat dipisahkan dar peta politih pemerintahan
Pusat-Daerah-Desa tersebut Oleh karena pada dasarnya Kawasan Konservas: udak dapat
dilepaskan dan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya

10
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Sebagaimana nalnva dengan pengelolaan sumber dava alam -- selain tambang Galian C
seperti pasir batu dan sebagainva kebyahan pengelolaan kawasan honservas: pada
umumnva masih bersifat sentralisuk Dengan perhataan lain pengelolaan kawasan
konservas: mas'h dilakuhan dar pusat Kendatipun terdapat aturan umum penverahan
urusan di bidang honservasi sumber daya alam tetap: peraturan pelaksananva belum
dikembangkan

Dar1 Kapan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada pemenntah masith tampak
setengan hati untuh mengembanghan desentralisas: Unaang-undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Kkonservast Sumber Dava Alam Havau dan Ehlosistemnva misalnya
menvebuthan bahwa ‘ dalam rangha pelaksanaan honservas: sumber daya alam hayau dan
ehosistemnva pemenntah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam UL ™o 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemeriniah Daerah Ketentuan lebith lanjut akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah “amun delapan (8) tahun UU KSDHE berjalan Peraturan Pelaksana tersebut
belum juga dibuat

Sementara 1tu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
ndah membuha peluang desentralisas: sama sehali Bahhan untuk kebakaran hutan
pencegahan dan pemadamannva masith bertumpu pada instansi-instans: kehutanan yang
merupahan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sepert: Kanwil Kehutanan Dinas
Kehutanan Unit Perum Perhutani dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen
Kehutanan Demikian juga halnva dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pemerintah Daerah dibenn kewenangan untuk
menetaphan suatu kawasan sebagar kawasan lindung di dalam daerahnya masing-masing
tap: idak untuk pengelolaannva

Pada Tahun 1998 Pemerintah meluncurhan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998
tentang Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah
Di dalam PP 1m1 disebutkan bahwa Kepada Kepala Daerah Tingkat I diserahkan urusan
Pemerintah vang melipuu Pengelolaan Taman Hutan Raya dan Penataan Batas Hutan
Sementara 1tu hepada Kepala Daerah Tinghat I diserahkan urusan Pemerintah vang
meliputi penghijauan dan konservas: tanah dan air persuteraan alam perlebahan
pengelolaan hutan mihk/hutan rakyat pengelolaan hutan lindung penvuluhan kehutanan
pengelolaan hasil hutan non-kayu perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindung:
pada areal buru periindungan hutan dan pelauhan ketrampilan masyarakat di bidang
kehutanan

Terdapat beberapa catatan yang dapat diberihan terhadap PP No 62 Tahun 1998 tersebut
yaitu 1) PP tersebut adalah turunan atau aturan undak lanjut dann UU kehutanan dan
bukan dar1 UL No 5 Tahun 1990 tentang KSDHE 2) PP tersebut juga memuat bidang-
bidang tertentu yang merupakhan bagian dar1 pengelolaan kawasan konservas: untuk
diserahhan hepada Pemerintah Daerah namun tidak kawasan seperti Taman Nasional
Cagar Alam dan sebagainya, 3) Desentralisas: pengusahaan hutan yang banvak dituntut
oleh banyak pihak yang seharusnya dimuat di: dalam PP 1m1 justru udak tercantum
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Pertanvaannya adalah bagaimana munghin pemernintah pusat mampu mengelola haw asan
honservas: yang demihian luas vang mencakup 16 2 juta hektar kawasan honserasi
darat dan 3 2 juta hektar hawasan honservasi laut Berbaga: data empirih menunjuhkan
bahwa pengelolaan yang sentralistih tersebut mengalam: banvak hambatan Oleh karena
itu pergelolaan kawasan-hawasan honsenvasi oleh Pemernntah Daerah vang cenderung
lebih memahamu wilavahnya berada dekat dengan objek konservas: i sendiri lebih
memunghinkan untuk melakuhan secara lebih baith Namun demukian terdapat dua
persvaratan penung apabila pengelolaan hawasan honsemvas: yang diberihan hepada
Pemer.ntah Daerah dapat berjalan dengan baih vakm sehaligus dengan memberikan
Daerah hewenangan untuk mengelola pengusahaan hutan serta melibathan masvarahat
lokal 2 au adat dan memposisihan mereha secara hemitraan

D1 s1e Jain pengembangan Peran Serta Masvarahat di dalam Pengelolaan Kawasan
Konse-vasi juga belum mendapat perhatian vang serius dari pemerintah Darn berbaga:
peraturan vang ada -- vang mencantumhan peran serta -- tampak bahwa pemerintah belum
memaham: apa esens: dar1 perap serta masvarakat itu sendirn Berbaga: pasal tentang
peran serta seringhali menyebuthan peran serta dalam bentuh yang tidah langsung seperts

mahe rakvar dukutsertakan  atau honservasi sumber dava alam havati dan ehosistemnya
merupakan tangeungjan ab dan kewanban pemermntah dan masiarakat atau pemerintah
menumbuhhan dan meninghatkan sadar homservas: sumber daya alam havan dan

ehosistemnya di halangan 1akvat melalui pendidikan dan penvuluhan (Ps 37 avat 2 LU
No 5 Tanun 1990)

Berbaga: peraturan perundang-undangan vang memuat peran serta masyarahat kecual:
UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan --
bahwa peran serta masyarakat itu idak penting masyarakat bahkan dilihat sebagai bagian
yvang udak mengerti tentang pengelolaan sumber daya alam termasuk konservasi
sehingga disebuthan bahwa peran serta tersebut akan ditumbuhkan dan diunghathan
melalur pendidihan dan penyuluhan Padahal udak ada yang dapat membantah bahwa
justru masyarakat Adat Dayah masyarakat Adat Haruku, dan berbaga: masyarakat adat
lamnnvya di berbagai wilayah di Indonesia dikenal secara turun-temurun memiliki konseps:
honser as: yang luar biasa dan menerapkannya

Diakomodimya peran serta masyarakat adalah suatu kemscayaan Dengan luasnya
sebaran kawasan konservasi, terbatasnva institus: pengelola dan sumber daya manusia
serta aana yang runim, adalah tidak munghin pengelolaan hawasan konservas: tanpa
peran serta masyarakat dapat berjalan dengan baik

Upaya meletakkan pola hubungan pemenntah dengan masyarakat dalam bentuhk
kemitraan akan menguntungkan semua pihak baih pemenntah masyarakat ataupun
hawasan honservas: itu sendin Bag: masyarakat adat atau lokal, keterhibatan dalam
pengelolaan kawasan honservas: bukan dilihat semata-mata sebagar sebuah tugas ahan
tetapr didorong oleh motivas) dan rasa memiliki dimana mereka merasa adalah bagian
dart hutan atau kawasan honservas: 1tu sendiri Beberapa faktor vang mendukung



efekufnva pengelolaan hawasan konservasi dengan dilibatkannva masyarakat termasuh
lembaga swadava masyarakat (LSM) adalah 1) kedekatan masyarahat dengan kawasan
honservas: 2) adanva faktor hepenungan baik secara historis sosial-relig: ekolog:
maupun ehonom: dan 3) komutmen dan hepedunan (seperti vang ditunjukhan oleh LSM
maupun helompok pecinta lingkungan hidup)

Salah satu contoh peran penting keterlibatan masvarakat adalah dalam kasus hebakaran
hutan 1997-1998 vang terakhir dimana posho-posho diairihan vang melibathan lembaga
<wadayva masvarahat orgamsas: masyarakat dan masyarahat umum Sebaliknva
sebagaimana yang dilaporkan di dalam buku Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia
Dampah Faktor dan Evaluasi menunjukkan betapa pemernntah ternyata memulihi
neterbatasan dalam menanggulang: bencana skala besar Hal i1 dibukuikan dengan
lumpuhnva mekanisme herja vang mengatur hubungan antara instansi dalam usaha
penanggulangan dan pemadaman di tingkat Pusat maupun Daerah”

Rehomendasi Arah dan Agenda Reformasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kawasan konservasi memilihi peran dan arti penung dalam hehidupan karena 1a
memilik! nilai-nilal nvata dan ntnnsih vang udak terhinggaa ekologi ekonomi sosial
Oleh karena 1tu dibutuhkan pengelolaan yang baik yang diantaranya dengan menekankan
desentralisas: dan peran serta masyarahat

Namun demihian berbagai hal vang sangat mendasar dan prinsip haruslah diperbaharu
(reform) Arah dan Agenda Reformas: Pengelolaan Kawasan Konservas: harus meliput
hal-hal vang bersifat mendasar dengan mengembangkan sebuah wvisi Dar visilah
hemudian dikembangkan musi-misi yang nantinya diterjemahhan ke dalam berbagal
peranghat kebijakan dan peraturan perundang-undangan

Visi

Melihat berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terhait dengan
pengelolaan hawasan konservas: maka visi pengelolaan kawasan honservas: selama ini
belum jelas dan utuh Dengan hata lain udak ada visi yang satu termasuk di halangan
Pemerintah sendirnn Hal tersebut tampak dari semangat konservasi yang seringkal: tidak
berdaya menghadap: hekuatan eksploitas: atau utilisas: sumber daya alam Berbaga:
dalih untuk mengeksploitas: hawasan honservasi selalu dicann yang diantaranva
menyebuthan bahwa sumber daya tersebut sangat penting bag: pertumbuhan ekonormu

Oleh karena itu Visi tersebut harus dikembangkan untuk dipahami oleh seluruh
stakeholders hhususnya departemen sektoral yang terkait dengan pengelolaan sumber
daya alam Idealnya visi tersebut merupakan visi pengelolaan sumber dava alam
Indonesia Visi vang ditawarkan adalah Pengelolaan sumber daya alam vyang adil

* Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia Dampakh Faktor dan Evaluasi Kantor Menter: Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia United Aations Development Programme (UNDP) September
1998 Jihd 1
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demohraus dan berbasishan herakvatan beraasarhan pelestanian ehosistem’  Visi
pengelolaan sumber dava alam tersebut adalah juga menjad: visy dan pengelolaan

kaw asan honservasi

Mist

Beranghat dari visi tersebut maha perlu dikembanghan nusi-musi dan pengelolaan
sumber aava alam termasuk pengelolaan hawasan honserasi ar dalam berbaga: hebijakan
dan peraturan perundang-undangan Adapun mesi yang dapa: dimasuhhan diantaranva
adalah

1 Mewujudhan pengelolaan sumber dava alam - termasuk hawasan honser asi

yang adil transparan dan dilaksanahan secara bertanggung jawab dan

honsehuen

Memberdayahan pengelolaan sumber dava alam yang berwawasan honser as:

Lelestarian dan ekonomt

3 Mewujudhan desentralisasi — dimana kewenangan berada di tangan
Pemerintah Daerah, sejak dari perencanaan, penunjukan, penataan,
penetapan pelaksanaan, momtoring dan evaluasi pembiavaan termasuk
pengambilan dan penentuan hebjjakan pengelolaan hawasan honservast
vang tetap dihordinasikan dengan Pemerintah Pusat

4 Menempathan peran serta dan ahses masvarahat dalam pengelolaan

kawasan Kkonservasi

Mengembanghan mehanisme pengakuan atas hah-hah masvarahat terhadap

wilavah hutan baih hak pribadi maupan Lolekuf dan memberdavakan insutus:

Jokal untuk memperhuat ehonomu rakvat dan pengelolaan kaw asan konsen asi

6 Dikembanghannya pengelolaan hawasan konservasi vang menghombinasihan
manajemen dan teknik-teknik modern dengan konsep pola dan teknik-tehnik
tradisional berdasarhan karaktenisuk wilayah setempat

7 Terwujudnya sistem dan penegahan hukum vang adil konsisten dan
terintegrasi dalam upaya pengelolaan kawasan honservas:

LI
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Visi dan Misi 1ulah kemudian yang barus diyadihan sebagar acuan di calam
pengembangan berbagar peranghat kebijahan dan peraturan perundang-undangan dan
mstitusi pengelolaan sumber daya alam yang termasuk d: dalamnya pengelolaan hawasan
konservas:

Pengembangan kebiyjakan sendin harus bersifat dari bawah ke atas (borrom up)
berdasarkan harakteristuik lohal dan berangkat dar hepentingan Pemerintah Daerah dan
masvarahat setempat Sementara 1tu fungs: Pemerintah Pusat hanyalah bersifat sebagas
fasilitator Pengembangan dan pembuatan kebijjakan dan peraturan perundang-undangan
harus mengarah pada pendekatan dan proses yang demokratis yaitu terbuka dapat
diahses oleh masyarakat, memben peluang peran serta masyarahat dan tahap

* Vist 11 sejalan dengan visi Forum Komunihas: Kehutanan Masvarahat (FKKM) tentang pengelolaan
hutan Dermuikian juga halnya dengan mis: Lihat Zaman Baru Kehutanan Indonesia FKKM 1998
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perencanaan pelahsanaan monitoring hingga evaluasi Proses tersebut juga harus
menekankan diteraphan adanva prinsip-prinsip akuntabilitas

Dengan demuibian hebijakan-kebijahan dan peraturan perundang-undangan dimasa yang
akan datang diharapkan dapat mengahomodir kepenungan masvarakat setempat
disamping 1tu juga harus komprehensif terintegras: konsisten serta tidah tumpang tindih
baik kebiiakhan dan peraturan vang bersifat vertihal maupun vang bersifat horizontal

4genda

Jiha melihat agenda tormal vang ada Pemerintah harus sesegera munghin membuat
peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Otonomu Daerah dan kaitannva
dergan pengelolaan sumber dava alam nasional vang dimandatkan oleh Ketetapan MPR
No XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomu: Daerah Pengaturan Pembagian
dan Pemanfaatan Sumber Dava Nasional yang berheadilan serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangha ™Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuhk
mendapathan produk perundang-undangan yang leginimate proses pembuatan UL
tersebut hendaklah dilahukan secara transparan dan dengan membuka koridor peran serta
masvarahat

Sejalan dengan mandat Tap MPR tersebut diatas suatu agenda vang jelas perlu
dikembanghan Sebagai usulan agenda reformas: kebiyakan dan peraturan perundang-
undangan pengelolaan sumber dava alam khususnva pengelolaan kawasan honservasi®
diantaranva adalah

1 Meletahhan vis1 dasar pengelolaan hawasan honservas: (yang mestunva sama dengan
vis1 pengelolaan sumber dava alam)

12

Mensosialisasikan pentingnya konservas: dan pengembangan pengelolaan hawasan
honservas: kepada berbagar kalangan Akan tetapi disisi lain  juga harus
dihembanghan kebyakan vang seimbang terhadap akses masyarakat terhadap hawasan
sumber dava alam termasuk hawasan honservasi

3 Menginventansir seluruh hebyakan yang terhait dengan pengelolaan hawasan
honservasi, yang tersebar di berbaga: departemen sektoral maupun di Pemerintah
Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II secara bersama-sama antara
pemerintah dengan stakeholder lainnva yang selama i diketabui concern dan
memberihan perhatian terhadap 1su dan pengelolaan kawasan konservasi serta
mengert: persoalan lapangan (Penelitt LSM Konsultan Pakar dan Institus: Lokal)
dan tentunya Pemernntah Daerah sendin Berbagar kebijakan dan peraturan
perundang-undangan tersebut kemudian dianalisis dan dikajy ulang untuk diperbaiki
dirubah atau digantikan dengan peraturan baru yang beranghat dan sesua: dengan visi

® Agenda tersebut masth harus dielaborast dan dibuat sesua: dengan perencanaan vang feasible serta dibag
di dalam beberapa tahap Tahap tahap tersebut bisa dalam bentuh tahap jangha pendel jangha menengah
dan jangha panjang Departemen Kehutanan dan Perhebunan misalnya telah membag: agenda reformas
sektor hehutanan dan Perkebunan ke dalam Resque Recover dan Sustainabiiin
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dan mus: hhususnva pengembangan desentralisasy dan peran serta masyarahat
Kebijahan vang dibuat haruslah homprehensif terintegras: dan udah tumpang tindih
serta beranghat dan semangat borrom-up Hasil studi i dapat ayadikan sebagai
salah satu 1yuhan awal untuh melithar betapa komplehsmva permasalahanma
kebyakan vang ada dan mengapa mendesakma perubahan mendasar haius
dilahuhan

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 harus disempurnahan dengan memasuhhan
beberapa aruran prnsip dimana hebyahan pengelolaan hawasan honservas' harus
memberihan ruang pada heterlibatan Pemerintah Daerah secara lebih substanuf dan
peran Pemeriniah Pusat diarahkan sebagar fasilitator Prinsip lain yang harus
diahomodir adalah peran serta masvarakar vang genuine akses informas: pergahuan
dan jamman atas hak-hak masvarahat adat dan masyarahat lohal pengahuan dan
penghargaan terhadap insutusi-institus: lohal dan pelibatan mstitusy tersebut di dalam
pengelolaan haw asan honservas: serta penegahan hukum

Menetaphan 1stuilah vang baku dalam kaitannia dengan hawasan lindung atau hawasan
honservast Dalam hal m1 kamm mengusulhan d:gunakannya 1sulah hawasan
Lonservas: vang telah sesuai dengan 1stilah vang digunakan oleh Undang-undang No
5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Sumber Dava Alam Havati dan Ehosistemnyva
dan Keppres No 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
61 Tahun 1998 tentang Keduduhan Tugas Susunan Orgamsasi dan Tata Kerja
Departemen sebagaiman telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 144 Tahun 1998

kebyakan yang dimuat di dalam Garis-garis Besar Haluan Mhegara dan agenda-
agenda Pemerintah dibuat secara terbuka memuhah kepentingan rahvat dan narus
dilahsanakan secara konsisten dan bukan sekedar statemen poliuk (polirical
statement) ahan tetapr harus dapat diwujudkan sebagar statemen hukum (legal
sratement) vang dapat dipertanggungjawabhan secara hukum

Berbagar peraturan seperti Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan (28
Tahun 1985) Keppres Pengelolaan Kawasan Lindung (32/90) Surat Keputusan
Bersama tentang Kegiatan Pertambangan di dalam Kawasan Hutan dan berbaga:
peraturan lainnya harus disinkronkan dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang
Konservas; Sumber Daya Alam Hayat: dan Ehosistemnya (KSDH) Berbaga
perbedaan dan pertentangan yang ada harus mengacu pada UU yang lebih ungg:
dalam hal 1m:1 UU KSDH

Reorganisas: dan Rewvitalisas: helembagaan pengelolaan kawasan konservas: dengan
penehanan pengelolaan pada Pemernntah Daerah Perubahan sistem dan bentul
helembagaan yang akan mengelola harus dimunghinkan untuk dimodifikas: ataupun
disempurnakan
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Memetahan berbagar konflik dan potensi konflik yang terdapat di berbagai kawasan
honservas: paik konflik hebyakan konflih helembagaan maupun program-program
serta impiementasinva untuk kemudian dilihat latar belahang dan akar dan seuap
permasalahan potens: dan penvebab honflik pengembangan penvelesaian honflih
secara damai dan mencan solusi-solusi yang dapat diterima semua pithak dan
menduhung upaya perlindungan hawasan konservasi 1tu sendiri

Melakuhan upava-upaya penegahan hukum terhadap pihak-pihak vang secara sengaja
merusak hawasan konservast melalu: praktek-paktek holusi korups: dan nepotisme
dengan cara membuat hebyahan vang bertentangan dengan tujuan dan pengelolaan
kawasan konservasi 1tu sendirt

Dibentuhnva Undang-undang Sumber Dava Alam (UU SDA) sebagai undang-undang
pavung dalam pengelolaan sumber dava alam UU SDA tersebut pada intinva
mengatur tentang 1) prinsip-prinsip pengelolaan konservas: yang adil demokratis dan
dityjuhan untukh kemakmuran rahyat 2) Pengelolaan dilakukan oleh daerah dan
dengan pengaturan vang jelas dan tegas mengenai peran serta masyarahat 3) dan
dengan menekhankan pentingnva aspek honservast Aspek lain vang juga sangat
mendasar dan perlu dimasukhan adalah penekanan harmonisas: dan sinkronisas:
berbagai hebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam
vang seimbang Undang-undang Sumber Dava Alam kemudian ditetaphan sebagai
undang-undang pavung yang harus dijadikan sebaga: kebijakan payung (utama) di
dalam pengembangan kebijahan dan perundang-undangan sektoral vang berkaitan
dengan pengelolaan sumber dava alam

Disamping 1tu UU SDA juga mengatur aspek kelembagaan yang mengatur tentang
kelembagaan pusat daerah dan dimasukkannya institus: lokal sebagai salah satu
lembaga mutra yang memiliki peran kunc: Penekanan hewenangan pengelolaan
sumber dava alam terletah pada Pemerintah Daerah dengan pengembangan
koordinas: antar aepartemen pusat-daecrah dan antara satu daerah dengan daerah
lainnya

Alternatif lamn disamping pembuatan UU SDA adalah dikeluarkannya semacam
Dekrit Presiden atau Tap MPR vang memuat semacam perintah pengembangan
kebyahan pengelolaan sumber daya alam Deknit atau Tap MPR tersebut benisithan
vist dan mus1 yang harus ditindaklanjuti oleh Departemen Sektoral Dekrit Presiden
maupun Tap MPR tersebut harus menunjuhkan adanya sense of urgency dalam
pengelolaan sumber dava alam termasuk vang mengancam keberadaan hawasan-
kawasan konservasi

Mengintegrasihan berbagar Konvens: Internasional yang telah diadopsi/diratifikas:
yang cenderung mendukung pemingkatan keberadaan fungsi dan kualitas hawasan-
kawasan honservasi yang ada - ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan
perundang-undangan vang terhait dengan pengelolaan sumber dava alam hhususnya
pengelolaan kawasan honservasi
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EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

Indonesia 1s a country rich in natural resources and biological diversity  However this biological
and natural weatth will vamsh if the country 1 unable to integrate the need for environmental
conservaton with the demand for economic growth This report examines one aspect of this
development problem namelv Indonesian policy and law related to protected area management

The US Agency for International Development s Natural Resources Management Program/EPIQ
(NRM Program/EPIQ) commussioned the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 1o
undertake this study in August 1998 The purpose of the studv 1s to senve as the basis for
recommendauons to the Government of Indonesia for new regulations for decentralized and
parucipators protected are. - .gemen. To complete this study ICEL (1) reviewed polices
and regulations that directly and ind'rectlv affect protecied areas (2) analvzed the development
of these policies and (2 studied the 1m~act of such policie~ on decentralizauon and community
mvohvement ICEL involved multiple ana ¢ yerse stahehola. -s throughout this process bv
conducung indnvidual and group interviews holaing a varieny of meeungs and soliciung writlen
and oral reviews of drafts prior to the report s completion

Indonesia contains 16 2 million hectares of land area and 3 2 million hectares of coastal and
marine areas’ designated for protection in the form of nature reserves wildlife resemves national
parhs natural recreation parhs game reserves and grand [historic] forest parks This
conservation estate 1s under increasing direct and 1ndirect pressure from population and
economic growth exploitative industries (e g, umber mumng and mineral extraction) land
clearing hunting and illegal resource extraction, wasteful and destructive management practices
and forest fires *

The Indonesian government has come under criticism for 1ts policies that legitimize excessive
natural resource use and extraction at the expense of conser ation and protecied area
management In response the government blames the inadequate management of protected
areas on their geographic size and scope and the relative lack of human and financial resources
In fact 1nsututional flaws are to blame as well The Department of Forestrv and Estate Crops
maintains an organizational mandate for the explortation of areas surrounding protecied areas
Further the adrmunistration of protected areas 1s overly centralized with the corollary holding
true that there 1s lack of participation on the part of local governments communities and other
stakeholders

The NRM Program/EPIQ addresses three 1ssues  how to properly manage protected areas,
whether the current system of protected area management 1s appropriate and/or sufficient, and
how existing government polices support or detract from the sustainable management of

' Stansnics of Indonesian Forestry 1996 1997 Bureau of Planning of the Ministry of Forestry

* The fires of 1997-1998 for example destroved over 627 000 hectares of forestland while the fires of
1983 destroyed 496 000 hectares of protected forests Study on Forest Fire Prevennon and Protection
1997-1998 Mimstry of the Environment



Xvl

protected areas This report focuses on the third question 1n particular addressing how
decentralization and increased community involvement can be insututionalized in policy law
and regulation as a necessary condition for sustainable natural resources management

POLICIES LAWS, AND REGULATIONS ON THE MANAGEMENT OF PROTECTED
AREAS

Policies laws and regulatuons are integrally related to the management of protected areas and
natural resources In Indonesia the highest law of the land 15 the Constitution of 1943, or the
Undarg Undang Dasar (UUD 1945) Subordinate to the Constitution are the Undang Undang
(UL") or Basic Laws or Acts passed by the House of Representatives followed by Government
Regulations (Perarturan Pemerintah) Presidential Decrees (Keputusan President or
KEPPRES) and Ministerial Decrees (Surat Keputusan or SK) The highest policy statements of
Indonesian government are codified bv the People s Consultative Assemblv (MPR) which meets
every five vears Specific stipulations are known as Ketetepan MPR (TAP MPR) The MPR
also makes broad State Policv Guidelines or Garis-Garts Besar Haluan Negara (GBHN) that
outline the main objectives and priorities for the subsequent five-vear development plans

Pohicy

The UUD 1945 discusses natural resources in terms of social welfare rather than 1n terms of

protecuion or conservauon Specifically the Consutution states that the country s earth
water and natural riches contained therein are to be admunistered bv the government and shall be
used for the benefit of the Indonesian people However the TAP MPR and GBHN of recent
vears have become clearer in their statements regarding conservaton of natural resources and
protected area management The GBHN of 1998-2003 promotes environmentallv sustainable
development that1s development that sustains natural and functioning ecosystems while still
allowing for economic opportunity and national growth This GBHN also discusses community
involvement and the fair allocation of land water and maritime resources (It should be noted
however that this GBHN does not address decentralization in the management of protected
areas ) When President Suharto stepped aside 1n Mayv 1998 GBHN 1998-2003 became null] and
void WNevertheless the concepts of environmental conservation and sustainable development
were 1ntroduced and are expected to remain part of government policy

Based on the UU 1945 and recent GBHN one would expect that natural resources would be
managed for the benefit of the people however the reality 1s that not all people benefit This
principallv derives from a conflict between the concepts of Aak menguasa: negara (HMN) and
tanah ada. Literally translated as ‘ rights to own the country,” HMN allows for the practice of
emunent domain by the Government, while tanah adat translates as “traditional land ’
Indonesian laws such as the Land Ownership Act (UU Pokok Agraria) Forestry Act (UU Pokok

Kehutanan) and Mming Act (UU Pokok Pertambangan) all give precedence to HMN over ranah
adar

For example Regulauon 21 of 1970 discusses use rnights to forest resources The regulation
states that legal indigenous people have the right to collect forest products provided they do not
disturb the operation of production concessions However no cases exist where mndigenous

(a4
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rights have been given precedence over production forestrv  Simularlv under the principle of
HMN local land has been appropriated for the creation of protected areas in the provinces of
Maluhu and Riau

In terms of aecentralization the special assemblv of the MPR in November 1998 specifically
passed TAP MPR XV for the Structuring of Regional Autonomy Managing and Delegating
the Fair Use of Natural Resources and Promoung Equitable Allocation of Finances Between
National and Regional Authonties  Article 5 of this TAP MPR says that regional governments
are responsible for sustainable environmental management Article 5 also directs government
agencies (o look beyond their sectoral interests and coordinate 1n the management of natural
resources

Laws and Regulations

Approsimatein 457 regulauons directly or indirectlv relate to Protected Area Management In
addiuon to the apove menuoned Acts on Land Ownership Forestry and Mining the single most
important law on protecied area management 1n Indonesia 1s the 1990 Act on the Conseryauon of
Biodn ersitv and Natural Ecosystems (UL 5/1990) A review of these regulauons 1dentifies four
problems

1) There are no standardized terms for protected area  The lack of a standard set of terms 1s
not trivial for this prevents clear implementation of policy For example some decrees and
law s refer 1o prorecnon while others refer to preservanon two words with different
connotauons (Some would say that even the principal agency responsible for protected area
management 1s misnamed Thnose would argue that this agency the Directorate General for
Forest Protection and Nature Conservation, or Perindungan Hutan dan Pelasiarian Alam
(PHPA) focuses more on preservation than protection Thus, by Presidential Decree the
PHPA has been renamed the Directorate General for Nature Protection and Preser ation or
Perlindungan dan Konservas: Alam (PKA))

2) Dafferent regulations allow contradictory actions 1n the sustainable management of protected
areas For example the Biodiversity Conservation Act forbids producuon forestry and
mumung within national parks and strict nature reserves various regulations reinforce this
prohibiuon (1e Regulation 28/1985 on Forest Protection, and KEPPRES 32/1990 on
Protected Area Management) However, the Minister of Forestry and the Minster of Mining
have 1ssued joint decrees that allow mining within strict nature reserves and national parks
direct violation of higher law

3) Both the enforcement of regulations and the consequences for violating regulations are weak
Miming illegal logging fishery dynamiung and protected area boundary violaton occurs

throughout the country s protected area system, yet these activities go unpunished

4) Regulations promote sectoral terests rather than coordinated resource management As
seen above the Departiment of Mines and Energy 1s able to grant concessions within national
parks 1n contradiction to regulations for park protecuon
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In total the existence of manv regulations related to protected area management belies the fact
that a gap ex1sts between the concept of protection and 1ts implementation

Decentralization and Community Empowerment in Protected Area Management

Protected areas management in Indonesia involves a struggle between central government and
provincial and local governments for management rignts and the attendant benefits of natural
resources In fact local communiues saw their exisung government structures abolished with
the passing of the Local Government Act of 1979 reinforcing the centralization of resource
control rather than decentralizanon With all the benefits of natural resources flowing toward
the center 1t 1s therefore unsurprising when provinces such as East Kalimantan Aceh Riau and
Irian Java speak of autonomv or independence tor thev see no return flow of their natural
resource wealth

While the government often discusses moves toward decentralization there stll seems to be a
gap between statement and 1mplementation as demonstrated in the following

[} The Biodiversity Conservation Act of 1990 states that to achieve sustainable environment
management the central government shall devolve responsibilities to provincial authorities
Yet 1n the subsequent eight vears no regulations have been made to actualize the law

2) Regulation 28/1985 on Forest Protection spectfically reserves management authority over
protected areas for the central government s Department of Forestry and Estate Crops and 1ts
regional and local offices One puzzling consequence of this 1s that the national government
rather than provincial or local governments 1s responsible for forest fire prevention and
suppression

(U8

KEPPRES 32/1990 on Protected Area Management allows provincial governments to
designate areas for protection but then gives these governments no management authority

4) KEPPRES 62/1998 on the Partial Delegation of Government Authority over Forests actually
gave numerous responsibilities to district-level or Aabuparen authoniues including border
demarcation watershed conservauon natural silk production bee keeping management of
traditional community protected forests management of non-timber forest product collection
wildlife management and the implementation of forestry extension and community
educauon programs There are three points of note about this decree (1) 1t was made under
the Forestry Law rather than the Biodiversitv Conservation Act of 1990 (2) 1t discusses
decentralization of natural resource management and not the decentralization of authornty
over the countrs s formally gazetted protected areas and (3) it makes no reference to
granting regional authority over entrepreneurnal or production activities within forests

5) The Environmental Management Act of 1997 (UU 23/1997) seems to deny the knowledge
base of indigenous peoples instead of seehing to build on this cultural resource

With a protected area system as large and dispersed as Indonesia s 1t would be beneficial for
provincial governments to have greater control over their resources for they more closelv see the

2\
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costs and benefits of management decisions Logically 1n receiving greater authority from tne
center provincial governments must apply this principle to themselves and seek to further
devolve responsibilities 1o local communities and indigenous peoples However there are ven
few laws or regulauons in Indonesia offering specific guidance i community empowerment for
protected area management Rather we see general statements in the Biodiversity Conservauon
Actsaving the people should be involved that ‘both the government and the people are
responsible for biodiversitv conservation  and that the government shall help raise

consen auon aw areness of the people

Considening the dearth of human financial technical and institutional resources 1n a country
like Indonesia devolution of authority community mvolvement and multi-stakeholder
participatory management seems the only sensible option If given adequate property rnights
local communities 1n partnership with non-government organizations can indeed manage
protected areas They directlv realize many of the costs and benefits of protected area
management have stronger economic and cultural interests in local conserrauon and have better
knowledge of local ecosystems

A VISION MISSION AND AGENDA FOR REFORMING PROTECTED AREA
MANAGEMENT IN INDONESIA

Vision

Existing Indonesian policy and law presents no mnherent or integrated vision for protected area
management Seemungly exploitative use for economic growth tahes precedence over
sustainable environmental management An integrated vision 1s needed, one that allows for
democratic participatory multi-stakeholder protected area management based on sustainable
principles *

Mission

The mission proposed here 1s to develop clear policies and strong regulations for protected area
management including

» Establishment of policies for democratic and transparent natural resource
management both within and beyond protected areas

» Establishment of pohicies that allow for the integration and balancing of
environmental conservation and sustainable economic development

* A fine example of this occurred during the forest fires of 1997-1998 when manv local communities and
NGOs did more to stop the fires than the central and provincial governments See Forest Land Burning
in Indonesia Impacts Causes and Evaluation (Book I) September 1998 Mimistry of the Environment
and UNDP

* This vision 1s 1n accord with the FKKM s (Communication Forum on Community Forestry) statement 1n
Zaman Baru Kehutanan Indonesia (New Era for Indonesian Forestry)
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¢« Promotion of decentralization such that authoriwv and the accrual of costs and benefits
adheres to provincial level governments with the central government plaving a
coordinating role

¢ Empowerment of local communities and mnstitutions so that they are partners in
protected area management

« Recognition of individual and communal rights of local and 1indsgenous peoples

¢« Development of an integrated, just and consistent system of laws for protected area
management and adequate entorcement of these laws

If these policies are to be successful thev must be developed 1n a bottom-up fashion recognizing
tnat local characteristics and the needs of local communities and provincial governments will
varv across Indonesia The developmen: of policy should also be democratic and participatory
adhering to the principles of transparency and accountability The role of the central government
should not be to mahe such policyv but to ensure that 1t has horizontal and vertical consistency

Agenda

The authors of this report conclude the government should develop policv and regulation 1n
accord with TAP MPR XV of 1998 decentralizing natural resources management in Indonesia
Below 15 a proposed agenda of reform as 1t relates to protected area management -

b

4)

Establish a clear vision for protected area management in accord with a broader vision for the
management of all natural resources

Use a multi-stakeholder process for protected areas management and ensure active
involvement of local people

As part of a multi-stakeholder process inventory review, and analvze protected area
management policies at the provincial level (DPRD Tinghat I) and sub-provincial levels
(DPRD Tinghar II) making use of NGOs researchers and outside experts to propose policv
and regulatory reform

Revise the Biodiversity Conservation Act of 1990 so that 1t (a) clearly defines the authorty
of provincial government 1n protected area management, and (b) strongly promotes the
participation and partnership of local communities and 1nstitutions

Standardize the terms related to protected area (Aawasan lindung) and preserved area
(kawasan honservast) so that thev are 1 accord with concept of ‘ conservation” as expressed
in the Biodiversity Act of 1990

* This agenda would be detailed and tailored according 1o the needs of different agencies
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6) Open for public review and comment all official statements of government policy (GBHN)
Such statements should be executed consistently as legal statements of policv rather than
politcal interpretations of policy

7) Revise subsidiary regulations and decrees to accord with the highest statement of law on
protected area management 1n Indonesia the Biodiversin Conservauon Act of 1990
Specifically revise Government Regulation 28 of 1985 on Preserved Forests Presidenual
Decree 32 of 1990 on Protected Area Management and the Toint Ministenial Decree on
Mining Operauons Inside Protected Forests

8) Suengthen the institutional and organizanon capacitv of provincial level agencie« 1esponsible
for protected area management

9) LUse alternatine dispute resolution techniques including pdrticipators mapping to1esolhve
contlicts over protected area management (e ¢ conflicts between agencies or confhicts
betw een communites)

10) Practice strict law enforcement particularly as it applies to the practuices of corruption
collusion and nepousm

11) Develop an overarching Natural Resources Management Act that (a) promotes community
based natural resource management (b) places principal management authority at the
provincial level (¢) insumionalizes environmentally sustainable development (d)
harmonizes and integrates subsidiary policies and regulations and (e) promotes both verucal
and horizontal coordination betw een government agencies

12) Promote erther a TAP MPR or Presidenual Decree on natural resources managemen. that
emphasizes the urgencyv of protecung Indonesia s consery ation estate and that outlines a
vision and mussion for sectoral line agencies

13) Integrate those relevant international conventions which have been adopted or raufied into
national policies and regulations for natural resources and protected area management

REPORT ORGANIZATION

This study 1s written 1n Bahasa Indonesia and consists of an Executive Summary and the main
report Chapter One describes protected area management 1ssues within the larger context of
Indonesia s sustainable development the analyncal methodology for the study and the
assumptions behind ICEL s recommendations Chapter Two discusses 1n detail the policies and
laws directly and indirectly affecting protected area management Chapter Three focuses on
decentralization and community participation for protected area management and Chapter Four
lays out a vision mussion and agenda for acion We have included appendices with a definition
of technical terms bibliography a list of organizations participating in the completion of the
study, a list of protected areas visited and a list of relevant laws regulations and decrees related
to protected area management
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PENGEMBANGAN DESENTRALISASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVY ASI

4 pro ecion strategy which attenaies local communities is
unjus: 10 ihem and disrcspeciful or their fundamemal 11¢his
as also short sighted for wildlife conserianor

Ashish Kothar'

BAB I
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Indonesia termasul sebaga: negara vang haya akan sumber daya alam Anugerah tersebut
diantaranya terdirt dar hehayaan hutan produks: vang mencapai 71 8 juta ha potens:
perihanan laut sebesar 6 7 juta ton per tahun dan tembaga sebesar 40 3 muliar pounds”
Denukian juga dengan berbagai potens: tambang lainnya seperti emas munvahk dan gas
bumi serta berbagar sumber-sumber daya alam lain yang jumlahnva cukup besar di
Indonesia

Disamping itu Indonesia juga dikenal sebaga: pemilik spesies terbesar di duma yaitu 17
% darn seluruh spesies vang terdapat d1 muka bum kendatipun luas wilayahnya hanya 1 3
% dar1 wilayah dunia Diperhirakan Indonesia memilihi 11 % dan spesies tumbuhan
berbunga yang sudah diketahur 12 % binatang menyusui 15 % amfib: dan reptiha 17 %
Jerus burung dan sekitar 37 % jenis-jenis ikan yang ada di dunia”

' Ashish Kothari Neena Signh Salom Sur1 People & Protected Areas Sage Publicanons New Delhi
India

* Econnt Advisory Group Pengelolaan Sumber Dava Alam Non-migas Terabahannya Kepentingan Rahvat
Indonesia 1096

* Rualnas Linghungan Hidup Indonesia Kantor Menter: Negara Lingkungan Hidup dan UNESCO 1992
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Kekavaan tersebut suatu ketika tentu saja akan punah atau habis jika pengelolaannya
udak dilakhuhan secara bijaksana dan berkelanjutan Pengelolaan yang berkelanjutan
diantaranva adalah melalu1 pengembangan kebijakan konservasi

Darn luas wilavah Indonesia sekitar 191 juta ha diantaranya adalah daratan 317 ha lautan
dan zona ehonomu ekslusif (ZEE) selutar 473 ha Dar seluruh kawasan daratan terdapat
303 haw asan honservasi yang luasnva sekitar 16 2 juta ha* Sementara itu untuk kawasan
laat luasnva tercatat sehatar 3 2 juta ha yang terdin dan 31 unit hawasan konservasi’

Peraturan perundang-undangan yang ada ndak memuat definist mengenar kawasan
konservasy Oleh karena itu definisi vang digunakan di sint bukanlah definisi hukum
(legal meaning) ¢ Adapun pengertian kawasan honservas: yang ditemukan di dalam
uteratur vang ada namun digunakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Departemen Kehutanan adalah kiawasan yang diretaphan sebagai
kawasan suaka alam kawasan pelestarian alam taman buru dan huran lindung’
Sementara 1tu 1stilah-1stilah yang dikenal adalah hawasan lindung Kawasan konservas:
vang dimaksudhan oleh um penelitt ditarik dalam art vang luas yaitu hawasan dimana
honservas: sumber daya alam hayau dilahuhan

Pengembangan hawasan konservas: ditujuhan untukh mengusahakan kelestarian sumber
daya alam hayau dan ekosistemnva sehingga dapat lebih menduhung upaya peningkatan
heseiahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia Oleh karenanya keberadaan
fungsi-fungs: heanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting Kawasan Ekosistem
Leuser dan Taman Nasional Kutar musalnya di vakinm: sebagai paru-paru dunmia yang
memberikan hontribusi sangat besar dalam produks: oksigen Bahhan pentingnva
perlindungan kawasan honservas: telah menggugah masyarakat dunia untuhk
menyelamathan hawasan-kawasan konservas: sebagar Situs Wansan Dumia (World
Heritage Sire) dimana Indonesia telah memuliht 3 kawasan Taman Nasional dengan
status Situs Warisan Dunia®

Namun hawasan-hawasan konservasi tersebut saat in1 tengah berada dalam ancaman
kerusahan penurunan mutu dan upaya-upaya ehsploitasi Ancaman terhadap kawasan-
kawasan honservas: disamping muncul dar1 sebab-sebab alam, juga diakibatkan aktivitas

*DFIS 1990 Reppprot 1990MOF/FAQ 1991 sebagaimana dikutip dalam Keanekaragaman Hayat di
Indonesia 1994

* Biro Perencanaan Departemen Kehutanan Stausuk Kehutanan Indonesia 1996/1997

® Dalam stud: 1t pengeruan kawasan konservas: ndak akan dipertentangkan dengan pengerhian kawasan
lindung yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan kawasan-kawasan yang
dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 vang telah diadops: juga oleh Keputusan
Menter1 Negara Lingkungan Hidup Kep 39/MENLH /8/1996 Tim peneliu udak bermahsud untuk
menmmbulhan persoalan defimsi hawasan Sebaliknya untuk menghindarkan adanya pengernan vang
berbeda beda periu kiranya untuk membuat definisi vang jelas atau terdin dan hawasan-kawasan apa
sajakah kawasan honservasi sebaiknya

" Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam Taman Buru dan Hutan Lindung
Direktoral Jenderal Periindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Desember 1996

Hal 3

§ Thga Situs Wartsan Dumia tersebut adalah Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Komodo dan
Taman Nastonal Lorentz



manusia Kerusakan atau punahnya keanekaragaman hayau vang disebabhan oleh
beberapa penyebab (Mc Neely et Al 1990 Soule 1991) yaitu perusakan langsung
konservas: lahan eksploitas: berlebihan populas: pemungutan secara langsung populas:
spesies secara berlebihan dan pengenalan spesies ehsotik Disamping 1tu tehanan-tehanan
vang muncul baik secara langsung ataupun tidak langsung atas ahtivitas manusia dapat
menvebabkan musnahnya keragaman hayau9

D1 Indonesia kerusahan berbagar keanekaragaman hayat: antara lain muncul ahibat
ahtivitas perusahaan-perusahaan tambang pengusaha perhebunan maupun pengusaha
HPH +ang berusaha menerobos hawasan-hawasan honservas: vang diduga membiks
sumber dava alam hutan ataupun tambang yang terdapat di dalam hawasan honservas:
vang ada Kendatipun untub hawasan seperu Cagar Alam dan Taman Nasional sudah
dilarang adanva hkegiatan ehsploitasi akan tefapr upava-upava untuh melakukan
ehsploitas: tidak pernah berhurang

Disamping 1tu penyerobotan hawasan honservasi seringhall juga dilahukan oleh
pengusaha vang wilayah konsesinia berbatasan atau berdekatan dengan hawasan
honservas) dengan coba merambah hingga ke hawasan hutan hinaung Demikian pula
pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan membakar vang dilakukan secara tidah
hau-hat telah menyebabkan sejumlah kawasan lindung turut terbahar dan musnah
dimahan ap1 Kebakaran hutan yang terjad: pada tahun 1983 di Kalimantan Timur telah
memusnahkan hutan lindung seluas 304 000 hektar cagar alam dan suaka margasatwa
192 000 hektar Kebakaran hutan kemudian seolah menjad: bencana tahunan vang selalu
memimbulkan banyak kerugian'® termasuk terganggunya jadwal penerbangan tabrakan
hapal di1 laut dan masalah asap yang melanda negara-negara tetangga

Namun demukian ndak sedikit pula pihak-pthak yang didukung oleh peralatan yang
canggih secara ilegal beram: melakukan eksploitasi kayu d: hutan lindung ataupun
penanghapan ikan dan melakukan aktivitas lainnya di wilayah-wilayah perairan
konservas! yang ternvata merusak berbagai terumbu karang

Ancaman lain vang tdak kalah besar dampaknya terhadap keberadaan kawasan
honservas) muncul dan masyarakat sekitar hutan Ancaman tersebut berupa pengambiian
kayu, pembukaan lahan ataupun perburuan liar Apabila upava para pengusaha besar

® McNeelhn JA KR Miller WV Reid R A Mittermeier and TB Werner Consrving the World s
Bilogical Diversity sebagaimana dikuup dalam Consersing Biodiversity A Research Agenda for
Development Agencies Report of apanel of the Board on Science and Technology for Internauional
Development US Nauonal Research Council Nauonal Academy Press Washingion D C 1992 Lihat 1uga
Keaneharagaman Hayau Indonesia Kantor Mentent Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan
UNDP 1992

10 Kebakaran hutan terbesar di Indonesia terjad: pada tahun 1983 yang menvebabhan rusaknya 3 6 juta
hektar hutan vang luasnya sama dengan 56 kah luas negara Singapura Kerugian itu sendin terpyata
mencapal 9 054 milyat dollar AS vang mencakup hayu hutan alam kayu hutan rawa kerusakan hasil hutan
non-havu dan biaya rehabilitass Menurut Hess sebagaimana dikuup oleh Haerumann 1997) Kebaharan
hutan yang terjadi pada whun 1997/1998 ternvata juga cuhup besar mencapar 627 280 lahan termasuk
260 000 heltar lahan gambut di kahmantan Tengah (Pangestu 1997) Bahasan vang homprehensif lthat
kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Dampah Faktor dan Evaluasi Jihd 1 September 1998 Kanto-
Menter1 Negara Linghungan Hidup Republik Indonesia Untred Nations Development Programme (UNDP)



untuk melakukan eskploitas: kawasan-hawasan konservas: ataupun aktivitas pembuhaan
lahan secara udak bertanggung jawab dilatarbelakangi oleh keinginan mendapathan
keuntungan secara mudah maba upaya masvarahat sekitar hutan lebih didasarhan oleh
motvasl pemenuhan kebutuhan sehar-har:

Melihat berbagai kebijakan yang ada konseps: perlindungan dan pelestarian merupakan
Kebnjakan vang inheren dan telah ada dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk
kebyakan perlndungan heanekaragaman havau vang sebenarnya telah ada bahkan sejak
jaman pemerintahan holonial Belanda Terdapat beberapa aturan seperti Undang-undang
Pemanghuan Hutan dan Eksploitas: Hutan di Jawa dan Madura (Reglement op het beheer
en de explonane der houtbossen op Java en Madoera) pada tahun 1865 Reglement 1874
1897 1913 dan ordonantie hutan 1927 Pada intinya disamping pengaturan tentang
ekplortas: hutan berbagal reglement di bidang kehutanan tersebut mengatur tentang
peremajaan alam pengamanan hutar dan pelestaniannya, termasuk hetentuan pidana bagi
perusah hutan Pada tahun 1931 Pemerintah Kolonial Belanda juga mengeluarkan
Undang-undang Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermings Ordonantie)
vang berlahu untuk seluruh wilayah Indonesia'’

Pemerintahan Orde Baru' mengembangkan kebijakan perlindungan sumber daya alam
(hutan) secara umum di dalam UUPK khususnya tentang Perlindungan Hutan vang juga
mengatur perburuan satwa liar Ketentuan Perlindungan Hutan 1 selanjutnya
ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan pada tahun 19835
Ke byakan tersebut kemudian disusul dengan kebijakan lainnva seperti UU No 4 tahun
1982 tentang Ketentuan-hetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan H1dup13 Keputusan
Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber Daya Alam Havat dan Ekosistemnya
(UU KSDH) Undang-undang KSDH merupakan Undang-undang turunan dar1 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982"

Dalam struktur pemernntahan pengelolaan hawasan pelestarian alam berada di bawah
payung Departemen Kehutanan dan Perhebunan yaitu Direhtorat Jenderal Perlindungan
Hutan dan Pelestannan Alam (PHPA) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam terdin dan a) Sekretariat Direktorat Jenderal, b) Direkiorat Bina
Program c) Direktoral Perlindungan Hutan d) Direktoral Bina Kawasan Pelestarian
Alam dan e) Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora Fauna'®

' Lebth jauh lthat Koesnad: Hardjasoemantri Hukum Perlindungan Lingkungan Konservas: Sumber Dava
Alam Hayati dan Ekosistemnya Gajahmada University Press 1993 dan Salim HS Dasar-dasar
Kehutanan Sinar Grafika 1997

"" Orde Baru digunakan sebagai 1sulah untuk era Pemerintahan Paska Pemerintahan Sukarno yang berkuasa
sejah tahun 1945 sampar dengan Tahun 1965 Era Orde Baru dimula: sejak tahun 1966 dengan natknya
Suharto ke tampuk hekuasaan R1

'" Yang telah dicabut dan digant: dengan UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

" Undang undang No 4 Tahun 1982 sejak awal dimaksudkan sebagal undang undang payung (Umbrelia
Act) dan diharapkan sebagai acuan undang undang lain atau menelurkan berbagar peraturan lain
berkenaan dengan pengelolaan Iingkungan hidup termasuk mengena konservast

"> Surar keputusan Menter1 Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts [/1993 Lebih lamjut hihat
bahasan mengenar nstitust
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Disamping PHPA terdapat juga keterlibatan berbagai instans: dan departemen yang juga
terhait dengan kawasan pelestarian alam

Berbagar program dihembangkan oleh Direktorat Jenderal Pelestarian Alam dan
Perlindungan Hutan (Ditjen PHPA) sehubungan dengan kegiatan konservasi, yang secara
umum menyangkut perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan dan
evaluast Pengelolaan termasuk di dalamnya pemantapan kawasan penvusupan rencana
pengelolaan, pembangunan sarana dan prasarana, potenst kawasan, perlindungan dan
pengamanan kawasan, kegiatan penelitian dan pendidikan, pengelolaan wisata alam
hingga pengembangan integras: dan koordinas:'®

Namun demuhian berbagai hebijahan produk hukum kelembagaan maupun program-
program yang ada ternyata tidak menunjukkan atau memberihan hasil vang sigmfikan
berupa terlindunginya berbagai kawasan honservasi beserta berbagair heanekaragaman
hayati yang ada di dalamnya Apalag: harapan untuk meningkatkan — baik secara kualitas
maupun huantitas berbagai spesies yang ada

Upava pemerintah untuk mengantisipas: berbagar tindakan perusakan atau eksploitas: di
kawasan-hawasan konservas: tampaknya belum optimal dan tidak mampu mencegah laju
perusakan ataupun upaya eksploitas: berbaga: keanekaragaman hayat Pemernntah
tampaknya menghadap: kesulitan untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi, yang
disebabkan oleh

1 Luasnya cakupan kawasan konservasi, dar Leuser di Aceh di bagian barat Indonesia

hingga Lorentz di wilayah bagian timur Indonesia,

Minimnya dana konservasa,

Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia, baik dar sudut kuantitas maupun

kualitas

4 Kuatnya ego departemen sektoral (seperti Departemen Pertambangan atau
Departemen Pertanian) untuk melakukan eksploitas: di kawasan konservasi, yang
memunculhan honflik inter departemen, disamping intra departemen kehutanan
sendinn dan

5 Lemahnya penegakan hukum

W N

Penyebab lainnya, yang justru memperparah keberadaan berbagai kawasan konservasi
maupun sumber daya alam vang ada adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang
sentrahistik atau terpusat dan tidak dikembangkannya peran serta masyarakat

Berbaga: kalangan berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat lag

menggunakan pola-pola sentralistik, akan tetapr harus dirubah menjadi pengelolaan yang

menempatkan daerah sebaga pelaku utama Hal i1 didasarkan pada kenyataannya bahwa

sumber daya alam tersebut berada di daerah dan tentunya pemenntah daerahlah yang

paling realistis untuk mengelola, termasuk mendapatkan heuntungan dari sumber daya

alam yang dicksploitast dan wilayah daerah mereka Oleh karena 1tu arah dan
1

'® Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam Taman Buru dan Hutan Lindung
Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam 1996
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pengembangan kebiyakan dan huhum harus mengembangkan pendekatan lamn/
melaksanakan kebijahan desentralisasi secara konsisten Demukian juga halnya dengan
konidor peran serta masyarakat

Beberapa hal vang mendorong efisiens: pembangunan melalui desentralisas: musalnya
dapat dilithat dan beberapa kenyataan bahwa, a) Pemerintah Daerah lebih mengetahui
keadaan daerahnya sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerahnya secara lebth baik dari Pemernntah Pusat, b) jika ada masalah
akan cepat diatas: karena Pemenintah Daerah akan lebith cepat dan mudah mengetahu
dan, ¢) jumlah masalah yang dihadap: oleh Pemernintah Daerah jauh lebih sedikit karena
hanya menyangkut masalah mereka sendin dibanding Pemerintah Pusat'’

Da1 sis1 lain pintu peran serta masyarakat yang selama n1 tertutup, ataupun jika ada, masih
sebatas peran serta yang semu tidak dapat lagi dipertahankan namun harus dijalankan
secara konsisten dan dengan sebenar-benamya (genuine) Dengan keterlibatan
masyarakat terdapat berbagar keuntungan dalam pengelolaan sumber daya alam
(termasuk kawasan konservasi) karena masyarakat secara nyata tinggal disekitar kantong-
kantong sumber daya alam tersebut Bahkan untuk kalangan masyarakat tertentu sepert:
masyarakat adat hutan mengandung muatan relig1 bagi mereka Peningkatan keterlibatan
masyarakat untuk menjaga kawasan-kawasan konservas: sangat memungkinkan Tinggal
bagaimana pengaturan dan jarmnan akses masyarakat terhadap sumber daya alam
dikembanghan

Tuntutan terhadap penguatan daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan
pengembangan Peran Serta Masyarakat yang lebih setara tersebut sebenarnya bukan hal
yang baru Namun tatanan polhiik yang ada selama i1 tidak memberi ruang
berkembangnya dua prinsip mendasar tersebut Rezim orde baru secara sistematis justru
menenggelamhan potens: daerah dan keberadaan masyarakat dan institusi lokal untuk
mengelola sumber dava alam melalu berbaga: paket undang-undang sumber daya alam
maupun melalur  Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Pemerntahan Desa Kenyataannya patron pembangunan yang menekankan pendekatan
bias pusat dan mengelimunir peran serta masyarakat tersebut telah menciptakan
kesenjzi.glgan yang luar biasa dalam pembangunan maupun pendapatan antara pusat dan
daerah

Oleh karena itu bagaimana mungkin pemenntah daerah dapat mengelola kawasan
konservas: atau pemngkatan kualitas lingkungan hidup apabila pendapatan dan
pendanaan yang ada sangat terbatas Demuikian juga halnya dengan masyarakat yang

'7 Bahasan lebth lanjut hhat Ratnawat Tanggapan atas Makalah Otonomu daerah dan Pembangunan
Daerah Suatu Tinjauan dant Segi Kemampuan Pendapatan Daerah Dalam Seminar Sehan Desentralisasi
dan Pembangunan Daerah Yogyakarta 22 Jum 1987

'® Tuntutan daerah yang didasarhan pada kesenjangan pembangunan dan pendapatan tersebut tidak lagr
sehedar suara masvarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat akan tetap: secara terbuka menjad: suara
Gubernur Kepala Daerah sebagaimana yang disampaihan Gubernur Irian Jaya Freddy Numben agar
Pemda Irja memperoleh 70% dan pengelolaan hasil bumi Irja Riau menuntut 10% darn keuntungan Caltex
dan 20% dart Pertamuna Sementara 1tu mendesak adanya pengaturan kembali setoran  pajak yang sangat
udak adil Kompas 10 Sptember 1998
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tinggal disehitar ataupun di dalam hutan, harena politk pengembangan hawasan
honservas: sendin udal selalu mengandung maksud yang sebenammya yartu untuh
meninghathan lualitas heaneharagaman hayati dan ehosistemnva Bahhan beberapa
kebijahan lebih ditunjuhan untuh memotong akses masyarahat — baik masyarakat lokal
maupun masvahat adat ~ terhadap sumber daya alam termasuh hutan'® Kebijakan yang
ada seringhali member: hetidakpasuan akan status dan keberadaan masyarakat adat™

Akibat mumimmva perhatian pemenntah daerah dan masvarahat terhadap hualitas
hawasan honservasi dikhawatirhan ahan memimbulkan ahibat yang lebih fatal pada
keberadaan dan fungs: dari hawasan dan berbaga: heaneharagaman havau vang terdapat
di dalamnya

Berdasarhan kondisi-hondisi tersebut di atas maka Lembaga Pengembangan Huhum
Linghungan Indonesia/Indonesian Center for Emvuronmenial Law (ICEL) dengan
duhungan Narnu al Resour ces Management Program (NRM Program) merekomendasihan
suatu pendehatan pengelolaan hawasan honservas: yang lebih bertumpu pada daerah dan
mengembanghan peran serta masyarahat yang genwne melalul pendekatan kebyjakan aan
hukum vang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Diharaphan dengan
munculnya landasan hukum vang kondusif implementas: desentralisas: dan peran serta
masyarakat ahan menjadi nyata Paaa akhirnva tujuan untuk meningkatkan heberadaan
dan kualitas sumber dava alam dan hayat beserta ekosistemnva dapat tercapai™

12 Asumsi-asums) dasar vang menjad: landasan dalam anahisis in1 adalah

1 Rentannya keberadaan hawasan honservas: dan herusakan perubahan ekosistem dan
kepunahan heanekaragaman hayau disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor alam
dan manusia Akan tetap: faktor yang mendorong pada perubahan maupun kerusakan
tersebut lebih disebabkan oleh aktivitas manusia

to

Pola pengelolaan sumber dava alam yang terpusat dan tidak member ruang peran
serta masyarakat secara adil dan setara, ternyata tidah mampu melindungi hawasan
konservasi beserta heaneharagaman hayati yang ada di dalamnya, yang hebetulan
terdapat dan tersebar di wilayah yang sangat luas

3 Kebyakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisas: tetap
member: tekanan pada peran pemenntah pusat dan bukan pada daerah dan peran
serta masyarakat yang dikembangkan lebih merupakhan peran serta masyarakat vang
semu (setengan hat1) Secara mnstitusi peran Diyjen PHPA menjad: sangat terbatas

¥ Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan LIndung

* Berbaga peraturan seperi UUPA (1969) atav UUPK (1967) musalnya menyebutkan bahwa keberadaan
masvarahat adat atau tanzh tanah ulayat tetap diaku: sepanjang udak bertentangan dengan undang undang
2 Namun penting untuh digansbawali bahwa pengelolaan hawasan honservasi ndak semata mata
berganwung pada perangkat huhum dan kebiyjahan akan tetapr harus didukung juga oleh aspek-aspek lam
diantaranva seperti pemenntahan yang bersih pengelolaan yang transparan dan penegahan hukum vang
honsisten
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vang dihutt pula oleh huatnva ego departemen sektoral yang berheinginan
melakukan ekploitas: sumber daya alam di dalam kawasan konservasi

Tidak adanya rasa kepedulian terhadap keberadaan fungs: dan nilai yang terkandung
pada keanekaragaman hayat: dan ekosistemnya di kalangan pemernintah dan
pengusaha serta masyarahat Juas dan sebaliknya hanya melihat potens: sumber daya
alam sebagai potens: yang dapat dieksploitast

Keanekaragaman hayati memuliki nilai intrinsik dan ekonomi yang sangat tinggi
baik sebagai objek wisata bahan obat-obatan dan juga sebagai penghasil oksigen
serta penyeimbang ekosistem Berbaga:r gangguan kerusakan dan hepunahan yang
melanda heanekaragaman hayat: dan ekosistem yang ada akan memberikan dampak
negatif terhadap linghungan hidup dan manusia baik saat in: terutama di masa yang
akan datang

Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan peran pemerintah daerah yang lebih
dominan yang juga harus mengakomodir keberadaan dan peran institusi-1nstitusi
lokal (adat) serta dibuhanva peran serta masyarakat yang lebih genune sehingga
tujuan konservas: sumber daya alam 1tu sendin dapat tercapat

13 Tuwuan Studi

I

2

Tujuan dan studr i1 adalah untuk menghasilkan suatu analisis terkimi terhadap
kebyakan dan hukumsebagai mput pengembangan pengelolaan sumber daya alam
khususnya pengelolaan kawasan konservasi yang bertumpu pada daerah dan peran
serta masyarakat Hasil analisis akan diberikan kepada berbaga: pithak kalangan
akadermust LSM Pemerintah dan dewan perwakilan masyarakat termasuk NRM
Program sebagai salah satu landasan reformas: kebijakan dan hukum d: dalam
pengelolaan kawasan konservasi

Menghasilkan rekomendas: — rekomendas: hukum dan kebijakan bag: berbagai
stakeholders termasuk NRM Program untuk kemudian mengembangkan dialog
dengan kalangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mencar alternatif
kebrjakan yang lebih baik dalam kaitannya dengan berbaga: tantangan yang ada bag:
dukungan pengelolaan kawasan konservasi, yang terkait erat dengan kawasan lindung
dan pemanfaatan tanah lainnya

Untuk mengembangkan diskursus reformas: di sektor konservas: sumber daya alam
antara pemerintah dan berbaga: kalangan non-pemerintah lainnya (LSM Universitas
masyarakat dan sebagainya)
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pengelolaan kawasan konservas: serta keterkaitannya dengan kawasan-kawasan lindung
dan pemanfaataan kawasan lainnya

Diskusi dan dialog akan dikembangkan dengan pihak PHPA untuk mendapatkan
pandangan dan masukan mereka untuk mempertajam rekomendas: perubahan kebijakan
dan hukum

Diskust Terbatas

Temuan-temuan awal, baik berupa kumpulan peraturan dan kebyakan, analisis suatu
peraturan (legal notes) dan kasus-kasus akan didiskusikan dalam beberapa ser1 diskus:
terbatas, termasuk draft awal laporan analisis secara keseluruhan, dengan mengundang
berbagar kalangan yang ahli ataupun banyak terlibat dalam pengelolaan kawasan
konservasi  Diharapkan diskusi-diskus: tersebut dapat mengembangkan suatu debat
permikiran terhadap kebyakan yang ada serta keakuratan dan kedalaman hasil analisis,
yang pada akhirnya memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam penyusunan
akhir dan pembuatan rehomendas: pembaharuan kebijakan dan hukum pengelolaan
kawasan konservasi

Presentast

Hasil laporan akhir akan dipresentasikan pada berbagai kalangan terkait untuk
mensosialisasikan rekomendas: yang didasarkan pada hasil-hasil diskusi dan workshop
dan hasil kajian Tahap 1n1 lebth menekankan pada tindak lanjut dan rekomendasi

Evaluas: dan Monitoring

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kajian 1im sekatar 3 bulan ICEL akan
memberikan laporan awal (draft) setelah kajian 1m1 dilakukan dalam jangka waktu satu
setengah bulan Namun demukian, secara berkala ICEL akan membernitahukan
perkembangan hasil studi kepada EPIQ/NRM 2 berupa rencana, pelaksanaan dan hasil
dialog dengan berbagai kalangan termasuk PHPA, hasil analisis terhadap peraturan (legal
notes) dan kemudian secara bersama-sama mensosialisasikannya kepada berbagai
stakeholders

Penyebarluasan hasil (Dissemunation of Results)

Analisis hukum dan kebyjakan yang dihasilkan dan stad: 1m1 akan didistribusikan melalw
workshop yang akan dihadiri oleh berbagai stakeholders Analisis adalah berupa policy
paper yang memungkinkan para peserta untuk turut mendorong dan mengembangkan
desentralisasi dan penguatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, baik di
level nasional, regional maupun lokal

Orgamnsast Pelaporan

Laporan 1m terdinn dar1 4 (empat) bab Bab I menjelaskan tentang latar belakang dar
studi, asumsi-asums! yang digunakan sebagai landasan dalam analisis tujuan studi,
manfaat yang kiranya dapat diperoleh dan metodolog: penelitian yang digunakan Bab I
memuat mengenai berbagar kebyjakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan kawasan konmservas: di Indonesia Peraturan perundang-undang
yang ada dibedakan antara peraturan yang secara langsung mengatur tentang kawasan

pd
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14 Manfaat Studa

1 Kajan terhadap substansi dan efektivitas dari berbagar kebijahan dan hukum
khususnya yang berkaitan dengan penekanan aspek desentralisasi dan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservas: akan dyjadikan sebagar masukan
dan usulan pembaharuan hukum dan kebyakan (law and policy reform) pengelolaan
kawasan konservas: di1 masa-masa yang akan datang

o

Membernkan usulan terhadap pnnsip-prinsip dasar-dasar bag: penyediaan pirant
hukum dan kebyjakan dalam pengelolaan kawasan konservas: melaiu1 pengintegrasian
aspek desentralisasi dan peran serta masyarakat sehingga keberadaan keutuhan serta
kekayaan dan keanekaragaman hayati dapat mewujudkan kelestarian sumber daya
alam hayat dan ekosistemnya dan dapat mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia

15 Metodolog

Analisis huhum dan kebijakan tentang pengembangan desentralisas: dan penguatan peran
serta masyarakat menggunakan metode sebagai berikut

Pengumpulan Data

Informasi mengenar kebrjakan dan hukum terkini berkenaan dengan pengelolaan kawasan
konservasi dibutuhkan dalam analis1 hukum dan kebyjakan Data yang ada tidak hanya
yang berasal dar1 sumber-sumber resmm akan tetapr juga dari sumber-sumber yang tidak
resmu dengan tujuan untuk memaham implementas: dar1 hukum dan kebyakan yang
digunakan oleh pemernintah di “lapangan” Data dan informasi tersebut terdiri dar
berbagar peraturan perundang-undangan, hasil-hasil studi maupun kerja lapangan
berbagai institusi, termasuk yang berasal dar1 sumber media massa

Proses yang dilakukan adalah dengan saling menguj antara satu hebiakan dengan
kebyakan yang lain Serangkaian dialog dengan berbagai pihak yang relevan akan
dilakukan untuk mendapatkan informas: awal serta akurat mengena: kebijakan terkimi,
yang akan menberikan mnput yang sangat berharga bagi ICEL untuk meng-explore
berbagar 1de dan pendapat Kunjungan ke lapangan mungkin dibutuhkan untuk
mendapatkan perspekuf lapangan untuk memperkuat temuan nasional dan akan dilakukan
dengan kerjasama tim EPIQ/NRM Program PAM

Membuat Analisis Hukum dan Kebyakan

Kualitas hasil dari analisis hukum dan kebijakan sangat tergantung pada langkah-langkah
awal Analisis diharapkan akan menghasilkan suatu kajian hukum dan kebijakan yang
advanced, dan membuka peluang bagi berbagar stakeholders untuk mendiskusikan
substans: dar1 analisis tersebut secara mendalam dan profesional Analisis hendaknya
memberikan dorongan untuk perubahan atau pembuatan berbaga: kebijakan dan hukum
yang mendorong percepatan desentralisas: dan membuka peran serta masyarakat dalam

3L
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konservas: dan peraturan yang tidak secara langsung mengatur atau terhait dengan
pengelolaan kawasan konservasi, seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam Di dalam beberapa bab juga dilengkap: dengan sejumlah
tabel, mengenar peraturan-peraturan maupun kasus-kasus yang ada dan beberapa tabel
lain yang mendukung pada kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan

Bab III, sebagai bagian pokok dam studi im1 memuat kapan tentang bagaimana
keberadaan desentralisasi dan peran serta masvarakat di dalam pengelolaan kawasan
konservas) Sebagaimana halnya dengan Bab II, bab III juga dilengkap: dengan sejumlah
tabel dan box mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan desentralisas: dan peran serta
masyarakat Sementara 1tu Bab IV menyapjkan kesimpulan, arah dan agenda reformas:
pengelolaan kawasan konservasi yang kiranya dapat menjad: masuhan dan agenda
bersama ke depan

Laporan yang terdir1 dar empat (4) bab 11 juga dilengkap: dengan beberapa lampiran,
termasuk di dalamnya analisis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998
tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

7]
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ICEL NRM Program/hon /96

BABII
HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAW ASAN KONSERY ASI

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanva ungkatan atau hirarhi peraturan
perundang-undangan Hirark: peraturan perundang-undangan tersebut adalah
Konsutusi/UUD 1945,

Tap MPR

Undang undang/Peraturan Pemerintal. Pengganti Undang-undang

Peraturan Pemerntah,

Keputusan Presiden dan

Peraturan Pelaksanaan lainnya’

[ LW NS TR NN

Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara vang merupakan landasan peraturan
perundang-undangan yang berlahu Dalam kaitannya dengan sumber daya alam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa ‘Bumu dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasa: oleh negara dan dipergunahan untuk sebesar-besarnva
hemakmuran rakyat Sumber daya alam tersebut berdasarkan penjelasan darn UUD
tersebut adalah Pohok-pokoh kemakmuran rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya
(untuh) kemakmuran rakyat

Akan halnya Tap MPR merupakan produk hukum yang dihasilhan olebh MPR melalu
sidang umum MPR yang dilakukan satu kali dalam lima tahun Tap MPR antara lamn
menghasilhan Garis-gans Besar Haluan Negara (GBHN) yang benisthan konseps: dan
arah pembangunan untuk lima tahun ke depan GBHN kemudian harus diyabarkan oleh
pemernintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)

! Ketetapan Majehs Permusvawaratan Rakvat Sementara (TAP MPRS) XX/MPRS/1966 II Tata Urutan
Peraturan Perundang undangan RI dan Bagan Susunan Kekuasaan di dalam Negara R1
Penjelasan bentuk bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilihat dalam daftar 1sulah
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21 Kebyahkan

Kebijahan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah duntegrasihan ke
dalam GBHN sejak GBHN I (1978-1983) Masing-masing GBHN dan REPELITA
memiliki Bab yang knusus berbicara tentang lingkungan hidup termasuk di dalamnva
kebijakan tentang konservasi

Namun dalam pelaksanaannva berbagar kebjakan pemerintah tersebut meletakhan
pertumbuhan ekonomu dr atas segala-galanya Sektor-sektor lain seperti sektor heamanan
sosial teknologi pendidihan budaya dan hinghungan hidup diarahkan dan harus
mendukung pertumbuhan ehonomu tersebut

Pengembangan ekonom: dilakhukan dengan pendehatan modal besar terpusat pada
beberapa honlomerat dan hasil-hasinva lebih banyak mengalir ke Jakarta sebagai sentra
ehonomi nasjonal Ekonom: daerah baih Pemernintah daerah maupun ekonomu
masvarakat vang berada di wilavah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam justru
sangat merana D1 sisi lain hondist linghungan hidup dan sumber dava alam semakin
menghhawatirkan

GBHN 1998-2003 pada dasarnva memuat 9 (sembilan) hal yang berhaitan dengan
sumber daya alam dan linghungan hidup yaitu

1 Bahwa pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar linghungan hdup dapat tetap
berfungs: sebaga: pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya
keseimbangan keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologr sosial
ehonom: dan sosial budaya agar dapat menjamun pembangunan nasional vang
berkelanjutan

(8]

Pembangunan lingkungan hidup menehanhan kepada peninghatan peran serta
tanggung jawab sosial dan organisas: sosial kemasvarakatan

(8 )

Sumber daya alam di darat laut dan udara harus dikelola dan dimanfataathan untuk
sebesar-sebesarnya  kemakmuran  rakyat  secara  berkelanjutan  dengan
mengembanghan daya dukung dan dava tampung lingkungan vang memada) agar
dapat memelihara kelestarian lingkungan hidup

4 Menekankan peran lembaga fungsional pemernntah dan peran serta masyarahat

5 Kondis: ekosistern darat laut dan udara terus ditingkatkan untuk melindung: fungs:
ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan

6 Pemanfaatan bag: masvarakat di dalam dan disekitar kawasan ekosistem

7 Rehabilitasi sumber daya alam dan lingkugan hidup yang fungsinya rusakh dan
terganggu yang mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarahat

2
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8 Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertujuan pada penataan
ruang vang serasi dengan perkembangan hependudukan pola pemanfaatan ruang tata
guna lahan tata guna sumber dava air laut dan pesisir serta sumber daya alam
lainnva yang diduhung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai satu hesatuan
pengelolaan sumber dava alam dan lingkungan hidup yang harmonis dan dinamis

9 Pengembangan kerjasama bilateral regional dan internasional secara saling
menguntunghan mengenal pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup alih

3

teknologl dan sebagainya

Arah pembangunan hingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut menunjukhan
adanya hesadaran betapa antara heseinbangan Lkeselarasan, dan keserasian sistem
ehologr sosial ekonomu dan budaya adalah sangat fundamental Diabaikannva salah satu
dar1 sistem tersebut ahan mempengaruhi sistem vang lain Pembangunan vang semata-
mata menempathan sistem dan fungs: ekonomu sebagai prioritas dan meninggalhan atau
mengabaithan fungs: eholog: sosial dan budava akan memunculhan masalah-masalah
vang hompleks Masalah tersebut diantaranva adalah kerusakan ehosistem pencemaran
Iinghungan dan konflih-honflik sosial Tiga masalah tersebut udak lag: sehedar ancaman
d: masa yang akan datang tetap: telah terjadi dan tengah bergerak ke arah vang lebih
besar oleh karena 1tu kesadaran untuk mengembangkan keseimbangan empat (4) fungsi
tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat hebyahan yang lebih operasional
seperi Undang-undang, Peraturan Pemerintah peratuan pelakhsanaan lamnnva dan
pengembangan 1nstitus: maupun program

Cukup sulit mengukur sejauh mana komitmen yang dibangun tersebut dilaksanakan oleh
pemernntah harena untuh mencapar keserasian tersebut banyak mengusulkan agar
dikembanghannya desertralisas: yang sungguh-sungguh dan diahomodirnya peran serta
masvarakat Namun hal tersebut tidak menjad: perhauan yang penung Dalam kaitannya
dengan desentralisas: dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan hawasan
honservas1 GBHN 1998-2003 lebih banvak bicara tentang peran serta masvarahat
kendatipun tidak secara jelas menggambarkan peran serta masyarakat seperti apa vang
dimaksudkan Sementara itu arah dan pengembangan desentralisas: pengelolaan kawasan
konservas: belum tampak pada GBHN tersebut

Tidak adanya arah pengembangan desentralisas: d1 dalam kebijakan pengelolaan kawasan
konservas: nidak hanya terlihat di dalam paparan tentang lingkungan hidup, akan tetap:
Juga dalam kebyjakan pengembangan daerah secara umum Kebrjakan pengembangan
daerah hanyalah mengulang lagu lama’ vyang hanva menyebutkan bahwa

pembangunan daerah dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat otonorm daerah
peningkatan investas: *

¥ Pembangunan Lima Tahun Ketujuh angka 18 Lingkungan Hidup Hal 150 Gans gans Besar Haluan
Negara 1998 beserta Susunan Kabinet Pembangunan VII PT Pabelan Jakarta 1998
*Ibid Pembangunan Daerah Hal 133

\{O
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Melihat arah pembangunan tersebut menunjukan bahwa pemerintah (masa 1tu) udak juga
tanggap terhadap berbaga: problema yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam
khususnva pengelolaan kawasan konservas: vang kian han kian terancam, suatu
perubahan mendasar perlu segera dilakukan sehingga ancaman kebakaran hutan
musalnva untuk tahun-tahun yang akan datang segera dapat dianuisipas:’

D1 dalam berbagai kesempatan pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa
Kebijahan terhadap pengelolaan hinghungan telah dikembangkan secara terus menerus
Terdapat berbagair kebyakan vang berusaha untuh melindungi kawasan-kawasan
konservast hendatipun terlihat pula kebyakan vang terhesan lebith mementinghan hasil-
hasil ekonoms dipandinghan upava-upava honservasi

Mantan Menter: Kehutanan Djamaludin Soerjohadikusumo misalnva pernah mengatakan
bahwa 1a udak akan memberikan izin eksploitas: tambang batu bara di wilavah Taman
Nasional Kutai, Kalimantan Timur Yang bisa diber! 1zin adalah pada areal yang bukan
taman nasional® Namun rronisnya tidak berapa lama hemudian di TN Kutar dihetahu
adanva upava eksplorasi yang dilakuhan oleh sebuah perusahaan tambang yang mendapat
11n dann Menter1 Pertambangan dan Energ’

Adanva pernyataan mantan Menhutbun tersebut yang ternyata berbeda dengan yang
terjadi di lapangan sebenarnya bukanlah hal yang aneh Bahkan pernyataan Menten
Lingkungan Hidup saat im: Panangian Siregar, justru semakin membingungkan Dalam
sebuah hesempatan ia mengatakan bahwa  kerusakan linghungan akibat eksploras:
tambang di kawasan lindung tidak perlu dikhawatirkan Menurutnya eksploras: tidak
akan merusak lingkungan dan boleh saja dilakukan di kawasan lindung termasuk taman
nasional® Tampak sekali bahwa cara pandang yang dimiliki menunjukkan Panangian
Siregar udak mengert: fungs: dari kawasan konservasi

Adanva pendapat yang lain dar pejabat pemerintah sepert: Menter1 Linghungan Hidup
tersebut menunjukkan betapa masing-masing memuliki persepst pemahaman dan agenda
vang berbeda

Konsekuensinva dar: sudut kebyjakan publih pernyataan-pernyataan vang saling bertolah
belahang akan menimbulkan konflik penafsiran yang bukan saja muncul pada masvyarakat
akan tetapr bisa saja mempengaruh: aparat pemerintah setempat vang pada akhimva

> Kendaupun GBHN 1998 2003 pada dasarnva ndak lagi punva legiimasi sejalan dengan turunnya
pemerintah Soeharto dan kabinetnya melaln reformas: damar pada tanggal 21 Me: 1998 akan tetap:
kerangka kebyakan yang ada masth belumn bergeser dari arah dikembangkan GBHN tersebut

% Media Indonesia 22 Februari 1997

" Ijin tersebut berdasarkan Surat Mentamben Nomor 3897/29/M $J/1995 yang kemudian ditindaklanjuti
oleh Surat Ijin Penyehidikan Pendahuluan (SIPP) dart Dirjen Pertambangan Umum Adjat Sudrajat dengan
nomor surat 455/201/DJP/K/1997 tertanggal 26 Desember 1997 Surat yang menyatakan bahwa perusahaan
tersebut PT Tambang Damai tengah melakukan pengecekan tink utik koordinat di lohasi tambang di Kec
Sangata dan Bontang adalah termasuk dalam kawasan TN Kuta: dan Hutan Lindung Bontang dilarimkan
oleh Kepala Balai Taman Nasional Kutar Kahmantan Tumur Ir Warsito vang dnujukan kepada Direktur
Jenderal PHPA

¥ Republika 25 Oktober 1998
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mengambil undakan-tindakan yang juga berbeda Hal i kian menambah deretan sumber
ancaman terhadap hawasan-hawasan konservas: vang ada

Penting pula digarisbawahi berbagal pernvataan-pernyataan pejabat pemerintah apakah
oleh Kepala Negara sekalipun harus dihihat apakah pernyataan tersebut merupahan
pernyataan politis (poliical statement) atauhah merupahan pemyataan huhum (legal
statement) Dari sugut kehuatan hukum (legal power) pemyataan seperti \vang
disampaihan oleh Panangian Siregar musalnya lebih sebagal pernvataan politis dan udak
memulih: dasar hukum sama sehali bahhan bertentangan dengan ketentuan vang ada
yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Havau dan Ehosistemnya yang memang melarang adanva kegiatan ehsploras: di dalam
haw asan taman nasional

2 2 Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan pengelolaan hawasan konservas: terdapat di dalam berbaga: peraturan

perundang-undangan  Berbaga: Peraturan perundang-undangan tersebut dapac

dimasuhhan dalam dua hategor1 yaitu

1 Peraturan Perundang-undangan vang secara langsung mengatur tentang pengelolaan
honservasi dan

2 Peraturan vang tidakh secara langsung mengatur atau terkait dengan pengelolaan
kawasan konservas: termasuk di dalamnya peraturan-peraturan pohok sektor sumber
daya alam Peraturan-peraturan tersebut menulihi hubungan dan memberihan
implikas: pada pengelolaan kawasan konservasi

221 Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Secara Langsung
Pengelolaan Kawasan Konservasi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan hawasan konservasi
terdapat dalam berbagai peraturan bidang hehutanan Namun terdapat juga peraturan
yang mengatur aspek konservas: di bidang Aelauran, seperti Undang-undang tentang
Zona Ekonomu Eksklusif Indonesia (UU No 5 Tahun 1983) dan Peraturan Pemernntah
Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayat di Zona Ekonomu
Ekshusif Indonesia Berbaga:i peraturan tersebut akan dikaji di bawah 1

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung konservasi
tersebut adalah

Tabel-1 Peraturan perundang-undangan vang mengatur secara langsung konservas:

No | Peraturan Perihal

1 UU No 5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

2 UU No 5 Tahun 1990 Konservas: Sumber Daya Alam Hayat: dan Ekosistemnya
3 UU No 24 Tahun 1992 Penataan Ruang

NV
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4 UU No 5 Tahun 1994 Pengesahan Konvens: PBB mengenar Keanekaragaman
Hayau

5 UU ~o 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup

6 PP No 15 Tahun 1984 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayat: di Zona Ekonomu
Eksklusif Indonesia

7 PP No 28 Tahun 1985 Perlindungan Hutan

8 PP No 18 Tahun 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan
Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam

° PP No 62 Tahun 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang
Kehutanan kepada Daerah

10 PP No 68 Tahun 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kaw asan Pelestarian Alam

11 Keppres ™o 43 Tahun 1978 | Pengesahan Konvens: PBB tentang CITES

12 Keppres No 32 Tahun 1990 | Pengelolaan Kawasan Lindung

13 Keppres No 33 Tahun 1998 | Pengelolaan Kawasan Ekosistern Leuser

14 SK Mentern Pertamian No | Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang terdapat Dalam

01/Kpts/Um/1/1975 surnber Perikanan Indonesia

15 SKB  Mentamben Menhut | Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan

No 969 K/05/M PE/1989 — | dan Energi dalam Kawasan Hutan
429/Kpts-1I/1989

Disamping berbagai peraturan vang terdapat di dalam tabel-1 tersebut juga terdapat
berbaga: peraturan lainnya sepert: yang secara khusus mengatur tentang perlindungan
satwa langha Peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat di dalam lampiran Daftar
Peraturan Perundang-undangan

2211 Undang-undane No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-hetentuan Pokok
Kehutanan

UU No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-hetentuan Pokok Kehutanan (UUPK) adalah
Undang-undang Nasional pertama yang memberithan pengaturan tentang perlindungan
sumber daya alam hutan yang disebutkan mencakup pemanfaatan satwa lhiar yang harus
dilakuhan sedemikian rupa’ Perlindungan hutan dimaksudkan agar hutan lestar, baik
karena fungs: sifat ataupun peruntukan:u’x'sfalo Hutan di dalam UUPK diarukan sebaga:
suatu Japangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan
persekutuan hidup alam hayan beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh
Pernerintah sebagai hutan

[
Berdasarhan fungsinva, Menter:'' menetaphan hutan Negara sebagai hutan lindung yang
karena keadaan sifat alamnya diperuntukhan guna mengatur tata air pencegahan bencana

® Sedermihian rupa yang dimahsudhan adalah agar satwa dapat lestar1 lihat penjelasan pasal 16
'® pasal 15 dan lihat juga pasal 3
" Menten vang dimahsud adalah Menten yang diserah! urusan Kehutanan

¥>
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banjir dan eros: serta pemeliharaan hesuburan tanah Berdasarkan sifatnva yang khas
hutan diperuntuhhan secara khusus untuhk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-
manfaat lamnya yaitu sebagar Hutan Suaka Alam yang terdirt dan Cagar Alam dan
Suaha Marga Satwa Sementara 1tu berdasarkan peruntukannya Menten juga menetaphan
Hutan Wisata vang secara hhusus dibina dan dipelihara guna kepentingan Parivisata
dan/atau Wisata Buru vang terdin dari Taman Wisata dan Taman Buru

Pengurusan hutan ditujuhan untuk mencapar pemanfaatan hutan sebesar-besarnva dan
lestar1 disamping melalm Legiatan inventarisasy penelinan dan penvuluhan serta
pendidihan di bidang kehutanan juga dimaksudhan untuk mengatur aan melaksanakan
perlindungan, penguhuhan penataan pembinaan dan pengusahaan hutan dan
penghyjauan serta mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata dan membina
margasatwa dan pemburuan Pemburuan satwa lar berdasarhan ULPK akan diatur
dengan Peraturan Perundang-undangan 2 Untwh menjamun  terselenggaranta
perlindungan hutan dan hehutanan UUPK kemudian memberihan mandat untuk
membentuk Kepolisian Khusus Kehutanan yang dikenal dengan Jagaw ana'’ Pengaturan
mengenair perlindungan hutan selanjutnva diatur dengan Peraturan Pemerntah vang
diheluarkan pada Tahun 1985, yaitu melalui PP No 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
hutan

Disamping diindaklanjut: oleh Peraturan Pemernintah tentang Perlindungan Hutan UUPK
juga melahirhan 2 (dua) Peraturan Pemernntah yang sangat penting vaitu (1) PP No 2]
Tahun 1970 tentang Hall Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH
dan HPHH) dan (2) PP No 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan Tiga PP tersebut
dapat aihatakan sebagai tiga (3) paket peraturan pelaksana utama dar1 UUPK

Tidak ada Letentuan sanhs: sebagaimana lazimnya sebuah UU memberikan aturan sanhs:
yang jelas vang diatur di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan, kecual: menyebutkan
peraturan pelaksana dari UUPK dapat memuat sanks: pidana berupa kurungan pidana
penjara atau kurungan dan /atau denda Sanks: tersebut menurut UUPK diatur di dalam
Peraturan Pemerintah

D1 dalam sistem hukum, hetentuan pidana haruslah dicantumkan di dalam UU yang
merupahan produk ehsekutif bersama-sama dengan legislauf Artinya ada persetujuan
oleh wakil-wakil rakyat terhadap sanks: tersebut Hal in1 sangat menaasar karena sanks:
pirdana adalah menyangkut hajat hudup orang banyak, sehingga idak boleh dibuat sendir
oleh pemenntah atau eksehutif

"" Pasal 16 UUPK Belakangan diatur dalam PP No 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Sarwa Buru
** Pasal 18 UUPK

3 Y



Pengaturan tentang perlindungan hutan yang terdapat di dalam Undang-undang
Pokok Kehutanan (1967), ditindak lanjuti oleh beberapa peraturan-perundang-
undangan vaitu

2212 Peraturan Pemernintah No 28 Tahun 1985 tentane Perlindungan Hutan

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunval fungs! sangat penting untuk pengaturan tata air pencegahan bahaya banjr
dan erosi pemeliharaan hesuburan tanah dan pelestarnian lingkungan hidup sehingga
dapat dimanfaathan secara lestar1'® Disamping merupakan amanat dan Pasal 15 UUPK,
pengembangan kebyjakan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan didasarhan
kepada pertimbangan-pertimbangan di atas'’

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan (PP Perlindungan Hutan) lebih jauh
memberihan pengaturan tentang perlindungan kawasan hutan hutan cadangan dan Hutan
Lindung lainnya perlindungan tanah hutan, kerusakan hutan dan hasi! hutan Tujuan dan
perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuh:
fungsinya, sehingga berbagai usaha akan dilahukan untuk mencegah dan membatas:
kerusakannya”’

Kendatipun yang ingin diatur di dalam PP 1n1 adalah perlindungan hutan ternyata ndak
termasuk di dalamnya pengaturan tentang perlindungan hutan hndung ataupun
perindungan suaka alam yang terdinn dar: Cagar Alam, Suaka Margasatwa ataupun
hutan wisata (taman wisata dan taman buru) Kecuali vang dalam ketentuan pidana
memberikan ancaman bagl siapa saja vang mengerjakan atau mendudubl hawasan
Iindung tanpa 1j:n Menter

Peraturan Pemerintah 11 juga tidak memberikan pengertian dan hutan ataupun mengenai
perlindungan hutan Bahkan sebaiiknya di dalam penjelasannya justru dijabarkan definis:
Pemegang HPH dan Pemungutan Hasil hutan Disamping 1tu secara eksplisit PP No 28
Tahun 1985 memben peluang terhadap kegiatan eksploras: dan eksploitas: yang
bertujuan untuk mengambil bahan-bahan gahian yang dilakukan di dalam kawasan hutan
atau hutan cadangan yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat
persetujuan oleh Menteri'’ Dibukanya kesempatan untuk eksploras: dan eksploitas: di
dalam kawasan hutan tanpa menyebuthan di kawasan hutan mana sajakah kegiatan
eksplottas: dan eksplorast tersebut dapat dilakukan yang justru menjadi ancaman bag:
rusaknva kawasan-kawasan lindung, sepert1 Cagar Alam dan Taman Wisata

" Penjelasan PP No 28 Tahun 1985
' Pasal 2 PP No 28 Tahun 1985

'® Pasal 2 dan 3 PP No 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
' Pasal 7 avat |
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Disamping masalah ehsploras: dan eksploitast di dalam hawasan hutan hal vang
Lontroversial dari PP tersebut adalah dimuatnyva ketentuan mengenai sanhs: pidana vang
mestnta dimuat di Undang-undang Pohoh Kehutanan

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan juga tidak mencantumkan UU No 4
Tahun 1982 vang masth berlaku keuka 1tu sebagai salah satu undang-undang rujuhkan
Padahal UL No 4 Tahun 1982 telah memberikan pengertian dan lingkungan hudup yaiu
kesaruan 1uang dengan semua benda dava keadaan dan makhluk hidup termasuh di
dalamma manusia dan perilahuma vang mempengaruht helangsungan peri heludupan
dan hesejahteraan manusia serta mahhluk ludup lainnva Dalam hal mi tentunna hiiran
termasuk di dalamnvya

Tidak dicantumhannva undang-undang terkait dalam pembuatan suatu peraturan
sebagaimana vang terdapat d1 dalam PP Perlindungan Hutapr merupahan salah satu bukti
betapa pembuatan peraturan perundang-undangan seringhali dilakulan secara udah
honsisten dan lebih memilihi semangat sekioral dan tidak terintegras: dengan hebijakan-
kebyjakan lainnva

2213 Surat Keputusan Bersama Menter: Pertambangan dan Energ: dan Menten
Kehutanan No 969 K/08/MPE/1989 Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman
Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energ) Dalam Kawasan Hutan

Surat Keputusan Bersama Menter: Pertambangan dan Energ: dan Menter1 Kehutanan No
969-429 Tahun 1989 m: menyebuthan bahwa kawasan hutan adalah suatu wilavah
tertentu vang telah drtunjuk dan atau ditetapkan untub dipertahanhan sebaga: kawasan
hutan tetap baik yang penunjukannya dan atau penetapannya dilakukan untuk tiap lokas:
atau berdasarhan Rencana Pengusahaan dan Penataan Hutan dengan Fungs: sebaga:
benikut yaitu
a  Taman Nasional
b  Suaka Alam yang terdin dan

- Cagar Alam termasuk Cagar Alam Laut

- Suaka Margasatwa
¢ Hutan Wisata yang terdiri dan

- Taman Wisata, termasuk Taman Laut

- Taman Buru
d Hutan Lindung
e  Hutan produks: yang terdin dan

- Hutan Produks: terbatas

- Hutan Produks: Tetap/Hutan Konversi
f  Hutan dengan fungs: khusus yang terdin dan

- Hutan untuk pendidikan

- Hutan untuk penehtian

- Hutan untuk pembibitan'®

18 pasal 1 ayat (6)
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Selanjutnva Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan bahwa dalam Taman
Nasional Taman Wisata dan Hutan dengan Fungs: Khusus mengingat fungsy sifat dan
keberadaannya udak dapat dilakukan untuk kegiatan usaha pertambangan kecualr untuh
kegiatan-kegiatan yang bersifat non komersial seperti pemetaan geolog: dan penyelidikan
umum muneral, penyelidihan geologi berkenaan dengan kemungkinan adanva bahaya
bencana alam dan penelitian potens: bahan galian sebaga: usaha inventarisas: sumber
daya rmuneral dengan berbaga metode eksploras:

Disebuthan juga bahwa ketentuan tersebut udak berlaku, apabila penetapan 3 kawasan
tersebut dilakukan kemudian Dengan demukian lokas: hegiatan pertambangan di Taman
Nasional Taman Wisata dan Hutan Dengan Fungs: Khusus dikeluarkan dar1 penetapan
tersebut Dengan kata lain menurut SKB 1ni, akufitas pertambangan dapat dilaksanakan
di lokas: tersebut

Tabel 2 Pengaturan tentang Kegiatan Pertambangan dalam Kawasan Hutan Menurut
SKB Menter: Pertambangan dan Energ: dan Menter1 Kehutanan ™o 969 K/08/MPE/1989
Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan
dan Energi Dalam Kawasan Hutan

No Kawasan Kegiatan Keterangan
| Taman Nasional Tidak dapat uth Kecuali kegiatan non
pertambangan, kecual komersial seperti
kegiatan tersebut telah ada | Pemetaan Geologi
sebelum penetapan dan inventarisast
hawasan sumber daya mineral
2 Suaka Alam Dapat dilaksanakan Perlu pertimbangan
Cagar Alam pertambangan Meneg KLH dan LIPI
Suaka Margasatwa
3 Hutan Wisata Tidak dapat uth Kecuali kegiatan non
Taman Wisata pertambangan kecual: homersial sepert:
Taman Buru kegiatan tersebut telah ada | Pemetaan Geolog:
sebelum penetapan dan inventarisasi
kawasan sumber daya muneral
4 Hutan Lindung Dapat dilaksanakan Perlu perumbangan
pertambangan Meneg KLH dan LIPI
5 Hutan Produksi Dapat dilaksanakan Perlu perumbangan
Hutan Produks: Terbatas pertambangan Meneg KLH dan LIPI
Hutan Produks: Tetap
6 Hutan dengan Fungs: Tidak dapat utk Kecual: kegiatan non
Khusus pertambangan, kecuai: komersial sepert:
Hutan utk Pendidikan kegiatan tersebut telah ada | Pemetaan Geolog:
Hutan utk Penelitian sebelum penetapan dan nventarisast
Hutan utk Pembibitan kawasan sumber daya muneral

19 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
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Alan tetap! untuh haw asan-kawasan selain 3 hawasan tersebut seperts daerah cagar alam
suaka margasatwa taman buru hutan lindung hutan produks: terbatas hutan produhks:
dengan penggunaan Kawasan hutan oleh Menter1 Kehutanan dapar dilaksanahan usaha
pertambangan dan energt Khususnya untuk usaha pertambangan di dalam hawasan cagar
alam diperluhan perumbangan dar1 Mentenn Negara Kependuduhan dan Linghungan
Hidup dan Lembaga Pengembangan lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Dengan dibolehhannva usaha pertambangan dilakukan di dalam hawasan Cagar Alam
cecara udak langsung SKB 11 telah menentang semangat perlindungan cagar alam \ang
a1 dalam UUPK 1967 sendin telah disebuthan sebagai Aawasan yang headaan alamnya
hhas termasub alam hewami dan alam nabati (ma) vang perlu dilbindung: untuh
Aepennngan ilmu pengetahuan dan kebudayaan™

Surat Keputusan Bersama i1 juga tidak mencantumhan LU No 4 Tahun 1982 sebagai
salah satu peraturan vang dijadikan sebagar rujulan

2214 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentane Pencelolaan Kdawasan
Lindung

Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keppres 32 Tahun 1990)
adalah peraturan pertama yang memberihan pengertian secara rinci mengenai berbagai
hawasan lindung Terdapat ima belas (15) hawasan vang diyadikan sebagar kawasan
lindung (lihat box) Tujuan dan pengelolaan hawasan lindung adalah untuk mencegah
umbuinya kerusahan fungs: lingkungan hidup Sementara sasaran darl pengelolaan
hawasan hndung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air ikhim
tumbuban dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan
Kheaneharagaman tumbuhan satwa tipe ekosistem dan keunihan alam

20 pasal 3 avat (3a)

48



Tabel 3 Daftar Kawasan Lindung™!
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10
11
12
13

14

15

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Bergambut

Kawasan Resapan Air

Sempadan Pantai

Sempadan Sungai

Kawasan Sekitar Danaw/Waduk

Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan Suaka Alam (terdirn dann  Cagar Alam Suaka Margasatwa Hutan Wisata
Daerah Perlindungan Plasma Nutfah dan Daerah Pengungsian Satwa)

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnva (termasuk perairan laut perairan darat
wilavah pesisir muara sungar gugusan harang atau terumbu harang dan atol vang
mempunyai cir1 hhas berupa keragaman dan/atau keunihan ekosistem)

Kawasan Panta: Berhutan Bakau (mangrove)

Taman Nasional

Taman Hutan Rava

Taman Wisata Alam

Kawasan Cagar Budava dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair daerah
degan budaya masyarakat 1sumewa daerah lokasi sius purbakala atau peninggalan
sejarah yang bernilal tinggi)

Kawasan Rawan Bencana Alam

Ruang linghup dan kawasan hindung vang dimaksud di dalam Keppres in: adalah

1

2

kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannva terdinn dari hawasan
perlindungan setempat vang mencakup hawasan hutan linaung kawasan bergambut
dan kawasan resapan air

hawasan perlindungan setempat yang terdin dar sempadan pantar sempadan
sungal kawasan sehitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air dan

hawasan suaka alam dan cagar budava vang mencakhup hawasan suaha alam
hawasan suaha alam laut dan perairan lamnnva hawasan pantal berhutan bakau taman
nasional taman hutan raya dan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan

Penetapan wilayah-wilavah tertentu sebagai kawasan Iindung dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat I dengan memperhaukan peraturan perundang-undangan yang berhaitan
dengan penetapan wilayah tertentu sebaga: bagian dar kawasan lindung dan dengan
mempertimbanghan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkar II?°

2! Berdasarhan keputusan Menter: Negara Lingkungan Hidup No KEP 39/MENLH/8/1996 yang merujuk
pada penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan pasal 37
Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

- Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 34 5dan 6

 Pasal 34 avat 1 2 3 dan 4
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Dalam bab pengendalian hawasan hindung terdapat beberapa pasal yang kalau dilihat
secara cermat terlihat saling bertolak belahang yaitu antara hegiatan yang diperbolehkan
dilahuhan di dalam kawasan hindung dan kegiatan vang tidak diperbolehhan Kontradihs:
tersebut aapat dilihat dan tabel-4 di bawah 1m

Tabel 4 Kegiatan vang dapat dan dilarang dilahukan di dalam hawasan lindung menurut

Keppres No 32

lr\o | Kegiatan vang dilarang Kegiatan vang boleh
1 D: dalam kawasan lndung dilarang | D1 dalam hawasan lindung dapat
melakukan kegiatan bud: daya Aecualr | dilahukan kegatan eksploras: mineral dan
vang tidak mengganggu fungs: lindung air tanah serta hegiatan lain vang berhaitan
{(Ps 37 avat (1)) dengan pencegahan bencana alam
I Pasal 38 avat (1)
2 D: dalam kawasan suaka alam dan

kawasan  cagar budaya  diarang
melakukan kegiaan budr dava apapun
hecuali hegiatan yang berhaitan dengan
fungsimia dan ndak mengubah bentang
alam kondisi penggunaan lahan, serta
ehosistem alami yang ada

Apabila di dalam hawasan lindung
terdapat 1naithas: adanya deposit muneral
atau air tanah atau hehayaan alam lainnva
vang bila diusahakan dmilai  amar
berharga bagi negara maka hegiatan budi
daya di kawasan hindung tersebut dapat

Ps 37 ayat (2) perundang-undangan vang berlahu

Pasal 38 ayat (2)

drizinkan sesuar dengan  ketentuan

22135 Undang-undang No 1 Tahun 1973 tentane Landas Kontinen Indonesia

Undang-undang 1m: mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam daerah landas
honunen Indonesia Dalam hal kegiatan vang dilakukan di dalam daerah tersebut
Undang-undang 1m1 berupava untukh mengadahan perlindungan hingkungan, seperti yang
tercantum pada pasal 8 yaitu
(1) barang siapa melakukan eksplorasi eksploitasi dan penvelidikan imiah sumber-
sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia diwajibkan mengambil
langkah-langkah untuk
a Mencegah terjadinya pencemaran air laut di Landas Konnnen Indonesia dan
udara diatasnva
b Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran
(2) Kerentuan-ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan pencemaran air laut di
landas kontinen Indonesia dan udara diatasnya dan syarai-syarar vang harus

dipenuhi untuk pencegahan dan penanggulangannva akan datur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

Berkaitan dengan daerah konservas: undang-undang im mengatur mengenar heharusan
untuk melindung: salah satu wilayah konservas: vartu cagar alam dalam hal kegiatan
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yang berhubungan dengan eksploras: dan eksploitas: kekayaan alam di landas kontinen,

sepertl vang tercantum didalam pasal 10

(1) Dalam melaksanakan eksploras: dan eksplouas: kekavaan alam di landas kontnen
harus dundahkan dan dilindung: kepentingan-kepentingan

Pertahanan dan keamanan nasional

Perhubungan

Telekomunikas: dan transmusi listrik dv bawah laut

Perikanan

Penyelidikan oceanografi dan penvelidikan imiah lainnva

Cagar alam

L S Y S SR

(2) Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisthan antara kepentingan-kepennngan
tersebur dalam avat (1) pasal ini mengenar pemanfaatan sumber sumber kekavaan
alam di landas hkonnnen Indonesia akan diselesaihan berdasarkan peraruran
perundang-undangan yang berlaku

(3) Apabila terjach hal hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut pada avar (1)
pasal ini1 Pemerintah dapat menghenthan untuk sementara waktu pengusahaannva
atau dapar mencabut 1in usaha vang bersanghutan

Tidak diatur bagaimana halnya mengena: wilayah konservas: lainnya seperti kawasan
suaka alam taman nasional dan lain sebagainva

2216 UUNomor 5 Tahun 1983 tentane Zona Ekonomu Ehsklusif Indonesia

Pada Tahun 1983 pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Zona Ekonomu
Eksklusif (UU o 5 Tahun 1983) Zona Ekonomu Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar
dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetaphan berdasarkan
undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliput: dasar laut tanah
di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dinhur dar
gans panghal laut wilayah Indonesia®

Dalam UU ZEE 1983 disebutkan bahwa Indonesia, disamping memuliki hak berdaulat
untuh melahukan eksploras: dan eksploitasi pengelolaan, juga berdaulat untuk
melahukan konservas: sumber daya alam hayat: dan nonhayat: dan dasar laut dan tanah
di bawahnya™ Dengan demikian setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitas: suatu sumber
daya alam hayatt di ZEE Indonesia harus mentaat: ketentuan tentang pengelolaan dan
konservasi yang ditetapkan oleh pc:menntah26

Undang-undang tentang ZEE Indonesia i kemudian ditindakianjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayau d:

:4 Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomu Eksklusif Indonesia
= Pasal 4 ayat (1) UU ZEE
*$ Pasal 5 ayar (2) UU ZEE

Al
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Zona Elonomu Eksklusif Indonesia vang pada dasarnya mengatur mengenai aspek
pemanfaatan dan honservasi

Pada aspeh pemanfaatan sumber daya alam havat: dimanfaathan untuh mengembanghan

usaha perihanan Indonesia™ Sementara 1tu dalam rangha pelestariannya dilarang

melakuhan penanghapan ihan di ZEE Indonesia dengan menggunahan bahan peledak

28

racun hstrih dan bahan atau alat lainnva vang berbahaya™ Disamping 1tu Menter1 dalam

hal im1 Menten: Pertanian menetaphan jumlah tanghapan vang duzinkhan menurut jenis

atau kelompok jenis sumber daya alam hayau di sebagian atau di seluruh ZEE
2

Indonesia™

2217 UL Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penselolaan Linekunean Hidup ™

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 resmi diundangkan pada tanggal 19 September
1997 mengganuhan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan
Linghungan Hidup (UULH 1982) Sebelum membahas UU No 23 Tahun 1997 penting
hiranva untuh melihat selalas UULH 1982 karena UU 1m1 merupakan peraturan pertama
seungkat undang-undang yang memulihi semangat pengaturan hingkungan hidup dan
honser as: sumber daya alam secara terintegrast UU Nomor 4 Tahun 1982 memberikan
landasan pernikiran dan pengembangan pengaturan berbagar peraturan lainnya sepert
Perlindungan Sumber Daya Alam Havati Perlindungan Sumber Daya Alam Buatan
Perlindungan Cagar Budava dan Konservasi Sumber Daya Alam Havau dan
Ekosistemnya

Undang-undang tersebut mengartukan lingkungan hidup sebagar kesatuan ruang dengan
semua benda daya dan headaan, dan makhluk mdup termasuk di dalamnya manusia dan
prilakunva vang mempengaruh: kelangsungan per hehidupan dan kesejahteraan manusia
serta mahkhluk hidup lamnya

UU No 4 Tahun 1982 memuat pengaturan tentang konservasi di dalam pasal 12 yang
menyebutkan bahwa ketentuan tentang honservast sumber dava alam havan dan
ehosistemnva ditetaphan dengan undang-undang Dari pasal milah kemudian lahir UU
No 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber Daya Alam Hayau dan Ekosistemnya
Konservas: sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam vang
menjammun pemanfaatannya secara byjaksana dan bagi sumber daya terbaharur dapat
menjarmun Kesinambungan persediaannva dengan tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas mila: dan keanekaragamannya Salah satv 1su yang diatur dalam UU Nomor 4
Tahun 1982 adalah diakw dan dimuatnya secara jelas keberadaan lembaga swadava
masyarakat (LSM) yang berperan sebagai penumjang bagi pengelolaan lingkungan

-7 Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayau di ZEE
Indonesia

* Pasal 6 PP Nomor 15 Tahun 1984

% Pasal 4 avat (1) PP Nomor 15 Tahun 1984

*® Y ang mencabut dan mengganukan UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pohol Pengelolaan Hidup

[
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hxdup’l Padahal pada masa-masa 1tu hingga 15 Tahun berikutnva lembaga swadava
masyarakat seringkali dikonotasihan sebagai helompok yang munor oposan dan bahhan
tidak jarang dianggap sebagai kelompok radikal Sehingga beberapa kalangan tertentu
seolah-olah alergi mendengar atau menerima kehadiran halangan Lembaga Swadaya
Masyarakat

Karena cukup komprehensifnva undang-undang 1n1 — seringkal: disebut sebagai undang-
undang payung (Umbrella act) Namun dalam perjalanannya UU Nomor 4 Tahun 1982
lebth dilihat banyak sebagai undang-uncang vang mengatur bidang linghungan hidup
munus sumber dava alam °* Hal 1 terlthat antara Jain dengan ndak dicantumhkannya UU
tersebut sebaga: salah satu rujukan dalam pembuatan peraturan sebagaimana yang terjadi
dengan pembuatan PP Perlinaungan Hutan

Tidak efekutnya UULH sebagai undang-undang payung bahkan tidak punya gig1  dan
seolah udak berkartan dengan pengelolaan hawasan honservas: disamping harena masth
membutuhkan pengaturan lebth lanjut (enabling prowvision) juga masih kuatnya ego
departemen sektoral yang mengelola sumber daya alam seperti pertambangan
Kehutanan Perikanan ataupun departemen terhait lainnyva Hal 1 juga diakibatkan oleh
Kementerian yang membawah: hingkungan hidup adalah Kanror Menteri Negara vang
bukan departemen yang secara politts maupun hinghkup herja memulihi Aewenangan kerja
terbatas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 secara substans: dan ruang lingkup dianggap
lebth maju dibandingkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1982 Perubahan mendasarnva
adalah pada substans: memepertahankan berbagai prinsip yang telah ada selama i
(hak untuk berperan serta, hak atas linghungan hidup vang baih dan sehat ) , juga
menambahkan beberapa prinsip mendasar lainnva sepert: hak atas informas: (right for
information)’ , hak untuk mengaduw/melapor™, hak mengajuhan gugatan perwakilan
(class acnon) hak orgamsasi lingkungan untuh megajukan gugatan (NGO s Legal
Standing) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liabiliry)

UU No 23 Tahun 1997 juga memberihan kewenangan yang lebih besar terhadap Menten
(kementerian) Lingkungan Hidup atau Pemernintah seperti kewenangan Mentern
(Lingkungan Hidup) untuk memenmntahkan penanggung jawab suatu usaha/kegiatan
untuk melakukan audit ingkungan hidup Menten: bahkan dapat memernintahkan pihak
hetiga apabila pelaksana penanggung jawab tidak melaksanakan perintah Menter1 untuk
melakukan audit

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya
pengelolaan sumber daya alam UULH 1997 mengatur bahwa Sumber Daya Alam
dikuasar oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta

3! Pasal 19 Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Linghungan Hidup yang telah dicabut
32 Pandangan lain UULH adalah semata mata mengatur 1su coklat yaitu pencemaran 1ndustri
?encemaran udara dsb

® Pasal 5 ayat (2) UU No 23 Tahun 1997

* Pasal 37 ayat (1) UU No 23 Tahun 1997
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pengaturannya ditentukan oleh Pemenntah Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah

akan melakuhan

1 Mengawr dan mengembanghan hebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup

Mengatur penyediaan peruntukan penggunaan, pengelolaan linghungan hdup dan

pemanfaatan hembali sumber daya alam termasuh sumber daya genstiha

3 Mengatur perbuatan huhum dan hubungan hukum antara orang dan / atau sumbyeh
hukum lainnva serta perbuatan hukum terhadap sumber dava alam dan sumber dava
buatan termasuk sumber daya genetika

4 Mengendalikan hegiatan yang mempunyar dampak sosial dan

Mengembangkan pendanaan bag: usaha pelestarian fungs: linghungan hidup sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

12

U

ULLH 1997 juga mengganishan bahwa pengelolaan linghungan hidup dan penataan
ruang tetap memperhatikan nilai-nila; agama adat 1stiadat dan miai-nilai yang hidup di
dalam masyarahat Pengelolaan lingkungan dilahukan secara terpadu dengan penataan
ruang perlindungan sumber dava alam nonhayau perlindungan sumber daya buatan
honsern asi sumber dava alam hayati dan ekosistemnya cagar budava keanelaragaman
havat1 dan perubahan ihlhim

2218 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumoper Dava Alam
havatu dan Elosistemnyva

Sebagaimana telah disinggung di dalam bahasan UU Nomor 23 Tahun 1997, Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayau dan
Ehosistemnya adalah turunan atau dan UU Nomor 4 Tahun 1982%

UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber Daya Hayau dan Ehkosistem
selanjutnva disebut KSDH berazashan pelestarian hemampuan dan pemanfaatan Sumber
Daya Alam Havati dan Ekosistemnya secara seras: dan seimbang sehingga dapat lebih
mendukung upaya peninghatan kesejahteraan masyarahat dan mutu kehidupan manusia

UU 1 terdin 14 bab yaitu yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem
penyangga helidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuban dan satwa beserta
ehosistemnya kawasan suaha alam, pengawetan jents tumbuhan dan satwa pemanfaatan
secara lestan1 sumber dava alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestanan alam
pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa lar, peran serta masyarakat penyerahan urusan
dan tugas pembantuan, penvidikan, ketentuan pidana ketentuan peralihan dan Letentuan
penutup

Unsur-unsur dava alam hayati dan ekosistemnya pada dasamya saling tergantung antara
satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruh: sehingga kerusakan dan hepunahan
salah satu unsur ahan beralabat terganggunya ehosistemnya

> Pasal 12 UU No 4 Tahun 1982 vang telah digant: dengan UU No 23 Tahun 1997



30

Konservas: sumber daya alam havati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan
kewajiban pemerintah serta masvarahar yang dilakukan melalu 3 kegiatan yaitu

a  Perlindungan sistem penyangga kehidupan

b  Pengawetan keanekaragaman jenis turnbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan

¢  Pemanfaatan secara lestar: sumber daya alam havati dan ekosistemnya 36

Perlindungan sistem penvangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis
yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meninghatkan kesejahteraan masyarakat
dan mutu kehidupan manusia Berkaitan dengan hal tersebut UU menyebuthan bahwa
setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem
penvangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah
tersebut ”’

Sementara 1tu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya vang dilakuhan baih di dalam maupun di luar kawasan suaka alam
dilaksanakan dengan (tetap) menjaga heutuhan hawasan alam agar tetap dalam keadaan
ash

UU No 5 Tahun 1990 juga mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayat: dan
ekosistemnya vang lestarn dilakukan melalui hegiatan pemanfaatan kondisi hingkungan
kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar Pemanfaatan
tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungs: kawasan

Terdapat beberapa jenis hawasan konservas: vang mermlikl fungs: sangat strategis dan
perlu untuk dilindung: sepert: Kawasan Pelestarian Alam (terdirt dari kawasan cagar
alam dan suaka margasatwa ) dan Kawasan Suakha Alam *%(yang mencakup Taman
Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam)

Tabel 5 Kegiatan yang dapat dan yang dilarang dilakukan d: dalam kawasan konservasi
menurut UU No 5 Tahun 1990

No | Jenis kawasan Kegiatan yang  dapat | Kegiatan yang dilarang
) dilakukan

! Cagar Alam Kegiatan untuk kepentingan | Kegiatan yang dapat
penelitian dan { mengakibatkan perubahan
pengembangan Umu | terhadap keutuhan kawasan cagar
pengetahuan pendidikan | alam
dan kegiatan lainnya yang
menunjang bud: daya

% Pasal 4 dan 5 UU No 5 Tahun 1990
37 Pasal 9 avat (1)
% Pasal 29 UU No 5 Tahun 1997

5S



31

2 Suaha Margasatwa | Kegiatan untuk hepentingan | Kegiatan vang dapat
penelitian dan | mengahibathan perubahan
pengembangan ilmu | terhadap keutuhan haw asan suaha
pengetahuan pendidikan | margasatwa larangan tersebut
wisata terbatas dan kegiatan | ndak  termasuh 41 dalamnya
lainnya vang menumjang | kegiatan pembinaan untuk
bud: dava kepentingan satwa di dalam suaha

margasatwa

3 Taman Nasional kegiatan untuk hepentingan | 1 Kegiatan yang dapat
penelitian ilmu | mengakibathan perubahan
pengetahuan  pendidikan | terhadap keutuban zona 1nu

menunjang budi dava dan
wisata alam

taman nasional

2 Kegiatan ‘ang tdah sesuar
dengan fungs: zona pemanfaatan
dan zona lainnya dan taman
naisonal

4 Taman Hutan Rava | Sama dengan 3 Sama dengan poin 2
5 Taman Wisata | Sama dengan 3 dan 4 Sama dengan poin 2
Alam

Sebagaimana nalnva undang-undang yang memuat ketentuan-hetentuan yang bersifat
porokh maka demuhian juga dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 membutuhhan berbagai
peraturan pelaksana (implementanion rules) Sampai dengan September 1998 baru 2
(dua) darn1 13 peraturan pelaksanaan yang baru dibuat Ketiadaan peraturan pelaksanaan
adalah salah satu persoalan mendasar dan pelaksanaan dan penegakan hukum d
Indonesia

Peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Taman Hutan
Raya dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Pemernintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaha Alam dan Kawasan Pelestanan Alam Sementara itu terdapat pula
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah Menariknya PP No 62 Tahun 1998
yang seolah ditujukan sebaga: peraturan pelaksana darn UU Pokok Kehutanan tersebut,
1sinya lebih menunjukan sebagai tindak lanjut dan UU No 5 Tahun 1990
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2219 Peraturar Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemenntahan D1 Bidane Kehutanan Kepada Daerah®”

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 dapat dikatakan sebagair peraturan
pelaksanaan dari Pasal 38 UU No 5 Tahun 1990 Apabila melihat 151 dart PP INo 62
Tahun 1998 maka jelas bahwa pengaturan atau penverahan sebahagian urusan vang
dimaksudhan di sim adalah dalam rangka pelaksanaan honservasi sumber daya alam
havati dan ekosistemnya dan udak termasuk di dalamnva mengenal pengusahaan hutan
Oleh karena 1tu semestunva disebutkan bahwa PP 62 Tahun 1998 adalah peraturan
pelaksanaan dart UU No 5 Tahun 1990 anehnya hal ini udak dicantumkan secara
ehsplisit Hal in: penting untuk menunjukhan benang merah antara suath peraturan
pelaksana - sebagar peraturan yang lebith tekmis dengan undang-undang yang
mengamanathannva Sebagar perbandingan dapat dilihat PP tentang Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam™

Secara Khusus terdapat beberapa catatan mengenar PP No 62 Tahun 1998 seperti ndak
dicantumhannva berbagal peraturan perundang-undangan yang berhaitan dengan
pengelolaan kawasan konservas: sepertt UU Pokok Agrana (5/1960) UL Tata Ruang
(24/1992) dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (23/1997) sebaga: rujukan (lihat
lampiran mengenar analisis)

Peraturan Pemernntah in1 mengatur tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan
kepada Kepala Daerah Tingkat I yaitu meliputi pengelolaan taman hutan raya dan
penataan batas hutan

Sementara 1tu kepada Kepala Daerah Tinghat II diserahkan urusan-urusan yang terdir
dar1

1 Penghiyjauan dan konservas: tanah dan air

2 Persuteraan alam

3 Perlebahan

4 Pengelolaan hutan milik / hutan rakyat

5 Pengelolaan hutan lindung

6 Penyuluhan hehutanan

7 Pengelolaan hasil hutan non kavu

8 Perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindung: pada areal buru
9 Perlindungan hutan dan

10 Pelauhan ketrampilan masyarakat di bidang hehutanan

Ruang hingkup pengaturan PP No 62 Tahun 1998 disamping mengenal penyerahan
urusan kepada Kepala Pemernntah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat I juga
mengatur hal kelembagaan dan kepegawaian, pembiayaan dan pembinaan

* PP No 62 Tahun 1998 it udak ditempatkan dibawah UU No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kehutanan sebab tim penelity meithat bahwa PP 1 lebih tampak sebagai peraturan
pelaksana dart UU No 5 Tahun 1990

“ Lihat bahasan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan kawasan
Pelestarian Alam
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2 21 10 Peraturan Pemerintahan “omor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam
dan Kaw asan Pelestanian Alam

D1 dalam perumbangannnya disebuthan bahwa kawasan suaka alam dan hawasan
pelestanian alam merupahan hehayaan alam yang sangat tingg: nilainva harena itu perlu
dijaga heutuhan dan hkelestanan fungsinya untuh dapat dimanfaathan bagi sebesar-
besarnya kemahmuran rakyat Berdasarhan pertumbangan tersebut dan sebaga
pelaksanaan aar1 LU No 5 Tahun 1990 maka Peraturan Pemenntah i1 diheluarkan
Undang-undang 11 memuat cukup homprehensif berbagar peraturan perundang-
undangan terhait sebaga: rujukan kecualt Undang-undang Pokokh Agrana 1960 vyang
mesunya juga terhait karena UUPA mengatur tentang tanah termasuk hutan vang berada
d: atasnva

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam (KSA dan KPA) secara umum mengatur tentang Penetapan Kawasan dan
Pengelolaan KSA dan KPA Pengelolaan mencahup rencana pengelolaan pengawetan
dan pemanfaatan

Kawasan Svaha Alam, vang terdinn dar cagar alam dan hawasan suaka margasatwa
ditetaphan setelah melalu: beberapa tahapan vaitu

1 Penunjuhan kawasan beserta fungsinya

2 Penataan batas kawasan, dan

3 Penetapan hawasan

Suatu hawasan diunjub sebagai kawasan cagar alam apabila telah memenuhi knteria

yaitu

a  Mempunya: keanekaragaman hayat: jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem

b Mewakili formas: biola tertentu dan atau unit-unit penyusunnya

¢ Mempunya: luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang
efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami

d Mempunvar cm hhas potensi dan dapat merupahan contoh ekosistem vang
Leberadaannya memerlukan upaya konservas: dan atau

e  Mempunyva komunitas tumbuhan atau satwa beserta ekosistemnya vang langka atau
yang keberadaannya terancam punah

Sementara itu apabila suatu kawasan ditunjuk sebagal kawasan suaka marga satwa
apabila telah memenuh: kriteria

a  Merupakan tempat hidup dan perkembangbiahan dar jemis satwa yang perlu
dilahukan upaya konservasinya

Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi

Merupakan habitat dan suatu jemis satwa langka dan atau dikhawatirkan punah
Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa mugran tertentu dan atau
Mempunya: luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan

o Q0 o

Menter: menunjuk kawasan tertentu sebagai kawasan cagar alam atau kawasan suaka
margasatwa serelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang



bersanghutan, berdasarkan berita acara tata batas yang direhomendasikan oleh panitia tata
batas

221 11 Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Tujuan dar1 Undang-undang Penataan Ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang
berwawasan linghungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan hetahanan nasional
terselenggaranva pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi
dava dan tercapainya pemanfaatan ruang vang berkualitas™

Salah satu vang menarih darn UUPR 1 adalah azas yang dicantumkannva yaitu a)
pemantaatan bagl semua kepenungan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna
serast selaras seimbang dan berhelanjutan, dan b) keterbukaan persamaan keadilan dan
perlindungan hukum® Jika melihat asas yang dicantumkan oleh UU in1, dapat dikatakan
bahwa telah ada kesadaran untuk memasukhan prinsip-prinsip demokrasi

Undang-undang Penataan Ruang in1 mengatur tentang Hah dan Kewajiban Perencanaan
pemanfaatan dan pengendalian tentang Rencana tata Ruang serta Wewenang dan
Pembinaan Penataan ruang, baik wilayah tingkat Nasional, tingkat Propinsi ataupun
tingkat Kabupaten /Kotamadva dilakukan secara terpadu (integrated) dan tidak dipisah-
plsahkan"“ Untuk wilayah yang meliputi lebih dan satu kawasan Propins: Daerah
Tingkat I penvusunannya dikoordinasikan oleh Mentert untuk kemudian dipadukan ke
dalam rencana tata ruang wilayah propinsi yang bersangkutan dan untuk kawasan vang

melebiht satu kawasan daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I

Penataan ruang tingkat propins: dan kabupaten/kotamadya disamping meliputi ruang
daratan juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu

Berkaitan dengan hak disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk

1  menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagar akibat penataan
ruang

2 mengetahul rencana tata ruang

berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang, dan

4 memperoleh pergantian yang layak atas kondis: yang dialaminya sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

)

Berkaitan dengan kewajiban disebutkan bahwa setiap orang berkewayiban berperan serta
dalam memehhara kualitas ruang dan menaati rencana tata ruang yang ditetapkan
Namun udak ada ketentuan mengena: sanks: atau ancaman pidana apabila terjad

*! Pasal 3 Undang-undang tentang Penataan Ruang
* Pasal 2 UUPR
* Pasal 8 UUPR

7
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pelanggaran terhadap hak-hak seniap orang yang diyjamin oleh UUPR tersebut Kecuali
disebuthan bahwa penertiban terhadap pemanfaatan ruang vang udah sesuar dengan
rencana tata ruang diselenggarahan dalam bentuh pengenaar sanhs: sesual dengan
peraturan perundang-undang vang berlaku

Dalam penjelasannva sanks: vang dimahsud adalah bahwa meshipun UU 1 ndak
memuar pasal tentang hetentuan pidana sanks: terhadap pemanfaatan ruang vang ndak
sesuai dengan rencana tata ruang tetap dapat dikenahan berdasarkan atas ketentuan-
wetentuan dalam perundang undangan vang berlahu Bentuk sanks: tersebut adalah
sanhks) administratif sanks: perdata dan sanhks: pidana

Rencana tata ruang (RTR) dibedakan atas RTR wilavah nasional RTR wilayah propinsi
dan RTR wilavah unghat JI Rencana tata ruang tersebut digambarhan dalam masing-
masing peta wilayah dengan unghat ketelitian berdasarhan informas: dan shala vang
berbeda

Disamping Undang-undang Pokok Agrama 1960 Undang-undang Linghungan 1982
(vang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 1997) UUPR termasuh vang secara
komprehensif mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Di dalam UUPR
ruang diaruhan sebagar wadah yang meliputi ruang daratan ruang lautan dan ruang udara
sebagai satu hesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnva hidup dan
melakuhan kegiatan serta memelhhara kelangsungan hldupnya44

Undang-undang 1m1 menggunakhan isulah pengelolaan hawasan lIindung sebagaimana
yang terdapat di dalam Kepres Kawasan Lindung (1990) dan bukan hawasan konservasi
Hal 1n1 tampaknya harena udak dimuatnya UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservas: dan
Sumber Daya Alam hayati dan Elosistemnya sebagai salah satu pertimbangan
kendatipun UU No 4 Tahun 1982 juga mencantumkan konservasi Dengan demikian
senndak-tidaknya terdapat 3 (t1iga) 1stilah yang berbeda yaitu, Lingkungan Hidup (UU No
23 Tahun 1997), Kawasan Konservasi (UU No 5 Tahun 1990) dan Kawasan Lindung
(UU No 24 Tahun 1992) Perbedaan-perbedaan 1stilah i penting untuk dicermats
karena akan berpengaruh pada implementas: kebyjakan, khususnya di tinghat daerah

Khususnya mengenai peran serta masyarakat UUPR menyebuthan bahwa penataan
ruang dilakukan oleh Pemerntah dengan peran serta masyarakat Peran serta masyarahat
i1 selanjutnya ditindaklanjut: oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Peran Serta Masyarahat Dalam Penataan Ruang Peraturan Pemernintah tersebut
merupakan produk hukum posiuf pertama yang mengatur peran serta masvarakat secara
khusus di Indonesia Bahasan tentang PP tersebut terdapat di dalam Bab III

+ Pasal 1 avat (1) UUPR

O



22112 Undang-undaneg No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvens: PBB tentane
Keanekaragaman Havau

Twuan dan UU No 5 Tahun 1994 adalah konservas: keanekaragaman havati
pemanfaatan komponen-hopmonennva secara berhelanjutan dan membag: keuntungan
yvang dihasilhan dan pendayagunaan sumber daya geneuha secara adil dan merata
termasuk melalur ahses yang memadar terhadap sumber daya geneuh dengan alih
tekhonologi vang tepat guna dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber
dava maupun dengan pendanaan yang memada

Undang-undang 1n: terdin dan 42 pasal selain memuat tentang Tujuan Pengertian dan
prinsip juga memuat hal tentang Lingkup Kedaulatan, Kerjasama Internasional
Tindakan Umum Bag: Konservas: dan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan, Identifikas
aar Pemantauan Konservas: In-situ dan Eks-situ Pemanfaatan Secara Berhelanjutan
Komponen-homponen Keanekaragaman Havati Tindakan Insentf, Penelitian dan
Pelatthan Pendidihan dan Kesadaran Masvarakat Penghajian Dampak dan Pengurangan
Dampak yang Merugikan

Disamping itu juga diatur tentang Akses Pada Sumber dava Genetith Akses Pada
Teknologi dan Alih Teknologi Pertuharan Informas: Kerjasama Teknisi dan [rmuah
Penanganan Bioteknolog: dan Pembagian Keuntungan Sumber Dana dan beberapa hal
mengena: aspek-aspek teknis dan kesekretariatan

Lingkup kedaulatan suatu negara berkaitan dengan komponen keanekaragaman hayau
adalah yang terdapat di1 dalam batas-batas yunsdiksinya Sementara 1tu untuk proses dan
kegiatannya yaitu vang dilaksanakan di bawah yurisdiks: atau pengendalian suatu negara
d1 dalam atau di luar batas nasionalnya tanpa memperhatikan tempat terjadinya proses
atau kegiatan tersebut™® Prinsip yang diyjadikan landasan adalah hak berdaulat untuk
memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada sesuai dengan kebyakan pembangunan
lingkungan sendiri, serta tanggung jawab dan jaminan bahwa kegiatan-hegiatan yang
dilahukan di dalam batas yunsdiksinva tudakh memmbulkan kerusahan terhadap
linghungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiks: nasionalnya™

Konvens: PBB tersebut juga mengamanathan hepada setiap negara untukh 1)
mengembangkan strategl rencana atau program nasional untukh konservas: dan
pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau program yang sudah ada
dan 2) memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman
hayau ke dalam rencana, program dan kebiakan sektoral atau lintas sektoral vang
berhaitan sejauh mungkin dan jika sesuar®’

Dua amanat konvens: tersebut -- khususnya memadukan konservas: ke dalam
pelaksanaan pembangunan Indonesia -- penting untuh ditelusur: apakah secara konsisten

** Pasal 4 Undang undang No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman
Hayau

* Pasal 3 UU No 5 Tahun 1994

* Pasal 6 UU No 5 Tahun 1994
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telah dilaksanakan Penelusuran tersebut untuh melihat sejauh mana Indonesia memiliha
komitmen untuk menjalanhan konvens: dan secara sadar mehhat upaya-upaya honservasi
merupahan hal vang harus mheren di dalam perencanaan dan pelahsanaan pembangunan
Pengalaman Indonesia yang turut meraufikas: CITES dan ternvata Jalai mengalibathan
negara-negara lain mengancam untuh melakukan rotal ban terhadap perdagangan satwa
asal Indonesia dapat dijadihan sebagai reflehs: bahwa adops: atau ratifihas) suatu
honvens: 1internasional tidak lag: dapat dilahukan semata-mata berdasarhan tujuan
diplomanc policv akan tetapr secara saaar melihat bahwa tindakan tersebut merupakan
an mregiared of development policy Indonesia

22113 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengusahaan Panwisata
Alam a1 Zona Pemanfaatan Taman MNasional Taman Hutan Rava dan Taman Wisata
Alam

Peraturan Pemernntah Nomor 18 Tahun 1995 1n1 merupakan peraturan pelaksanaan dar
Undang-unaang No 5 Tahun 1990 Pasal 31*® yang menyebuthan bahwa di dalam taman
nasional taman hutan 1ava dan raman wisata alam dapat dilakukan kegiatan uniuh
kepentingan penelitian imu pengetahuan pendidikan menunjang bud: dava dan wisaia
alarm

Tujuan dar pengusahaan pariwisata alam adalah untuk memngkathan pemanfatan gejala
keunihan dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional
taman hutan rava dan taman wisata alam berlandashan konservasi sumber dava alam
havati dan ekosistemnya

Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan adalah

Akomodas: sepert: pondok wisata bumu perkemahan karavan penginapan remaja
Makanan dan munuman

Sarana wisata tirta

Angkutan wisata

Cinderamata dan sarana budava

- SN NS I

Pelaksanaan usaha sarana pariwisata tersebut harus memenuh: beberapa persyaratan
vaitu a) luas hawasan yang dimanfaathan untuk pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata alamm maksimum 10 % dan luas zona pemanfaatan taman nasional blok
pemanfaatan taman hutan raya dan bloh pemanfaatan taman wisata alam yang
bersangkutan, b) bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat dan c¢) tidak
mengubah bentang alam

Pengusahaan panwisata alam dapat dilakukan oleh koperas: badan usaha milik negara
perusahaan swasta dan perorangan Izin pengusahaan diberikan oleh Menten: Kehutanan
setelah mendapat pertimbangan dann Menter1 yang bertanggungjawab di bidang

* Juga Pasal 34 UU No 5 Tahun 1990
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panwisata, serta Gubernur setempat ®  Pengusahaan tersebut diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 tahun sesual dengan jenis usahanva

22114 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan
Ekosistem Leuser

Keppres 33 Tahun 1998 adalah suatu peraturan yang dibuat khusus dibuat dalam rangka
pengelolaan Kawasan Ehosistemn Leuser vang wilayahnya terletak di dua Propins: yaitu
Propins: Sumatera Utara dan Propinst Aceh dengan jumlah areal seluas 1790 000
hektar

Sesuai dengan fungsinya disebuthan bahwa bagian-bagian wilayah kawasan Elosistem
leuser ditetaphan sebagai kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam
(KPA) Dengan demihian disamping mengatur mengenair Pengelolaan Keppres in1 telah
sekaligus mengatur mengenar Penetapan suatu kawasan yang biasanya dilakukan
tersendiri dengan memenuhi kriteria dan proses tertentu

Hal vang tuidak dimuat di dalam Keppres i1 adalah Undang-undang Penataan Ruang
(1992) sebagar perimbangan serta mengenar definisi darnn Kawasan Ekosistem Leuser
sendinn Definisi penting untuk menghindan munculnya pengertian yang berbeda-beda
dan tdak hkonsisten Pengertian Ekosistem musalnya, tidak diketahu: merujuk pada
pengertian mana

Pengelolaan Ekosistern Leuser dilahukan oleh Pemerintah vang bekerjasama dengan
Yayasan Leuser Internasional dimana ditetapkan vayasan tersebut membantu pemerintah
sebagai pelaksana pengelolaan hawasan yang mencahup upaya konservas: dan
pengembangan kawasan ekosistem Leuser vang meliput:

Perlindungan dan pengamanan

Pengawetan

Pemulihan Fungs: Kawasan dan

Pemanfaatan secara lestar:

BW D -

Pelaksanaan kerjasama tersebut berlangsung untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat
diperpanjang sesuar dengan kebutuhan dan kelangsungan pelestarian sumber dava alam
hayat: dan ekosistemnya pada hawasan ekosistem Leuser

Ditekankan bahwa kerjasama tersebut juga

1 Tidah mencakup hak untuh menguasai atau memuibiki atau apapun yang sejemis
dengan 1tu di atas dan di bawah tanah pada kawasan ekosistem leuser

2 Tidak mengurang: hak-hak yang terlebih dahulu diberikan pemerintah untuk kegiatan
tertentu pada kawasan ehosistem Leuser, dan

“9 Pasal 5 avat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di
Zona Pemanfaatan Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Y



Beberapa hal vang tidah atau belum diatur adalah bagaimana hoordinasi herja dan
program antara Yavasan Ehosistem Internasional dengan Departemen Kehutanan -
Khususnva direhtorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestanan Alam terhadap
hawasan vang memulih areal seluas 1 790 000 hehiar tersebut

222 Peraturan Terhait vang Mengatur Secara Tidah Langsung Pengelolaan
Kawasan Konseryasi

Sebagaimana dijelashan sebelumnya disamping berbagai peraturan yang mergatur secard
langsung mengenai hawasan honservas: terdapat pula peraturan-peraturan vang secara
tidak langsang mengatur pengelolaan hawasan honservas:

Berbaga: peraturan tersebut adalah peraturan vang hhususrya berhaitan dengan
pengelolaan sektor-sektor sumber dava alam Disamping 1tu terdapat pula berbaga.
peraturan yang berhait erat dengan peran serta masyarahat seperti Peraturan Pemerintah
tentang Perar Serta Masvarahat di Dalam Penataan Ruang dan yang berhaitan aengan 1su
Desentralisas: seperti Undang-undang Pemerntahan Daerah dan Undang-undang
Pemenntahan Desa Berikut adalah pembahasan beberapa peraturan terhait tersebut™

2221 Undang-undang No 5 Tahur 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Aeraria

Kawasan Konservas: adalah bagian dan apa yang tercantum di dalam Undang-undang
No 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pohok Agrana (UUPA) UUPA
menyebutkan mengenai mengenai bumi, arr dan ruang angkasa Sehingga hawasan
konservas: merupakan bagian wilavah yang berada di Indonesia dan merupakan salah
satu wilayah yang peruntuhannya diatur oleh pemenntah berdasarkan UUPA tersebu.

Pengaturan tentang peruntukan yang dilakukan oleh pemernintah tersebut dalam UUPA
diatur pada pasal 14 ayat (1) yaitu
(1) Dengan mengingat ketentuan-kerentuan dalam pasal 2 dan ayar (2) dan (3) pasal
9 avar (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangha sosialisme
Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan
penggunaan bumi air dan ruang anghasa serta hekavaan alam vang terhandung
didalamnva
a  Unwlk keperluan negara
b Untuk keperiuan peribadaran dan keperluan-keperluan suct lainmva sesuai
dengan dasar Ketuhanan vang Maha Esa
¢ Untuk keperiuan pusat-pusar ketudupan masyarakar sosial kebudavaan dan
lain-lamn kesejahteraan

5
0 Kajian terhadap berbagar peraturan vang menyangkut 1su desentralisas) dan peran serta masvarahat di
muat di dalam Bab III
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¢ Untuk keperluan pusat-pusar kehidupan masyarakat sosial hebudavaar dan
lain-lain kesejahteraan

d  Unruk keperiuan memperkembangkan produksi perraman peternakan dan
pertkanan serta sejalan dengan itu

e Untuh  heperluan  memperkembanghan ndustri  transmugras: dan
pertambangan

Namun denukiar kendatipun linghup yang diatur oleh UUPA seolah-olah sedemubian
luas berdasarhan 151 dar pasal-pasal diatas peruntukan ataupun pengaturan bag: hawasan
konservasi udakh mendapat tekanan yang berarti

Adapun semangat perlindungan lingkungan khususnya mengenai tanah yang terdapat di
dalam UUPA adalah sebagaimana vang tercantum dalam pasal 13 yaitu

Memelithara tanah termasul menambah kesuburannva serta mencegah herusahannva
adalah kewapban nap-nap orang badan hvhum atau instans: yvang mempunyai
hubungan-hubungan dengan tanah wu dengan memperhatikan ehonomis vang lemah

Berkaitan dengan kajian mengenai Desentralisasi dan Pengembangan Peran Serta
Masyarahat dalam Pengelolaan Kawasan Konservas: im1 terdapat uga hal menarik yang
di dalam UUPA Pertama adalah adanva pengahuan bagi hukum adat Hal 1 sesua
dengan semangat dar1 pembentukan UUPA itu sendin’’’ Walaupun kemudian pengakuan
pada hukum adat atau insutusi adat menjad: ‘mandul dengan adanya beberapa
pembantasan seperti yang tercantum pada pasal 3 UUPA™

Kedua UUPA telah memuliki semangat desentralisasi sebagaimana yang tercantum
pada pasal 14 ayat (2), yang berbuny:

Berdasarkan rencana umum tersebut pada avat 1 pasal i dan mengingat peraturan-
peraturan vang bersangkutan Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan
penggunaan bumi air serta ruang anghasa uniuk daerahnya sesuar dengan keadaan
daerahnva masing-masing

Ketiga adalah adanya fungsi sosial sepert: yang tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi
semua hak atas tanah mempunvai fungsi sostal

3! Berpendapat (a) Undang undang No 5 tahun 1960
52 pasal 3 Undang-undang No 5 Tahun 1960

WS
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2 2 2 Undang-undang No 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas

Dalam undang-undang i1 tidak tampah adanva upava perlindungar hnghungan
Sebaliknva muatan yang terhandung dalam Undang-undang ini lebih mengarah pada
upava ehsploitas: semata

Mengena: ketentuan wilayah vang dilarang untuh melakukan pelerjaan pertambangan
tampah bahwa Kawasan Konservas: bukan salah satu wilavah yang dilarang Ketentuan
tersebut diatur dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa
(1) Kuasa pertambangan tidak meliputi hak tanah permukaan buwni
(2) Pekerjaan kuasa pertambangar ndak boleh dilakukan di wilaxah ang diurup
unruh hepentingan umum
(3) Lapangan pekerjaan huasa periambangan nduk melipun
a .empar-tempat huburan rempat-tempat \vang dianggap Ssuci  peteljaan
pekerjaan umum umpamanya jalan-jalan umum jalan kereta api salwran
awr lListiih gas dan sebagainva
b lapangan tanah seluar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan
pertanahan
¢ tempai-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain
d banguncn rumaeh-rumah tempat tinggal arau pabrik-pabrik beserta tanah-
tanah peharangan sekitarnva, kecual dengan yin yang berkepentingan

Pengertian wilavah vang ditutup untuk kepentingan umum pada ayat (2) dalam arti
vang luas dapat dimasukkan kepada Wilavah Konservas: Namun tafsiran 1m bisa jads
sangat lemah dan masth membutuhkan penegasan

22 2 3 Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) adalah
paket kebyjakan yang dibuat pemernintah sebaga: upaya untuk menduhung perehonomian
Indonesia yang tengah berada dalam keadaan kntis Dalam poin memmbang dan
UUPMA, tampah bahwa UU im dibentuk dengan tujuan mengolah kekuatan ekonomu
potensil untuk dyjadikan ekonom rul Penanaman modal asing merupakan fasilitas kearah
terciptanya ekonom il tersebut

Dihubunghan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya kawasan honservasi
UU 11 sama sekal) tidak menymggung hal tersebut Bahkan UU 1m dikeluarkan sebelum
beberapa UU yang berkartan dengan sumber daya alam dikeluarkan, misalnya UU No 5
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan UU No 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pohok Pertambangan dan Undang-undang lainnya yang dikeluarkan
setelah tahun 70-an Hal im1 dapat diartikan bahwa UU No 1 Tahun 1967 memang
dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan 1nvestasi dan penggerak laju
pembangunan
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dimahsudhan sebagai pendorong pertumbuban investas: dan penggerah laju
pembangunan

Babkhan di dalam UUPMA terdapat beberapa pasal vang berhenaan dengan helonggaran
helonggaran perpajahan dan pungutan-pungutan lamn>  (Ketentuan mengenai
helonggaran-kelonggaran perpajakan kemudian diubah dan ditambah melalui Undang-
undang No 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang o
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing)

UUPMA juga mengatur tentang kewajiban-hewajiban lain perusanaan modal asing
Namun mengenar kewajiban-kewapiban lamn bag: perusahaan-perusahaan modal asing

4
™ udak juga memuat unsur perlindungan lingkungan sama sekali

2224 Undang-undang ™o 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-hetentuan Pokok
Pertambangan

Melihat poin memumbang pada UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan tampah bahwa ada semangat untuk mengolah segala kekuatan
potensitl di bidang pertambangan bagi pembangunan ekonomi Tidak dicantumkan
semangat perlindungan lingkungan di sana

Dalam pengaturannya pelaksanaan usaha pertambangan — vaitu usaha pertambangan
untuk bahan-bahan galian golongan strategis dan vital -- masth bersifat sentralisuk yaitu
dilakukan oleh Menter1 Demikian juga mengenal permuntaan kuasa pertambangan, harus
berdasarkan pertimbangan Menter:™

Untuk bahan-bahan galian C dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I
tempat terdapatnya bahan galian tersebut®® Di sim tampah bahwa UU Pokoh
Pertambangan hanva member: peluang bagi Pemda tambang galian C namun udak
member: kesempatan pada Pemda untuk mengatur sendiri pengusahaan bahan-bahan
galian strategis dan vital di daerahnya

Wilayah-wilayah yang udak boleh dilakukan kegiatan pertambangan diatur di dalam
pasal 16”7 Namun sekian wilayah tersebut tdak tercantum kawasan konservasi atau
kawasan perlindungan alam lainnya yang turut dilarang kecualh sekadar  udak
diperbolehkannya pekerjaan pertambangan d: wilayah yang tertutup untuk kepentingan
umum > Kepentingan umum di sin: tentunva akan membawa penafsiran yang berbeda-
beda Apakah kawasan konservasi tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah yang

> Pasal 15 16 17 UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

> Jdem pasal 26 27

% Jdem Pasal 18

** Pasal 34 UU No 1! Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan
>’ Idem pasal 16

% Ayat (2) UU Pokok Pertambangan No 11 Tahun 1967



Di s1s1 lain UU Pohok Pertambangan — dalam pasal 30 ternyata memberihan perhatian
terhadap masvarahat sekitar dar1 bahava penvakit dan bahaya lainnya bagl masyarahat
sehatar Disebuthan bahwa apabila selesar melahukan penambangan bahan galhian pada
suatu tempat peherjaan pemegang kuasa pertambangan yang bersanghutan diwajibkan
mengembalihan tanah sedemuhian rupa sehingga tidak menimbulkan bahava penvahat
atau bahava lainnya bagi masyarahat sekitar

22235 Undang-undang No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negen

Seperu halnva dengan UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing UU
~omor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Neger1 penuh dengan semangat
pembangunan ehonomu

Kelonggaran-helonggaran serta heringanan-heringanan bag: perusahaan-perusahaan yang
menanam modal baru tampak dalam ketentuan-ketentuan UU 11 seperu vang tercantum
dalam pasal © sampa: dengan pasal 15 mengena: pembebasan pengenaan pajah hekayaan
pembebasan Bea Materas Modal pembebasan dari pengenaan pajah perseroan dan lain
sebagamva’g Ketentuan-hetentuan tersebut akan lebih mendorong usaha-usaha yang
dilakukan bag: lajunva pertumbuhan ehonomu, tanpa adanya perhatian bagi linghungan
vang akan terkena dampak dan kegiatan-hegiatan tersebut

2226 Undang-undane Nomor 9 Tahun 1985 tentane Perikanan

Secara umum Undang-undang m1 mempunya: semangat perlindungan kelestarian alam
Hal m: sudah tampak pada pomn memmbang60 Kemudian hal tersebut tampak dan is:
Undang-unaang 1n1, seperti pada pasal 3 ayat (2)

Untuh mencapar twuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerntah
melaksanakan pengelolaan sumber daya 1kan secara terpadu dan terarah dengan
melestarikan sumber dava than beserta limgkungannya bagi kesejahieraan dan
hemakmuran rakyat Indonesia

Kemudian berturut-turut pada pasal 5 6,7 dan 8% mencantumkan berbaga: hal yang harus
dan tidak boleh dilahukan dalam upaya perlindungan hingkungan namun secara langsung
udak menyinggung mengenai daerah konservas:

Undang-undang 1 ternyata lebih mengarah pada sistem sentralistik seperti yang
tercantum pada pasal 4 yang menyebutkan

*Pasal 910 11 12 13 14 15 UU No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negen
% Memmbang pomn b Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perthanan
8 Jdem pasal 5678
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Undang-undang 1n: ternyata lebih mengarah pada sistem sentralisth  seperti yang
tercantum pada pasal 4 vang menyebuthan

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber dava than Mentert meneraphan herentuan

ketentuan mengenai

!l Alar-alar penangkapan than

2 svarat ssarat tekns pertkanan vang harus dipenuhi oleh kapal perihanan dengan
ndah mengurang: ketentuan peraturun perundang-undangan vang betlaku mengenai
}eselamatan pelavaran

3 jumlahvang boleh ditanghap dan jenis serta uhuran ikan yang ndak boleh ditanghap

4 daerah jalur dan waktu atau musim penanghapan

5 pencegahan pencemaran dan kerusakan rehabilitas: dan peminghatan sumber dayva
tkan serta inghungannva

6 penebaran ihan jerus baru

7 pembudidaaan ihan dan perlindungannva

8 pencegahan dan pemberantasan hama seria penyakit than

9 hal-hal vang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber dava than

Padahal untuk beberapa hal teknis seperu ketentuan diatas pengaturannya dapat
diserahkan kepada pemerintah daerah atau setidaknya ada hordinasi antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah

222 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentane Perindustnian

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian lebih banyak mengatur
mengenal pembangunan industri di Indonesia Namun Undang-undang i juga
berupaya untuk memperhatikan faktor lingkungan hidup Hal tersebut tercermun pada
poin mengingat dimana terdapat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Linghungan Hidup dan Landasan serta tujuan
pembangunan industri yang tercantum di dalam Undang-undang in: salah satunva adalah
kelestarian linghungan hldup62 D: dalam pasal-pasal berikutnya juga tercantum
ketentuan-hetentuan yang berhubungan dengan perlindungan hngkunganﬁj Namun
berbagal pencantuman tersebut dapat dikatakan lebih bersifat umum

2228 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistern Budidava Tanaman

Secara umum Undang-undang im: dibentuk bag: pengembangan sektor pertanian Sistem
budidava tanaman sendinn seperu vang tercantum di dalam pasal 1| adalah sistem
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalur upaya manusia yang

8 Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
® Jdem Pasal 9 dan 21
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Dalam kegiatan budidava tanaman sesuai dengan asas yang terkandung di dalam

Undang-undang mm® menekanhan pentingnya unwk melindung hinghungan hldup"”

Khususnva untuh penggunaan lahan dalam pasal 44 disebutkan bahwa

(1) Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidava tanaman disesuaikan dengan iata
ruang dan 1ata guna lanah berdasarhan peiraturan perundang-undangan \ang
perlaku

(2} Pelaksanaan hkegiatan sebagaimona dimaksud dalam avat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kesesuaian dan hemampuan lahan maupun pelestarian linghungan
hidup hAhususnva honservas: tanah

Dengan demihlan kegiatan budidaya tanaman harus amupavakan untuk sesuar dengan
peruntukan suatu haw asan

2229 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karanuna Hewan Ihan dan
Tumbuhan

Karantina hewan 1han dan tumbuhan adalah merupahan tindakan vang menduhung
pelestarian sumber dava alam sebab berupava untuk mencegah masuh dan tersebarnya
hama penvakit hewar hama dan penyahit 1han atau orgamisme pengganggu tumbuhan
Hal tersebut juga sesuar dengan mahksud dibentuknva Undang-undang ini vaitu untuh
melindungi kelestarian sumber dava alam hayau66

Berhaitan dengan Kawasan Konservas: ketentuan-hetentuan mengenai harantina hewan

than dan tumbuhan mendukung perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah
honservasi vang berarti menunjang tujuan dan konservasi itu sendirl

22210 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Ketransmgrasian secara langsung memang tidak berhaitan dengan wilayah honservas:

Kedua hal tersebut bisa terkait pha dihubungkan dengan sejauh penggunaan lahan untuk

wilayah transmigaras: Mengenar hal tersebut penyediaan lahan bag: transmugras: diatur

dalam pasal 23 yaitu

(1) Pemerintah menyediakan tanah bag: penyelenggaraan transmigrasi

(2) Alokas: penvediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaihan dengan
Rencana Tata Ruang Wilavah dan peraturan perundang-undangan yang berlahu

Dalam hal 1m berarti, lahan yang digunahkan untuk kegiatan transmugras: sesuar dengan
yang diperuntukkan oleh Rencana Tara Ruang Wilayah dan peraturan-peraturan

® Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidava Tanaman
® Jdem Pasal3a 7 9(2) 16 22 28b 44

8 Menimbang a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karanuna Hewan Ikan dan Tumbuhan
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Dalam hal im1 berarti lahan yang digunakan untuk kegiatan transmigras: sesuai dengan
vang diperuntukkan oleh Rencana Tara Ruang Wilayah dan peraturan-peraturan
perundang-undangan lainnva Jadi pada intinya lahan vang diperuntukkan bag: wilayah
konservasi ndak bisa digunakan bag: kegiatan transmigarasi

Peran Pemernntah Daerah di dalam kegiatan transmugras: secara langsung tidak diatur
kecual: setelah lima tahun sejak penempatan transmigran pembinaan pemukiman
transmigran caiserahkan kepada Pemernntah Daerah®’ Padahal vang terpenting adalah
peran Pemerintah Daerah pada saat program transmugrast ahan dilakhukan di daerahnva
masing-masing Hal tersebut beranghat dar asumsi bahwa Pemerintah Daerah lebih
mengetahul tentang keadaan daerahnya sepert: hondis: tanah masyarahat sekitar sumber
daya alamn dan lain sebagainya

Sementara 1tu hetentuan mengenai peran serta masy arahat® yang lebih diartihan sebagai
penyediaan jasa barang dan modal serta tenaga seperti sukarelawan dan lain-lain yang
pada mntinva bukan berupa aspirasi dan masukan-masukan dari masvarahat terhadap
pengembangan ataupun rencana kegiatan transmigrasi

22211 UUNo 9/1985 tentang Penkanan

Pengelolaan Sumber Daya Ihan (PSDI) berasaskan keterpaduan terarah dengan
melestarithan sumber dava ihan beserta linghungannya bag: hesejahteraan rakyat
UUPSDI secara umum menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan
vang mengahibathan pencemaran dan kerusakan SDI dan linghungannya kecuali untuh
hegiatan penelitian dan kegiatan 1imiah (Ps 7)

Untuh pelestarian alam perairan, pemerintah menetapkan jenis tkan tertentu yang

dilindung: dan/atau lokas: perairan sebagai suaka perithanan berdasarkan ciri vang khas
jenis 1han atau headaan alam dimaksud (ps 8 ayat (1))

22212 UUNo 11/1974 tentang Pengairan

Sebagaimana hita ketahui air merupakan salah satu sumber daya alam vang sangat vital
bag:1 mahluk hidup termasuk manusia Pengaturan mengenai air terdapat di dalam UU
No 11 Tahun 1974 UU pengairan hanya memberikan pengaturan yang bersifat umum
yang menvebutkan bahwa air sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan
harus dilindung: serta diamankan dipertahankan serta dijaga kelestariannya supavya
dapat memenuh:i fungsinya Adapun air beserta sumber-sumbernya termasuk kehayaan
alam yang terhandung didalamnva memulik: fungsi sosial

57 pasal 34 Undang undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
% Idem pasal 35

A\



22213 UL No 9/1990 tentang Kepaniwisataan

UU No 9 Tahun 1990 tentang hepariwisataan tidah mc mben.. "engaturan tentang
pengelolaan hawasan honservas: Padahal ndak sedihit pengemra:.an parwisata vang
ailakukan terletak di kawasan honservasi

Adapun yang sempat disinggung adalah bahwa pembangun ~n objek —n dava tank wisata
dilakukan aengan memperhatihan

a  Kemampuan untuh mendorong peninghatan perhemb. ~gan » ~ -upan ekonomu dan
sosial budava

b  Nilai-milar agama adat istiadat serta pandangan dan nila;-n - ‘ang hdup dalam
masyarahat

¢ Kelestarian budava dan mutu linghungan hidup can

d  Kelangsungan usaha pariwisata 1tu sendin

22214 LUNo 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Pe--umahar

Asas dar1 penataan perumahar dan pemukiman adalah adit dan me~ 2 hebersamaan dan

kekeluargaan kepercayaan pada din sendin keterjanghat.an dan L estanan hnghungan
ca

hidup

Beranghat dan asas varg 1deal tersebut setiap orang atau badan var - membangun rumah
wajib
a  Mengihuu persyaratan teknis ekologis dan adrunstran.
b  Melakukan pemantauan lingkungan yang terkena .impak berdasarkan
rencana pemantauan lingkungan dan,
¢ Melakuhan pengelolaan linghungan berdasarkan rncana pengelolaan
hng}\unganm

Dndalam bab tentang ketentuan umum pomn 3 disebutk n bahw : pemukiman adalab
bagian dari hingkungan hidup diluar kawasan lindung baikh \ing berupa kawasan
perkotaan maupun pedesaan yang berfungs: sebagar linghungan tempat tinggal atau
human dan tempat kegiatan yang mendukung per: kehidupan dan penghidupan

Namun bagaimana jika suatu pemukiman atau perumahan terdipat di dalam suatu
kawasan lindung tidak diatur ataupun dismggung dalam Undang-undang in: Demikian
juga di dalam ketentuan pidananya tidak ada ancaman apatula terd ipat pemukiman dan
perumahan Padahal cukup banyak kasus-kasus dimani d; dilam hawasan yang
merupakan kawasan konservas: masih ada masyarakat bahkan masyarakat perkotaan
yang melakukan pembangunan rumah atau perumahan sepcrtr di dwerah Puncah Bogor
ataupun di kawasan resapan air Dago Bandung Utara

% Pasal 3 UU No 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan
" Pasal 7
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vang melakukan pembangunan rumah atau perumahan sepert: di daeah Puncak Bogor
ataupun di hawasan resapan air Dago, Bandung Utara

Persoalan perumahan dan pemukiman merupahan salah satu hal yang penting untuk
diharmonisasikan dengan hebijakan pengelolaan kawasan konserasi, sehingga udak
terjadi tumpang tindith maupun penyerobotan kawasan konservas: untuh pemukiman

Anehnva juga UU No 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan ini udak
memasukkan UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE ataupun UL No 4 Tahun 1982
tentang Pengelolaan Linghungan Hidup (yang telah diganti dengan UU No 23 Tahun
1997) di dalam konsideran kendatipun asas yang dianut sebagaimana telah disinggung
di awal tad1 salah satunya adalah kelestarian ingkungan hidup

2 22 15 Peraturan Pemernintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan

D1 dalam pengertian vang dibangun oleh PP No 33/1970 disebuthan bahwa perencanaan
hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan penyediaan pengadaan dan
penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan
pelaksanaannya menurut ruang dan waktu [Pasal 1 ayat (1)]

Menarihnva disebuthan bahwa tujuan perencanaan hutan adalah agar segala kegiatan
termaxsud dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya [Pasal 2 ayat (1)] Tidak disinggung mengena: heberlanjutan
ataupun kelestarian hutan

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa rencana penataan hutan disusun berdasarhan Rencana
Penguhuhan Hutan sesuai dengan fungs: hutan bersangkutan yang meliput:

a  Hutan Lindung

b Hutan Produksi1 (HPH)

¢ Hutan Suaha Alam

d  Hutan Wisata

Rencana penatagunaan hutan tersebut didasarkan atas pertimbangan letak dan headaan
hutan topografi, keadaan dan sifat tanah 1\im, keadaan dan perkembangan masvarahat
dan lain hetentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut

Dan seluruh uraian mengenar kebyakan dan peraturan perundang-undangan yang ada
baik yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung, cukup banyak kebijakan
yang tidak sejalan baik secara horizontal maupun secara vertikal Peraturan-peraturan
yang ada tidak sinkron dan udak harmonis antara yang satu dengan lainnya

Sebaga: contoh adalah UU No 5 Tahun 1967 dengan UU No 5 Tahun 1990 dimana
yang satu bicara eksploitasi sementara vang lainnya bicara utilisas: atau pmenfaatan
Akan tetapr hedua peraturan tersebut dyalankan oleh institusi yang sama. yaitu

1%
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(Ditjen) Pengusahaan hutan jauh lebih powerful apabila dibandinghan dengan Ditjen
PHPA

Kasus Kegiatan Pertambangan
d: Taman Nasional Lorentz, Irian Jaya™

{
|

- -

Taman Nasional Lorentz, sebelumnya Cagar Alam Lorentz Iman Jaya, sebagaimana
taman nastonal lamnya merupakan kawasan yang mempunyar fungs: perlindungan sistemn |
penyangga kehidupan, pengawetan keanelaragaman jemis tumbuban dan satwa. serta ;
pemanfatan secara lestar: sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. |
]
i

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber Daya
Alam Hayat: dan Ehosistemnya, pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), di Kawasan
Taman Nasional maupun Cagar Alam dilarang adanya kegiatan  yang dapat
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhannya - Adapun pengecualian adalab bag
tujuan-tujuan penelitian 1lmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, panwisata
dan rekreas: (pasal 17 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1)

Namun ternyata paga tabun 1991, sebuzh perusahaan tambang yaitu PT Nabire Baku
Mining (PT NBM) mendapatkan Kontrak Karva di bidang pertambang umum (bahan
galian munreal emas) berdasarkan surat persetujuan Presiden RI Nomor B-392/Pres/12
1991 tertanggal 26 Desember 1991 Persetuyjuan tersebut dibemkan untuk luas areal
824 581 hektar, d: wilayah Paniai, Pegunungan Jaya Wijaya, Fak-fak Propins: Inan Jaya
Sempat terjadi penciutan luas wzlayah Kontrak Kega tersebut menjadi 617 284 ba

R Se e R = -y v'%*"*-’; ur TR TES

Pada tanggal 21 April ~1954 “Direktur *’Pertamba.uvan Umum*mengeluarkan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi-(SK Eksplorasi) bangwNBM untuk”jangka waktu 36 bulan
Padahal, wilayah kerja PT NBM-terutama BlokJIV’se”baclannya‘mmpang tndth dengan |

Taman Nasional (saat 1tu masih Cagar Alam) Lorentz - - ;

v

Apa gerangan yang dyadikan sebaoal Iandasan hukum Levxatan pertambangan oleh PT

NBM tersebut ? - S T . “E e
ey ™ s
P - '.——v- ol s
> - - _*ﬁ:;f_'}‘%-f . w «,7::.'9 qu'rﬁ:mgg}i?f: Rew

Se’baoalmana yang diulas ‘dalam-Kajian pcra *pemnd’ang«unﬁangan maka kegiatan
tersebut tampaknya bertumpu kepada Keputusan Présiden Nomorw32 tentang Pengelolaan
Kawasan .Lindung, yang memunghrﬂ(an kawasan—kawasan lndiing-untuk dieksploitas:
Namun ‘peraturan “yangssecara nyata membolehkanvkeglatan pcrtambangan di dalam
kawasan Cagar Alam adalah SKB Menten Pertambangan dan Menten’Kehutanan Nomor
969 K/05/M PE/1989, Nomor 429/Kpts-II/ 1989~ tentang “.Pedoman Pengaturan
Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi d1 dalam Kawasar Hutan. D1 dalam Pasal 3
ayat (1) disebutkan bahwa di dalam kawasan Cagar Alam dapat dilakukan usaha | |
pertambangan . |

" Sumber Mas Achmad Santosa Sulaiman N Sembiring Franh Momberg dan Vv Benja Mambai
Menambang kawasan Lindung (ahan) diterbithan oleh WWF Indonesia ICEL 1998
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ayat (1) disebutkan bahwa di dalam kawasan Cagar Alam dapat dilakukan usaha
pertambangan

Berdasarkan bentuk dan kedudukan (hurarky) peraturan perundang-undangan, maka SKB
tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No 5 Tahun
1990 Oleh karenanya, SKB tesebut seharusnya batal demu hokum, khususnya mengenar
aturan-aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi Secara otomatis
pula, Kontrak karya serta Iyn Eksplorast yang dimiliki oleh PT NBM dapat dikatakan
tidak sah - -

Dari gambaran kasus kegiatan pertambangan atau eksploitas: di kawasan-kawasan
konservas: seperti taman nasional seperti di atas, menunjukkan bahwa persoalan yang
melatarbelakang: adalah adanya dualisme kebijakan mengena kegiatan pertambangan di
hawasan Cagar Alam. Disinilah terlihat ancaman yang muncul terhadap kawasan-
kawasan konservas: ternyata juga terdapat di dalam produk perundang-undangan sendin

Contoh lainnva adalah tidak sejalannya UU ™o 5 Tahun 1990 (UU KSDHE) dengan
Keputusan Presiden No 32 mengenar Kawasan Lindung dan Peraturan Pemenntah No
28 Tahun 1985 tentang Kegiatan tambang di dalam kawasan lindung khususnya kawasan
cagar alam dan taman nasional UU KSDHE udak membolehkan tapt dua peraturan
tersebut walaupun jelas lebih rendah tetap berlaku dan memben: peluang eksploitas:
Khawasan-hawasan konservasi

D1 dalam kebyakan dan peraturan perundang-undangan sendin  Konflik huhum
sebagaimana yang digambarkan diatas selayahnva tudak terjadi Hal tersebut akan
mengakibatkan penegakan hukum menjad: tidak efektif Oleh karenanva dimasa yang
datang berbagai persoalan-persoalan mendasar di dalam kebijakan dan peraturan tersebut
harus dirubah termasuk proses pembuatan kebyjakan dan peraturan perundang-undangan
tersebut

Berbagar peraturan lain yang terhait dengan pengelolaan kawasan konservas: lebih
merupakan peraturan vang bersifat teknis yang ditujukan pada perlindungan berbagar
keaneharagaman hayat: dan pengelolaan kawasan honservasi Aturan-aturan yang dimuat
diantaranva sepert: larangan pengeluaran jenis ihan tertentu jalur-jalur penangkapan
ikan petunjuk pelaksanaan pengembangan budi daya laut pohon-pohon yang dilindungi,
susunan orgamsas: dan berbagai hal-hal teknis lainnya Berbaga: peraturan tersebut
tersebar di dalam berbagas keputusan Menter: atau keputusan bersama Menter: terhait’>

7 Lihat lampiran dafiar peraturan perundang undangan
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4 Kelembagaan

Kelembagaan di dalam berbagai peraturan

Kapan helembagaan tampaknya tidah dapat dipisahhan dengan hapan desentralisas:
dalam pengelolaan haw asan honservas: Agar kajiannya lebih homprehensif maka secara
mendalam kajan kelembagaan di-inhorporasihan dengan hapan  desentralisas:
pengelolaan hawasan honservasi

Aspeh helembagaan dalam pengelolaan hawasan honservas: tiaak dapat dilepashan dan
mstitus atau departemen vang mengelola dan membaw ahi masing-masing sektor sumber
dava alam sepert: hehutanan pertanian ataupun pertambangan Kendatipun demikian
peran utama pengelolaan kawasan lLonservas: tetap berada di bawah Departemen
Kehutanan hhususnva oleh Direktorat Jenderal Perhindungan Hutan dan Pelestarian
Alam Oleh harena 1tu hajpan helembagaan vang terdapat di <ini lebith banvah melihac
Lelembagaan dan aspek yang lebih umum

D1 sektor pertambangan di dalam LU No 11 Tahun 1967 pasal 29 disebuthan bahwz
tata usaha pengawasan peherjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil
pertambangan dipusathan kepada Menter: dan diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerniniah  Pengawasan yang dimaksud terutama meliputi heselamatan kerja
pengawasan produksi dan hegiatan lainnva dalam pertambangan vang menvanghut
kepentingan umum Di dalam PP No 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11
Tahun 1967 kembal terdapat bagian yang mengatur tentang Pengawasan Pertambangan
namun belum ada nncian, hecuali mengulang: apa vang terdapat di dalam UL No 11
Tahun 1967 yaitu akan diatur di dalam Peraturan pemerintah

D1 bidang pengaran disebutkan bahwa Menter: (Pertanian) yang diserahi tugas urusan
pengairan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengoordinasihan segala
pengaturan usaha-usaha perencanaan, tekmis, pengawasan pengusahaan pemeliharaan
serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air dengan
memperhatihan hepentingan departemen dan atau lembaga lain yang bersanghutan

Untukh Rawa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan (juga) dilakukan
oleh Menter: [Pasal 5 ayat (2)] , dalam hal in1 Menten: Pertamian Sementara itu
berkaitan dengan pengelolaan sungar menurut UU No 35 Tahun 1991 dimana sunga
dikuasa oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Menter1 Kehutanan

UU No 5 Tahun 1967 Pasal 17 ayat I menyebuthan bahwa penetapan wilayah-wiyalah
hutan dilakukan oleh Menter1 yang mengurusi urusan kehutanan [waktu 1tu masih
berada di bawah Departemen Pertanian] dengan memperhatikan rencana penggunaan
tanah yang dilakukan oleh pemerintah Dalam hal 1 tampah bahwa mular muncul
kesadaran pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan dar aspeh pengelolaan tanah 1tu
sendirn Walaupun sebagaimana yang disinggung dalam bahasan UU No 5 Tahun 1967
disebutkan bahwa UUPK tidakh mencantumhan UUPA sebagai (salah satu) konsideran
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Dalam PP 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan lebih jauh diatur bahwa
Vienter: Pertamian wajib menvusun rencana umum untuk menentuhan peruntukan
penvediaan pengadaan dan penggunaan hutan dimana rencana umum disusun untuk
nap-uap daerah aliran sungar (water sheed) Selanjutnva Menter: Pertanian
mengeluarkan pedoman-pedoman pelaksanaan untuk 1nstansi-instansi pelaksanaan
di pusat dan di daerah [pasal 4 ayat (1) (2) dan (3) Sementara itu penunjuhan hutan
Iindung hutan produks: hutan suaka alam dan hutan wisata dilaksanakan oleh Menter:
Pertanian [Pasal 8§ ayat (1) dan (2) Yang ahan diatur lebih lanjut oleh Menter: Pertanian

PP o 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan SDA di ZEE (pasal 4 ayat
(1)menyebuthan bahwa Mentern Pertanmian menetapkan jumlah tanghapan yang
diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis SDA Hayati di sebagian atau di seluruh
ZEE

Sementara 1tu menurut PP 28 Tahun 85 pasal 6 avat (1) dan (2) kawasan hutan dan
hutan cadangan dilarang diherjakan atau diduduki  tanpa 1zin dar1 Menter1 Untuk
hutan lainnva (dapat) dikerjakan oleh yang berhak sesua: dengan petunjuh Menter:
Demikian juga halnya tempat berburu, vang terdirn dari Taman Buru Areal Buru dan
Kebun Buru ditetapkan oleh Mentern Kehutanan sepert: yang tertuang dalam PP 13
Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru pasal 6 ayat (1)

Pengusahaan Paniwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Taman Hutan Rava
dan Taman Wisata Alam menurut PP No 18 Tahun 1994 dapat diselenggarakan oleh
Koperasi BUMMN Perusahaan Swasta dan Perorangan Dalam pasal 5 avat (3) disebuthan
bat wa 1zin pengusahaan parrwisata alam diberihan oleh Menter: Kehutanan setelah
mendapat pertimbangan dari Mentenn Panwisata dan Gubernur Kepala Dat I yang
bersanghutan dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian
1zin pengusahaan tersebut diatur oleh Menter:

Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber Dava Alam Hayati
dan Ekosistemnya menyebuthan bahwa Pemerintah menetaphan a) wilayah tertentu
sebagar wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan b) pola dasar pembinaan
wilavah perlindungan sistem penyangga hehidupan dan c¢) pengaturan cara pemanfaatan
wilavan perlindungan sistem penyangga hehidupan Ketentuan lebih lanjut untuk
pengaturan a-c diatur dalam Peraturan Pemenntah (Pasal 8 ayat 1) Tidak disebutkan
pada pemenntahan tingkat apa terdapat kewenangan tersebut Demikian halnya dengan
pengelolaan kawasan suaka alam, dilaksanakan oleh pemerintah {pasal 16 ayat (1)]

Kejelasan mengenar kewenangan penetapan suatu wilayah kawasan cagar alam atau
kawasan suaka margasatwa dimuat di dalam PP No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaha Alam dan Kawasan Pelestaman Alam Suatu kawasan ditetapkan sebaga
hawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa melalui tahapan penunjukan
Lawasan beserta fungsinya, penataan batas kawasan dan penetapan kawasan (Pasal 7)

Disebuthan bahwa Mentert menunjuh kawasan tertentu sebagar Kawasan Cagar Alam
dan hawasan Suaka Margasatwa setelah mendengar perimbangan Gubernur Kepala

1\
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Daerah Tinghat I yang bersanghutan (Pasal 10) Penataan batas dilakukan oleh Panitia
Tata Batas vang heanggotaan dan tata kerjanya ditetaphan oleh Menter: Kemudian
Penetapannva sesudah direhomendasihan oleh Pamiia Tata Batas dilahukan oleh
“entert Hal vang sama juga berlaku untuk Kawasan Pelestanian Alam

Tugas hoordinasi tata ruang dilakuhan oleh Seorang Menter: vang ditunjuk oleh
Presiden Tugas tersebut termasuk pengendalian perubahan fungs: ruang suatu hawasan
dan pemanfaatannya yang bershala besar dan berdampakh penting

Sementara 1tu UUPLH Mo 23 Tahun 1997 membuat pembagian herja sepert LLPR
dimana pengelolaan hingkungan hidup pada tinghat nasional dilahsanahan oleh peranghat
kelembagaan vang dihoordinasihan oleh Menter1 Ketentuan mengenai tugas wewenarg
dan susunan orgamsas) serta tata hena helembagaan diatur lebih lanjut d.atur dalam
bentuk Keputusan Presiden

Komplehksitas Pengelolaan dan Berbaga: Surat Keputusan Bersama (SKB)

Pola pengelolaan sumber dava alam aermihian komplehs hal im1 disebabhan antara Jain
harena semangat pengelolaan yang dilahuhan masih bersifat sektoral Hal in; tampasnya
juga sangat perpengaruh pada pengelolaan hawasan honservas: Departemen lammnva
termasuh departemen hehutanan munus Diyen PHPA, leoith cenderung untuk
mengehsploitas) sumber daya alam dan mengabaikan perlindungannya

Komplehsitas pengelolaan tersebut menyebabkan Pemerintah mengeluarhan berbaga
peraturan mengenai harmonisas! kebiyjahan sektoral vang diantaranva adalah Sinkronisasi
Pelaksanaan Tugas Bidang Keagramaan dengan Bidang Kehutanan Pertambangan
Transmigras: dan pekerjaan Umum, melalu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976

D1 dalam bagian V tentang Perlindungan / Pengawetan Tanah Perairan dan Linghungan

disebuthan bahwa

I Mentert Pertanian Mentert Pertambangan denuhian pula Gubernur Kepala Daerah
Tinghar I dalam melaksanakan pemberian HPH atau HPHH dan Kuasa
Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah berkewajiban memperhatihan seria
mengusahakan perlindungan / pengawetan tanah dan 1ata air serta sejauh munghin
mencegah terjadinya pencemaran baik udara maupun air vang dapar menimbulkan
gangguan bag: masyarakar sehitar

2 Perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta pencemaran udara maupun air
tersebut diwajibkan juga kepada pemegang HPH dan HPHH denmikian pula Kuasa
Pertambangan maupun Izin Pertambangan Daerah dengan mencantumhannva
sebagai salah satu svarat dalam Keputusan Pemberiannva

Perlindungan dan pengawetan atas tanah arr dan lingkungannva tersebut kembah
ditekankan pada pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum yang menyebuthan bahwa
perlindungan /pengawetan atas tanah air dan penggunaan tanah meliputi

1 Pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah,

2 Wayb tanam /penghijauan/reboisas:



3 Mengusahakan kelestarian/penyelamatan tanah pencegahan eros: vang dapat antara
lain dapat menvebabkan pengendapan dan pendanghalan saluran-saluran dan
mengusahakan helestarian bentangan sungai

Pengaturan pengawasan penebangan pohon

Pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air dan

Pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestariannva

N D

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Gubemur Kepala Daerah Tinghat 1 harus
meminta serta memperhatihan perumbangan tekrus dar Departemen/Instanst yang
bersanghutan

Disamping Inpres tentang sinhronisast tersebut berbagai Surat Keputusan Bersama
(SKB) Mentert lainnva adalah SKB Mendagri-Menneg PPLH tentang Instansi
Pengelolaan Sumber Dava Alam dan Linghungan Hidup Daerah (1979) [lihat
SKB]” Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebuthan bahwa Para Gubernur Bupat: dan
Walikotamadva Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan SDA dan
Linghungan Hidup Masing-masing

Pada Tahun 1987 Pemerintah cq Menter: Negara Kependudukan dan Linghungan Hidup
mengeluarhan Surat Edaran Nomor 03/SE/MENKLH/1987 tentang Prosedur
Penanggulangan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam SE i disebutkan
bahwa Penegahan Hukum dalam kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan
melibathan Menter: Dalam Negert Menteri Kehakiman Menter: Negara Kependuduhkan
dan Linghungan Hidup Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Keterlibatan Pemda
Tingkat II adalah melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) tentang
kebenaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup memperkirakan nila
kerugian hemunghinan pencegahan hasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Bahan atau keterangan tersebut kemudian diterushan kepada Gubemur dengan tembusan
kepada Kepolisian RI

Namun savangnva sejah pertama kali dibuat Surat Edaran tersebut udakh banvak
“bergaung dan jarang dipahai sebagai * alat’ penegakan hukum

Sementara 1tu SKB Nomor 969 K/05/M PE/198% Nomor 429/Kpts-11/1989 tentang
Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energ: di Kawasan
Hutan menvebuthan bahwa

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal | ayar (1) dapat
dilaksanakan dalam daerah cagar alam dan suaka margasatwa taman buru hutan
hindung hutan produkst terbatas dengan 1zin penggunaan hawasan oleh Menter:
Kehutanan Usaha pertambangan khusus di dalam daerah cagar alam diperlukan
pertimbangan dart Menter: Negara Lingkungan Hidup dan LIPI

Walaupun UU No 5 Tahun 1990 melarang 1zin penggunaan cagar alam untuk kegiatan
budi daya termasuk kegiatan pertambangan akan tetapi aktifitas pertambangan didalam
kawasan cagar alam atau taman nasional seringkal: masih berlangsung Hal tersebut

" Lihat daftar Surat Keputusan Bersama (SKB)
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hemunghinan diharenahan SKB Nomor 969 K/05/M PE/1989 Nomor 429/Kpis-11/1989
masih tetap berlahu dan hegiatan pertambangan pun antara lamn mengacu pada hedua
SKB tersebut

Keputusan Menter: Kehutanan “~omor 677/KPTS-11/1993

Sebagaimana telah disinggung di dalam bahasan peraturan perunaang-undangan
sebelumnya aisebuthan bahwa Organisas) dan Tata Kerja Departemen Kehutanan terdir
dari

1 Sekretanat Jenderal

2 Inspekiorat Jenderal

3 Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan

4 Duirektorat Jenderal Reboisas: dan Rehab:litas: Lahan

5 Dairektoral Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam

¢ Dairel torat Jenderal Inventarisas) dan Tata Guna Lahan

7 Badan Penehuan dan Pengembangan Kehutanan dan

8 Pusat Penaidihan dan Pelauhan Pegawair dan Sumber Dava Manusia Kehutanan

Darehorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dar: a) Sekretariat
Direktorat Jenderal b) Direktorat Bina Program c) Direktorat Perlindungan Hutan d)
Direktorat Bina Kaw asan Pelestarian Alam dan e) Direktorat Bina Kawasan Suaha Alam
dan Konservas: Flora dan Fauna

Sementara 1tu baru di dalam Keppres ™o 32 Tahun 1990 tentang Perhindungan

Hutan Pemernintah membuat kebijahan yang agak berbeda dengan berbagai peraturan

perundang-undangan sebelumnva — vang selalu meletakkan kekuasaan pada Menten

Dalam Keppres m: kewenangan penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagair hawasan

Iindung dimibiks oleh Pemerintah Datu I Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 &

dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa

1 Pemerintah Dan I menetaphan wilavah-wiavah tertentu sebagaimana vang dimahsud
sebagar kawasan hindung daerah masing-masing dalam suatw Peraturan Daerah
Tinghar I

2 Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam avar (1) Pemda
Tinghat I harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang Berkairan
dengan penetapan wilavah tertentu sebagar bagian hawasan lindung [bagaimana
overlapping dengan wewenang Menter: sebelumnva 7],

Kemudian di dalam Pasal 36 avat (2) disebuthan bahwa Pemerintah Daerah Tinghkat 1
dan Tingkat Il mengumumhan hawasan hndung sebagarmana dimaksud dalam pasal 34
kepada masyarakat

Kendatipun telah secara jelas memberikan hewenangan penetapan pada Pemda Dan I
persoalannva adalah UU No 5 tahun 1990 sendiri meletakan kewenangan penetapan
tersebut di tangan Menter: Dengan demukian over lapping muncul antara peraturan yang
satu dengan peraturan lainnya
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UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menvebuthan bahwa Gubernur
menvelenggarakan penataan ruang wilavah Propinsi Datu I  Apabila dalam
penvelenggdraan penataan ruang dimahksud terdapat hal-hal vang udak bisa dilesaithan di
Wilavah Datu I maka diperlukan pertimbangan dan persetuyjuan Mentern Untuh Daerah
Tinghat I penataan ruang dilakukan oleh Bupau/Walihotamadya Dat 11

*Pasal 27 (1)

ol
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BAB III
DESENTRALISASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Pengantar

Tuntutan untuh meninggalhan pengelolaan sumber dava alam vang sentralisuk akhir-
akhir 1n1 tampak hian menguat Dengan gagalnya sistem pengelolaan sumber dava alam
vang sentralisis memunculhan hesadaran bahwa desentralisas:’ pengelolaan sumber daya
alam adalah salah satu pilithan vang menjanjikan Bahkan tuntutan tersebut kian
berhembang dengan banyaknya suara-suara daerah yang kian lantang menuntut
redistribusi hasil-hasil sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah yang kaya sepert:
Aceh Riau, Inan Java Kalimantan dan beberapa daerah lainnya Pada kenyataannya
disamping distribus: hehayaan sumber daya alam kepada daerah sangat sedihit kebutuhan
ahan desentralisas: terhadap pengelolaan sumber daya alam juga dilandas: oleh faktor
geografi Indonesia yang tersebar banyak pulau dengan jumlah 27 propinst dan
perimbangan pembangunan yang juga tidak merata, serta kualitas sumber dava manusia
Namun motf ekonomu, vaitu adanya hetidahadilan pembagian hasil-hasil sumber dava
alam adalah landasan utama dari tuntutan pemerintah dan masvarakat tersebut

! Menurut Hans Kelsen pengertian desentralisasi berhaian dengan pengeruan negara Negara merupahan
tatanan hukum (legal order) malka pengeruan desentralisasi 1tu menvangkut berlakunya sistem tatanan
hukum dalam suat negara Ada kaidah-kaigah huhum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara
disebut kaidah sentral (central norms) dan ada pula kaidah hukum vang berlahu sah dalam bagian bagian
wilavah yang berbeda vang disebut desentral atau haidah lokal (decentral or local norms) Jad apabila hita
membicarakan tatanan hukum vang desentrahisuk maka hal i akan dikarkan dengan lingkungan tempat
berlakunya suatu tatanan hukum yang berlaku secara sah lersebut Bagir Manan memberihan gambaran
bahwa desentralisasy adalah bentuk dan susunan orgamisasi negara vang terdim dar satuan-satuan
pemerintahan pusat dan satuan pemerintahan vang lebih rendah vang dibentuh baik berdasart an terioral
atau fungs: pemerintahan tertentu



D1 s1s1 lain hornidor peran serta masvarahat d' dalam proses pembangunan termasuk
dalam pengelolaan sumber daya alam sangatlah mempnhatinhan Masvarakat hampir
udah pernah terlibat di dalam berbagai proses pembuatan keputusan dan sebalihnya
aiposisthan  sepagal penenima setiap Kkebryakan vang dihasilhan oleh pemerintah
Seringhali hak-hak fundamental masvarahat tersebut diabaikan

Tindakan tersebut ternvata mengahibathan dukungan terhadap berbagai kebyakan
pemernntah menjad: sangat rendah dan udak jarang pula hemudian memunculkan
honflik  Dengan demikian pada akhimya terciptalah pemerintahan vang udak
meneraphan prinsip pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance) dan udak
terselenggaranva demokratisas: dalam hidup bernegara Hal 1in1 semakin diperparah oleh
udak berialannva sistem hukum (rule of law) dimana pengadilan seringhali tidak
independen munculnva kebyakan vang tidah konsisten dan lemahnva penegakan hukum
(law enforcement)

Bab 1n1 membahas mengenar dua 1su penting tersebut di atas desentralisasi dan peran
serta masvarahat di dalam pengelolaan sumber dava alam dengan memberihan tekanan
Khusus pada pengelolaan kawasan konservasi

Kajian mengenai desentralisas: dan peran serta masyarahat ahan dihaji di dalam sub bab
masing-masing Ahkan disinggung juga tentang akses masyarahat baik lokal maupun
masvarahat adat terhadap hawasan sumber daya alam khususnya hawasan honser asi

31 Desentralisas:

Pengertian sederhana dari desentralisas) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memberikan kehuasaan lebih besar kepada daerah  bath dalam bentuk penyerahan tugas
kewajiban hewenangan maupun berupa tanggung jawab tertentu Desentralisas:
dimaksudhan untuh memungkinkan daerah vang bersangkutan mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri 2

Secara de jure sistem hukum di Inaonesia menganut asas desentralisasi Pijakan dasar
dan prinsip desentralisas: tersebut adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 vyang
menvyebutkan bahwa

Pembagian daerah Indonesia aras dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan
pemermniahann\a ditetaphan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat
dasar permusyawaratan dalam sistem pemeriniahan negara dan hak hak asal-usul dalam
daerah-daerah yang bersifat 1stimewa

Asep Warlan Yusuf SH MH Sendi Penyelenggaraan Pemernntahan D1 daerah Dalam Kerangha
Perwujudan Otonomi yang Nyvata Dinamis Serast dan Bertanggung Jawab Dalam 70 Tahun Prof Dr
Ateng Svafrudin S H Citra Aditya Bandung 1996
’Penjelasan resmu pasal i menyatakan bahwa oleh harena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat
maka Indonesia tak akan mempuma: daerah di dalam hinghunganya vang bersifar  staat juga Daerah
Indonesia akan dibag: dalam daerah propins: dan daerah propwnsi akan dibag: pula dalam daerah vang
lebih kecil Daerah daerah 1 bersifat autonoom (streek dan locale rechtsgemeenschapen) atau bersifar
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Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 hemudian dijabarhan melalul beberapa peraturan
perundang-unaangan dantaramva Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang
Penetapan Aturan-aturan Pohok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah
vang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganta sendirn

Pada Tahun 1957 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 dicabut dan digantihan oleh
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Pada Tahun 1965 Undang-undang Nomor | Tahun 1957 hemudian diganti kembal: oleh
Undang-undang No 18 Tahun 1965 vang juga disebut tentang Pokok-Pohkoh
Pemerintahan Daerah

D1 sektor pengelolaan sumber dava alam dalam kaitannva dengan pelimpahan kekuasaan
Khepada Pemenmntah Daerah pada Tahun 1957 Pemernntah mengeluarhan Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penverahan Sebagian Urusan
Pemerintah Pusat di Lapangan Perihanan Laut Kehutanan dan Karet Rakyat
Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tinghat II

Untuk urusan perthanan laut disebuthan bahwa

1 Pemernmtah Daerah Swatantra Tinghat 1 selamjurma dalam peraturan vu disebut
Pemermtah Daerah, menvelenggarakan penvuluhan tekmis dan ieknologis di
lapangan perihanan laut dan penvuluhan tentang tekmis perusahaan perikanan laut

2 Pemvuluhan termaksud dalam avan (1) didasarkan atas penmelidihan-penvelidikan
tlmiah vang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

3 Pemermfah Daerah wapb membantu Pemeriniah Pusat dalam penyelidihan ilmiah
rerseburt

Dalam kaitannva dengan institus: pengelola, Pemerintah keuka itu termyata telah
mendorong pemberdayaan institusi masyarahat agar dapat mengembanghan akufitas
mandirt Dalam Pasal 2 dar; Peraturan Pemenntah tersebut disebuthan bahwa

Unruk  memperhembangkan masvarakar nelavan ke arah oroaktivitier dan  unruk
melancarkan persediaan bahan-bahan dan alat-alar perihanan laut maha Pemeriniah
Daerah menganjurhan berdirinya organisasi-organisasi nelayan dan mengawas: dan
membimbing organisasi-organisasi 1tu

daerah admuustrast belaka Semuarnyva menurur aturan vang akan drietapkan dengan undang undang Di
daerah daerah \ang bersifar awionoom akan diadakan badan Perwakilan Daerah oleh karena di
daerahpun pemerintahan akan bersend: atas dasar permussawaratan Dalam Terruonal Negara Indonesia
terdapar hurang lebih 250 zelfbesturende landschapen dan Volksgemeenschapen sepern Desa di Jawa
dan Bali Nagan di Minangkabau Dusun dan Marga di Palembang dan sebagaima Daerah daerah 1u
mempumai susunan asli dan oleh harenamva dapar dianggap sebagai daerah vang bersifar isumewa
Negara Republil Indonesia menghorman keduduhan derah daerah i1sttmeva tersebut dan segala peraturan
negara \ang mengena: daerah daerah wtu akan mengingat hak hak asal usul daerah tersebut

* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penserahan Sebagian Urusan Pemerintah
Pusat D1 Lapangan Perihanan Laut kehutanan dan Karet Rakvat Kepada Daerah Daerah Swatantra Tinghat
1

¢
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Namun Peraturan Pemerintah di atas undak memuat aturan mengenai perlindungan sumber
daya laut

Disamping untuk sektor Perihanan Laut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957
juga mengatur tentang Penyerahan Urusan di sektor hehutanan Dalam Pasal 8 disebuthan
bahwa

Pemanghuan hutan baik hutan vang ditunjuk oleh Menter: Pertanian sebagai hutan vang
dipertahanhan untuk hepenningan tata air pemeliharaar tanah dan produhs: hasil hutan
maupun hasil hutan lainnva diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkar [
selanjutmva dalam peraturan i disebut Pemerintah Daerah rerhecuali untuk wilayah
bekas NIT dumana urusan hehutanan relah ada pada Daerah Swatantra Tinghat 11

Terhadap wilavah hutan vang terletak dalam lebih dari satu daerah namun berdasarkan
perumbangan tehnis pemanghuan menurut Mentern Pertanian harus diselenggarakan
sebaga:r hesatuan pemanghuan maka pemanghuan wilavah dilakukan oleh daerah-daerah
yang bersanghutan dengan mengindahkan petunjuk Menter: Pertanian Penvelenggaran
pemanghuan hutan dilakuhan sesuai dengan rencana karya vang ditetapkan dalam jangha
waktu tertentu dengan mengingat tujuan mempertahankan fungs: lindung dan fungsi
produksi dan hutan-hutan vang bersangkutan®

Untuk eksploitas: hutan di Jawa dan Madura diselenggarakan oleh Daerah Sendir
Sementara 1tu untuk wilayah luar Jawa dan Madura terdapat catatan yaitu selama
eksploitas: hutan belum dapat dilakukan oleh daerah sendirt maka pengambilan kayu dan
hasil hutan lainnva dapat dilakukan oleh pihak keuga berdasarkan surat 1zin menurut
peraturan vang ditetaphan oleh Pemerintah Daerah’

Dalam haitannva dengan perindungan hutan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan
perlindungan hutan untukh mencegah dan memberantas kerusakan-kerusakan hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia dan hewan kebakaran dava-dava alam, penyakit-
penyakit dan hama-hama® -

Dan peraturan Pemernntah (PP) tersebut tampak bahwa kebyjakan penverahan urusan di
bidang pengelolaan sumber dava alam telah dikembangkan Jika melihat tata urutan dar
substans: vang diatur dalam kaitannva dengan eksploitas: sumber daya hutan PP tesebut
terlebih dahulu menekankan fungs: perlindungan vang hemudian dukut dengan fungs:
produksi Dan sudut pelimpahan kewenangan desentralisasi tidak hanya diberihan
terhadap hewajiban perlindungan hutan ahkan tetap: juga untuk eksploitasi Terdapat
keseimbangan antara hak yang di miihi Pemerintah Daerah dengan kewajban terhadap
perlindungan hutan

*Ibid Pasal § ayat (4)

®1bid Pasal 8 ayat (3)

"Ibid Pasal 9 dan Pasal 10 avat (10) dan avat (2)
*Ibid Pasal 14 ayat (1)



Undang-undang “omor 5 Tahun 1967 tentang Kketentuan hetentuan Pokok
Kehutanan Pasal 12 dalam hlarannya dengan penvelenggaraan urusan hehutanan
menvebuthan bahwa

Pemerintah Pusat dapa: memerahhan sebagian dari wewenangma di bidang hehuranan
hepada Pemerintah Daerah dengarn Peraturan Pemerintah

D1 sis1 lain penting untuk dicatat adalah udak ada ketentuan lebih lanjut pencabutan PP
Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyverahan Urusan Kehutanan kepada Daerah

Akan tetapt LU Nomor 5 Tahun 1967 mengauwur tentang penyerahan sebagian urusan
kehutanan khepada daerah di sis1 lain berbagar hewenangan diletahhan di tangan
Pemerintah Pusat seperti pada peruntuhan penetapan hawasan dan pengurusan hutan
berada di tangan Menter’® Hal tersebut disamping menunjukhan adanya inhonsistens,
kebnjahan di dalam UU Polok kehutanan sendiri sehaligus memperlihathan 1ndikas:
hearah <entralisas: urusan kehutanan

Polhuh sentrahisasi urusan hehutanan menjad: kenvataan pada saat dikeluarhannya
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan ‘ang
mencabut Pasal-pasal yang berhaitan dengan eksploitas: hutan yang diselenggarakan oleh
Pemernintah Daerah vang terdapat di dalam Peraturan Pemernntah Nomor 64 Tahun 1957
tentang Penyerahan Sebagian Pemernntah Pusat di Lapangan Perikanan Laut Kehutanan
dan Karet Rakyat kepada daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Hal yang sama juga
berlahu terhadap urusan perlindungan hutan Melalul Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1985 tentang Perhndungan Hutan seluruh akufitas perlindungan hutan
kemudian diletakan di tangan Menter1 vang mengurus: urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan pemernntahan yang meletakhan kehkuasaan kepada Pemerintah
Pusat pada aklimva dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah Lahimya UU No 5 Tahun 1974 sekaligus mencabut Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Disamping
UU No 5 Tahun 1974 diterbithan pula Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemernintahan Desa vang menghapuskan sistem/tatanan mmasyarakat lohal vang
berlandashan pada sistem hukum adat masvarahat Seperti Marga di Sum-Sel atau Nagan
di Minangkabau

UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah ndak memuat asas dan
penvelenggaraan pemerintahan itu sendin UU No 5 Tahun 1974 yang terdin dan
delapan (8) bab dan 94 pasal mengatur tentang
1 Pembagian wilayah yang dibag: dalam daerah-daerah otonom dan wilavah-
wilayah admimstratif
2 Daerah Otonom termasuk di dalamnya vang berkaitan dengan pembentukan
dan susunan daerah otonomu daerah tugas pembantuan, Pemerintah Daerah
vang terdinn dar1 Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
penganghatan dan pemberhenuan hepala daerah dan wakil kepala daerah

® Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pohoh kehutanan Pasal 4 pasal 7 dan pasal 9

T



beserta hak-hak wewenang dan kewajbannya serta kelembagaan
pemerintahan daerah lainnva

Wilavah Admmstrauf vang menvanghut pembentukan dan pembagian
wilayah dan susunan organisasinya dan

4 Pemerintahan Desa

|3

Pada hakehatnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 mengatur hubungan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yvang mencalup 3 aspek vaitu hubungan
hewenangan hubungan heuangan dan hubungan pengawasan '’

kendaupun UU No 5 Tahun 1974 mengatur tentang Pemeriniahan daerah namun darn
beberapa aturan vang terdapat di dalamnva pusat memuilthi hewenangan vang sangat
besar Hal 1n1 antara lain dapat dilihat pasal 9 UU No 5 Tahun 1974 vang berbuny:
Sesuane wrusan pemerintahan vang telah diserahkan kepada Daerah dapar dirarik
kembali dengan peraruran perundang undangan vang sennghat

Darr bunv: Pasal 9 tersebut tampak bahwa Pemerintah Pusat berkeinginan meletakkan
kewenangan penvelenggaraan segala urusan pemerintahan di pusat

Contoh lamn tentang aturan yang mengeliminir semangat desentralisas: dapat dilihat dan
Pasal 16 avat (1) ' dan ayat (2) yang menyatahan bahwa

Hasil pemilihan Kepala Daerah vang dimaksud dalam avar (1) diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakvar Daerah yang bersanghutan kepada Presiden melalwi Menter: Dalam
Negeri sedihit-dikunva 2 (dua) orang untuk dianghat salah seorang diantaranyva

Tampak bahwa Kepala Daerah bukan ditetaphan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah hanva mengajukan calon Kepala Daerah Keputusan akhir pemulithan Kepala
daerah berada d: tangan Presiden setelah mendapat perumbangan Menter: Dalam Neger
Oleh karenanya udak jarang Kepala Daerah yang terpilih bukanlah figur yang
dikehendak: oleh masyarakat -

Masih banvak contoh lain yang menggambarkan semangat sentralisasi dalam batang
tubuh UL No 5 tahun 1974 tersebut Tercatat contoh pasal-pasal yang mereduksi
semangat desentralisas: yaitu ps 22 avat (2) 24 ayat (1) 28 avat (3) 50 61 67 68, 69
dan 86 Dengan jumlah yang pasal seperti itu dapat disimpulkan bahwa desentralisas:
yang ada berlaku dalam suasana sentralistis

Sebagai pelaksanaan dar ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah
ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

' Lebth lanjut baca Hubungan Pemerintah Pusat Daerah Masa Orde Baru Sin Aminah dhh  Lembaga
Peneliuan Universitas Airlangga 1994

"' Pasal 16 avat (1) UU No 5 tahun 1974 Kepala Daerah Tingkat II dicalonhan dan dipilth oleh Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah dani sedikat dikitnva 3 (iga) orang dan sebanyak banvaknva 5 (lima) orang calon
vang telah dimusyawarahhan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwahilan Rakyat
daerah/Pimpinan Fraks: fraksi dengan Gubernur Kepala daerah
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Konsigeran Undang-undang 11 jelas-jelas menyebuthan bahwa dengan sifat negara
kesatuan maha hedudukan pemerintahan desa sejauh munghin  diseragamhkan
Penveragaman tersebut adalah cengan mengindahhan keragaman headaan desa dan
Letentuan adat istiadat vang masih berlahu untuh memperhuat pemenntahan desa agar
makin mampu menggerahan masharahat dalam parusipasinva untuk pembangunan

Dengan demihiar penyelenggaran pemerintahan yang terdapat di dalam UL No 5 Tahun
1974 lebih mengarah Kepada pemerintahan vang bertumpu pada pusat (sentralisus! atdu
Khalaupun 1ngin disebut menekankan desentralisasi maha desentralisas: vang
dikembanghan adalah desentralisas: vang semu

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 udah menyinggung sama sehali mengena:r peran
dan hewenangan Pemernntah Daerah untuh menvelenggarahan urusan di bidang
pengelolaan sumber dava alam termasuh pengelolaan hawasan honservasi Dengan
demihian dapat aijpaham: bahwa pengelolaan sumber dava alam apakah akan bersifat
sentralistih atau desentralisuh ditentuhan oleh peraturan perundang-undangan sektoral
masing-masing

Desentrahisasi Dalam Pengelolaan Sumber Dava Alam dan Kawasan Konseryasi

Salah satu peraturan perundang-undangan yvang menyinggung berbagai sektor sumber

dava alam adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan

ketentuan Pokok Agraria Dalam Pasal 2 avat (2 a b dan c) disebuthan bahwa

Hak menguasai dar1 negara termaksud dalam Pasal 1 membern wewenang untuk

1 Mengatur dan menvelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan
pemeliharaan bunu, air dan ruang anghasa

2 Menentuhan dan mengarur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi air dan ruang angkasa

3 Menentukhan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum vang mengenai bumi air dan ruang angkasa

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 lebih menekankan pengaturan mengenai alas hak
atas tanah dan hal-hal lain yang berhaitan dengan keagrariaan

Dalam hartannya dengan desentralisasi, Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1960 menvatakan
bahwa Lewenangan perencanaan umum alokasy sumber daya alam berada pada
Pemerintah Pusat Sedangkan Pemenntah Daerah berwenang mengatur persediaan
peruntuhan dan penggunaan sumber dava alam daerahnya sesual dengan headaan
daerahnya masing-masing dengan mendasarkan pada rencana wumum yang diteraphan
oleh Pemenntah Pusat Peraturan Pemerintah Daerah 1m sendint baru bisa berlaku setelah
mendapat pengesahan dar1 pemerintah tinghat atasnya

Ketentuan vang terdapat pada Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas dan jelas
menekankan sentralisasi pengelolaan sumber dava alam Hal 1m1 tampaknya dipengaruhi



oleh sistem politik vang bersifat sosialis /homunis vang mempengaruhi pembentukan UU
Pokok Agraria vang memulihi paradigma sentralistk (setiap aset dikuasai oleh \egara)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menvebabkan munculnva dualisme kebyakan
pengaturan mengena:r pengelolaan sumber dava alam khususnva untuk lapangan
perthanan laut kehutanan dan haret rakvat karena pada saat vang sama masih berlaku
Peraturan Pemernintah Nomor 64 Tanun 1957 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
1957 tentang Penverahan Sebagian Urusan Pemenintah Pusat di Lapangan Penikanan Laut
Kehutanan dan Karet Rakvat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tinghat I memiliks
perbedaan vang sangat prinsipil dimana UU Nomor 5 Tahun 1960 bersifat sentralistik
sementara PP “omor 64 Tahun 1957 bersifat desentralistih

Sementara 1tu Undang-undang “o 35 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokoh Kehutanan di dalam Pasal 12 dalam haitannva dengan penvelenggaraan urusan
kehutanan menyebuthan bahwa

Pemermtah Pusat dapat menverahkan sebagian dart wewenangnva di bidang hehutanan
hepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah

Sebagaimana diulas di dalam bahasan mengena: PP Nomor 64 Tahun 1957 PP No 64
tersebut membernhan kewenangan pengelolaan — baih eksploitas: maupun perlindungan
hutan — kepada Pemerintah Daerah swatantra Namun UU Nomor 5 Tahun 1967 yang
lahir kemudian meletakkan kewenangan pengelolaan hutan menjadi kewenangan
Pemerintaran Pusat walaupun sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 12 di atas juga
mencantumhan aturan mengenai penyerahan wewenang kepada Daerah

Penyerahan hkewenangan jika merujuk pada penjelasan dari pasal tersebut diben
pembatasan melalui perumbangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat vaitu kesanggupan
dan kemampuan dar1 suatu daerah Penilaian mampu udaknya suatu daerah dalam
mengelola sumber daya hutan tidak mendapat penjelasan Pembatasan lain darn
desentralisas: tersebut adalah penjelasan vang menvebuthan bahwa bila menvyangkut
hepenuingan nasional maha kewenangan tersebut tetap berada pada Pemerintah Pusat'~

Adapun aturan mengenai desentralisas: pengurusan sumber daya hutan baru dikeluarkan
pada Tahun 1998 melalu1 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
penverahan sebagian urusan pemermtahan di bidang kehutanan kepada daerah
Namun udak ada perubahan yang mendasar tentang pelimpahan urusan pengelolaan hutan
di dalam peraturan pemerintah tersebut'”, jika dikaitkan dengan realokas: sumber daya
hutan kepada Daerah

' Tampaknva interpretas: mengenal hal in1 lebih didasarkan disatu sisi dengan mengingat konsep Undang
Undang Dasar 1945 bahwa sumber daya alam dikuasa: oleh negara untuk sebesar besarnva kemakmuran
rahvat Namun disist vang lain konsep dan penjabaran atas kepenuingan nasional itu yang menjadi kurang
Jelas Dalam prakteh yang terjadi semua hegiatan bisa dibunghus dengan kepentingan nasional

" Lihat juga Analisis PP Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dy
Bidang kehutanan Kepada Daerah ICEL 1998
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D1 sektor pertambangan Pada Tahun 1989 Pemerintah mengeluarhan Surat Keputusan
Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menter1 Kehutanan Nomor
969 K/05/M PE/1989 dan 429/Kpts-I1/198% tentang Pedoman Pengaturan
Pelahsanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan Surar
Keputusan Bersama (SKB) tersebut dibuat dalam rangha meningkathan hoordinasi dan
sinhromisasy dalam pelahsanaan pertambangan hhususnva antara kedua departemen
terhait

Is1 SKB tersebut pada dasarnva mengatur mengenar pelaksanaan usaha pertambangan di
dalam hawasar honservasi seperti hawasan taman nasional cagar alam suaka
margasaiwa serta beberapa haw asan lindung lamnnva'™

Masalah desentralisas: ndah disinggung sama sehali Demuhian juga mengena peran serta
masvarahat  Kawasan honservas: disinggung harena haitannva dengan  usaha
pertambangan vang hebetulan merupakan hawasan honservasi SKB hanva menvebuthan
bahwa kewenangan 1zin ada berada di tangan Menter1 Demikian juga dengan Surat
Keputusan Bersama Menter! Pertambangan dan Energ: dan Menteri1 Kehutanan
Nomor 1101 K/702/M PE/1991 dan Nomor 436/Kpts-I1/1991 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen
Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan Ijin Usaha Pertambangan dan
Energr Dalam Kawasan Hutan vang memuhberathan kewenangan periz'nan usaha
pertambangan berada pada Menter:

Sejauh 1m1 usaha pertambangan vang kewenangannya berada di tangan Pemerintah
Daerah adalah usaha pertambangan Gahan C Dibandinghan dengan galian A maupun B
nila: gan hasil usaha pertambangan galian C sangatiah kecil karena lebih banyak terdin
dan batu-batuan sepert: pasir marmer dan lain sebagainya

D1 bidang pengairan Pemenntah mengeluarhan Undang-undang Nomeor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan Pasal 4 UU in1 menvatakan bahwa

Wew enang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-undang i dapar
dilimpahkan kepada instansi-instans: Pemerintah baik pusat maupun daerah dan atau
badan-badan hukum tertentu vang svarat svarat dan cara-caranva diatur dengan
Peraturan Pemerintah

D1 dalam penjelasannya disebuthan bahwa pelimpahan wewenang dar Negara hepada
badan-badan hukum tertentu seharusnya membernkan kesempatan bagi masyarakat untuk
mengembangkan pemanfaatan serta pengusahaan air atau sumber-sumber air Namun
dermikian, lagi-lagi ndak disinggung mengena: desentralisas:

Sementara 1tu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 vang mengatur secara hhusus
tentang Konservas: Sumber Dava Alam Havati dan ekosistemnya telah membuka peluang

™ Lihat hembah Bab II tentang Perawran Perundang undangan vang terhait langsung dengan pengelolaan
hawasan konservasi

q0
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desentralisas: Terdapat 2 (dua) pasal yang vang berhaitan aengan desentralisas: yaitu
pertama Pasal 30 avat (1) vang mengatakan

Dalam rangha pelaksanaar honservas: sumber dava alam havan dan ehosistemnva
pemerinian dapat memverahkan sepbagian urusan di bidang tersebut hepada daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 reniang Pokok
pohok Pemermntahan di Daerah

D1 dalam penjelasan avat tersebur drsebuthan bahwa Pemerintah Pusat selain dapat
menverahkan urusan di bidang honservas: sumber dava alam hayati dan ekosistemnnya
kepada Pemerintah Daerah juga dapat menugashar Pemerintah Daerah unghat I untuk
melaksanakan urusan tersebut sebagai tugas pembantuan (medebewind)

Kedua sebagaimana vang terdapat di dalam Pasal 38 avat (1) vang berbunv:
Pemerinian dapar menverahhan segala urusan di bidang tersebut hepada Daerah

Kedua pasal tersebut kemudian menvebuthan bahwa ketentuan mengenai penyerahan
urusan hepada Pemerintah Daerah tersebut merujuk kepada Undang-undang No 5 Tahun
1974 Tidak dijelaskan apa mahsudnva Hingga saat in1 belum ada peraturan yang secara
Khusus mengatur sebagal uindak lanjut dari pasal-pasal penyerahan urusan ke Pemerintah
Daerah kecuali beberapa pasal vang ternyata muncul di dalam PP Nomor 62 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang udak menyebutkan
secara hhusus mengenai desentralisast Akan tetap: terdapat pasal-pasal vang memberihan
kewenangan yang jelas kepada Pemerintah Daerah baik tinghat I maupun tingkat O
dalam penataan ruang Hal in1 dapat kita temuhkan di dalam peberapa pasal khususnya
Pasal 27 Ayat (1) yang menyebuthan

Gubernur Kepala Daerah Tingkatr I menvyelenggarakan penataan ruang wilayah Propins:
Daerah Tingkat [

Sementara 1tu di dalam Ayat (2) disebuthan

Untuk  Daerah Khusus Ibukota Jakarta pelaksanaan penataan ruang dilakukan
Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatihan pertnmbangan dari Departemen
Lembaga dan badan-badan Pemerintah lainnva serta hoordinas: dengan daerah
sehitarmva sesuai dengan hkerentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang
Susunan Pemermtahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa
Bupat/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkar I menvelenggarakan penataan ruang
wilayah Kabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat 11

Ayat (2)
Apabila dalam penvelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdapat hal-hal vang ndak dapar diselesahan di wilayah Kabuparen/Kotamadva daerah

Tingkar II maka diperlukan pernmbangan dan persetujuan Gubernur kepala Daerah
Tingkar I

4\
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Desentralisas: dalem penataan ruang dengan pengelolaan hawasan honservas: sangatlah
terhait erat harena UU “omor 24 Tahun 1992 tersebut menyatahan bahwa tujuan dan
tata ruang adalan terselenggaranva penataan ruang svang berwawasan lLinghungan
Disamping 1tu cemu terselenggaranva pengaturan pemanfaatan ruang hawasan lindung
aan haw asan buar aaya'”

Namun persoalannva adalah sejauh mana hewenangan tersebut dapat dumplementasikan
atau dilakuhan oleh Pemernntah Daerah Apabila dihaithan dengan ego sektoral
departemen lain ‘ang pada umumnya berorientas: ke pusat (sentralistih) maka tampak
bahwa kewenangan tercebut sulit untuh dilahsanakan  Demulian juga udak jelas
bagaimana sinhronisasi LU Penataan Ruang dengan Undang-undang Keaneharagaman
Sumber Dava Alam Havau dan Ehosistemnva

Peraturan lain vang terhait — dan dalam kaitannva dengan desentralisas) pengelolaan
hawasar honsenas: -- adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Linghungan Hidup Di dalam Pasal 13 avat (1) disebuthan bahwa

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan linghungan hidup pemenmntan dapat
memerahhan sebagian uiusan hepada Pemeriniah Daerah menjadr urusan rumah
ranggania

Savangnva hesempatan vang diberihan avat (1) diatas hingga hini masinh menggantung
dan dihunci oleh avat (2) nva vang mengatahan bahwa pengaturan tentang penverahan
urusan tersebut ahan diatur di dalam Peraturan Pemenntah (PP) Hingga saat ini PP
tersebut pelum dibuat

Peraturan Pemerintah Nomeor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan udak
memuat pengaturan tentang Desentralisas: Perlindungan Hutan Hal in: sangat berbeda
dengan PP Nomor 64 Tahun 1957 yang telah diulas sebelumnva

Adapun buny: aturan mengena: keterlibatan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan
Hutan sedikit disinggung di dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa
Instansi-instanst di daerah ninghar I berranggung jawab aras perlindungan hutan baik di
dalam maupun di luar hawasan hutan

D1 dalam penjelasannva disebuthan bahwa mnstansi-instans: hehutanan di daerah ungkat I
meliputi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dinas Kehutanan Unit Perum
Perhutam dan unit Pelaksana Tekmis di Lingkungan Departemen Kehutanan

Penvebutan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 15 ayat (1) tersebut sulit
dikategorikan sebagai  desentralisasi harena berbaga: instans: tersebut merupakan
perpanjangan pusat’

" Pasal 3 hurufadanb

Y%
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Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dalam Pasal
34 avat 1 vang menvatahan bahwa Pemda Tingha: I meneraphan wilayah-wilavah
tertensu sebagaimana dimahsud dalam Pasal 3 sebagar Aawasan Iindung daerah masing
masmmg daiam suatu  Peraturan Derah Tingkat I disertar dengan lampiran penjelasan
dan peia aengan nrghar ketelinan miumal shala | 250 000 serta memperhatihan
honais. wil~ ahyang bersanghutan e

Berdasarhar Keputusan Presiden 1ni1 kewenangan penetapan hawasan lindung dan
kewenangar pengelolaan kawasan lmdunglq berada pada Pemerintah Daerah Namun
demihian Keppres 1n1 juga menvebuthan bahwa apabila terjad: perbenturan kepentingan
antar ~ehtor Pemda Tinghat I dapat mengajukan kepada Tim Pengelolaan Tata Ruang
Nasional un'uk memperoleh saran penvelesaian

Adan a2 upwva Pemenintah untukh mengembanghan desentral:sasi dalam hal penetapan
hawasan lindung'® tersebut ternyata udak sejalan/bertolah pelahang dengan pasal 4 avat
(1) Keppres 1tu sendini vang menyebutkan bahwa

Sesiwat dergan peruntuhanma Mentert menetaphan hawasan huran yauwu a) wilevah
vang verhuran vang perlu dipertahankan sebagar hutan tetap b) wilavah naak berhuran
vang perlu dihutankan kembal dan dipertahankan sebagai hutan tetap

D1 s1s1 lain hal vang perlu dicermat: adalah kewenangan vang diberihan ternvata hanya
terbatas pada penetapan Sementara perencanaan penunjuhan pengelolaan pengusahaan
bahkan periindungan hutan tetap berada di tangan Pemerintah Pusat

Pada tahun '979 Kantor Menter1 Dalam Neger: dan Kementerian Negara Pengawasan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan Bersama
Menter1 Dalam Negeri dan Menter1 Negara Pengawasan Pembangunan dan
Linghungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor KEP-002/VINPPLH/2/1979
tentang Instans) Pengelola Sumber Dava Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah

D1 dalam Pasal 1 dan pasal 2 SKB Mendagri-MenPPLH tersebut dinyatahan bahwa

! Para Guberniy  Buparn/Walihora Kepala Daerah bertanggungiawab atas
pengelolaan sumber alam dan hingkungan hidup di daerahnva masing-masing

2 Pengelolaan sumber sumber alam dan Lingkungan hidup vang dimaksudhan dalam
pasal 1 melipunt tugas pengaturan perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan

' Pasal 3 menvatahan bahwa Kawsan Lindung sebagaimana dimahksud dalam Pasal 1 meliputn Kkawasan
vang memberihan perlindungan hawasan bawahannva Kawasan perlindungan setempat kawasan Suaha
Alam dan Cagar Budava Kawasan Rawan Bencana Alam

" Menurut Pasal | point | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang kawasan Lindung artinva
kawasan vang ditetaphan dengan fungs: utama melindung: helestarian Linghungan hidup vang mencahup
sumber alam sumber dava buatan dan mla: sejarah serta budava bangsa guna kepenuingan pembangunan
berkelanjutan

'® Disist vang lain keppres ini menvatakan bahwa biia terdapat tumpang undith dengan hegiatan sehtor lair
maka penetapan hawasan hndung daerah tersebut dapat memnta pada Bappenas untuk dimasuhan dalam

rencana tata ruang wilavah Dart s sudah sedihit nampak semangat hoordinasi antar instans: sektoral

Q%



‘- O T e N O G N G g I BN o EN =N

;aE .

69

sumber-sumber alam bagi hemaknuwran dan hesejahteraan 1akvar  dalam
hubunganma dengan pemeliharaan helesianian pengembangan dan pemngharan
mutu linghungan hidup di daerah vang bersanghutan

Seianjutnva kepala Daerah dalam melaksanahan tugas tersebut mengeluarkan berbagai
peraturan dan petunjuh pelahsanaan mendavagunakan sumber-sumber daya alam serta
menghoordinir dan mengawas: pelaksanaan peraturan dan hegiatan-hegiatan yang
mentanghut pendayagunaan sumber-sumber alam

Semangat dann SKB Mendagrn-MenPPLH terseput yang denuhian desentralis terlihat
cuhup bagus dan terhesan dapat membenkan hepercayaan dinni hepada Daerah untuhk
mampu mengelola sumber dava alamnya Bahkan SKB tersebut udak dibatasi pada
sumber-sumber alam apa saja dan sebesar apakah kewenangan tersebut diberithan
Namun sejauh manahah implementas: SKB tersebut Bagaimana sinkronisasinva dengan
UL Pokok Kehutanan LU Pokok Pertambangan vang cenderung sentralistis?

Beberapa persoalan vang perlu dihajn adalah

Pertama bagaimanakah hubungan antara kewenangan vang dimilihi oleh
Kepala Daerah dalam pengelolaan sumber-sumber alam jiha dikaithan dengan
berbagar undang-undang (yang norabene lebih tinggi kedudukannva) vang
memberikan hewenangan sepenuhnya pada Menten atau Pemernntah Pusat

Kedua bagaimana hubungan status helembagaan, hak dan hewenangan vang
dimuliki dengan departemen musalnya Departemen Kehutanan yang sejak awal
telah merupahan pengelola sentral hutan di1 Indonesia, dan

Ketiga Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut tidak menjelashan sumber-
sumber alam apa saja yang diatur dan dapat dihelola oleh Pemerintah Daerah
Untuk tambang musalnva apahah Kepala Daerah juga memlihi wewenang untuh
mendavagunahan sumber-sumber alam sepertt emas munyak batu bara dan
sebagainya

Pada Tahun 1994 Pemernntah juga menetaphan Keputusan Bersama Menter: Dalam
Neger1 RI dan Menter: Kehutanan RI Nomor 52/1994 dan 230/Kpts-11/1994 tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah
Timgkat II SKB 1n1 pada intinya mengatur mengenai penyelenggaraan Dinas Perhutanan
dan Konservas: Tanah di Daerah Tingkat I

Dimnas di atas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat I vang
menvelenggarahan otonomu d: bidang Penghijauan dan konservas: tanah dan air
persuteraan alam perlebahan hutan rakyat dan hutan mulik, serta penyuluh hehutanan
Otonomu vang diperhenanhan hanyalah yang berkenaan dengan usaha-usaha penghijauan
dan konservasi tanah dan air usaha-usaha persuteraan alam, usaha-usaha perlebahanan
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hutan rakvat dan hutan mulik serta penyuluh hehutanan Diluar usaha-usaha tersebut
diatas otonomu tidahlah diperhenanhan

Dalam rangha penverahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat di bidang Kehutanan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal in1 penverahan seluruh personil Cabang
Sub Balai RLKT PLP PKS beserta sarana penunjang dan pekerjaannya pada Tahun
1994 telah diterbithan Keputusan Menter1 Kehutanan Nomor 86/Kpts-11/1994
tentang Pembentuhan Tim Inventarisasi Personil, Sarana dan Penunjang Dalam
Rangha Pembentuhan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Pemerintah
Daerah Tinghat I1

Surat Edaran Menter1 Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor
03/SE/MENELH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan kasus Pencemaran dan
Perusahan Linghungan Hidup memberihan kewenangan bagi Daerah untuk penegahan
hasus pencemaran dan perusakan hingkungan hidup terutama dalam kegiatan
pengumpulan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)

Dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-I1I/1997 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional dapat dilihat secara
lebih jelas mengenar fungs: dan tugas Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional
vang lebih merupakan unit pelaksana tekms PHPA yang berada dibawah dan bertanggung
Jjawab kepada Dirjen PHPA Baik Balar maupun Unit Taman Nasional dipimpin oleh
seorang Kepala vang secara teknis fungsional dibina oleh para Dirjen PHPA dan secara
administratif dibina oleh Sekijen PHPA dan Kepala kantor Wilayah Departemen
Kehutanan Dar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan hawasan taman
nasional tidak mengenal desentralisasi karena kewenangan pengelolaan tetap berada
pada Pemenintah Pusat (dalam hal in1 PHPA)

Berdasarkan organisas: dan tata kerja Bala: Taman Nasional tersebut maka keberadaan
aparatur di unit-unit taman nasional lebih sebagai perpanjangan tangan pusat dibanding
upaya penguatan desentralisas: Karena desentralisast yang dimaksudhan adalah
pengalihan wewenang pengurusan dr bidang kehutanan dar1 pemernntah pusat hepada
Pemerintah Daerah

Pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemermtahan di Bidang Kehutanan
kepada Daerah Di dalam konsideran Peraturan Pemerintah 11 disebutkan bahwa untuk
lebth meningkatkan pelaksanaan otonomu daerah secara berdayaguna dan berhasil guna
dalam upava meninghathan penvelenggaraan pemerintahan pemnbangunan dan pelayanan
kepada masvarakat maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang
menverahkan sebagian urusan pemenntahan di bidang hehutanan kepada Daerah'’

' penjelasan lebih rinc: mengenar analisis huhum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998
dapat dibaca pada box Anaiisis Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republih Indonesia nomor 62
Tahun 1998 tentang Penverahan Sebagian Urusan Pemernintahan di Bidang kehutanan kepada Daerah
dalam bagian laporan i
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Kepada Kepala Daerah Tinghat I diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang
kehutanan vang meliputi a) pengelolaan taman hutan rava dan b) penataar batas hutan
Sementara 1tu hepada Kepala Daerah Tinghat II juga diserah: tugas-tugas vang
meliputl

a) penghnauan dan honservas: tanah dan air

b) persuteraan alam

¢) perlebahan

d) pengelolaan hutan m:liMhutan rakyat

¢) pengelolaan hutan hindung

f) penvuluhan kehutanan

g) pengelolaan hasil hutan non hayu

h) perburuan tradisional satwa har vang tidak dilindungi pada areal buru

1) perlindungan hutan

J) pelathan heterampilan masvarahat a1 bidang aehutanan™

Membaca pelimpahan wewenang hepada Pemenntah Daerah sebagaimana di dalam PP
62/1998 tersebut ternyata tudak jauh berbeda dengan apa yang tercantum di dalam
Keputusan Bersama Menter1 Dalam Neger1 RI dan Menter1 Kehutanan RI Nomor
52 Tahun 1994 dan 230/Kpts-11/1994 Untuk PP Nomor 62 Tahun 1998 ditambahhkan
pengelolaan hasil hutan non kavu perburuan tradisional satwa liar perlindungan hutan
dan pelanhan ketrampilan masvarakat

Melihat dua peraturan tersebut muncul pertanyaan yaitu 1) Apa implikas: dan
aesentralisas: tersebut pada daerah” 2) Jiha sudah ada SK Mendagri-Menhut kenapa
harus dibuat lagi PP yang 1sinya juga sama” Aturan yang manakah yang berlaku kenapa
SKB tersebut udak dicabut?

Beberapa saat setelah PP Nomor 62 Tahun 1998 dikeluarhan, kemudian Pemerintah
mengundanghan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 pasal 10 (1) mengatakan bahwa

!l Mentert menunjuk kawasan tertentu sebagar hawasan cagar alam atau hawasan

suaha margasarwa Ssetelah mendengar pertimbangan Gubernur Daerah Tinghat |

yang bersanghutan

Terhadap hawasan vang diurguk tersebur dilakuhan penataan batas oleh sebuah

panitia tata batas yang keanggoraan dan tata kerjarya ditetapkan oleh Menrter:

3 Menter1 menetaphan kawasan cagar alam atau hawasan suaka margasarwa
berdasarhan berita acara tata baias vang direkomendasihan panina 1ata batas

38

Pada pasal 11 juga diatur dimana pemerintah bertugas mengelola kawasan cagar alam dan
Khawasan margasatwa

" Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998

Qb
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Dari poin-poin diatas dapat dilihat betapa hampir ~eluruh hewenangan pertumpu dipusat
vaitu ditangan Menter:

2K 3

Dar berbagai peraturan perundang-undangan vang dikap di atas maka dapat ailihat
bahwa

1

I

(U2}

Pada umumnva peraturan perundang-undangan yang berlaku udak mendukung upava
desentralisasy urusan kehutanan khususnya di bidang pengelolaan kawasan
onservas) Adapun peraturan tertingg! vang mengatur mengenal hawasan kKonservasi
sepertt LU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 5 Tahun 1967 mengembangahan
desentralisasi yang setengah hati karena desentralisasi tersebut dikunci dengan
peraturan pelaksana  yang masth harus dibuat lebih lanjut  Secara prinsip
pengelolaan sumber dava alam pertumpu ke pusat dan berada di bawah kewenangan
Menten

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mendukung desentralisasi sepert
Peraturan Pemermtah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Perihanan Laut Kehutanan dan Karet Rakvat dan SKB Menter: Dalam Negen dan
Menter1 PPLH Nomor 23 Tahun 1979 tentang Instans: Pengelola Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup di Daerah PP Nomor 64 Tahun 1957 musalnya sebelum efehuf
segera dihebinn dengan dikeluarkannya peraturan yang memuat kebyakan yang
sebaliknva sepertt Undang-undang pokokh Agraria dan Undang-undang Pokok
kehutanan vang sentralistis Sebaliknva SKB ™omor 29 Tahun 1979 dibuat dengan
tanpa memperhatihan berbagar kebyakan dan peraturan yang ada Sehingga
hendatipun muatannya bagus akan tetap: ahan sangat sulit untuh dumplementasikan
Adapun peraturan lainnya yang berkenaan dengan desentralisas: adalah KB Mendagr
dan Menhut No 352 Tahun 1994---No 230/Kpts-1I/1994 tentang Penvelenggaraan
Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II dan PP No 62 Tahun
1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan
kepada Pemerintah Daerah

Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memben peluang sama sehali
bag: desentralisast seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah
Daerah vang tidak menvinggung sedihitpun tentang pembagian hehuasaan dalam
pengelolaan sumber daya alam ataupun Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan
Hutan

Adanva peraturan perundang-undangan vang member pelimpahan wewenang secara
sangar terbatas seperti Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang
Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan D1 Bidang Kehutanan Kepada Daerah
Pelimpahan yang diberikan lebith sebagai pelimpahan kewajiban sementara
pelimpahan wewenang untuk melakukan eksploitasi hutan — yang dapat meningkathan
pendapatan daerah -- tidak diberikan

Dengan demilian tampak bahwa persoalan-persoalan yang mengganjal di dalam
pengelolaan hawasan konservasi adalah masalah ketidakkonsistenan kebijahan peraturan
yang tumpang tundih dan saling bertolah belakang dan adanya hetakutan apabila
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Pemerintah Daerah memilihy hewenangan ar dalam pengelolaan sumber dava alam
termasuk hawasan Lonservasi Paca akhirnva menjad: jelas bahwa belum adanva iikad
baik (goodw:ll) pemenntah (pusat) untukh mengembanghan desentralisas: pengelolaan
sumber dava alam dan pengelolaan hawasan honsers as:

Sebenarnva desentralisas: adalah alat atau cara untuh mencapal pemeriniahan vang
sebaih-baihnya dan bukanlah desentralisasi 1tu sendirt vang menjadi tujuan Pengelolaan
sumber dava alam maupun kawasan konservas: bisa saja dilahukan oleh pemernntah
pusat Namun hal tersebut sangat bergantung dan hemampuan pemenmah pusat 1u
sendir1 adanya sistem pemerintahan vang baik (good goiernance) dan tidak “epotisme
Korups: dan Kolusi (NKK} serta tersedianva sumber dava baik sumber dava manusia
maupun sumber dava lainnva dan seg: huantitas maupun hualitas Disamping itu terdapat
berbagar prasvarat lainnva seperti prinsip pengelolaan varg adil transparan ahuntabilitas
aan peran serta mashvarahat

Akan tetapr hhususnva untuk pengelolaan sumber agava alam maupun hawasan
honservas: di Indonesia pendekatan pengelolaan yang sentralistth memulihi berbaga:
hambatan sekaligus helemahan Hal in1 dapat dilihat dan data empinih pengelolaan
sumber daya alam kawasan honservas: vang heraphali gagal dan justru memunculkan
konflik di tengah-tengah masvarakat

D1 dalam bab pendahuluan telah disinggung beberapa faktor yang menghambat
pelahsanaan pengelolaan hawasan honservas: Beberapa faktor penghambat tersebut
adalah henvataan bahwa kawasan konservasi yang ada memiliki luas dan sebaran
hawasan honservasi keterbatasan sumber daya baih secara kuantitas maupun kualitas
huatnya ego departemen sehtoral yang terlthat dan berbaga peraturan perundang-
undangan vang ada serta lemahnya penegakan hukum karena hontrol harus dilakukan oleh
pusat

Oleh harena itu pola pengelolaan hawasan konservasi harus dirubah dan pengelolaan
yang sentralistis hepada pengelolaan vang desentralistik

D1 beberapa negara lain pendehatan pengelolaaan hawasan honservasi seperti Taman
Nasional telah mengembangkan sistem pengelolaan desentralisasi Terdapat 2 (dua)
pendelatan yang umum dilakukan sehubungan dengan pengelolaan desentralistih
tersebut vaitu , pertama dibentuhnya suatu badan baik ditinghat masvarakat maupun
nasional vang anggotanya terdirn damn perwalilan pemenntah pemenntahan Daerah
lembaga-lembaga penehtian LSM Linghungan dan para masyarakat yang memiliki
hepedulian terhadap hawasan honservasi Badan tersebut berfungs: untuk memantau
penaatan terhadap berbabaga: peraturan perundang-undangan yang berhaitan dengan
taman nasional D1 samping 1tu badan tersebut juga mengembanghan dan melaksanakan
langhah-langhah pengelolaan dan memberikan mput bagi rencana pengelolaan dan
rencana kerja Pola pendekatan sepert im telah dikembanghan dan dipraktehhan secara
luas di Spanyol yang populer disebut ICONA Kedua, adalah pendekatan pengelolaan
desentralisas: berupa pembentukan badan administratif otonom dengan membuat mereka



sebagai perusahaan vang berbadan hukum

Desentralisas: juga menjad: pilihan di Prancis dimana Direktur dari Badan Pengelola
Taman “asional dapat membuat berbagar peraturan vang dianggapnva perlu untuk
mengimplementasihan  larangan-larangan demu  mendubung pengelolaan Taman
Nasional®

Namun demihian pentung untub disadart bahwa upava pengembangan aesentralisasi
pengelolaan hawasan konservast vang tudak disertar dengan desentralisast vang sama di
bidang pengelolaan sumber daya alam lainnya hanya akan menjadi beban Pemerintan
Daerah Besar kemungkinan hal tersebut akan ditolah karena upaya konservasi udak
lepas darnt dukungan sumber dava baik sumber dava manusia maupun dana

Hakehat desentralisast pada dasarnva adalah peningkatan hesejahteraan masvarakat =
terutama d' daerahnva Apabila desentralisas: menjadi pilihan baih dalam pengelolaan
sumber dava alam maupun pengelolaan kawasan honservasit praktek-praktek
marginalisas: dan penolakan terhadap hak-hak masyarakat harus ditinggalhan Pemerintah
Daerah udakh boleh mengulang: atau justru menggantihan pemerintah pusat dalam
memerankan pendehatan-pendehatan vang tidak adil dan a-demokrats Dalam beberapa
kasus sepert: vang terjad: di Bali misalnva (hasus BNR kasus Padanggalak) pemerintah
telah mengambil kebijakan vang merugihan masvarakat vang dibuat udah terbuka dan
pada akhurnva memimbulkan konflik*

Sebaliknva pemerintah daerah haruslah terbuha mengembanghan pola pemerintahan vang
demohraus dan meletakkan hukum di atas hekuasaan Disinilah letak pentingnva peran
serta masyarakat yang perlu diterima dan dikembanghan oleh pemerintah, disamping
mengembanghan pengelolaan kawasan honservas: yang lebih desentralistik

' Cuvrille de Klemm et Al Biological Diversitv Conservation and the Law Legal Mechanisms for
Conserving Species and Ecosystem IUCN Environmental Policv and Law Paper No 29 1993
Niel Makinuddin masukan tertuhs terhadap studi Pengembangan Desentrahisas: dan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelotaan Kawasan konservasi 14 Oktober 1998
" Prof Dr TIPAsun SH MS masukan tertubs 1bid 17 oktober 1998
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PIFRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG [FRKAIL DENGAN

DESENIRALISAST DI DALAM PENGET OLAAN KAWASAN KONSIFRVASI

No PLRUNDANG I NTANG ISUSUBSTANSI PENTETASAN STATUS
UNDANGAN
! UU No 5/1967 Ketentumn ketentuwn Pokok | P 12 dengwm meng ing Dt lebh Dinpuat
Kehut inin Pemenmiih pusat dap o keswpgupn dan dengan PP
menyer thhw sebhygrm dm hemmpumn dwith dengin
wewenmngnydi bid mg kchutmm Pontuem Poncimtih dapa
kepady pemetintih daerh deng i disciabibin hepud
per tur i pemetin ah puemerintih dicth sehawnn
durwewenang pemernint ih
pustdr bid g kehutinm
hwmy tsyohd hal vng
mony nghut kepentingin
mastenal dan dalun il
priencm nm yang basabat
menycluuh wewenmg (e
dipcg g hingsung olch
Ponamtih Pusu
2 UU No 11/1974 Peng wian Ps 4 Pchmpihw pchksainan ditur lebih Banqut
Wewen ing pemennt th sehgammany | wowenmg dapdr Neguy deng i PP
taschutdabim P Y UU i dapu kep by bad i boadw hukam
diltmphk m kepad vinstos tertente sepertt dotar dabum
mstnst pumenmntih buk pus puwabime kepadrmasy kool
mwpun dact th dw tw bud untuk thut mongembangk n
bad i hukum tertentu y ing sy w pomandi it saty
sywatdmon cwny vdninw pongus thom e dm ot
deng i PP sumbet sumbor we
3 UL No 571990 Konscavast Sumber Dy Py 38 ay (1) i (h ditue lebih gt
Alwn Hay i dan Dahmoomgka peiksmrn Schun pomenntih pus deng i PP
F kosisteminy Konscrv st sumba dy v dum hay e | dagat menyenliboin sebhann
dn ckoststemny 1 pomcrintab dapat | outus i dibid g Konscryas
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menyct thkoan sebagnm wus
dibid g tersebut kepad
Pomenintih Daci il seb g unmm
dimnabksud d b UL No 5 huon
1974 wntmg pohok pokok
Pemannt th di Dawnih

Wil (2)
ketentun lebih Dingut sebag uman
duum ay (1) dotun deng an PP

sumbar day v hayai d
chosistemny v hepada
Panarmish Dacrhojug
Pamcnntay Pusat doap
menng tshn kepada
Pomarmtih Daceah Tingh w1
untuk med ks ki wios i
terschut sebagan tughs
pombantuan

UU No 2471992

Panitvin Ruing

Pe7 ayu (2)

Pentum i bard s uk i spck
Wmmistotl mediputs tu g wibiyh
nsional wiliyah propmsi D 1
dn wibvy i K ibup sten/hot unady
Dl

Ps 27 aya (1)

Gubermur Kep v Daerh Tingho
menyclenggu thm Pontvin Rung
Wil iy th Propmst Db Tingho 1

Ayu (2)

Untuk DKIT ikt pchiks i
pemitun ruang dihkuk i Gubern
Kep i Dacith dengan
mempethatik i putimbangan d ui

Cubkup gehs

wit (1) Untuk
menyclengg b peniton
rung di wihy th Propinsg
Dacnh gk u | Gubun
Kepir D fimghl
menyclengg vk an
hoordmas: peny usunan
encntviung
pommnivtm tung dan
pungendialnm pemambatin
g wihwyh Propims
Dhacedy tmghat 1

ot febih
Bwjut deng i PP
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Deputemen turk

Ps 28w (1)

Bupat/Walthot um wdy 1 Kep
Db Tingkoaw 1t

menyclengg nak w Pentiin Rumg
Wiy th kibup iten/Kothun dy
Daceih Tinght 1

wu () untuk

menyclongg wok i pangnn
g drwilwah

Kabup uen/Kotmnidy
Dacnih Fimghat 1
Bup/Walihotwun wdiy v
Kepihv Dacr b Tinght I
menyclengg uthn

Kootdin i penyusun in
renon bitiwing

pemnnt titm g dan
pengond o pemmtotin
g wilyh
Kbupten/kotimady vdawnil
ungh 1

UU No 23/1997

Pengclolvon Einghung
Hhidup

Ps 13y (1)

Dlun gk ped ks o
pungcloban nghong i hidup
pemennt th dap o menyer ithkon
schagian urus i kep wh Pomda
menpuh wus i rumth Ginggany

wa(2)

Penyer th i urus i seb g umina
dimiksud pada awyat (1) ditetpkan
dengan PP

(1) Deng i mamperhhok i
hemumpum situass d o
Kondist dwenih PP dapu
menycn thihon mus

dibsd mg lingkungan ndup
menpdt wewening tug s
dwm tnggung jawab Pumday
budisuban asay
desentabissg

Duatue febih ayguat
deng w PP

6

I’P No 33/1970

Poienc muin Hutan

hidak diar mengenu
puran seit v sy ookt
din desentr alis s

PP No 28/1985

Porhindung i Hut i

Pl 10 wat ()
Ketentuin ketentun tent g usih
pencegiban dan pumd i

Cuhup el
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keb dharn hutw divur deng m
Portw w Dawnh Tinghat 'deng i
memperh ko m potunjukh Mentn

Pawabayu (2)

Ketentuan ketentun sebag inm i
dimaksud dbin (1) die
dengan Ponon i Db Tinghoa
dung o mamperhathon petunjuk
Menten

Pasal 15 awyu (1)

Instanst instinss kchut o di
Dicoh Tingh w I burtinggung jawab
s porlindung i hutan buk i
dalim maupun diluar kiwas in
hutn

Ay ()

Y mg dimabsud deng w
mstnse mstanse ke hut inn
deDnch tinghat T adahih
mchputt Kintor wihiy b
Deputemen Kchutnn
D Kehutinn Unit
Paum Pahuting dan Unu
Pchksmow Fohms d
linghung i Deputemen
Kehutmm

PP No 62/1998

Penyenhn sebagnn uus i
pemermtthin di bid ing
kehut man kepwvdaenh

Pyl 2

Kepud v Kepahy D disernhh i
sehagnin urus i pemarmt i ds
bid g kehutnan y mg melipun

t Pengclolvin tunan hutm iy
b Pontnn batas huti

Psl 5

KepadKepada Do I disenbh i

sehagnm pemenmtiboin di bid ing

kehutinn yang melipun

v Penghipwin d i konsery wy
Cth dan

b Pusutaian un

Pl 2 buruf + cubup jebs
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¢ Periehahan

d  Pengelolan hutn mihk/ hutin

takyat

Pengelolaan hutan lindung

Penyuluhan kehutanan

g Pengelolaan hasil hutan non
kayu

h Perburuan tradtsional stwa liar
yang tidak di hindungi pada
arcal buru

1 Perlindungan hutan dan

1 Pelatthan ketermmpiian
masyarakal di bidng kehutanan

- G

Keppres No 32 tahun
1990

Pengelolaan kawasan
lindung

Psl 34 qyat (1)

Pemda tingkat I menetapkan
wilayaly wilayh tertentu

sebag wmana dumnksud dalun prsil
3 sebagar kawasan lindung daerah
masing masing dalvm suatu Perdn
tingkat [, disettu dengnn lampican
peryelasan dan peta dengnn tingkat
ketelittan mimmal skala 1 250 000
serta memperhattkan kondist
wilayah yang bersangkutan

Dintur lebih lanyut dalam
Perd
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32 Peran Seria Masvarahat Dalam Pengelolaan Kawasan Konseryas:

Dilibathannva masvarahat dalam pengelolaan hawasan honservasi adalah pengeruan
~ederhana dari peran serta masvarahat Mengacu hepada pendapat Canter (1977) peian
serta masvarahat adalah proses homunihasi dua arah vang terus-menerus untuk
meninghathan pemahaman masyarahat secara penuh atas proses pengelolaan hawasan
honservasi Peran serta tersebut didefinisihan sebagal komunihasi: dan pemerintah hepada
masvarakat tentang suatu hebijakan (feed forward mformarion) dan homumbhas: dan
masy arahat hepada pemenntah atas hebujakan tersebut (feedback mformarnony™

Cormuchk (1979 sebagaimana dihutip oleh Anmbi aan Santosa membedakan peian serta
masiarahat dalam proses pengambilan keputusan berdasarhan sifatnva  vaitu yang
pertama peran serta vang bersifat honsultauf aimana anggota masyarahat mempunyal
hak unruk aidengar penaapatnva dan untuhk diberitahu akan tetapr heputusan akhir etap
berada di tangan pejabat pembuat keputusan Kedua acalah peran <erta vang bersifat
kemitraan dimana masyarakat dan pejabat pembuat heputusan secara bersama-samd
membahas masalah mencan aliernauf pemecahan dan secara bersama pula membuat
l\eputugan:

Dengan demuihian menurut berbagai halangan peran serta masvarahat akan dapat
meninghathan hualitas keputusan pemerintah (Canter 1977) dan disis: lain akan dapat
mereduhs: kemunghinan munculnva honflik karena menghas.lhan tinghat penerimaan
Keputusan vang lebih besar pada masyarakat (Koesnad: 1990)

Sejalan dengan Canter dan Koesnadi Santosa menvebuthan bahwa intinva terdapat 5
manfaat lain dar: peran serta masyarakat yaitu

1 Sebagai proses pembuatan suatu kebijahan karena masyarahat sebagai
helompol vang berpotens: menanggung konsehuens: dari suatu hebiyahan
memiliki hak untuk dikonsultas: (r1ghts to consulr)

19

Sebagai suatu strategi dimana melalui peran serta masvarakat suatu kebijakan
pemerintah akan mendapathan dubkungan darn masvarahat sehingga heputusan
tersebut memliki hredibilitas (credible)

3 Peran serta masvarakat juga ditujuhan sebagai alat homumikasi bag:
pemermntah -~ yang dirancang untuh melavani masyarahat -- untuk
mendapathan masuhan dan informas: dalam pengambilan keputusan sehingga
melahirkan heputusan yang responsif

4 Peran serta masyarahat dalam penyelesaian sengketa atau honflik
didayagunakan sebagal suatu cara untuk mengurang: atau meredakan honflih

> Lihat Anmb; HP SH LL M dan Mas Achmad Santosa SH LL M Peran Serta Masyarahat dalam
Pengelolaan Linghungan diterbithan oleh WALHI dan Friends of the Earth ~ Inaonesia 1993 hal 1
* Ibid hal 2



melalut usaha pencapaian honsensus dari pendapat-pendapat vang ada
Asums* vang melandas: perseps: tersebut adalah dengan bertukar fikiran
maupun pandangan dapa. meninghathan pengertian dan tolerans: serta
mengurangi rasa hetidakpercavaan (mustrust) dan kerancuan (blases)

Bagaimanahah kebyakan peran serta masvarahat di dalam pengelolaan Kawasan
honservas: tersebut? Terdapat cukup banvak peraturan perundang-undangan yang
mencantumhan peran serta masvarahat Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut
dapat ailihat d1 bawah m

Undang-undang ™~o 35 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pohok
Kehutanan, menyebutkan bahwa

untuh menjanun Ierlaksanamva pertinaungan hutan 1 dengan sebaih baiknva maka

26

rakvar dukutsertakan Dalam penjelasanrya disebuthan  hewajiban melindung: hutan
adawah buhan semata mata hewajiban dari pemerintah saja ahan terapt merupakan
hewanban darr seluruh rakva. harena fungsi hutan wu menguasar hajat midup orang
banyah

UU ~No 5 Tahun 1967 hanva memben peluang keikutsertaan rakvat pada perlindungan
hutan Dengan Kata lain terhadap aspek-aspek lainnva dari pengelolaan hutan masyarakat
tidah dibibathan Tidak terdapat penjelasan mengapa pemerintah melalun UU No 3
Tahun 1967 udak membuka peluang bag: peran masyarakat dalam aspek-aspek lainnva

sepert: perencanaan hutan dan pengurusan hutan

Dy dalam Peraturan Pemerintah “omor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Hutan <ebagar peraturan lebih lanjut dart UU No 5 Tahun 1967 keterlibatan
masyarahat dalam pengelolaan hutan hanva terbatas pada upava pencegahan dan
pemadaman kebaharan hutan

Dalam Pasal 10 Ayat (2) disebuthan bahwa

Masvarahat sehitar hutan mempumai kewanban thut serta dalam usaha pencegahan dun
pemadaman hebaharan hutan’ Dalam penjelasannnva dikatakan bahwa * hutan sebaga
kekavaan ~vang memberikan manfaat secara ekonomi dan berfungsi menjaga
heseimbangan hingkungan hdup perlu dyaga dan dipelihara kelestariannva oleh setap
anggota masyarakat Oleh karena 1ty setiap orang dan terutama bag: vang nnggal
sekitar huran wajib membantu mencegah dan memadamhan kebakaran

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 (PP No 28 Tahun 1985) ternvata
mempersempit pengertian dan ruang dari peran serta masvarakat yang terdapat di dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967

Apabila UU No 5 Tahun 1967 menvebuthan bahwa masyarakat wajb turut serta
mehindung! hutan maka hal tersebut diterjemahkan oleh PP No 28 Tahun 1985 hamva
melibathan massarakat di dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan
Padahal kebakaran hutan hanvalah salah satu aspek vang mengancam keberadaan hutan

* Ps 15 ayat (3) Undang undang Nomor ~ Tahun 1967

O
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11 senarmy atau dengan hata lain peran serta masyarahat dalam perlindungan hutan — jiha
melihat Unaang-undang Nomor 5 Tahur 1967 — udak terbata< hanva pada hebaharan
hutan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 26 menvinggung mengenar heterlibatan mass arahat sebagar berthut

(1; Pemermian  nnghar  II° mengupavakan  hesadaran  masvarakar  akan
ranggungiavabma terhadap hawasan lindung

(2) Pemerintah Daerah Tingkar I dan I] mengumumhan hay asan havwasan lindung
sebaearmana dimal sud dalam pasal 34 kepada masya akar

Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung tersebut hian menegashan
bahwa peran serta masvarahat bukanlah merupahan suvatu hal yang penung dalam
pengelolaan hawasan hindung Masvarahat dilihat hamva sebagar objeh vang perlu
dihembanghan hesadarannya melalu: tanggung 12w ab terhadap hawasan linaung

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Havati dan Ekosistemnva (UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDHE) memulihi cara
pandang ‘ang udak jauh berbeda dengan apa vang terdapat a: dalam Keputusan Presiden
Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan secara substansial
Juga sejalar dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan PP Nomoir 28 Tahun 1985 vang
member1 ruang vang sangat sempit bagi peran seria masva akat

D1 dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHE disebuthan
bahwa

Peran Serta Masvarakat dalam Konser ast Sumber Dava Alam Havan dan Ekosistemma
diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalw beibagar kegiatan vang berdara
guna dan berhasil guna Dalam penjelasannya PSM vang dimaksud adalah PSM berupa
perorangan dan kelompok masvaiakat baik vang terorganisast maupun ndak Agar
rakvat dapar berperan secara aknf dalam kegiatan konservast sumber dava alam havan
dan ekosistemma maka melalur kegratan pemvuluhan pemermniah peilu mengharaphan
dan menggerahhan rakvat dengan mengikurserrakan helompok masvai akat

Dar sudut hriteria masyarahat undang-undang tersebut secara rinci menyebuthan bahwa
mastvarahat yang dimahsud adalah khususnya perorangan dan helompok masyarahat baik
yang terorganisasi maupun tidak Mengenalr adanya pencantuman helompok masyarakat
yang terorganisasi tampahnya yang dimaksudkan adalah lembaga swadaya masvarahat
(LSM) Pengakuan heterlibatan LSM memang terdapat a1 dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Linghungan
Hidup yang menyebuthan bahwa Lembaga Swadaya Masvarahat berperan sebaga:
penunjang bag: pengelolaan inghungan lidup UU Nomor 5 Tahun 1990 adalah turunan

" D1 dalam Pasal 34 Keppres No 32 Tahun 1990 disebuthan bahwa Pemda Th I menetaphan wilavah
tertentu sebagar hawasan Iindung vang hemudian menjabarkan lebih lanjut kav asan hndung tersebut he
dalam peta dengan melahukan penetapan secara terpadu dan hintas sektoral gengan mempertiimbanghan
masuhan dari pemda Th 1

\6 1



dar1 ULLH 1982 Pasal 12 *°

Diundanghannva Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memoerikan pijakan dasar
bag! honservasi sumber daya alam havau dan ehosistern di Indonesia Akan tetapr dalam
haitannva dengan peran serta masyarakat LU 5 tahun 1990 udah saja memandulkan
semangat peran serta vang terdapat di dalam undang-undang induknva akan tetapi
bahhan menyimpang vis a vis dengan UL Nomor 4 Tahun 19827

Sementara 1tu  Undang-undang “omor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Linghungan Hidup d: dalam pasal 5 avat (3) secara tegas mengatur peran serta
masyarakat vang bunyinya sebagai berikut

Sentap orang mempunvar hak untuh berperan dalam rangha pengelolaan hinghungan
mdup sesuar dengan peraturan perundang undangan vang berlaku  Peran tersebut
bahkan diahui dengan hal aras informast linghungan hidup vang diana di dalan. avar (2)
pasal 5

Dalam penjelasannva peran serta yang dimaksud meliputi peran serta dalam proses
pengambilan keputusan baih dengan cara mengajukan kheberatan maupun dengar
pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian Analisis Mengenar Dampak
Linghungan Hidup (AMDAL) atau perumusan kebyaksanaan Iingkungan hidup
Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip heterbukaan dengan keterbuhaan pandangan
serta perumbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan hngkungan
hiaup

Mekanisme peran serta masyarahat vang dikembanghan dalam pengelolaan lingkungan
UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah melalu cara-cara
a menngkathan kemandirian keberdayaan masvarakat dan kemitraan
b menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
¢ menumbuhkan hetanggapsertaan masvarakat untuk melakuhan pengawasan
sostal
memberihan saran pendapat dan
e menvampathan informas: dan/atau menvampaikan laporan’®

Peran Serta Masvarahat tersebut secara operasional dukuti dengan dimuatnya beberapa

32
hak-hak prosedural seperti Hak untuk rnengadu3 ' hak untuk melakukan gugatan ~
(termasuk hak Lembaga Swadava Masvarahat untuk menggugat) dan hak uniuhk

*® Yang telah digant dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linghungan
Hidup

** Dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan hetentuan Pokok Pengelolaan Linkugan
Hidup (UULH Nomor 4 Tahun 1982) dalam kaitannva dengan Peran Serta Masyvarakat dalam pasal 6
menvebuthan bahwa seuap orang mempunvar hak dan kewajiban untuh berperan serta dalam rangha
Eengelolaan lingkungan hidup

® Pasal 7 avat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

! Pasal 37 avat (1)

? Pasal 38
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endapathan ahses informasi  Semangat PSM tersebut sepelumnva memang telah
tercermun dar1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang digantihan oleh Unaang-
undang Nomor 23 Tahun 1997 Berdasarhan kebyjakan tersebut (UU Nomor 4 Tahun
1982) secara bertahap peran serta masyarahat telah dilakuhan oleh masvarakat walaupun
proses aan efektufitasnva masih diperdebathan

Undang-undang “omor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dalam pasal 4 juga
mengatur mengena: peran serta masyarahat secara jelas dan tegas vaitu pada avat (2b»
disebuthan bahwa

Senap orang berhak untuh beiperan seria dalam pemusunan r1encana tara 1uang dan
pengendalian pemanfaatan 1uang

Hak untuk berperan serta tersebut hian ditegashan dimana di dalam Pasal 5 avat (1)
disebuthan bahwa
Seniap orang perkewajban berperan seria aalam memelihara hualiias 11ang

Dalam penjelasan pasal 4 avat (2b) dijelashan bahwa setiap orang berperan <erta dulam
penataan ruang dapat aiwujudkan dalam bentuk bahwa seuap orang dapat mengajuhan
usul membpen saran atau mengajuhan heberatan hepada pemerintah dalam rangha
penataan ruang Sementara 1tu kew ajiban untuh berperan serta dalam memelihara hualitas
ruang adalah karena hal tersebut merupahan pencerminan rasa tanggung jawab sosial
setiap orang terhadap pemanfaatan ruang

Peraturan Pemerintah “omor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masvarakat Dalam Penataan
Ruang (PP Peran Serta) merupahkan peraturan pertama dan hingga hini satu-satunva
peraturan yang hhusus mengatur peran serta masyarakat™ Peraturan Pemerintah tentang
Peran Serta Masvarakat dalam Penataan Ruang diatas terdiri dan enam (6) bab dan uga
puluh dua (32) pasal vang memuat tentang 1) Pelaksanaan Hah dan Kewapban
Masyarahat 2) Bentuh Peran Serta Masyarakat baik dalam Penataan Ruang Wilavah
Nasional Wilayah Propinsi Tinghat I maupun Wilayah Kabupaten/Kotamadyva Daerah
Tinghat II '%) Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan 4) Pembinaan Peran Seria
Masyarakat

Definist Peran Serta Masvarakat yang dimuat dalam PP Peran Serta Masvarahat
Dalam Penataan Ruang adalah, berbagai kegiatan masyarakat, vang timbul atas
kehendak dan kemgman sendiri di tengah masvarahat untuh bermunat dan
bergerak dalam penvelenggaraan penataan ruang™

** Pasal 5 avat (2)

* Pada saat editing {inal i1 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Seria Masvarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah

: Ruang dlamkan sebagar wadah vang melipuu ruang daratan ruang lawan dan ruang udara sebaga
hesatuan wilavah tempat manusia dan mabhluk lainnva hidup dan melakuhan hegiatan guna memelihar.
kelangsungan hidupma

¢ Pasal ] angha (11)
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Dalam Pasal 2 PP Peran Serta d1 atas Disebutkan bahwa

Dalam kegiaran penataan ruang mas\arahat berhak

1 beiperan serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang

2 mengeraluu secara terbuka iencana rata ruarg wilanah rencana tata ruang
Aawasan rencana rinct tata ruang hawasan

Bahkan sebagar konsekuensi dar1 hak untuk peran serta masvarakat tersebut dalam pasal
vang sama disebutkan bahwa masvarakat berhak menikmat: ruang dan atau pertambahan
mlai ruang sebagar akibat dan penataan ruang dan memperoleh penggantian vang lavak
atas kondist vang dialaminva sebagai akibat dari pelaksanaan hegiatan pembangunan
yang sesuar dengan rencana tata ruang

Sementara 1tu pentuk peran serta vang terdapat di dalam penataan ruang wilayah nasional

adalah

1 Pembernan masukan dalam penentuan arah pengembangan wilavah nasional termasuk

kawasan tertentu yang ditetapkan

Pengidentifikasian berbagai potens: dan masalah pembangunan termasuk bantuan

untuk memperjelas hak atas ruang wilavah termasuk kawasan tertentu

3 Pemberian masuhan dalam perumusan rencana tata ruang wilavah nasional termasuk
kawasan tertentu

4 Pemberian informas: saran pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strateg:
dan arahan hebjjaksanaan pemanfaatan wilavah negara termasuk perencanaan tata
ruang kawasan tertentu,

5 Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilavah nasional
termasuk hawasan tertentu,

6 Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan

7 = Bantuan tenaga ahli

| 8]

Bentukh peran serta vang terdapat d: Daerah Tingkat I dan Daerah Tinghat II tudak
berbeda dengan peran serta vang terdapat dalam penataan ruang wilavah nasional

Hal vang penting untuk digarisbawahi adalah bentuk-bentuh peran serta masyarahat yang
ditawarkan di dalam PP Peran Serta dalam Penataan Ruang tersebut tidak sedikitpun
menvangkut peran serta dalam pembuatan keputusan Berbagai bentuk peran
dicanturnkan kecuali untuk 1kut dalam pengendalian keputusan

Dikaithan dengan pandangan Cormick yang dikuup terdahulu, maka peran serta
masyarakat yang dicantumkan di dalam PP Peran Serta dalam Penataan Ruang masih
bersifat konsultatif dimana berbagar masukan dan pendapat ditampung namun
keputusan tetap berada di tangan pemerintah Arunya pendapat atau heberatan
masyarakat boleh-boleh saja tetapr udak akan mempengaruh pengambilan keputusan
Dengan kata lain peran serta yang diberihan masih bersifat semu dan belum bersifat
kemutraan (genuine)

Bagaimana halnva hewajban pemerintah sehubungan dengan peran serta masvarakat
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tersepur? Dalam pasal 30 avat (2) disebuthan bahwa agar peran serta tersebut terlahsana
maka pemerntah menvelenggarakan pembinaan untukh  menumbuhkan <erta
merge~ibanghan hesadaran memberdavahan dan meninghathan tanggung jawdb
masicrahat dalam penataan ruang melalui

1 Membenhan dan  memelenggarahan  pemuluhan  bumbingan  dorongan
per eavoman pelananan bantuan tehnmih  bantuan hukum  pendidihan dan arau
pel irthan

Vi vebarlwashan  semua  mformast mengenar pioses penataan 1uang hepada
ma-varahar secara tei buka

10

3 Mergumumhan dan menyebarluashan 1encana tata 1uang hepada masyai akat
4 Menghormar halang dimiliki mas\arakat
5 Memberihan penggannan yang lavak hepada masizarakar atas hondisi Nang

dra amumva sebagar ahibar pelaksanaan kegiatan pembangunan vang sesua dengan
1€ cana .ata ruang

6 Me mdungt hak maszarakar untuk beiperan serta dalam pioses peiencanaan iaia
rucng memkman pemanfataan ruang \ang berhualiias dan peitambahan nilar 1uang
akinat 1encana lata 1uang vang ditetaphan serta dalam menaati 1encana 1aia 1uang
dan

7 Memperhatikan dan menmdaklanjun saran usul atau heberatan dan masiarahkat
dalam 1angha peninghatan mutu penataan ruang

Terdapat beberapa persoalan mendasar dan sekaligus tidak jelas pertama sejauh mana
nehuawan PP 1m dapat dumplementasihan dan mengihat pemernintah seperti sektor
pertambangan ataupun kehutanan vang nora bene tuidah mengahomodir peran serta di
dalam undang-undangnva” Siapa pemerintah yang dimahksud di dalam PP tersebut”
Konsekuens: apa yang muncul seandainya pemernntah tdah melakukan hewapibannya®
Lembaga mana vang dapat memaksakan peran serta tersebut — dalam Aonteks lam
enforcement — agar dipatuh: dan dijalankan?

Dar1 judul bab — Pembinaan peran serta masyarakat — maupun 1s1 dar1 kewajiban
pemerintah berhaitan dengan peran serta masyarahat di dalam PP Peran Serta dalam
Penataan Ruang tersebut jelas bahwa lagi-lagi peran serta yang dimaksud dan dunginhan
pemernintah adalah peran serta yang tidak menempathan masyarahat secara setara atau
merruliks posisi tawar (Bargavung Positon) yang sama

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvens: PBB mengenai

Keaneharagaman Hayati pada pasal 13 mengatakan bahwa para p1hak37 wayb

(b) Bekerjasama bila sesuar dengan negara-negara lain dan orgamisasi-organisasi
internasional dalam mengembangkan program-program pendidikan dan kesadaran
masnarakat di  bidang honservast dan pemanfaatan secara berkelanjuran
heanekaragaman hayan

Sejauh mana UU No 5 Tahun 1994 telah dikembangkan sebenarnya masih menjadi
pertantaan Demuhian juga tentang haitan antara UU No 5 Tahun 1994 dengan UU No 5

" Para pihak vang dimaksud dalam Konvens: tersebut adalah negara peratifihast Konvens: PBB tentang
Keaneharagaman havau

\\\
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Tahun 1990 dan ntegrast horvens: 1tu sendin di dalam 1mplementas: hebijakan masth
perlu aithan

Dart berbagar peraturan perundang-undangan vang diwuraihan di atas -- hecuali vang
terdapat di dalam Undang-undang “omor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Linghungan Hidup peran serta vang dimahksud adalah peran serta yang sermnu dan belum
memuat substans: dari peran serta itu sendiri

Kebyahan peran serta vang demihian akan mervebabhkan institus: vang terhait dengan
pengelolaan hawasan honservasi tidah akan terikat secara huhum untukh melaksanahan
peran serta masvarahat kendatipun secara prakteh peran serta sangat dibutuhkan oleh
pemenntah Di sis1lain setiap hebijakhan pemerintah vang berhaitan dengan pengelolaan
kawasan honservas: udak akan mendapat pengahuan dari masyarahat karena masyarakat
tidah memulikt thatan batim atau merasa bagian dart hebijahan hebijahan tersebut

Dalam berbaga: kasus atau konflik vang muncul di kaw asan-hawasan honservas: tampak
bahwa persoalan mendasar vang melatarbelakang: munculnya konflik adalah perbedaan
persepst antara halangan pemerintah dan masvarakat khususnva masvarakat sekitar atau
vang terdapat di dalam hawasan honservast yang aharnva adalah tindakan-tindakan vang
mengabaikan masyarakat

Apab:ila dikaitkan dengan Iuas dan sebaran hawasan konservasi vang ada maka
pengintegrasian peran serta masvarakat dalam kebyjakan pengelolaan kawasan
honservasi adalah suatu keniscayaan Sebagaimana disinggung di dalam  bab
pendahuluan disamping luas dan sebaran keterbatasan institusi pengelola sumber dava
manusia batk hualitas maupun kuantitas — sangat mempengaruhi etektfitas pengelolaan
khawasan-kawasan tersebut

Kearifian Masyarakat Lokal/Adat -
Di Taman Nasional Bunaken

Lembaga Musyawarah Desa Molas menghasilkan Keputusan Desa 3 (tiga) Keputusan
Desa berkenaan dengan pengelolaan wilayah atau zona Molas, salah satu wilayah yang
termasuk di dalam wilayah Taman Nasional Bunaken Keputustesa tersebut adalah-
1. Keputusan Desa nomor 02 tahun 1994 tentang Penetapan/Penentuan Zona Tabungan

dan Zona Pendukung Kegiatan untuk Masyarakat, - - s e
2. Keputusar Desa nomor 03 Tahun 1991;c tentang Pemeltharaan /Perlmdungan Satwa
* * dan Biota Laut, ‘w«*: ¢ w RN R
3 Keputusan. Desa nomor 0l Tahun 1995 tentang Iarangan Kegzatarr, Sarnkst dan

- Penempatan Tanda Bams Zona Int.. -~ PR Ry R A

- ” PR -
> o> .

-

Apabtla dilihat dani keputusan-keputusan tersebut maka tmp& bahwa komunitas Desa
seperti Molas membenkan perhatian yang besar terhadap kawasan konservast Namun
sayangnya ketiga SK tersebut udak dapat dijalankan karena drtolak oleh Camat Molas

W
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Beroasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDH memang, tidak dimunghinkan
daerah membuat kebyjakan sendiuri, apalagi oleh lembaga Musyawarah Desa XKarena,
disamping Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDH (saat 1tu) belum
mengatur lebih lanmjut tentang Peran Daerah dalam pengelolaan kawasan konseras:
Disisi lamn, secara kelembagaan mungkin menjadi pertanyaan apakah Lembaga
Musyawarah Desa tersebut merupakan bagian dar bentuk Pemenntah Desa yang diatur
d1 dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tentans Pemenintah Desa ?

Hal di atas adalah salah satu contoh dmmana peran serta masyarakat tidak mendapat
tempat di dalam kebpyjahan Pemenntah Padahal senngkali untuk wiayah pedalaman
seperti Molas Hukum adat (setempat) lebibh ditaati dibandingkan Hukum yang dibuat
oleh Pemerintah

Dalam evaluas: mengenai hebaharan hutan dan lahan yang terjaa: pada tahun 1997-199%
terunghap pemerintah memiliki heterbatasan dalam menanggulang: bencana skala besar
Hal 11 dibuhtihan dengan lumpuhnva mekanisme herja yang mengatur hubungan antar
instans: dalam usaha penanggulangan dan pemadaman kebakaran™ Faktor Peran serta
masvarahat merupahan salah satn hal yang sangat menonjol dalam upava
penanggulangan hebaharan hutan tersebut

Sebenarnva pendekatan yang membernkan peran serta masyarahat secara sejati {genumne)
vang meletakkan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sebaga) hemintraan akan
menguntung semua pthak baik pemerintah maupun masvarakat 1tu sendint Darn sudut
masvarahat termasuk Lembaga Swadaya Masvarakat, hemauan secara bersama-sama
untuk mengelola hawasan konservas: bukan semata-mata sebagai tugas akan tetap: juga
didorong oleh motivasi dan potens: yang dimiliki yartu dalam rangka turut
mempertahankan dan meninghathan mutu dan kualitas linghungan hidup dan kawasan
honsers as: vang ada Faktor-faktor lainnya yang secara prinsip juga mendukung adalah

1 Kedekatan masyarahat dengan kawasan konser asi

2 Adanya faktor kepenungan baik secara histons sosial-religi ehologi maupun
ekonom masvarahat lohal/adat
Adanya kepedulian dan homitmen (sepert: yang ditunjukhan oleh LSM
lingkungan maupun kelompok pecinta ingkungan hidup)

(V]

Oleh harenanya, dimasa yang akan datang peran serta yang dikembanghan di dalam
berbaga: hebyakan dan peraturan perundang-undangan yang berhaitan dengan
pengelolaan kawasan konservas: haruslah ditujukan pada peran serta yang bersifat
hemitraan dimana masyarahat turut berperan di dalam proses dan pengambilan
keputusan akhur

Namun catatan penting yang harus dibuat dalam hartannya dengan pengembangan peran
serta masvarahat dalam pengelolaan hawasan honservas: adalah adanya distribusi yang
adil ahan hasi] sumber-sumber dava alam bagi masyarahat dengan membuka ahses

*® Lihat Boy tentang Evaluasi Peran Serta Masvarahai dalam Bencana Kebaharan Hutan dan Lahan
1997/1998
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masvarakat setempat terhadap kawasan-hawasan hutan vang buhan Kawasan konservas:
Hal tersebut sangat mendasar dan harus dyjalankan secara honsisten Apabila pelibatan
masvarakat dalam pengelolaan hawasan ingin berjalan dengan baih

Dengan demukian, peran serta masvarakat dalam pengelolaan hutan, tidak boleh
hanva tertuju pada peran serta vang sempit untuk terhibat dalam pengelolaan
kawasan honservasi saja — sebagar perwujudan sosial masvarahat --, akan tetap:
harus diberihan lebih dar 1tu vaitu terhibat di dalam pengelolaan hutan-hutan
produhsi -- sebagal perwujudan hak masyarakat untuk mendapathan hak individu
maupun homunal --, vang selama 1ni selalu terabaikan

Evaluasi Peran Serta Masyarahat Dalam Kasus Kebakaran Hutan
(dx Indonesia 1997-1998)

Berbaga: aspek yang dievaluas: dalam kasus kebakaran hutan menunjukkan keterbatasan
pemenntah dalam menanggulang: bencana skala besar Hal it dibukukan dengan
lumpuhnva mekamsme kerja yang mengatur hubungan antar mstansi pemenntah dalam
usaha penanggulangan dan pemadaman d: tingkat pusat maupun daerah. Dalam situas:
demikian, msiatif Jembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat untuk
berpartisipas1 dalam usaha penanggulanoan kebakaran hutan dan dampak kebakaran
tersebut, penting untuk dibahas - - e~ s AR

- - - P - # e .~ -
* - - ~ ot - e o

Peran masyarakat diwgjudkan dengan membentuk posko—posko masyarakat yang
dimoton oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, perusahaan
swasta, dan masyarakat umum lamnya. Selam 1tu, peran tenaga sukarelawan (volunteers)
secara individu juga txdabkech”daiam menmgkatkan kinerja posko-posko pemerntah
sepertt Bapedal (Poskor ’,FKNPKHL) Bakornas PB (Posko Bakornas Log), dan Kantor
Mentert Negara Lmtﬂmngan Hidup (Posko Keszakan) I S

- - P
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Peran Serta masyarakat didukung oleh- Mentenn Negara Lingkungan Hidup/Kepala
Bapedal waktu itu, Sarwono Ksumaatmadja, yang ketika itu mehhat lemahnya kinerja
mstans1 pemenntah terkart” dalam penanggulangan kebakaran hutan sementara tekanan
dan duma 1nternasional terutamanegara tetang ga (Ma]aysxa dan Smgapura)
< Ty «r’*,fm - ‘;\Z;“’“
Walaupun keg1atan,LSM»dan masyarakat tidak dapat menancrgulangz masalah “kebakaran
hutan 1997nsecara~xfmenyelumhw namun banyak *pelajaran “yang- dapat’ dipetik*dan
pengalaman tersebutz&‘segemyanv dwrratkan benkut mr: “‘:’ﬁ%%:w SRR
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Kegiatan-kegiatan’ yangfdxmoton oleh LSM temyata beckembang dengan cepat” dan
dalam waktu beberapaf‘bulan saja (Agustus sampai- Oktober 1997) mampu melakukan
Orgamntsast pencmtaralmaumversnas perusahaan swasta;-dan-mndividu-individu-yang
pedulr lainnya. Bebera;pa: posko masyarakat didirikan baik- dr tingkat pusat maupun
daerah yang bersifat j 3armgan ad hoc berdasarkan kepeduhan terhadap masalah kebakaran
hutan AT A A
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Pada pakteknya, posho-posho 1 juga berfungs: sebagai sarana komunikas: herjasama
yang mempersatuhan para relawan dam berbagai latar belakang orgamisasi, profes:
daerah asal, dan sebagainya yang mungkin tidak mudah terjad: dalam situasi normal
Kegiatan masyarakat diawali sebagai jaringan pnbadi yang kemudian meluas setelah |
aktuivitas mereka, terutama Poskobar Walli dan Posko Masyarakat, dipublikasihan
melalu konferensi pers dengan media massa. forum dialog, pameran foto, pagelaran
musih dan sebaganya

Penggalangan dan Pengelolaan Dana/Sumbangan

Berbagai posko masyarakat ternyata mampu menggalang dana bagi kegiatan .

penanggulangan kebaharan dan dampaknya pada masyarakat di daerah bencana tanpa '

bantuan pemenntah Dalam waktu singkat, mereha membuktikan dapat membiayar |
|

kegiatan mereka dan mengelolanya secara transparan Hal im menunjukkan bahwa |
kendala dana ndak dapat djadikan alasan untuh membatas: kegiatan penanggulangan
hebakaran hutan

Dana yang dikumpulkan oleh posko-posko mayarakat juga digunakan secara lebih efisien
daripada dana yang dikelola mnstansi pemerintah Bantuan berupa pangan dan obat-obatan
tidak melewat: birokras: yang berbelit-belit sehingga dapat ditenma langsung oleh |
masyarakat 3

|
Poskobar Walhi, musalnva, berhasi mengumpulkan dona sebesar Rp 200 053 611 i
antara bulan Juni 1997 sampai bulan April 1998 (Laporan Alhuir Poskobar Walhi 1997)
Dana m diumpulkan dart berbagar macam sumber baik mdwidy maupun organisas:
sepern Yayasan Kehats, OJg‘am-UK -dan Yayasan Orbit . Sebaglan besar dana (55%)
dipakar untuk pengadagn dan distribusi masker,. obat-obatan, dan bahan pangan ke
daerah bencana di pelosok Kalimantan dan Sumatera Sekuiar 24% -dari dana yang
terkumpul didistribusikan ke Poskobar Walh: daerah, hanya sekatar 9% untuk biaya
operastonal posko sementara sampar bulan April ada saldo 12% dart jumlah dana yang
terkumpul - . -

. Y !

Posko Masyarakat juga menggalang dana dan sumbangan barang dan berbagai sumber
baik mndividu maupun organisas: mahasiswa, dan orgamisas lainnya seperti Konphahndo,
Yayasan Kehati,“Yayasan Bina Usaha,ngklmcan Oxfam-UK.dan Kedutaan Finlandia.
Posko im_mengumpulkan dana sebesar Rp.>7100 022 800 selama Oktober “sampa
Desember 1997 _Sebagian besar (89%) dxguna.kan mmkkegxatan mendistiibusikan obat-
obatan dan- masker -serta aknv;tasipegmadaman api-di*sekitar 'I‘aman“Nas;onal _Fanjung
Pntmg, Kalmantan Tengah Slsaﬂana 1d1gunak2n untuk penyelenggaraan dialog nasional
sebagai usaha-” pemasyaraka’can >alah “kebakaran hutanz:Sekal:’. lagi - komponen
admumistrast posko hanya mencgunakan*sebagjan kecd (5%) dani danayang“terkmnpuL
PSR P oo o T ~¢%rq§f;@§9~,w ;;,‘M e &ty e T

Posko Tlm Serbu Api (TSA) Universitas Palangkaraya (Unpar) d;dmkan dosen dan
mahasiswa Unpar serta beberapa anggota masyarakat setelah mereka merasakan dampak
buruk asap dan tidak adanya usaha dar pihak pemerintah untuk berbuat sesuatu Dana
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awal Posko yang dibentuk bulan September 1997 in: berasal dan kantong pribad: anggota
posko dan sumbangan mmasyarakat yang besarnya Rp 6,2 juta. Bantuan- selamjutnya
datang dan1 Kantor Meneg LH (Rp 30 juta), Kantor Gubernur Kalteng (Rp 10 yuta} dan
Yayasan Kehati (Rp.10 juta) pada bulan Oktober setelah kinerja-TSA Unpar diketahu
lebth lnas Dengan*dana yangtersedia-Tim Serbu*Apr-yang beranggotakan- 33 orang
relawan dapat meneruskan usaha memadamkan ap1 di sekitar Kotamadya Palangkaraya.-
Secara bergantian mereka;~békelja tanpa hentr dari satir lokas: ke-lokasi Iamnya sampai
api padam dengan menggunakan&geknolog kanz dan bomtzL. Sécard. keselumharz tim inz. -
berhasit memadamkan apirseluas 50,1 ha di “délapan Tokasi yang Jika dib:arkan akan
meluas sampal T nbuanhektar (Suwido Limin, Posko’TSA Unpar 21998) == gy »

it e o e U
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Memmngkatkan Kerja Posko Pemenntahmm T ERTT 20 wmhe e Foral— e -

Para relawan temyata. juga mampu memngkaﬂcmhneqa Tnstansi-instansi- pemermtah

Relawan yang membantu posko-posko pemenmtah (posko TKNPKHL dan Posko
Bakornas PB) mampu memngkatkan efisiens: kerja dengan dana'yang terbatas Di1 posko
TKNPKHIL Imsainya, pa.ra:relawan berhasil menytapkan perangkat keras dan lunak:‘ yang
stap pakai untuk*SIG pemantanan kebakaran hutan dam Iahan dalam waktu ‘yang sangat
singkat (uga- han)mdengan danas sebesar Rp 35 946000 > (untuk: pembeliait;perangkat
komputer-200" M&danz*gnnter‘“ proyektor LCD,gerang;kat“ gendukun <dan;perangkat
lunak’ Arc View"3.0)., Dan&*tersebut:,berasalf dan'ﬁdan ’takﬁsn»Mem;ggnL'El;:g«K‘é Bapedal

Sistém: mﬂafrﬁ“g‘: menjadt ‘tulangfpzmggung: produksi‘informiasi yang Tiengitegrasikan
informiasi. yang: bersrfétﬁdlmswseggm txtzk@iiz’“qgﬁan);ﬁgguaca ABMEG) dér%éxi
informast. stafiss; sepertx,gt&ta:\r*gunaflahan;gkependudukan% dan~ mfrastmktuﬁ"“Sebelum
mempunyaLszstem,sén'ﬁJ'i:“EBﬁpé’dal dibantiz. oleh PT--Mapimdo Pratama dalari pengadazm
peta SIGFNBerkat'%}&ufnmgamgelawan;wﬁEosko TKNEKHﬁ berhasil, menunjokkart” cifra

s

pmf%xon&smefa&ﬁW;}emennmh lan cuk”ug wMtBT&&mmfwMWan

domestiK maupun. i uiLfcasion dafamkebaﬁr 111

R o e i
Keﬁk&dlketah“ D “(Yangi_ﬁ'értan

oSk :

tldak;memptmym sasteﬁ Wﬁ%i‘i’ffﬁn g yangt me%* nmﬁ*relawan« mendtrikan Posko
Bakomas PB- Logisﬁ@n mengatas1 keterbatasamtex:sehut. Posko Bakomas}fog memtik
beratkan gada &1sﬁ'x'buSLbantuan_*pan gan daff obat?ﬁbatan dL dactah bencm ij relawanz
memanfaatkan komputeé“yan&drpm;amkan o]ehiHEiAs&&LGraEhxa untuk” membangun
sistem. mformasgyang:menghubungkan sumbcr bantuan dm daefah bencana secara lebih

i A

eﬁs1ent§Da[ i) hﬂ?g;ﬁ;r”x‘" % Qa}chmya wrg@unggad&“mfomasgzmg&ikm
oleh:jaringan ”%s"?m@BanmawPB*(Satkoﬂak dan;Satlak): e ap%?guga melibatkantLSM-
LSMe daerafbencana dalam: ggrnpuﬁm%mamben’é?naé%ﬂm “ifiiE dalam| hal.

g B | ARy ] T .- Yoy T2 RETTE e .
drStobusi4ban A {avean? BakornaSiLogitga s tidales e “g%‘—’gg“ggfasmtas

Ty e e I i o A Tl SO T o e el
pemerintahs Sebagas T kg%&zgﬁgko;ﬂmsfme@ k gn:*adany?feﬁgetggtasaﬁmdhna:
T T S P T i T e S s R B R I TS B Tl o &
untulks dis kKerisnmbanganSUNICEF, Jaw. Silinieminta bantuan
[ o eneg BECSTRERS I ST L S RS P S 3% aﬁ”%ﬁfi" i Rt oy a2 2.
pxégter& Eetayar kyat untukinenggun armada-ks pﬁmm ere.lca*gtmam
riiermbawal maskers ke > bencana: e Kaltengy dimana -LSME lokal Stelah” siap
v&«wp@a R B R N Tham o 8o ™ i QAL T

me?anlmkmkeatgn &,pemuhman méSyarakat dedaeralipelosok 2 «k‘““;“*
f“ 3 5

Kewat:{n kef& ok WK t:tetap dl}anjutkm mg”@gmg‘getfﬁﬁu}m tumn pada"bulan
Noverﬁﬁe?*pemenn fesmu membubarkan Bakornas PB” Para relawan yang -
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pernah bekerja di Bakornas Logisuk membentuk Poske Wijaya dan menyediakan sarana i
pertuharan informas: mengenai distribusi bantuan pangan dan obat-obatan Dalam hurun |
wahtu empat bulan (November 1997-Februari 1998), relawan posko Wmava telah !
membantu Kantor Meneg LH menyalurkan bantuan kemanusiaan Kerajaan Bruna |
sebesar Rp 374 000000 Le Lampung Kalbar, Kalteng, Kalsel dengan melibatkan ,
organisasi pemernintah seperti TNI-AL, pushesmas, dan dinas kesehatan tunghat II di |
Kalteng dan Kalbar serta orgarnisasi non pemenntah seperti1 GP Anshor di Lampune dan |
beberapa LSM daerah di Kalimantan (Laporan Kegiatan umum Posko Wyava 1998) |
Poshobar Walli dan Posko Masyarakat bahkan terus bekerja menangan: kebakaran hutan ]

d1 Kalum sampa: awal tahun 1998 |

i
Gerakan masyarahat 1 tidak sepenuhnya berjalan lancar Banyak pejabat pemerintah di !
pusat maupun di daerah belum terbiasa dengan partisipasi masyarakat Sebagai contoh |
hetika beberapa relawan datang ke Bakornas PB untwh menawarkan bantuannva. mereha
ditolak dengan berbagai alasan seperi undak adanya surat pengantar atau tdak
dibutuhhannya tenaga relawan Kehadiran relawan allurnya dapat ditennma setelah
seorang pejabat Bapedal menerangkan Posko TKNPKHL Bapedalpun selama imi telah
dibantu oleh relawan Adanya mushonseps: tentang citra LSM di mata sebagian pejabat
sebaga: orgamisasi anti pemerintah juga menimbulhan masalah hetika tum relawan aatang
untuk melakuhan observas: lapangan dan mendistribusikan bantuan masker obat-obatan
dan pangan d1 daerah-daerah Demikian pula, walaupun telah mendapat persetujuan dan
Wakil Gubernur Kalteng dan membawa surat jalan dan Bahomas PB, kegiatan tim
relawan Posko Masyarahat di Taman Nasional Tanjung Puting sempat dipertanyakan ;
oleh aparat mntelejen setempat

Tetapr masalah komumhas: yang terjadi pada umumnya dapat diselesatkan dengan baik
setelah para relawan menunjukan kontmbus: nyata dalam menjalankan tugasnya baik di
posko pemernmntah pusat (TKNKHL dan Bakomnas-PB) maupun d1 lapangan Masalah
komunikasi yang sama dapat dihindan jika pemermtah secara terbiika mular mengaku
keberadaan gerakan-gerakan kemanusiaan yang tidak formal mm berdasarkan kinerja
mereka tanpa mempermasalahkan bentuk formal organisas:

> -

.

~ o

Dikutip secara utuh dar, = - - -
Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia, Dampak, Faktor dan Evaluas: Kantor Menten
Negara Lingkungan Hidup Repubhik Indonesia-United Nations Development Programme

(UNDP), September 1998, Inlid 1 -
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PFRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG FFRKATT DIFNGAN
PERAN SERTA MASYARAKAL DI DAT ANM PENGIH O AAN KAWASAN KONSFRVASI
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33 Ahses Masyarahat Lohal/Adat terhadap Kawasan Konservasi

Salah saw kelompok masyarakat yang mempunya: kepentingan terhadap sumber daya hutan
termasuk hawasan lonservas: adalah masyarakat adat Disamping masyaraha. adat juga
aihenal masvarahat lokal Isulah masyarahat hukum adat banyah digunakan dalam peraturan
perundang-undangan tetap: peraturan yang member! pengertian mengenal masvarakat hukum
adat adalah SK Mentenn Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1998 tentang Penunjuhan Kawasan
Hutan Lindung dan Hutan Produks: Terbatas Seluas +/- 29 000 {(Duapuluh Sembilan Ribu)
Hektar a1 Kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dat II Lampung Barat Propins: Dat I
Lampung Yang Telah Merupakhan Repong Damar dan Drusahahan oleh Masvarahat Huhum
Adat Sepagar Kawasan Dengan Tujuan Istimewa peraturan tersebut member: pengertian
bahwa masvyarahat huhum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terihat dalam
bentuh paguvuban (gemeinschap) ada helembagaan adat, ada wilayah hukum ada hukum
agat vang masih ditaatr yang keberadaannva dihukuhhan oleh Gubernur Kepala daerah
Tinghat 1

Istilah masyarakat huhum adat sendin diambil dar: kepustakaan ilmu huhum adat khususnya
setelah penemuan van Vollenhoven tentang hah ulayat (beschihkingsrecht) yang dihatakan
hanya dimiliki oleh homunitas yang disebut sebaga: masyarahat huhum adat Pengeruan
masyarahat huhum adat hemudian dyelaskan lebih rinci oleh Ter Haar yaitu Kelompok
masvarakat vang teratur bersifar tetap mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai
hekavaan sendirt baik berupa benda yang terlihat maupun tidak rerlthat

Dalam konvens: ILO 169, masyarakat adar diartikan sebagar masyarakat Nang berdiam di
negara-negara vang merdeka dimana kondisi sosial, hultural dan elonominva membedakan
mereka dart bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan yang statusnva diatur
baik seluruhmya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adatr tersebur atau
dengan hukum dan peraturan khusus®®

Bagaimanakah akses masyarakat lohal dan masyarakat adat terhadap sumber daya alam,
khususnya terhadap hawasan konservas: ? Adahah pengakuan dan jamunan - atau sehedar
kesempatan-- untuk memasukt kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut ? Dibawah 11 akan
dilihat sejauh mana akses tersebut dimungkinkan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-hetentuan Pokok
Kehutanan menyebutkan bahwa pelaksanaan hak-hak perorangan untuk mendapatkan
manfaar dari hutan baik langsung maupun tdak langsung yang didasarkan atas sesuatu
peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masth ada tdah boleh mengganggu
tercaparmva twuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang vu Penjelasan pasal ini
secara tegas menyatakan bahwa keberadaan hak ulayat tidak dapat dibenarkan untuk
menghalang-halang: pelaksanaan proyek-proyek besar yang telah menjadi program
pemenntah

3 Laporan Perkemnbangan Kapian Peraturan Perundang undangan Indonesia tentang Hak dan Akses Masyarakat
Lokal paga Sumber Daya Hutan P3E-UI 1995 hal 6
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Pasal 8 avat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
mensebuthar bahwa siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radwus/iarak
tertentu dari mara aur tept jurang waduh sungar dan anak sungai

Pasal 9 Peraturan pemerntab Nomor 28 Tahun 1985 juga menyatahan bahwa selain dun
petugas perugas hehuranan arau orang yang harena tugasmya aiau  hepentinganma
dibenarkan berada dalam kawasan hutan siapapun dilarang membawa alat-alat vang lazim
digunakan untuk memotong menebang membelah pohon di dalam kawasan hutan (avat 1)
Seriap orang dilarang melakukan penebangan pohon pohon dalam huran tanpa 12in dan
pejabat vang berwenang (avat 2) Senap orang dilarang mengambil/memungut hasil huran
lainnva tanpa 1in dart pejabat yang berwenang (avat 3) Dan hetentuan 1m terlthat jelas
bahwa akses atas pemanfaatan hasil hutan sama sekal: ditutup Bahkan dar penjelasan pasal
tersebut tegas disebutkan bahwa penduduk vang karena tempat tinggalnva berada di dalam
atau harus melalu hutan dilarang melakuhan penebangan bahkan lebih ekstrun lagi
dilarang mempawa alat tebang Mereha juga bahkan dilarang memungut hasil hutan sepert
daun havu bakar rotan arang buah tengkawang dan sebagainva

Sebagai pelahsana dari Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 telah ditetaphan Keppres
Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 37 Keppres dimahsud
menvatakan bahwa di dalam kawasan Lindung dilarang melakukan kegiatan budidava
hecuali yvang tidak mengganggu fungs: indung (avat 1) Di dalam kawasan suaka alam dan
hawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidava apapun hecuali kegiatan vang
berhaitan dergan fungsinva dan ndak mengubah bentang alam kondisi penggunaan lahan
serta ehosistem alami vang ada (avat 2)

Pasal 38 Keppres Nomor 32 Tahun 1990 juga menyatahan bahwa dengan retap
memperhatihan fungs: indung kawasan vang bersanghutan di dalam hawasan lindung dapar
dilakukhan penelinan eksplorast mineral dan air tanah serta hegiatan lain vang berkaitan
dengan pencegahan bencana alam (ayat 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jelas-jelas melarang segala bentuk pemanfaatan
dan; kawasan lindung sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Keppres Nomor 32 Tahun
1990 tersebut

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Havau dan

Ekosistemnva mengatur mengena: bentuh-bentuh pemanfaatan apa yang bisa dilakukan

Misalnya seperti yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

menvatakan bahwa

(1) Didalam raman nasional taman hutan rava dan taman wisata alam dapatr dilahukan
kegiatan untuk hepentingan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang
budidana budaya dan wisata alam

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) harus dilakukan ranpa mengurang
fungs: pohok masing masing hawasan

Undang-undang 1 hanva mengatur pemanfaatan untuh hegiatan-kegiatan wisata Untuk
kegiatan-hegiatan lainnva khususnya oleh masvarahat adat atau lokal tidak terdapat aturan
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yvang jelas Padahal hawasan honservas: itu sendirr udak selalu merupahan hawasan yang
udak berpenghuni

Justru vang lebih menonjol adalah pengaturan tentang larangan terhadap kegiatan yang

athhaw atirhan dapat merusak hawasan-hawasan tertentu Hal 1n: antara Jain dapat dihhat

dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa

(1) Sentap orang dilarang melakuhan hegiatan ~ang dapar mengahibathan perubahan
rerhadap heuruhan Zona inn taman nasional

(2) Perubahan rethadap keutuhan zona mnn raman nasional sebagaimana dimahsud dalam
avar (1) melipun mengurang: menghilanghan fungs: dan Iuas Zona wnn raman nasional
serta menambah jents tumbuhan dan sansa lamn vang ndak ash

(3) Seriap orang dilarang melakukan hegiatan vang tidak sesuar dengan fugnsi zonc

pemanfaatan dan sona lamn dari 1aman nasional taman hutan rava dan taman wisaia
alan.

Hal ter-ebut menjad: pertanyaan haiena pada suatu keadaan tertentu dem pelestanan
ehosistem Pemerintah dapat melarang pemanfaatan Seperti disebuthan dalam Pasal 33
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Dalam headaan 1ertentu dan sangat diperlukhan uniuk
mempe) tahanhan arau  memulthkan kelestanan sumber daya alam havan beseria
ehosistemnya Pemerintah dapat menghentihan hegiaian pemanfaatan dan menutup taman

nasional taman hutan rava, dan taman wisaia alam sebagian atau seluruhmya untul selama
wahktu tertentu

Larangan-larangan untuh melakuhan suatu aktifitas yang dikawatirhan dapat mengganggu
atau merusakh kawasan honservas: adalah penting apalagi untuh menghalangi masuknva
aktifitas-aktifitas besar seperti pertambangan atau HPH, yang selama i seringhali
memberihan dampak yang serius terhadap keberadaan sumber daya lam yang ada

Akan tetap: bagaimana halnya dengan akses masyarakat yang ada di sehitar atau bahhan di
dalam hawasan honservas: itu sendin? Sejauh mana ada jaminan terhadap tanah-tanah adat

yang mereha haim”? Hal-hal seperti imlah yang belum terjawab di dalam UU No 5 Tahun
1990
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Kasus Taman Nasional Bunaken
Terlalu Menonjolkan Ego sektoral?
|

Letak Taman Nasional Bunaken mehput: dua wilayah bagian Utara meliputi 5 buah pulau
yaitu Pulau Bunaken Pulau Manado Tvua Pulau Mantehage, Pulau Siladen dan Pulau Nain :
serta sebagian wilayah pesisir Pulan Sulawes: dan bagian Selatan yang keseluruhannya
merupakan wilayah pesisir di daratan Pulau Sulawes: Luas total Taman Nasiopal Bunaken |
(TNB) adalah 79 056 Ha

Ekosisterm TNB dibagi dalam 2 kategon, yaitu ehosistem laut dan pesisir serta ekosistem
darat Habitat yang paling mendapat perhatian sehingga dryjadikan kawasan pelestarian adalah |
terumbu harang Komunitas karang vang membentuk terumbu karang di TNB mempunya:
keanekaragaman yang tingg: Tercatat sehurang-kurangnsa 58 genera dan sub-genera harang
Keras yang terdapat di taman nastonal tersebut

i
i
1

|
Berdasarhan sejarahnya, Kawasan Bunaken pertama hali ditetapkan sebagar Kawasan :
Lindung Status tersebut hemudian berubah menjad: Cagar Alam mulai Tahun 1986 |
!
Terakhir, pada Tahun 1991 Cagar Alam Bunaken kemudian ditetapkan menjadi Taman ’
Nasional, dengan Surat Keputusan Menter: Kehutanan nomor SK/730/Kpts-II/91 pada tanggal
15 Oktober 1991 Status pulau-pulau dan laut di1 sekitar Bunaken, Manado Tua Mantehage
Siladen dan Nain serta perairan Arakan Wawontulap kemudian menjad: Taman Nasional

Pada awalnya, pengelolaan TNB dilakukan oleh Forum Koordinasi, yang dilakukan oleh
beberapa mstans: terkait. yaia PHPA, Pemda, masyarakat Jokal serta pengusaha Melalu f
Forum Koordmas: tersebut diharapkan tejalim komumikas: dan koordinas: dalam pengelolaan |
TNB, serta pengembangan kerja sama. Namun ternyata Forum .Komunikas: tersebut tidah
efektif. Masing-masing pihak ternyata memmhk: visi yang berbeda, dan mengembangkan
programnya sendiri-sendinn Hal 1m1 misalnya terhihat dan pengembanvan sebnah dermaga dan |
beberapa cottage di kawasan sempadan pantai s

PHPA, berangkat damm wis1 pengamanan dan pelestanan SDA yang berkelanjutan
menyebutkan bahwa pembangunan dermaga tersebut dapat merusak Kawasan Taman
Nasional Bunaken Pemermtah Daerah melalm Dinas Panwisatanya~ yang punya mustatif
untuk- ‘melakukan pembangunan dermaga dan cotfage tersebut —  berdalih bahwa
pem“banvunan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan ash dacrah {PAD) -
Sementara itu pada tahun 1995 Gubemm Sulawesi Utara juga membenkan du]s:unoan kepada
sebuah. perusahaan -bernama CV: Sumber Rejeki untuk — secara ‘monopoli, —melakukan
pengusahaan mmput "laut melalw Surat Ke_putusan Gubernur Sulawem "[}tara yang bernomor
523704/1”130

Lo - - 7

* Verrianto Madjowa Ihut Rembuh Soal Potensi dan Permasalahan Rumput Laut 1angan Lupa Lokast Itu di TN
Bunaken (1anpa tanggal}
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Masyarakat sendir1, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka juga melakukan
penangkapan 1kan shala kecil, menebang bakau untuk kayu bakar dan pengusahaan rumput

laut.

Dan berbaga: problematka yang terjad: tampak betapa honflik hepentingan yang terdapat di
sana akan sangat membahayakan fungs: dan Taman Nasional Bunaken itu sendin Beberapa |
pertanyaan mendasar yang muncul adalah, 1) Apakah proses penetapan kawasan tersebut |
sebagar kawasan konservasi — kawasan hindung, kawasan cagar alam dan terakhir kawasan |
taman nasional — dilakukan secara terbuka dan diketahw oleh masyarakat ? Apahah pada saat |
penetapannya ada tanah-tanah yang hemudian diambil begitu saja, sehingga masyarakat tetap |
menganggap bahwa TNB adalah milik mereha ? 2) Mengapa Gubernur  atau Pemda |
mengeluarkan 1zin pengusahaan (rumput laut dan pembangunan cottage) padahal jelas bahwa |
hal tersebut tidak dibenarhan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi |
Sumber Daya Alam Hayat dan Elosistemnya ?, dan 3) Upaya apa saja vang telah dilakukan 1
oleb PHPA sehingga koordinas: antar mnstansy/siahehoders pengelolaan TNB memjadi udak |

efektf i

Melihat berbagai peraturan tersebut tampak jelas bahwa peluang masy arakat untukh memasuhs
hawasan honservas: sangatlah dibatasi — atau seringhali dilarang sama sekali-- Larangan
tersebut bisa jad: ahan menjadi sumber honflik apabila udak ada upaya-upava pencegahan
sejak duru dan penselesaian yang dilahuhban secara byaksana Bagaimanapun tidak dapat
dipunghim  bahwa masyarahat sehitar (adavlokal) secara historis sudah terlibat dengan hutan
dan sumber-sumber daya alam 1tu dan menggantunghan din sendah-tidakniva untuh

kebutuhan mereha sehari-han
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BAB IV
KESIMPULAN ARAH DAN AGENDA
REFORMASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERY ASI

4 1 Kesimpulan

1

[}

Peraturan dan Perundang-undangan vang berhaitan dengan pengelolaan hawasan
honservas: terdin dari 1) peraturan perundang-undangan yang secara langsung
mengatur tentang pengelolaan hawasan honservast dan 2) peraturan vang tdah
secara langsung mengatur mengenai pengelolaan kawasan honservas: Jumlah dan
peraturan perundang-undang tersebut lebih kurang 157 peraturan terutama vang
berkaitan dengan sektor sumber daya alam hutan seperti Undang-undang No 5
Tahun 1967 tentang Ketentuan-hetentuan Pokok Kehutanan Peraturan Pemerintah
No 28 Tahun 1985 tentang Perhndungan Hutan dan Keppres No 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Terdapat juga beberapa peraturan vang
bersifat umum seperti Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linghungan Hidup dan
peraturan yang berkaitan dengan sektor sumber daya laut seperti Undang-undang INo
5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomu Ekshlusif serta Undang-Undang Nomor |
Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Peraturan yang hhusus mengatur tentang pengelolaan kawasan konservasi adalah
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservas: Sumber Daya Hayau dan
Ekosistemnya dimana undang-undang tersebut sejauh i1 diindaklanjuti oleh dua (2)
Peraturan Pemernintah yaitu

1 PP 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan

Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

2 PP 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

A
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Disamping 1tu terdapat beoerapa }onvens: internasional vang telah diraufikas: oleh
Indonesia sepert: ratifikasy CITES melalui Keopres Nomor 43 Tahun 1978 dan
ratifihast Konvens: Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kenakeragaman Hayau
melalui UU Nomor 5 Tahun 1994 dan PP 62 Tahun 1998 tentang Penverahan
Sebagian Lrusan Pemernntahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (lithat bahasan)

Kebyjahan pengelolaan sumber daya alam cenderung udak terintegras: dan lebih bias
sektoral sebagaimana yang terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Agrania (UUPA) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pertambangan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah UU Pokok
Kehutanan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang UU Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Linghungan Hidup dan lain sebagainya Tidak sinkronnva berbagai undang-undang
tersebut antara lain tampak dart UU Pokok Kehutanan dan UU Pertambangan yang
tidak mencantumkan UUPA sebagai rujukan Disamping 1tu muncul pula istlah-
istilah vang berbeda seperti hawasan lindung vang terdapat di dalam Keppres tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tidak terdapat di dalam UU KSDH Bahkan
muncul lag: suatu 1sulah baru yaitu Ekosistemn Leuser vang didalamnva termasuk juga
Kawasan Taman Nasional dan Kawasan Lindung

Tidak seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolan sumber daya
alam memuat aturan mengenar aspek konservasi Sebagai Undang-undang sektoral
vang dapat memberihan implikasi yang cukup serius dan berdampak besar terhadap
kawasan honservasi, maka semestinya dicantumhan

Pengelolaan sumber daya alam termasuk kawasan konservasi cenderung sentralistik
Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan konservasi diberikan hanya
pada bidang-bidang yang udak mendasar seperti yang terdapat di dalam PP No 62
Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan
Kepada Daerah dimana hewenangan Pemerintah Daerah terbatas hanva pada
pengelolaan taman hutan raya dan penataan batas hutan (untuk Kepala Daerah Th D)
sedanghan untuk kepala daerah Tingkat II melipuu penghijauan dan konservasi
tanah dan air persuteraan alam perlebahan pengelolaan hutan mulik/hutan rakyat
pengelolaan hutan hindung penyuluhan kehutanan pengelolaan hasil hutan non hayu
perburuan tradisional satwa har yang tidak dilindungi pada areal buru perlindungan
hutan dan pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan Sementara itu di
dalam Keppres Kawasan Lindung peran Pemerintah Daerah hanya diberikan dalam
hal untuk pembuatan peta Mestinya peran tersebut diberikan sejak dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan termasuk di dalamnya perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah disamping kepada Pemerintah Daerah dan hal mm yang paling prinsip
diberikannya akses dan dalam hutan-hutan produksi

D1 sis1 lain konsep desentralisasi yang dianut dalam UU Nomor 5 Tahun 1974
teniang Pemerintahan Daerah justru tidak menvinggung masalah desentralisas:
pengelolaan sumber daya alam Padahal senngkali UU Nomor 5 Tahun 1974
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dijadihan alasan untuh mengarahhan pengelolaan sumber dava menjadi vang
<entralisith

engembangan hebijahan sentrahisas: telah memauhan potens: Pemernintah Daerah
untuk turut melakuhan pengelolaan hawasan honservas: Padahal jiha dilihat potens:
dan letak hawasan honservasi 1tu sendiri maha daerah akan lebith mampu mengelola
Lawasan honsers asi secara efehuf harena hawasan honser asi aaa di wilavah tinghat
Idan 1l

“elihat luasnva wilavah sebaran hawasan honssrvasi terbatasnya sumber dava
(manusia dana dan fasilitas) serta beragamnya ancaman terhadap hawasan
honservas) maha pemernntah memerluhan mitra untuk melaksanakan pengelolaan
hawasan honservasi Dalam hal i peran serta masyarahat adalah salan satu
nstrumen penurg vang harus disertakan Peran serta masvarakat dapat melibathan
masvarahat adat masvarakat lohal maupun lembaga swadava masvarahat (LSM)
Karena mereha pada dasarnva memulihi hepedulian (concern) vang tinggi untuk
mengelola sumber daya alam secara berhelanjutan dan mempertimbanghan hebutuhan
generas: masa vang akan datang Disamping masyarakat adat juga memilih1 1hatan
dan hepenungan sosial ehonomu budava dan bahhan rehigi (magis) terhadap
sumber-sumber dava alam seperti hutan

Peran serta mastarahat (PSM) telah mular disinggung di dalam berbagar kebijahan
dan Peraturan Perundang-undangan sejah tahun 1967 di dalam UUPK hingga UL
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linghungan Hidup (UUPLH) Akan
tetap: pada umumnva PSM tersebut (kecuali UUPLH) bersifat semu (lips senice) dan
menempatkan Pemerintah tetap sebaga: aktor utama di dalam berbaga: Per-UL-an
vang tampak dan dihuncinya peran serta tersebut dengan peraturan pelahsana vang
tak hunjung dibuat Peran serta masvarahat selalu dicerminhan dalam halimat seperu
dukutsertahan dibina atau dikelola

Konseps: Pemerintah sebagaimana vang terdapat di dalam beberapa peraturan-
perundang-undangan seperti PP 28 Tahun 1985 mengartihan Peran Serta
Masvarahat semata-mata sebagai kewajiban masyarahat untuk membantu Pemerintah
dalam melahuhan pencegahan penggunaan dan perusakan sumber dava alam atau
khawasan konservas: Padahal PSM bukan hanya sebatas suatu kewajiban, akan tetap
merupahan suatu prinsip dasar demokrasi berupa pemberian hak-hah fundamental
mas\arahat di dalam proses pembangunan Penting juga diperhathan bahwa peran
serta masyarahat merupahan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah hepada publih

mengenal pengelolaan (honservasi v eksploitasi) sumber dava alam dan kawasan
konservasi

Tidak dihembanghannva desentralisasi dan peran serta masyarakat pada akhimya
menvebabhan pengelolaan kawasan honservas: menjadi tidak efekuf disatu sis
terdapat ancaman terhadap fungs: dan heberadaan kawasan konservas: itu sendin
sebagar bagian darn penduhung hualitas ekosistem dan di sist lamn  terhadap
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masyaraha. adat dan masvarakat lokal kebijahan sentralistih tersebut merupakan
ancaman dan menvimpan berbagai potens: konflih antara masvarahat dan Pemernntah

4 2 Rekomendast Arah dan Agenda Reformas: Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan honservas: memuliki peran dan aru penting dalam kehidupan karena 1a
memilihi milar-nilar nyata dan intninsih vang tidak terhinggaa ekologi ehonomi sosial
Oleh harena 1tu dibutuhkan pengelolaan vang baik vang diantaranva dengan menekankan
desentralisas: dan peran serta masyarakat

Namun demukian berbagai hal yang sangat mendasar dan prinsip haruslah diperbaharu
(reform) Arah dan Agenda Retormas: Pengelolaan Kawasan Konservast harus meliput
hal-hal yang bersifat mendasar dengan mengembanghan sebuah visi Dan wvisilah
hemudian dikembangkan muisi-misi1 yang nanunva diterjemabkan ke dalam berbagai
perangkat kebyjakan dan peraturan perundang-undangan

Visi

Melihat berbagar kebijjakan dan peraturan perundang-undangan vang terhait dengan
pengelolaan kawasan konservasi maka visi pengelolaan kawasan konservasi selama i
belum jelas dan utuh Dengan kata lain udak ada visi vang satu termasuk di kalangan
Pemerintah sendirt Hal tersebut tampak dar semangat konservas: yang seringkali tidak
berdava menghadap: kekuatan eksploitas: atau utilisas: sumber daya alam Berbagai
dalith untuk mengeksploitasi kawasan konservas: selalu dicari yang diantaranya
menvebutkan bahwa sumber daya tersebut sangat penting bag) pertumbuhan ekonomu

Oleh karena 1u Visi tersebut harus dikembangkan untuk dipaham: oleh seluruh
stakeholders khususnva departemen sektoral vang terkait dengan pengelolaan sumber
dava alam Idealnya visi tersebut merupakan visi pengelolaan sumber dava alam
Indonesia Visi yang ditawarkan adalah Pengelolaan sumber daya alam yang adil
demokratis dan berbasishan kerakvatan berdasarhan pelestarian ekosistern'  Visi
pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah juga menjadi visi dari pengelolaan
kawasan konservasi

Misi

Berangkat dan wvisi tersebut maka perlu dikembangkan misi-musi dar pengelolaan
sumber dava alam termasuk pengelolaan kawasan konservasi di dalam berbagai
kebyjakan dan peraturan perundang-undangan Adapun muis: vang dapat dimasukkan
diantaranya adalah

' Visi 11 sejalan dengan visi Forum Komunikasi Kehutanan Masvarakat (FKKM) tentang pengelolaan
hutan Dermuikian juga halnya dengan mis1 Lihat Zaman Baru Kehutanan Indonesia FKKM 1998
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1 Mewujudhan pengelolaan sumber daya alam — termasuk hawasan honser\asi

vang adil transparan dan dilaksanahan secara bertanggung jawab dan

Konsekuen

Memberdayahan pengelolaan sumber dava alam yang berwawasan honser asi

Kelestarian dan ekononu

3 Mewujudhan desentrahsasi — dimana hewenangan berada di tangan
Pemerintah Daerah sejakh dari perencanaan penunjukan penataan
penetapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembiavaan termasuh
pengambilan dan penentuan kebijakan pengelolaan kawasan konserasi
vang tetap dihordinasihan dengan Pemerintah Pusat

4 Mlenempatkan peran serta dan akses masyarahat dalam pengelolaan

Lhawasan konservasi

Mengembanghan mekanisme pengahuan atas hak-hak masvarahat terhaaap

wilavah hutan baik hak pribadi maupun holehuf dan memberdas akan instituss

lohal untuh mempe.kuat ehonomi rakyat dan pengelolaan hawasan

honseriasi

6 Dikembanghannva pengelolaan hawasan honservas: yvang menghombinasihan
manajemen dan tehnih-tekmk modem dengan Lkonsep pola dan teknih-tehnik
tradisional berdasarkan haraktenstih wilavah setempat

7 Terwujudnva sistem dan penegakan huhum vang adil Lonsisten dan
terintegras: dalam upava pengelolaan kawasan honservasi

to

th

Visi dan Misi itulah kemudian yang harus dijadihan sebagar acuan di dalam
pengembangan berbagar peranghat kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan
mnstitus: pengelolaan sumber dava alam vang termasuh di dalamnva pengelolaan
hawasan konsern asi

Pengembangan kebijakan sendiri harus bersifat dar1 bawah ke atas (bottom up)
berdasarlan haraktenistih lokal dan beranghkat dan kepentingan Pemernntah Daerah dan
masyarakat setempat Sementara jtu fungs: Pemerintah Pusat hanyalah bersifat sebagai
fasilitator Pengembangan dan pembuatan kebyakan dan peraturan perundang-undangan
harus mengarah pada pendelatan dan proses yang demokraus yaiu terbuka dapat
diakses oleh masvarakat memben1 peluang peran serta masyarahat dan tahap
perencanaan pelaksanaan monitoring hingga evaluasi Proses tersebut juga harus
menehankan diteraphan adanya prinsip-prinsip ahuntabilitas

Dengan demukian kebnahan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan dimasa yang
akan datang diharaphan dapat mengakomodir kepentingan masyarahat setempat
disamping 1tu juga harus komprehensif terintegras: konsisten serta tidah tumpang tindih
baih kebijahan dan peraturan vang bersifat vertihal maupun vang bersifat horizontal

Agenda

Jika melihat agenda formal yang ada Pemerintah harus sesegera munghin membuat
peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Otonomu Daerah dan kaitannva
dengan pengelolaan sumber dava alam nasional vang dimandathan oleh Ketetapan MPR
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No XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomu Daerah Pengaturan Pembagian
dan Pemantaatan Sumber Daya Nasional yang berheadilan serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangha Negara Kesatuan Republih Indonesia  Untuk
mendapathan produk perundang-undangan vang leguumare proses pembuatan LU
tersebut hendahlah dilahukan secara transparan dan dengan membuha koridor peran serta
masvarakat

Sejalan dengan mandat Tap MPR tersebut diatas suatu agenda vang jelas perlu
dikembanghan Sebagai usulan agenda reformas: kebyakan dan peraturan perundang
unaangan pengelolaan sumber dava alam khususnya pengelolaan hawasan honservas)’
diantaranva adalah

1 Meletahkan visi dasar pengelolaan hawasan honservasi (yang mestinya sama dengan
vis1 pengelolaan sumber daya alam)

o

Mensosialisasihan pentingnva konservas: dan pengembangan pengelolaan hawasan
konservasy kepada berbaga: kalangan Akan tetapr disist lan juga harus
dikembanghan kebyahan yang seimbang terhadap akses masyarakat terhadap
kawasan sumber dava alam termasuk hawasan konserasi

3 Menginventarisir seluruh kebyakan yang terkait dengan pengelolaan hawasan
Konservas: yang tersebar di berbagar departemen sektoral maupun di Pemerintah
Daerah Tinghat I dan Pemernntah Daerah Tingkat II secara bersama-sama antara
pemernntah aengan stakeholder lainnya yang selama i diketahur concern dan
memberikan perhatan terhadap isu dan pengelolaan kawasan konservas: serta
mengert: persoalan lapangan (Penehit LSM Konsultan Pakar dan Insutus: Lokal)
dan tentunva Pemerintah Daerah sendiri Berbagar kebyahan dan peraturan
perundang-undangan tersebut kemudian dianalisis dan dikay ulang untuk diperbaiki
dirubah atau digantithan dengan peraturan baru yang berangkat dan sesua: dengan visi
dan must khususnya pengembangan desentralisas: dan peran serta masvarahat
Kebyahan yang dibuat haruslah komprehensif terintegras: dan tidak tumpang tindih
serta beranghat dan semangat bottom-up Hasil studi i dapar dyadihan sebaga
salah sam ruyjukan awal untuk melthat betapa hompleksnyva permasalahannva

hebyakan ~ang ada dan mengapa mendesaknva perubahan mendasar harus
dilakukan

4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 harus disempurnakan dengan memasukkan
beberapa aruran prinsip dimana kebyakan pengelolaan hawasan honservas: harus
memberikan ruang pada keterlibatan Pemerintah Daerah secara lebih substanuf dan
peran Pemerintah Pusat diarahkan sebaga:r fasilitator Prinsip lain yang harus
diakomodir adalah peran serta masyarahat yang genuine akses informas: pengakuan
dan jamunan atas hah-hak masyarakat adat dan masvarakat lokal pengakuan dan

- Agenda tersebut masih harus dielaboras: dan dibuat sesuai dengan perencanaan yang feasible serta dibag
di dalam beberapa tahap Tahap tahap tersebut bisa dalam bentuk tahap jangka pendek jangha menengah
dan jangka panjang Departernen Kehutanan dan Perkebunan musalnva telah membagi agenda reformas:
sehtor hehutanan dan Perkebunan ke dalam Resgue Recoven dan Sustainabilin
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penghargaan terhadap nstitusi-institus: lokal dan pelibatan insutus: tersebut di dalam
pengelolaan kaw asan konservas: serta penegahan huhum

Menetaphan 1sulah vang baku dalam lkaitannva dengan hawasan lindung atau
hawasan honservas: Dalam hal i1 hami mengusulkan digunakannya istilah kaw asan
Lonservas: vang telah sesual dengan istilah yang digunahan oleh Undang-undang No
5 Tahun 1990 tentang Keaneharagaman Sumber Dava Alam Havau dan
Elosistemnva dan Keppres ™o 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Keduduhan Tugas Susunan Organisas: dan
Tata Kena Departemen sebagaiman telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998

kebrjahan vang dimuat di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan agenda-
agenda Pemenntah dibuat secara terbuha memihak kepentungan rakvat dan harus
ailaksananan secara honsisten dan oukan sehedar statemen pohuk (polinical
statement) ahan tetapt harus dapat diwujudhan sebagar statemen huhum (legal
statement) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukhum

Berbagar peraturan seperti Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan (28
Tahun 1985) Keppres Pengelolaan Kawasan Lindung (32/90) Surat Keputusan
Bersama tentang Kegatan Pertambangan di dalam Kawasan Hutan dan berbagas
peraturan lamnnya harus disinkronkan dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang
Konservas: Sumoer Daya Alam Havau dan Ehosistemnya (KSDH) Berbaga
perbedaan dan pertentangan vang ada harus mengacu pada UU vang lebith tingg:
aalam hal im1 UL KSDH

Reorganisas) dan Revitalisas: kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi, dengan
penekanan pengelolaan pada Pemerintah Daerah Perubahan sistem dan bentuk
kelembagaan yang akan mengelola harus dimungkinhan untuk dimodifikas: ataupun
disempurnakan

Memetahan berbagar konflih dan potensi konflih yang terdapat di berbagai hawasan
honservas: baih honflik hebyjahan konflih kelembagaan maupun program-program
serta implementasinya untuk hemudian dilihat latar belakang dan akar dam setap
permasalahan potens: dan penyebab konflik, pengembangan penyelesaian konflik
secara dama: dan mencan solusi-solusi yang dapat ditenma semua pihak dan
mendukung upaya perlindungan kawasan honservasi itu sendiri

Melakuhan upaya-upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja
merusak hawasan konservas: melalu: praktek-paktek kolus: korups: dan nepousme
dengan cara membuat kebijakan yang bertentangan dengan tujuan dar: pengelolaan
kawasan honservas: 1tu sendir:

Dibentuknva Undang-undang Sumber Dava Alam (UU SDA) sebagai undang-undang
payung dalam pengelolaan sumber dava alam UU SDA tersebut pada inunya
mengatur tentang 1) prinsip-prinsip pengelolaan honservasi yang adil demokraus dan
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ditujuhan untuh kemakmuran rakya. Z) Pengelolaan dilahuhan oleh daerah dan
dengan pengaturan vang jelas dan tegas mengenal peran serta masvarakat 3) dan
dengan menehankan pentingnva aspek konservasi Aspek lamm vang juga sangat
mendasar dan perlu dimasukkan adalah penehanan harmonisasi dan sinkronisasi
berpagar hebyakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya
alam vang seimbang Undang-undang Sumber Dava Alam kemudian ditetaphan
sebagar undang-undang pavung yang harus diyjadihan sebagar kebnahan pavung
{utama) di dalam pengembangan kebijjakan dan perundang-undangan sektoral vang
berhaitan dengan pengelolaan sumber dava alam

Disamping 1tu UL SDA juga mengatur aspeh helembagaan vang mengatur tentang
helembagaan pusat daerah dan dimasuhkannya instutus: lohal sebagar salah sawu
lembaga mutre vang mermulihi peran hunci Penehanan kewenangan pengelolaan
sumoer dava alam terletah pada Pemerintah Daerah, dengan pengembangan
hoordinasi antar departemen pusat-daerah dan antara satu daerah dengan daerah
lainnya

Alternauf lamn disamping pembuatan LU SDA adalah dikeluarhannva semacam
Dekrit Presiden atau Tap MPR yang memuat semacam perintah pengembangan
kebyakan pengelolaan sumber dava alam Deknt atau Tap MPR tersebut berisihan
visi dan mis1 vang harus diindaklanjuti oleh Departemen Sektoral Dekrit Presiden
maupun Tap MPR tersebut harus menunjukhan adanya sense of urgency dalam
pengelolaan sumber daya alam termasuk vang mengancam heberadaan kawasan-
kawasan honservasi

Mengintegrasihan berbagar Konvens: Internasional yang telah diadopsi/diraufikas:
vang cenderung menduhung peninghatan heberadaan fungs: dan hualitas kawasan-
Khawasan honservasi yang ada — ke dalam berbagai kebiyahan dan peraturan
perundang-undangan vang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hhususnva
pengelolaan hawasan konservas:

\ %%
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DAFTARISTILAH

Cagar Alam Kawasan suaka alam vang harena headaan alamnya mempunvar hekhasan tumbuhan
satwa dan ehosistemmva atau ehosistem tertentu vang perlu dilindungi dan perhembangannya
berlangsung secara alam

Cagar Biosfer Suatu hawasan vang terdin dan ehosistem ashi ehosisiem umikh dan/atau ehosisien,
yang telah mengalami degradas: vang heseluruhan unsur alamnya dihindungy dan dilestanihan bag
Kepentingan penehuan dan pendidikan

Daerah Otonom Kesatuan masvaradhat hukum yang mempunval batas wilavah tertentu vang berhal
berwenang dan berhewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganva sendin dalam 1l atan negara
kesatuan RI sesuar dengan peraturan perundang-undangan

Delonsentrasi  Pehmpahan wewenang dam pemerintah atau kepala wilavah atau lepala instuns
vertihal tinghat atasnva hepada pejabat-pejabatnya di daerah

Desentralisasi Penverahan urusan Pemernintahan dari Pemerintah atau Daerah unghat atasnva hepada
Daerah menjadi urusan rumah tangganyva

Hutan Lindung Kawasan hutan vang harena headaan sifat alamnya diperuntulhan guna mengatur tata
air pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan hesuburan tanah

Hutan Suaka  Kawasan hutan yang harena sifatnva khas diperuntukkan secara hhusus untuk
perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya

Hutan Wisata Kawasan Hutan yang diperuntullan secara khusus untuk dibina aan dipelihara guna
hepentingan pariwisata dan/atau wisata buru

Instans: Vertihal Peranghat dar Departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan
Departemen yang mempunva: linghungan kerja d: wilayah vang bersanghutan

Kawasan Wilayah dengan fungs; utama lindung atau budidaya

Kawasan Budidava Kkawasan yang ditetaphan dengan fungs: utama untuh dibudidavakan atas dasar
hondis: dan potens: sumber dava alam sumber daya manusia dan sumber daya buatan

Kawasan Cagar Budava dan Ilmu Pengetahuan Kawasan vang merupahan lohas) bangunan hasil
budavamanusia vang bernilar inggimaupun bentuhan geologi alam: vang khas

Kawasan Lindung Kawasan vang ditetapkan dengan fungsi utama melindung: kelestarian inghungan
hidup vang mencahup sumber daya alam dan sumberdaya buatan

Kawasan Pantar Berhutan Bakhau Kawasan pesisir laut yang merupahan habitat alam: hutan bakau
(mangrove) yang berfungsi memberihan perlindungan hepada perihehidupan pantai dan lautan

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Kawasan dengan cin hhas tertentu baik didarat maupun di
perarran  vang mempunyai fungs: perlindungan sistem penyangga Lehlidupan pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sertapemanfaatan secara lestar1 sumber dava alam hayau
dan ehosistemnva

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perarran lamnnva Daerah yang mewahil: ekosistem khas di lautan
maupun perairan lamnnva yang merupakan habitat alamt yang memberikan tempat maupun perlindungan
bagi perhembangan keaneharagaman tumbuhan dan sarwa vang ada

Kawasan Suaka Alam Kawasan dengan cin khas tertentu baih di darat maupun di perairan vang
mempunyal fungsi pokoh sebagai kawasan pengawetan keaneharagaman tumbuhan dan satwa serta
ehosistemnta vang juga berfungs: sebagar wilayah sistem penvangga hehidupan

Kawasan Terhndungi Kawasan vang ditetaphan secara geografis vang dirancang atau diatur dan
dihelola untuk mencapai tujuan konservasi vang spesifik
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Keputusan Presiden keputusan baitkh beraifat mdrvidual maupun bersitat umum vang dibuat
berdasarkan deslegasy maupun hewenangan mandirt (original power) Presiden Dalam pembentukannya
Keputusan Presigen udakh boleh mengatur maten muatan peraturan perundang undangan vang lebih
tingg1 tinghatannva Disamping ttu keppres udak boleh memuat ancaman pidana dan sebagainva

konservas: ehs situ  konservast homponen-homponen keanekharagaman havau diluar habaitat alaminya

Konservasiin situ  Kondis sumber dava genetih vang terdapat dr dalam ekosistem dan habitat alamy
serta pemeltharaan dan pemulthan populas: jenis jenis berdava midup dalam hnghungan alaminva dan
dalam hal j2nis-jenis terdomestikast atau budidava di dalam hinghungan tempat sifat sifat Khususnva
berkembang

Kkonservast Sumber Dava Alam Havati (hSDAH) Pengelolaan sumber dava alam hayatu vang
pemantaatann a dilakukan secara byjaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannyva dengan tetap
memelihara dan meninghathan hualitas heaneharagaman dan mlainya

Otonomi Daerah Hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiry sesual dengan Peraturan Perundang undangan vang berlaku

Pemerintah Pusat Peranghat negara hesatuan Republik Indonesia vang terdin dan Presiden beserta
Pembantu pembantunya (Para Menter)

Pengelolaan kawasan Lindung  Upava penetapan pelestarnian dan pengendalhian pemanfaatin
kawasan hindung

Peran Serta ‘asvarahat (PSM) Bentuk keterlibatan masvarakat di dalam urusan pembangunan baik
secara perorangan maupun dalam bentuh kelembagaan di dalam berbagair tahap perencanaan
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Peraturan perundang undangan tinghat daerah
vang ditetaphan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwahilan Rakvat Daerah

Peraturan Menter! (heputusan vang bersifat mengatur) atau Keputusan Menteri (heputusan vang
bersifat ketetapan) Peraturan vang hanva dapat mengatur hal-hal vang secara tegas diperintahkan
oleh suatu peraturan perundang undangan vang lebth unggt  unghatannva  dan  hal-hal
prosedural/admistratf dalam linghungan Departemennya seperti keorganisasian tata kerja tata
perizinan tata permohonan dan lain lain semacam 1tu

Peraturan Pemerintah Ketentuan lebih lanjut dan ketenwan-ketentuan yang telah terdapat dalam
Undang-undang

Suaha Margasatwa Hutan Suaka Alam yang ditetaphan sebagai suatu tempat hidup margasatwa vang
mempunvar nilar khas bagr ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekavaan dan
kebanggaan nasional

Sumber Daya Alam Havati (SDAH) Unsur unsur havat: di alam yang terdiri dari sumber daya alam
nabau (tumbuhan) dan sumberdava alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhavat di
sehitarnva secara heseluruhan membentuh ehosistem

Taman Buru Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memunghinkan
diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi

Taman Hutan Raya Kawasan pelestanan alam untul tujuan koleks: tumbuhan dan atau satwa vang
alam atau buatan jemis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi hepentingan penelinan 1lmu
pengetahuan pendidikan menunjang budidaya budava pariwisata dan rekreas:

Taman Nasional (TN} Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem ash dikelola dengan
sistern zonas! vang dimanfaathan untuh tujuan penelittan 1lmu pengetahuan pendidihan menunjang
budidaya pariwisata dan rekreasi

Taman Wisata Hutan Wisata vang membilu kekayaan alam baik keindahan nabau keindahan
hewani maupun keindahan alamnya sendim mempunvai corah khas untuk dimanfaathan bagi
kepenuingan rehreas: dan kebudayaan

Tugas Pembantuan Tugas untub turt serta dalam melaksanakan urusan pemenntahan yang
ditugashan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tinghat atasnyva dengan
kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugashannya
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Undang-undang Peraturan perundangan-undangan vang cibentuk Pre<iden dengan persetuiuan Dewan
Perwakilan rakvat atau Rancangan Undang-undang (RUU) vang diusulhan oleh Dewan perwadhilan
rabvat (Hak Imsiauf) vang disetujpu Presiden Sementara 1iu Peraturan Pemernntah Penggant
Undang-undang ditetaphan oleh Presiden dan merupahan Peraturan Perundang-undangan \ang
berafat darurat Yang aimaksud dengan pengganti  Undang undang adalah bahwa mater1 muatan
Perpu merupahan mater1 muatan Undang-undang Sepagar peraturan darurat Perpu mengandung
pembatdsan-pempatasdn seperti 1) Perpu aiheluarhan dalam hal thwal Regentingan vang memakca 2)
Perpu hany a perlaku untuk jangha waktu \ang terbatas
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DAFTAR BACAAN
No JUDUL SUMBER
1 Agenaa 2] Indonesia Kantor LH 1997
2 Agenaa Reformas: Sektor Kehutanan dan | Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Perkebunan Jaharta Jun:1 1998
3 Akta Kuahiti Alam Sekehling 1974 (akia LL Malaysia ILBS 1995
127)
4 Atlas Keaneharagaman Havat: di Kantor LH dan KONPHALINDO 1995
Indonesia
5 Biodiversitv and Development Consenving Biodnersity' National
Academy Press 1992
6 Biodiversity Pros[ecting Using Colorado Journal of International
Innovative Contractual Provisions to Environmental Law and policv Vol 3 No
Foster Ethnobotanical Knowledge 1 1994
Technology and Conservation
7 Biodiversity Conservation of wild genetic | The Earthscan reader 1n Sustainable
resources Robert Prescott Development 1995
8 Biological diversity conservatior and the | Environmental policy and Law paper
Law No 29 TUCN
9 Bumi W ahana Strategi menuju hehidupan | WALHI, WWF Gramedia Jakarta 1993
vang berkelanjutan
10 Butir-butir gagasan tentang Sebuah tanda mata 70 tahun Prof DR H
Penvelenggaraan Hukum dan Ateng Syafrudin S H PT Citra Aditva
Pemerintahan yang layah Bahu 1996
11 Conseryation outside reserves Australian Nature Conservation Agency
Annual Report 1994-95
12 Conservation Strategies 1n Indonesia Chnista Nooy Netherlands 1996
Prinsiples Policies and People
13 Conservation Protection of lie supprort Environmental Regulation In Indonesia
svstems Asia Papers No 3 1994
14 Conserving Biodiversity U S National Research Counci! National
Academy Press 1992
15 Dasar-dasar Hukum Kehutanan Salim HS,SH MS Sinar Grafika
Jakarta 1997
16 Decentralization and the Capacity to Issues and Ideas WRI
manage Biodiversity
17 Decentralization 1n Developing Countries | Papers The World Bank 1983
18 Developing Partnerships to Conserve the | Paper Workshop 21 Apnl 1998
Leuser Ecosystem
19 Elonomu Sumber dava alam dan Drs M Suparmoko M A PhD BPFE

linghungan (Edisi 2)

Yogvaharta 1997
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20 | European Conservatior strategy Council of Europe 1996

21 | GBHN 1998 Pabelan Javaharta 1998

22 Hasi! Penehinan W W F-IP/taman Nasional | Majalah Conservaton Ind vol 13 ™Mo ]
Kerinc Seblat WWF 1997

23 HPH dan Ekonomi Regional Kasus W ALHI Jakarta 1993
Kalimantan Timur

24 Hubungan pemernntah Pusat Daerah masa | Lembaga Peneliian Unair 1993
Orde Baru

25 Hukum kebutanan dan Pembangunan Bambang Pamuiardi S H RajaGratindo
Bidang kehutanan Persada Jakarta 1995

26 Indonesia Journal of Environmental Law | ICEL Jakarta 1997
Edituon II August 1997

2- Integrauprg conservation and Development | Conservation straiegies 1n Indones a

Februar 1996

28 Jurnal Huhum Linghungan Tahun IV ICEL Jakarta 1997
~No | September 1997

29 Kawasan Linaung Benarhah Terlidung Paper Dishusi InetPC Sulaiman N

Sembiring Bogor 18 Juni 1997

30 Keaneharagaman Hayati d1 Indonesia Kantor Menter1 LH 1994

31 Kemutraan Narsoanal Dalam Kantor Menter1 Negara Lingkungan Hidup
Pembangunan berkelanjutan Berwawasan | 1995
Linghungan (Hasil rakomas I Pengelolaan
Linghungan Hidup dan Pembangunan
berke'anjutan tahun 1994)

32 Kesiapan tenaga pelaksana pembangunan | Hasil Penelitian Badan penelitian dan
bidang hesejahteraan sosial dalam rangha | Pengembangan Sosial Departemen Sosial
kebyaksanaan desentralisasi dan otonomu | 1993
daerah di propinst SUMUT

33 Konservas: sumber Dava alam havatt dan | Hukum Perlindungan Linghungan
Ekosistemnva Koesnadi Hardjasoemantri UGN Press

34 Konservasi Tradisional dalam Majalah Conservation Ind Vol 11 No |
Pembangunan Konseryasi yang WWE 1997
berkelanjutan

35 Kumpulan Makalah seminar ICEL Jakarta 1996
Pengembangan hukum Lingkungan dalm
Konteks harmonisas: Deregulas: dan
desentraisasi

36 Laporan Lokaharya Forest Watch Telapak Indonesia dan WRI Bogor Juls
Indonesia 1998

37 Laporan Perkembangan Kajian Peraturan | Paper Program Penelitian dan
PerUU-an tentang Hak dan Akses Pengembangan Antropolog: Ekologi Ul
Masyarakat lokal pada sumber Daya 1995
Hutan

38 Legisiation for Implementation of the Country Report JTUCN April 199~

ASEAN Agreement on the Conservation

1 ¢
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of Nature and Narural Resources
39 MMelurushan Arah Pelestarian Charles Viktor Barber Surava Afiff Agus
Keaneharagaman Hayau dan Purnomo Y avasan Obor Inaonesia Jaharta
Pembangunan di Indonesia 1997
40 \engelola Lahan Kehutanan Inconesia Porhas Sagala Yavasan Obor Indonesia
1994

41 Venuju Kelestarian Hutan Hansjurg Stemnlin Yavasan Obor
Indonesia 1988

42 Mining Legal Notes and Maternals Prof MarvicM V F Leonen esq and
Francelyn G Begonia Philippines 1997

43 Otonomu dan Pembangunan Daerah suatu | Kumpulan Paper seminar Desentralisas;
unjauan dan segi hemampuan pendapatn | dan Pembangunan Daerah Jum 1997
Daerah

{44 Peleswarian Keragaman Havan dar Fungs: | Konrad Adenauer Foundauion 1996
[ Taman Nasional

45 Pemulihan sumber dava Hutan oleh Elonesia Ul no 4 Jum 1996
Nasyarahat setempat  strategi Wanatani
a1 Sumatera

16 Penemuan Huhum Adat C van Vollenhoven Djambatan 1987

47 Penerapan Asas tunggal pembantuan Drs Ismail Husin Pidato Wisuda ITP 1986
untuk mendorong Desentralisas:

Pemerintahan

18 Peran Serta Masvarahat dalam pelestarian | WALHI Jakarta 1994
Hutan

49 Peran Serta Masyarakat dalam Arimbi HP SH LLM
Pengelolaan Lingkungan Mas Achmad Santosa S H LILM

50 Popular Partisipation 1n Decision Making | Paper, Departement of economic and social
for development affairs UN 1975

51 Preserving our World Warner Troyer Canada 1990

52 Public Partisipauon n EIA An Environmental Monitoring Manual

vol 2

33 Public Partisipation 1n Environmental Environmental Impact Assessment in
Management Indonesia M W A Scheffer

54 Rencana Pengelolaan Pengembangan dan | Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian
Konservas: Alam Terpadu di Flores dan Alam Departemen Kehutanan, Jakarta 1995
Siberut (volume I)

55 Renvana Pengelolaan Pengembangan dan | Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian
Konservas: Alam Terpadu Taman Alam Departemen Kehutanan, Jakarta 1995
Nasional Siberut (volume II)

56 Sanks: dan Hukum Pencemaran Kloang Klede Jaya Jakarta 1992
Lingkungan Hidup

57 Saresehan ahses masyarakat lokal pada Biro Hukum Sekjen DepHut 1995
sumber daya hutan dalam penerapan
PerUU-an

58 Stausuh Kehutanan Indonesia 1993/1994 | Biro Perencanaan Departemen hehutanan
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Jakarta 1995
59 Statisuh Kenutanan Indonesia 1994/1995 | Biro Perencanaan Departemen kehutanan
Jakarta 1996
60 Stat suk Linghungan Hidup Indonesiu Biro Pusat Statisuh Jakarta 1995
1994
61 ( Studi kasus (Desain dan Metode) Prof DR Ropert K Yin PT RajaGrafindo
Persada Jakarta 1997
62 i Taman nasional Bunahen Sulawes: Ltara | Kanwil Departemen Kehutanan Sulut Suo-
data Proveks: dan Analisis (Buku ID Balai Konservas: Sumberdaya Alam Apnl
1994
63 Taman Nasional Bunaken Sulawes: Ltara | Kanwil Departemen Kehutanan Sulut Sub-
Rencana pengelolaan (Buku I) Balai Konservas: Sumberdaya Alam April
1994
64 Taman Nasional Bunahen Sulawesy Uaara | Kanwil Departemen kehutanan Sulut Sub-
Rencana Tapak (Buhu IID) Balar Konservas: Sumberdaya Alam Apnl
1994
65 Tentang hegiatan Pertambangan di Report ICEL 1998 (akan diterbithan)
Kawasan hutan Taman Nasional Lorentz
Irian Java
66 The Evoluuon of Environmentalism Environmentalism and the Future of
progressive politics, Robert C
Paehlke 1989
67 The Historv of land and resource Planning | Land and resource Planning in The
in the Nauonal Forests Nationa! Forests Charles F Wilkinson and
H Michael Anderson Island Press
Washington D C 1987
68 The Importance of Environmental Justice | Environmental Justice Peter S wenz 1988
69 Towards parcipatory conservation in India | People and Protected Areas Ashish
Kothari Neena Singh Saloni Suri Sage
Publications New Delh1 1996
70 LUpava Peninghatan Peran Serta Pengaduan Masyarahat dan penvelesaian
Masvarahat dalam pengelolaan Sengheta lingkungan ICEL
Linghungan Melalui sistem Pengelolaan
Pengaduan dan penyelesaian sengheta
linghungan
71 Upava penyamaan Persepst Kesadaran Editor Egg: Sudjana dan Latiet Burhan
dan Pentaatan terhadap pencegahan CIDES 1996
masalah lingkungan hidup
72 W here have all the flowers gone World conservation 2/98
73 Zaman Baru Kehutanan Indonesia FKKM Fak Kehutanan UGM Ford

Foundaton 1998

{7
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SEBARAN KAWASAN KONSLRVASI
DATA STATISTIK KFHUIANAN 1LAHUN 1996-1997

KAWASAN KONSLRVASI DARATAN
CAGAR ALAM SUAKA TAMAN WISATA TAMAN BURU JTUMI AL
MARGASATWA
No Propins UNI LUAS UNTI11 LUAS UNII I UAS UNITI FUAS UNILI LUAS
(Hv) (Hv) (H ) (i) (1Y
{ 2 3 4 3 6 7 8 D) 100 11 12
1 DI Acch 2 8 30000 ] 80 000 00 3 88 300 00
2 Sum et Utua 8 12373 00 4 8555200 3 1038 75 | 815000 16 10V 313 75
3 SumitcriBu o 5 31132520 3 61000 g 19135 20
4 Riw 3 1 10000 2 145 000 00 1 206567 | 16 000 00 7 164 165 62
5 Junbs 3 6579 80 3 06575 80
6 Benghkulu 7 1 780 51 2 14 61200 2 25 300 00 ] 41 692 51
7 Sumiter v Selitn ! 100 7 295 657 00 ! 5000 9 295 708 00
8 Lampung 1 17333000 1 1333000
9 DKL kuty 4 64 40 4 6140
10 { JwaBarat 30 50414 00 2 13527 50 16 1578 21 1 1242070 49 091041
1E{ Jwa Tengah 25 3109 10 S 75390 it 127300
12 | DI Yogy ik utt 3 69 92 2 132 10 5 20002
13 hw Limue 16 11 000 80 2 17976 60 3 2 6773 50 21 31 65090
14 Bl | 1762 %0 2 14 509 00 k) 16271480
I5 | Nusy lengguaBun l 51350 4 101100 2 52 25000 7 55 83150
16§ Nusy Tengguy Do 5 29 384 00 4 8 060 00 4 1271510 3 1106200 16 94251 10
17 | Khihmmtn Bu o 3 5 708 00 | 180000 Q0 2 83500 0 186 54300
18 | Kalimwtm Fengah 2 826100 2 253300 q 10794 00
19 | Kalimantin Seldn 4 67 23000 ] 6 000 00 2 1 56000 7 74 790 00
20 | Krlumwtw Tonu 3 114 400 00 I 280 00 ! 61 850 00 5 17653000
21 Subwest Ut 7 61 505 50 1 6 500 00 2 1 25000 ! 2140000 1 90655 50
22 | Subwwest fengah 2 229 21600 4 593800 1 250 00 7 235434 00
23 Sul twest Sclhmn 6 97 880 00 3 9 3190 00 9 105 408 00 | 4 61000 19 217 288 00
24 Sul twest Tenggun 2 509 00 4 126 350 00 2 5 70000 Y 132 559 00
25 | Mluku 10 223 63200 3 1100000 [ 13116 11 238 3006 16
127
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26 Iiran Jay 12 136771200 4 2 487 390 00 6 1429812 22 3 86Y 100 12
27 | Timor T 4 58 359 24 3 16 000 00 | 1 000 00 h 78 359 21
Jumi th 170 21377 486 77 46 1417 621,10 75 286 730,76 13 234 392 70 3 6 623N
sumbur - Duckton i Jendend Palindung w Hutw don Palestunm Al
ST BARAN KAWASAN KONSE RVASTE
(I wnput )
KAWASAN KONSI RVASTT AUL 1
CAGAR Al AM SUAKA IAMAN WISATA LANAN NASIONAL JUML AT
MARGASATWA
No Propmnst UNI1 1 UAS UINII I UAS UNII [ UAS UNII FUAS UNIH T UAS
(1) (Hy) (H1) (Hy (1)
| 2 13 11 15 16 17 15 19 20 21 22

| DU Acch 2 231 100 00 2 P00 00

2 Sumrater v Uty

3 Sumtcri Bu

4 Riw

5 Junbi

6 Benghulu

7 Sumer t Schitin

8 I wmpung, 2 32 500 00

9 DKI Ik uta 1 FOR 000 00 ! 108 000 00
10 | hwiBuu 3 1413138 3 P11y 3s
11 Jwoa Tangah | THE 62500 ] 11162500
12 1 DEFYogyihuna

13 ) Jaw himwr

14 ] Bah

s Nust fengguirBaoan 2 895400 2 5 954 00
16 | Nust Tenggun i 2 1 00000 3 118 450 00 5 119 150 00

128
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17 Kaltimantwn B ot I 77 000 00 | 77 000 00
18 | Kalummtin Fengah
19 Kaltmantw Schitin
20 Kalimntm [y I 22000 i 280 00 2 500 00
21 Sulvwest Ut | 89 005 00 | R9 065 00
22 | Sulwest Tengah
23 Subiwest Sela I 50 000 00 1 530 765 00 2 Sh{) 765 00
24 | Sulwest Tenggun 0 000
25 Mluku 2 116 50000 3 4 998 00 5 121098 00
26 Irnn Jaya ? 05 000 00 I 1873 000 00 | 1 457 500 00 { 1701 50000
27 Tiumor Limut

Jumhih 3 227 713,35 5 606 220,00 13 596 682,00 5 2 292 955,00 31 Y 183570 3%

sumber  Ducktor i Jonden il Parlmdung e Hut i din Pelesturw Al un
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Daftar Undang-undang

No Nomor Peraturan | Tentang

1 UL No 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pohok-pohok Agraria

2 LT No 44 prp Tahun 1960 | Pertambangan Minvak dan Gas Bumu

3 UL No ! Tahun 1967 Penanaman Modal Asing

4 UU No 5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

5 LU No 11 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokol Pertambangan

6 LU No 6 Tahun 1968 Penanaman Moaal dalam Negern

7 LU No 11 Tahun 1970 Perubahan dan Tambahan Undang-undang o |
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

8 UU No 1 Tahun 1973 Landas Konunen Indonesia

9 UL “No 5 Tahun 1974 Polok-pokok Pemerintahan di Daerah

10 UU No 11 Tahun 1974 Pengairan

11 UU No 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa

12 UU No 9 Tahun 1985 Perihanan

13 UU No 5 Tahun 1984 Perindustrian

14 UU No 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Dava Alam havat: dan
Elosistemnya

15 UU No 9 Tahun 1990 Kepaniwisataan

16 UU No 4 Tahun 1992 Perumahan dan Pemukiman

17 UU No 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman

18 UU No 16 Tahun 1992 Karantina Hewan Ikan dap Tumbuhan

19 UU No 24 Tahun 1992 Penataan Ruang

20 UU No 5 Tahun 1994 Pengesahan United Nanons Convention on
Biological Dwver siry (Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa mengenai Keaneharagaman Hayati)

21 UU No 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian

22 UU No 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daftar Peraturan Pemerintah

23 PP No 22 Tahun 1967 Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil
Hutan

24 PP No 32 Tahun 1969 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan

25 PP No 21 Tahun 1970 Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan
Hasil Hutan

26 PP No 33 Tahun 1970 Perencanaan Hutan

o



27 PP No 42 Tahun 1973 Penyelenggaraan Transmigrasi

28 PP No 17 Tahun 1974 Pengawasan Pelakhsanaan Eksploras: dan
Eksplortas: Minvak dan Gas Bumu di Daerah Lepas
Pantai

29 PP No 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air

30 PP No 23 Tahun 1982 Ingas:

31 PP No 15 Tahun 1984 Pengelolaan Sumber Dava Alam Hayati di Zona
Elonomu Eksklusif Indonesia

32 | PP No 28 Tahun 1985 Perlindungan Hutan

33 | PP No 7 Tahun 1990 Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industn

34 PP ~No 15 Tahun 1990 Usaha Perikanan

35 PP ™o 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air

36 PP No 27 Tahun 1991 Rawa

37 PP No 35 Tahun 1991 Sungal

38 PP No 13 Tahun 1994 Perburuan Satwa Buru

39 PP ™o 18 Tahun 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona
Pemanfaatan Taman Nasional Taman Hutan Rava
dan Taman Wisata Alam

40 PP No 69 Tahun 1996 Peran Serta Masvarakat Dalam Penataan Ruang

41 PP No 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

42 PP No 62 Tahun 1998 Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di
Bidang Kehutanan kepada Daerah

43 PP ™o 68 Tahun 1998 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam

Daftar Keputusan Presiden

44 Keppres o 66 Tahun 1971 | Peninghatan Prasarana Pengusahaan Hutan

45 Keppres o 44 Tahun 1974 | Pokok-pohok Organisas: Departemen

46 Keppres ™o 20 Tahun 1975 | Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak
Pengusahaan hutan

47 Keppres o 85 Tahun 1982 | Penggunaan pukat Udang

48 Keppres ™o 3 Tahun 1985 | Pembangunan Taman Wisata Curug dago sebagai
Taman Hutan Raya Ir H Djuanda

49 Keppres o 77 Tahun 1985 | Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran
Hasi] Hutan

50 Keppres ~o 23 Tahun 1990 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

51 Keppres “o 25 Tahun 1990 | Perubahan Keputusan Presiden No 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisas: Departemen
sebagaimana telah beberapa kali Diubah Terakhir
dengan Keputusan presiden No 4 Tahun 1990

52 Keppres No 29 Tahun 1990 | Dana Rebossasi

53 Keppres No 30 Tahun 1990 | Pengenaan pemungutan dan Pembagian Iuran

Hasil Hutan
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54 Keppres No 32 Tahun 1990 | Pengelolaan Kawasan Lindung

55 Keppres Vo 29 Tahun 1991 | Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun
1990 tentang Pengenaan Pemungutan dan
Pembagian luran hasil Hutan

56 Keppres No 29 Tahun 1992 | Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijivo
sebagai Taman Hutan Raya

57 Keppres No 4 Tahun 1993 Satw a dan Bunga Nasional

58 Keppres No 40 Tahun 1993 | Perubahan Keputusan Presiden No 29 Tahun 1990
tentang Dana Reboisas: sebagaimana telah Diubah
dengan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1991

59 Keppres No 41 Tahun 1992 | Perubahan Keputusan Presiden No 30 Tahun 1990
tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian
Iuran Hasil Hutan sebagaimand telah Diubah
dengan Keputusan Presiden “o 29 Tahun 1991

60 Keppres No 66 Tahun 1993 | Pembentukan dana bantuan Presiden Eks Dana
Reboisasi

61 Keppres No 25 Tahun 1994 | Koordinas: Penvelenggaraan Transmigras: dan
Pemuliman Perambah Hutan

62 Keppres No 77 Tahun 1994 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

63 Keppres No 80 Tahun 1996 | Pembagian Kelompoh Hutan Sisinemi-Sanam
sebagar taman hutan rava Prof Ir Herman
Johannes

64 Keppres No 33 Tahun 1998 | Pengelolaan kawasan ekosistem Leuser

65 Keppres No 192 Tahun Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61

1998

Tahun 1998 tentang Keduduhan Tugas, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 144
Tahun 1998

Instruksi Presiden

66

Inpres No 1 Tahun 1976

Sinkromisas: Pelaksanaan tugas Bidang heagrariaan
dengan bidang Kehutanan Pertambangan
transnugrasi dan Pekerjaan umum

Keputusan Menter:

67 SK Mentan Larangan Pengeluaran beberapa Jenis Hasil
No 214/Kpts/Un/1/1973 Perikanan dar: Wilayah Republik Indonesia ke
Luar Neger
68 SK Mentan Ketentuan Lebar Mata Jaring Purse Seine untuh

No 123/Kpts/Um/3/1975

Penanghapan hanihan Kembung Lavang
Selar Lemuru dan Ikan-ihan Pelagis Sejenisnva

»



69 Kep Mentan Pedoman Umum Perubahan Batas Kawasan Hutan
No 178/Kpts/Lim/4/1975
70 SK Ventan Jalur-jalur Penanghapan Ihan
No 607/Kpts/Um/9/1976
71 SK Mentan Penetapan Jalur Penanghapan bagi Kapal-hapal
No 608/Kpts/Um/9/1976 mulih Perusahaan-perusahaan Pe-ihanan \egara
72 SK Mentan Daerah Penanghapan Kapal Trawl Dasar
No 609/Kpts/Um/9/1976
73 SK Mentan Pembatasan Daerah Penaghdpan Ikan bag: Usaha-
No 69-+/Kpts/Unm/9/1980 usaha Perihanan yang menggunakan Jaring Trawl
74 SK Mentan Penetapan Jumlah Kapal Trawl d: Daerah Tinghat
No 542/Kpts/Lm/6/1981 I di Luar Jawa Bali dan Surraterd
75 SK Mentan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republih
No 930/Kpts/Um/12/1982 Indonesia Nomor 85 Tahun 1982
76 Kep Menhut Organisas: dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
No 20/Kpts-1I/1983
77 kep Menhut Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilavah
No 34/Kpts-11/1983 Departemen Kehutanan di Propinsi
78 SK Mentamben Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha
No 217/Kpts/M/Pertamben/ | Pertambangan Bahan Galian C vang terletak di
1983 Lepas Pantai
79 Kkep Menhut Organisas: dan Tata Kerja Taman Nasional
No 096/Kpts-/1984
80 SK Mentan Penetapan Jumlah Penanghapan vang
No 473a/Kpts/IK 250/6/198 | Diperbolehkan di Zona Ehonom: Eksklus:if
5 Indonesia
81 SK Mentan Penetapan Tempat Melapor bag: Kapal Perikanan
No 476/Kpts/IK 120/7/1985 | vang hendak Mendapat Izin Penanghapan Ikan di
Zona Ehonomu Eksklusif Indonesia
82 Sk Mentan Pungutan Perikanan yang Dikenakan kepada Orang
No 477/Kpts/IK 120/7/1985 | atau Badan Hukum Asing yang Melakhukan
Penagkapan Ikan di Zona Ekonomi Ekshlusif
Indonesia
83 Kep Menhut Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainnya
No 194/Kpts- 1I/1986
84 Kep Menhut Usaha-usaha untuk Mencegah dan Membatas:
No 280/Kpts-II/1986 Kerusahan Hutan dan Hasil Hutan vang Disebakan
Dava Alam Hama dan Penvakit
85 Kep Menhut Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan

No 353/Kpts-11/1986

Pohon dar1 Mata Air Tep: Jurang Waduh/Danau
Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan
Hutan Cadangan dan Hutan Lainnva

-
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86 Kep Mentan Perizinan Usaha di Bidang Penanghapan Ikan di
No 277/Kpts/IK 120/5/1987 | Peraran Indonesia dan ZEE Indonesia
87 Kep Menhut Sanks: atas Pelanggaran di Bidang Eksploitas:
\o 493/Kpts-1I/1989 Hutan
88 Kep Menhut Tata Cara Pengenaa Sanks: Pelanggaran di Bidang
o 194/Kpts-1I/1989 Eksploitas: Hutan dan Pencabutan HPH
89 Kep Menhut Penugasan hepada Direhtur Jenderal Perlindungan
o 77/Kpts-1/1990 Hutan dan Pelestarian Alam dan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi
Memberihan Ijin Survey Bahan Galian Tambang di
dalam Kawasan Hutan
90 Kep Menhut Pedoman Pengukuhan Hutan
o 399/Kpts-I1/1990
91 SK Mentan Penizinan Usaha Perihanan
No 815/Kpts/IK 120/11/90
92 Kep Menhut Perubahan Keputusan Menter1 hehutanan Nomeor
No 241/Kpts-11/1991 494/Kpts/Um/2/1989 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanks: Pelanggaran d) Bidang Eksploias: Hutan
dan Pencabutan HPH
93 kep Menhut Tata Cara Pengenaan Permungutan Penvetoran
No 613/Kpts-TV/]1992 Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi
94 Kep Menhut Tata Cara Pengenaan Pemungutan, Penvetoran
No 614/Kpts-Iv/1992 dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
95 Kep Menhut Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak
No 684/Kpts-11/1992 Pengusahaan Hutan Tanaman Industr
96 Kep Menhut Sistem Perencanaan Kehutanan
No 830/Kpts-11/1992
97 Kep Menhut Perubahan Bab III Pasal 10 Keputusan Menten
No 1049/Kpts-11/1992 Kehutanan Nomor 096/Kpts-1I/1984 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional
98 Kep Menhut Ketentuan dan Tatacara Penyaluran Dana
No 100/KPTS-1I/1993 Reboisas: dalam rangha Penyertaan Modal
Pemernntah dan Pinjaman untuk Pembangunan
Hutan Tanaman Industr: pada Perusahaan
Patungan
99 Kep Menhut Susunan Organisas: dan Tata Kerja Proyek
No 124/KPTS-1/1993 Inventarisas: Hutan Nasional
100 Kep Menhut Ketentuan Pemungutan hasil Hutan oleh
No 251/KPTS-1I/1993 masyarakat Hukum Adat atau Anggotanya di
dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan
101 Kep Menhut Kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Produks:
No 252/KPTS-11/1993 Alam Indones:a secara Lestar;
102 | Kep Menhut Tata Cara Pengenaan Pemungutan Penyetoran dan

No 271/KPTS-1V/1993

Pembagian Juran Hasil Hutan

d
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103 | Kkep Menhut Tata Cara Pengenaan Pemungutan Penvetoran
N0 272/KPTS-IV/1993 Penvimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi
104 | Kep Menhut Penetapan Industrn Pengolahan Kavu Hulu vang
No 276/KPTS-IV/1993 Melahukan Penyetoran Dana Reboisas: dan Iuran
Hasil Hutan dengan Cara Pemotongan Hasil
Ekspor melalu: Bank Devisa
105 | SK MVentan Program Intensirthas: Tambak
No +01/Kpts/RC 220/6/93
106 | Kep Menhut Perubahan Keputusan Menter: Kehutanan “omor
o 411/KPTS-11/1993 124/Kpts-1I/1993 tanggal 27 Pebruar: 1993 tentang
Susunan organisas: dan Tata Kerja Provek
Inventanisast Hutan Nasional
107 | Kep Menhut Pedoman Perlindungan Hutan di Areal
No 523/KPTS-1/1993 Pengusahaan Hutan
108 | kep Menhut Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan
No 328/KPTS-1I/1993 Tanaman Industri (HPHTI) untuk Memasang
Jaringan Tiuk Pasu Global Positioning System
(GPS)
109 | Kep Menhut Kerjasama Operas: atau Kontrah Manajemen pada
No 606/KPTS-1I/1993 Perum Perhutani
110 | Kep Menhut Penambahan Pasal 2 (Baru)Keputusan Menter:
No 725/KPTS-11/1993 Kehutanan No 3527/KPTS-II/93 Tanggal 18
September 1993 tentang Penvaluran Dana
Reboisas: dalam Rangha Pevertaan modal
Pemerintah dan Pinjaman untuk Pembangunan
Hutan Tanaman Industr untuk selama Satu Tahun
vang telah Diubah dengan Keputusan Menter
Kehutanan Nomor 609/KPTS-I/93 Tanggal 11
Oltober 1993
IR Kep Menhut Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
No 55/hpts-1I/ 1994
112 | Kep Menhut Pedoman Penataan Batas Fungs: Hutan
No 57/KPTS-11/1994
113 | kep Menhut Pembentukan Tim Inventarisas: personil Sarana
No 87/kpts-1I/1994 dan Penunjang dalam Rangha Pembentukan Dinas
Perhutanan dan konservas: Tanah pada pemerintah
Daerah Tingkat II
114 | Kep Mentan Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse

No 375/Kpis/IK 250/5/95

Kep Menhut
No 467/KPTS-1/1995

Perubahan Fungs: dan Penunjukan Cagar Alam
Bentuang Karimun vang terletah di Kabupaten
Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Barat Seluas LK 800 000
(Delapan Ratus) Hekhtar menjad: Taman Nasional
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dengan Nama Taman Nasional Bentuang Karimun

!
116 i kep Mentan

. Mo 509/Kpts/Ik. 120/7/199%

Pedoman Kerutraan Usaha Perihanan dengan Pola
Perusahaan Inu Rakyat (PIR)

117

Kep Menhut
o -1/KPTS-1I/1996

Perubahan Pasal 16 Keputusan Menten: Kehutanan
Nomor 55/KPTS-II/1994 tentang Pedoman Pinjam
Paka; Kawasan Hutan

118

Kep Menhub
No KM 46 Tahun 1996

Sertifikasi Kelailautan Kapal Penanghapan IThan

119

Kep Men LH
No KEP45/MENLH/
11/1996

Program Panta: Lestar

120 | kep Menhut Perubahan Keputusan Menter; Pertanian Nomor
o 38/KPTS 171996 54/Kpts/Um/2/1972 JO Keputusan Menten
Kehutanan Nomor 261/KPTS-IV/90 tentang
Pohon-pohon dalam Kawasan Hutan vang
Dilindung:
121 | Kep Menhut Penyempurnaan Bab Il Lampiran Keputusan
No 89/KPTS-1I/1996 Menter: Kehutanan Nomor 64/KPTS-IV/94
tentang Pedoman Penelitian dan Pemeriksaan (Post
Audit) Dana Reboisas1 (DR) dan Iuran Hasil Hutan
(IHH)
122 | Kep Menhut Pembentukan Tim Peneliuan dan pemernksaan
o 90/KPTS-I1/1996 9TPP) Dana Reboisas: dan Iuran Hasi! Hutan
(IHH) Departemen Kehutanan
123 | Kep Menhut Mekanisme Penilaian Hasil Stud Analisis
No 187/KPTS-I/1996 mengenal Dampak Linghungan Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industr:
124 | Kep Menhut Perubahan Keputusan Menter: Kehutanan Nomor
No 250/Kpts-II/1996 418/KPTS-1I/1993 tentang Penetapan Tambahan
Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk
Pengembagan Usaha Pertanian
125 | Kep Menhut Ujicoba dan Alih IPTEK Pedoman Surve:r Sosial-
No 363/KPTS I/1996 Ehonomi Kehutanan Indonesia (PSSEKI)
126 | Kep Menhut Tata cara Permohonan Pemberian dan Pencabutan
No 446/KPTS-11/1996 Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
127 | Kep Menhut Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan
No 447/KPTS-II/1996 Paniwisata Alam
128 | Kep Mentan Pengadaan Kapal Perikanan dan Penghapusan
No 508/KPTS/PL 810/ Sistemn Sewa Kapal Perikanan Berbendera Asing
7/1996
129 | Kep Menhut Tata cara Permohonan Pemberian dan Pencabutan
No 591/KPTS-1I/1996 Izin Pengusahaan Taman Buru
130 | Kep Menhut Tata Cara Permohonan Pemberian dan Pencabutan

No 592/KPTS-1I/1996

Izin Pengusahaan Kebun Buru

El
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Kep Mennut
No 5393/KPTS-11/1996

Lokas Buru di Areal Buru

132 | Keo MVenhut Pengawasar Pemburan Sarwa Buru
No 616/KPTS-II/1996
133 | Kep Menhut Perubahan Keputusan Menter kehutanan ~Nomor
No 634/KPTS-II/1996 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan
Hutan
134 | kep Mentan Pembentuhan Tim Pembina Pengendali Pengadaan
o 646/Kpts/KP 150/7/96 Kapal Perikanan
135 | kep Mentan Penggunaan Kapal Perikanan Berbenaera Asing
No 957/KPTS/IK 120/12/19 | dengan Cara Sewa untuk Venanghap Than di Zona
96 Elonomi Ekshlusif Indonesia
136 ep Mentan Pedoman Pembinaan kelompok Tani Nelavan
o 93/KPTS/OT 210/
31997
137 | Kep Menhut Pembinaan masvarakat Desa Hutan Oleh
No 523/KPTS-I/1997 Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang
Halk Pengusahaan Hutan Tanaman Industr
138 | Kep Menhut Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan

No 47/KPTS-11/1998

Produks: Terbatas Seluas + 29 000 (Duapuluh
Sembilan Ribu) Hehtar di Kelompok Hutan
Pesisir di Kabupaten Dau II Lampung Brat
Propinst Dati I Lampung vang telah Meupakan
repong Damar dan Diusahakan oleh Masvarakat
Hukum Adat sebagai Kawasan dengan Tujuan
Istimewa

Peraturan Menteri

139

Permendagr:i No 9 Tahun
1998

[ Tata Cara Peran Serta Masvarahat Dalam Proses
i Perencanaan Tata Ruang di Daerah

Keputusan Bersama

140 | SKB Mendagn & Instans1 Pengelola sumber Alam dan Linghungan
Menneg PPLH Hidup di Daerah
No 23 Tahun 1979
---No KEP-
002/MNPPLH/2/1979
141 | KB mentamben Mendagri | Penggunaan sarana pertambangan dan energi dan

& menhut
No504/kpts-1I/1988---
47 tahun 1988

Sarana Kehutanan

5o
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142 | KB Mentamben & Menhut | Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha
o 969 K/05/™M PE/1989--- | Pertambangan dan Energ: dalam Kaw asan Hutan
-29/Kpts-11/1989

143 | KB Mentrans & Menhut Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan untuk
o SKB 80/Men/1990--- Pemukiman Transmigras:
375/Kpts-1/1990

144 | KB Menhut Mentan & Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan
Kz BPN No 364/Kpts-I/90- | Pemberian Hah Guna Usaha untuk Pengembangan
-- Usaha Pertanian
519/Kpts/HK 050/7/90---
23-\JI1-1990

145 | KB Mentamben & Menhut | Pembentuhan Team hoordinas: Tetap Departemen

| No 1101K/702/M PE/1991 | Pertambangan dan energ: dan Departemen
---=36/Kpts-1/1991 Kehutanan dan Perubahan Tatacara Pengajuan Izin
Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan
Hutan

146 | KB Menhut Mendagn & Penanganan Perambah Hutan dan Perladangan
MentransPPH Berpindah
o 480/Kpts-1I/1993---
74 tahun 1993---
SKB 69/MEN/1993

147 | KB Mendagn & Menhut Penvelenggaraan Dinas Perhutanan dan Konser asi

No 52 tahun 1994---
No 230/KPTS-1/1994

Tanah Daerah Tinghat I

Instruksi Menter:

148

Ins Mendagn No 3 Tahun
1997

Koordinasi perencanaan dan Pembangunan
Kawasan Lindung dan Wilayah Sehitarnva

Keputusan Dirjend

149 | SK Dinjend PHH Pedoman Pengusahaan Hutan Tanaman Rotan
No 28/Kpts/TV-PHH/
1991

150 | SK Dirjend Perikanan Tata Cara Pengadaan Kapal Perikanan dan Kapal

No IK 340/Dj 11052/96

Penganghut Bhan Dalam dan atau Luar Negen

151

Kep Dirjend Inventarisasi
Tata Guna Hutan dan Kebun
1 No 82/Kpts/VII-1/1998

Petunjuk Tehms Pelaksanaan Pengukuhan Hutan
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Surat
| 152 SE Jahsa Agung | Petunjuk Penarganan Operas: Yustist Team L
' No SE 002/] 4/9/ Koordinas: Pengamanan Hutan f
1 1991 ’
153 : Surat Dirjend Hut Kebijahsanaan Tukar Vienusar Tanah Kawasan
'No 1676/DJ/1976 Hutan
154 SE MVen Agrana/Ka BPN Permohonan Hak atas Tanah vang Seluruhnya

| No 300-1698 Tahun 1997
|
|
0

Merupahan Pulau atau yang Berbatasan dengan
Panta: Menhut

SV, S

Peraturan Daerah

155 { SK Gub DKI Jakarta Peraturan Penanghapan Ihan dan Hasil Laut
| Mo Ib 3/1/16/1969 lamnnva di Laut/Perairan dalam Wilavah Daerah i
i Khusus Ibu Kota Jakarta \
156 | Sk Gub DKI jakarta Larangan Penanghapan Ikan dengan ‘
f No Ea 6/1/36/1970 Mempergunakan Alat Bagan di Lautan/Perairan
‘ dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
157 1 SK Gub DKI Jakarta Penutupan Perairan di Sekeliling Taman-taman
+ No Ca 19/1/44/1970 Karang d1 Gugusan Kepulauan Seribu untuh
| | Penagkapan Ikan oleh Nelayan-nelavan sebagai
: Mata Pencahanan (Profestonal)
158 | Perda Pengadaan/Pengusaha Tambak
o 4 tahun 1973
159 | Kep Gub Sulsel ’ Perizinan dan Retribus: Usaha Perihanan
| No 732/V1/1989 |
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01/LN/PP6Z 98/VIIL/98/ICEL

Analisis Huhum

Terhadap
Peraturan Pemerintah Republik Ihdonesia ™omor 62 Tahun 1998 tentang
Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di bidang Kehutanan Kepada Daerah

Pengantar

PP 62/1998 tentang Penverahan Sebagian Urusan Pemerintahan D1 Bidang
Kehutanan Kepada Daerah (PP 62/98) telah diundangkan pada targgal 23 Jun: 1998
vang ditandatang: oleh Presiden Habibie Dengan demihian Peraturan Pemeritah 1ni telah
resmu oerlaku

PP di atas menarnih untuk dikaj: secara mendalam harena PP im merupakan produk
hebnjahan terbaru vang berhaitan dengan Penverahan Urusan Pada Pemerintah Daerah
baih berupa desentralisas: otonomu tugas pembantuan dan bentuk-bentuk lainnva
khususnya di bidang hehutanan

Dishursus mengenar penguatan pemerintahan daerah sebenarnya berlangsung sudah
cuhup lama karena banvak kritih terhadap parron pemerintahan selama in1 vang
cenderung sentralisuk atau terpusat Pola pemernntahan yang demikian ternvata
menvebabhan munculnya banvah persoalan baik menyanghut birokrasi pembiavaan
maupur pemanfaatan hasil sumber dava Pemanfaatan sumber daya alam lebih
menguntunghan pengusaha-pengusaha besar yang di sis1 lain tidah memberihan manfaat
keuntungan vang signifikan bag: pemerintah daerah dan masyarakatnva Dalam haitannva
dengan perijjinan a sektor sumber dava kehutanan contoh nvata terlihat bahwa dalam
pengusahaan hutan 1jin harus dimuntahan ke pusat Demikian juga mengena: pengelolaan
hutan secara umum selama i1 masih sangat terpusat

Dengan demikian keluarnya PP 62/1998 tentunva diharapkan menjad: jembatan terhadap
persoalan kesenjangan pembangunan khususnya pertumbuhan ehonomu antara pusat dan
daerah Untuk 1tulabh Peraturan Pemernntah 1m1, dan tentunya setiap peraturan lainnva
harus selalu dikritisi secara terbuha vang sebenarnva akan jauh lebih baik jiha dilahukan
sebelum diundangkan (draft)
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4 Tentang Mengingat
Terdapat 9 (sembilan) peraturan termasuk LUD 1945 vang dyadihan sebaga: honsideran
(perumbangan) “Namun terdapat beberapa undang-undang vang mesunva sangat relevan
untuk 1uga dijadihan sebagar pertimbangan tetap: tidak dicantumhan diantaranva yaitu
! LU Pohokh Agrarta 1960 karena UUPA juge berhaitan aengan sumber dava hutan vang
tercermun dan pasal | avat 12) vang memebuthan seluruh pumui air dan ruang anghasn
termasuk kehavaan alam vang terhandung di dalamnva sebaga:; harunia Tuban Yang Maha
Esa dan merupakan Kehavaan Nasional Disamping it UUPA juga mengatur mengenar hak
2 a tanah (termasuk hutan)

(8]

LL “o 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) UUPR melipuu perencanaan
pemanfaatan dan pengendalian ruang daratan lautan dan udara Pada pasal 7 secara jelas
disebuthan bahwa  Penaraan ruang berdasarkan fungs: utama hawasan meliputt hawasan
Iindung dan kawasan bud dave Daiam UUPR banvak sekali hal hal vang diatur dan sangat
terhait dengan PP 62/9%

° LU ~Neo 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Linghungan Hidup (UULH) UULH
mensebuthan bahwa linghungan hidup adalah hesatuan ruang dengan semua benda dava
keadaan dan makhluk nidup termasuk manusia dan perilahunva vang mempengaruht
}elangsungan perihehidupan dan kesejahteraar manusia Pada pasal 13 avat (1) secara defimuf

disebuthan bahwa Dalam rangka pelaksanaan linghungan midup pemerintan dapat
menverahkan sebahagian urusan hepada pemerintahan daerah menjadi urusan rumah
langganvya

Kenapa beberapa UU di atas harus dicantumhan harena PP sesuai dengan hierarki
perundang undangan berada di bawah UU sehingga apabila suaru PP (atau peraturan
vang lebih rendah) vang mengatur tentang sesuaru hal dibuar maha haruslah juga
mencantumhan peraturan lainnva vang lebih nngg: (UU ) vang terkair sebagar acuan

B Batang Tubuh
21 Tentang Ketentuan Umum (KU)------- Bab I
Pasal 1
! KU memuat tentang pengertian 5 (lima) hal Pertanyaan pertama vang perlu
dimunculhan adalah apakah hanya 5 hal tersebut yang perlu diyjabarkan ataukah
Jjuga terdapat hal-hal lain vang perlu di definisikan sepert bidang kehutanan 2

19

Poin 1 pada Pasal 1 mencantumkan bahwa definisi mengenar Pemerintahan pusat
pemerintahan daerah Daerah otonom Penverahan Urusan adalah sebagaimana
vang dimaksud di dalam UU Pokokh Pemerintahan Daerah Kendatpun udak
bertentangan dengan hetentuan pembuatan undang-undang, mestinya definisi
tersebut harus dimuat karena pencantuman definisi secara lengkap adalah sebuah
kelaziman Pencantuman secara tidak jelas akan membebani pembaca untuk
melihat lagr defimisi tersebut di dalam UU yang dimaksud Penulisan definisi
dengan cara demukian juga membuhka peluang setiap orang menulihi atau
membernihan interpretas! vang berbeda

-
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Penulisan defimisi pada pomn 1 tersebut juga menjad: uaah honsisten apabila hita
melihat definisi-definisi lain pada poin 2 3 4 dan 5 yang menulishan secara )elas
pengeruan vang dimahsud dalam PP 11

Melihat judul PP 62/98 PP im1 udah membatas: pengetian Penverahan Sebagian
Urusan Pemenmntahan Di Bidang hehuianan Kepada Daerah (PSUKKD) hanva
untuk jenis-jems hutan tertentu tetap: jelas disebut di bidang kehutanan Jika
melihat bidang kehutanan atau jemis-jemis hutan menurut LU No 5/67 maka
terdapat 6 jenis hutan yaitu hutan negara hutan muibik hutan hindung hutan
produks: hutan stiaka alam dan hutan wisata Sementara itu pengertuan hutan vang
aimuat hanvalah pengertian hwran wulih hutan hndung dan taman hutan iana
Kenapa pengertian hutan lainnva sepertt hutan negara dan produks: atau jenis
Kaw asan pelestarian alam lainnva udak dicantumhan

Apahah memang PP 62/98 tentang PSUKKD tersebut hanva terbatas pada hutan
milih hutan lindung dan taman hutan rava ? Jika benar demihian maka judul PP
tersebut menjad: tidah tepat (dengan kata lain judul PP mengatur hal vang
berbeda) oleh harena 1tu judul vang tepat adalah PP No 62 tahun 1998 tentang
Penverahan Sebahagian Urusan Pemerintahan D1 Bidang Kehutanan Khususnya
Urusan Hutan Milih, Hutan Lindung dan Hutan Taman rava Kepada Daerah
(PSUKKD-HM HL dan HTR)

Sebaliknya apabila PP 62/1998 memang dimaksudhan untuk PSUKKD maka
Jenis hutan lainnya haruslah dicantumhan di dalam defimsi

Persoalannya kemudian adalah jiha PP tersebut ditelusurn ternyata tidak
ditemukan hal-hal vang menyangkut hutan produks: atau penyebutan hutan
negara yang mana hian menegaskan bahwa PP 62/98 dimaksudkan hanva
mengatur tentang hutan lindung hutan milik dan taman hutan raya Anehnya juga
dalam PP 62/98 berulangkal: disebuthan kalimat di bidang kehutanan walaupun
tidak mengatur hutan-hutan lamnva

Kesimpulan untuk Pasal 1

W 1Y »=

Terjad: inkonsistens: antara judul dan 1s1 yang diatur

Terjad: reduks: atau pengecilan pengertian atau makna dar1 bidang kehutanan
Menunjuhkan bahwa PP 62/1998 lebih ditujukan untubh mengatur bidang
kehutanan yang berhaitan dengan hutan mulik hutan lindung dan taman huta raya
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Imphikasi

Pola pengelolaan ataupun hontrol terhadap SDA hutan pada dasarnya masih tetap dan
udak berubah SDA hutan vang mesunva diartihan sebagar potens: ehonomui bag:
aaeran ataupun masvarahat setempat tetap mas:h dikuasal oleh pusat

22 Tentang Penverahan Urusan- ----- Bab II
Pasal 2 dan 3

Drsebuthan bahwa penyerahan urusan tersebut meliputs pengelolaan hutan taman
rava dan penataan batas Dihaitkan dengan pasal 3 avat (1) maha 1) apahah vang
dimaksud dengan kegiatan pembangunan ? 2) apahah penverahan urusan udak
termasuh pe: encanaan di dalamnva ?

Ps 3 Avar(2) disebuthan bahwa

Lrusan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup
hegiatan proveks: batas pemancangan patoh batas (sementara) inventarisast hah-
hak pthak keniga vang berkaitan dengan travek batus penguhuran dan pemetaan
pemasangan pal batas (tanda batas tetap) dan pembuatan Berita Acara Tata
Batas

Pada avat (2) diatas disebuthan bahwa urusan penataan batas antara lain mencakup
inventarisast hah-hak pthah ketiga vang berkaitan dengan travek batas
Pertanvaannya adalah siapa vang dimahsud dengan pihak keuga ? apahah juga
mencahup musalnya tanah milik tanah masvarakat adat atau masvarahat lokal
Kemudian bagaimana pula halnva dengan hawasan lindung ° Hal i1 tdak
dyelashan sama sekali dalam penjelasan PP 62 Tahun 1998 ataupun ketentuan
umum Apakah jiha dihaitkan dengan hak atas tanah (termasuk yang ada
hutannya) adalah sebagaimana vang dimaksud di dalam Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA) ? atau Undang-undang Pokok Kehutanan No 35 Tahun 1967 °
Apabila memang demihian kenapa (sehali lagy) UUPA udakh duadikan sebagai
honsiderans ?

Pasal L enar 2

Apabila SK Menten: sebagaimana dimahksud dalam pasal 4 avat (2) PP 1n1 akan
dibuat maka penting untuk diperhatikan dan dicantumkan bahwa penataan batas
harus dengan membuka peluang pelibathan masyarakat (setempat) terbuha
(transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)

Pasal 6 avar (5)

Khususnya menvangkut pengendalian kebaharan (oleh Datu II) sejauh mana
batasan pengendalian hebakaran hutan vang dibebankan kepada Dau II vang
dimahsud dalam avat (5) tersebut ? Apahah tetap mengacu kepada hoordinas: dan
tanggungjawab penanggulangan kebakaran hutan yang ada ? atau berbeda °

Vbl
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Hal mm penung untuh diklanfikas: agar tudak terjadi persoalan perbeaaan
interpretas: di hemudian hari

Pasal 6 avar (10)
Ketrampilan vang berkaitan dengan pelestarian sumber dava hutan (SDH)
Disebuthan bahwa pelatihan hetrampilan pada pasal 5 huruf j mencakup hegiatan
pelauhan vang berhaitan dengan pelestarian sumber dava alam Hal 11 juga telah
mereduhs:  di bidang hehutanan Kehutanan sendir 1alah hegiatan-hegiatan vang
bersanghut paut dengan hutan dan pengurusannva vang udah dibatasi hanva
terhadap pelestanan sumber dava hutan saja

Pasal 7 ava: 2
Dalam pasal 7 ayat (2) disebuthan bahwa tugas pembantuan dilahsanakan setelah
mendapathan persetwjuan dari Menter1 Dalam Neger1 Di simi terhesan babwa
heputusan akhir mengenas tugas pembantuan terdapat di tangan Mendagri Dalam
hal 1 terbuka peluang sewaktu-waktu Mendagn menolak tugas pembantuan
tersebut
Perlu diperimbangkan untuk mengganti kata-kata mendapathan persemuan
dengan kata dikoordinasihan dengan Menteri Dalam Negeri, harena hoordinas:
lebith menunjukkan adanva upava hedua belah pihak (Dephutbun dan Depdagr)
untuk melihat hepentingan bersama

2 3 Bab IIl dan Bab IV
Lebih mengurus hal-hal yang sifatnya tekmis Dalam Legal Note 1n1 tuidak dibahas
atau dianalisis lebih lanjut

24 BAB V - Pembinaan
Untuk Ps 15 dan 16 menvanghut pembinaan dalam rangka menjalankan pasal 2
dan 5 seluruh poin vaitu Pasal 15 (a-e) dan Pasal 16 (a-f) dilakukan oleh Menten
Pertanvaannya sejauhmana  aspiras: kebutuhan dan imisiatif daerah untuk
mengembanghan daerahnya sendiri diberi peluang dalam PP 62 Tahun 1998
tersebut

25 BAB VIII - Ketentuan Penutup
Disebuthan bahwa dengan berlaku PP m Peraturan Pemernintah
Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perhindungan Hutan, sepanjang menvanghut

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah i1, dinyatahan tidak
berlaku

Dalam penjelasan PP No 62 Tahun 1998 tentang Ps 20 disebuthan bahwa pasal
20 m ‘ cuhup jelas

1

I
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Namun apabila dicermau kembali ternvata udak mudah untuh melihat hal-hal
diatas sehingga dapat dihatakan justru Awrang jelas

Oleh karena 1tu penting untuk dimasuhhan di dalam penjelasan pasal 20 mengenai
nal-hal yang diatur aalam pasal 20 PP 62 Tahun 1998 vang hemudian mencabut
ha'-hal yang sama di dalam PP 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Beberapa Catatan

A

Berbicara mengena: Pengesanan  sebagian Urusan Pemerintahan (di Bidang
Kehuranan) kepada Daerah penung untuh diletakan prinsip-prinsip dasar sehingga
tyjuar dari penyerahan urusan terrsebut yang tidak semata menyanghut mekanisme
penverahan akan tetapt menvanghut substans:  Substans: vang dimaksud di smni,
dalam konteks sumber dava alam hutan adalah adanya manfaat vang nyata dan
pemanfaatan sumber dava alam hutan 1tu sendir1 terhadap daerah dan masvarakatnva
Dalam hal mekanisme penverahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan hepada
daerah prosesnya haruslah melibathan daerah 1tu sendin Sehingga tugas yang
diberihan tersebut tudak bersifat rop down tetapr bottom up vang betul-betul
mencerrmunkan kepentingan daerah

Beberapa prinsip vang kiranya penting untuh dyadikan sebagai perumbangan adalah

1

1o

[95]

Adanva wewenang atau hemandirian daerah untuk mengelola wilayahnya sendin
dengan tetap dalam herangka negara hesatuan

Daerah vang memiliki potens: SD hutan yang kava haruslah yang pertama menthmati
hasil pemanfaatan sumber daya alam di wilavahnya yang harus tercermin dari unghat
kesejahteraan daerah namun di s1s1 lain daerah yang kaya tersebut wajib memberikan
subsidi terhadap wilavah lain yang mungkin muskin Kebrjakan distribusi kekavaan
tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dengan mendapat masuhan dari daerah
vang bersangkutan

Pemerintah Pusat t1dak boleh melakukan intervens: kebijakan pengelolaan SD 4 hutan
suatu daerah kecual: terhadap hal-hal yang menyanghut keamanan nasional distribusi
dan penerapan kebijakan-hebsjahan umum

Pemerintahan Pusat wajib memfasilitas: daerah apabila daerah memilik: keterbatasan-
keterbatan tertentu sepert: pemetaan kemampuan teknolog: dan sebagainya

Daerah seharusnya memilihi kemandirian untuk menentukan apa yang terbaik bag:
wilayahnya
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B Sementara 1tu  jitha melihat hepada homposisi apa vang mesunva diherjahan
pemernintahan pusat dan apa vang diherjahan oleh pemerintah daerah maka setudah-
nidahnva dapat dilihat sepert: tabel di baw ah 11

! Pusat Daerah !
' Pe.a umum hutan Indonesia Perencanaan hutan !
! Koordinas: Pengelolaan hutan
kebnakan umum Mengetahui hebutuhan ehonomu sosial dan
! Hanhamnas budava daerahnva
. Fasilitas Topografi
‘ Dastribusi Potens: Alam
| Pajak Sumber Daya Manusia

Sumber Dav. Manusia

C Dalam PP Nomor 62 Tahun 1968 1 udak disinggung ketentuan mengena: Peran
Serta Masyarahat dan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan Peran Serta
Masvarahat adalah salah satu svarat terlahsanannva sistem pemenntahan vang baik
dan demokraus Apabila peran serta masvarakat diabaithan maka dihawatirhan
pembangunan yang dilahuhan ndak mencerminhan aspirasi masvarahat atau denga
Kata lain terjadinya pembangunan vang semu

Penutup

PP Nomor 62 tahun 1998 memiliki banyak helemahan yang cukup mendasar Oleh harena
1itu pemerintah dalam hal 11 Dephutbun Perlu untuk mengkay ulang PP tersebut dan
melakukan perubahan-perubahan sehingga tujuan dari PP tersebut dapat dicapai

Hal penting vang perlu dikembanghan adalah dibukanya akses masyarahat luas termasuk
LSM dan ahadenus: terhadap pembuatan atau perubahan suatu peraturan sehingga
diharaphan muncul berbagai masukan dan kritik terhadap 151 dan peraturan-peraturan

tersebut termasuk Pp Nomor 62 tahun 1998 1
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Beberapa Istulah Pemerintahan vang berhubungan dengan PP in: (berdasarkan hetentuan
UU No 5 tahun 1974) antara lain

e Pemerintah Pusat, selanjuinva disebut Pemerintah adalah peranghat negara hesatuan
RI vang terdir1 dan Presiden beserta Pembantu-pembantunva

s Desentralisasi adalah penverahan urusan pemerintahan dan Pemerintah atau daerah
unghat atasnva kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya

* Otonomu Daerah adalah Hakh wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganva sendirt Sesuair dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku

» Tugas Pembantuan adalah tugas untukh turut serta dalam melahsanahan urusan
pemerintahan vang dutugashan kepada Pemerintah daerah oleh Pemerintah atau
Pemerintan daerah tignkat atasmva dengan kewajiban mempertanggung jawabhkan
kepada vang menugaskannva

s Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
vang mepunya: batas wilayah tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganva sendiri dalam ihatan negara kesatuan Rl
sesual dengan peraturan perundang-undangan

e Dekonsentras: adalah pelimpahan wewenang dar1 pemerintah atau kepala wilayah
atau kepala instans: vertikal tinghat atasnva kepada pejabat-pejabatnya di daerah

* Instansi vertihal adalah perangkat dan Departemen-departemen atau lembaga-
lembaga pemerintah bukan Departemen yang mempunyai linghungan kerja di wilayah
yang bersangkutan
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PERATURAN PEMLRINTAH REPUBLIK JNDONLSIA
NOMOR 62 TAHUN 1998
TENTANG
PENYERAIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAIIAN
DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk leblh meningkatkan pelaksanaon Olononu Dacrah sceara berdayaguna dan berhasi

guna dolam upays melngxatkan penyclenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peloyanan
kcpada masyarakat khususnya di bidang kchutanan, dipandang periu untuk meacrbitan Peraturan

Pemcnatah guna menyerahkan scbagran urusan pemenntahan di bidang kehutanan hepada Dacrah

1 Pasal5ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor § Tahun 1967 (entang Kcetentuan-ketentuan Polok Kchutanan (Lem
baran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823),

3 Undang undang Nomor S Tahun 1974 (entang Pokok-pokok Pemenntahan Di Dacrzh (Lem
baran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3037),

4 Undang undang Nomor S5 Tahun 1990 tcntang Konscrvas: Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekoswsticmnya (Lembaran tvegara Tahun 1990 Nomor 49, Tumbahan Lembaran Negara Nomor
3419),

5 Peraluran Pomenntah Nomor 21 Tahun 1970 teatang Huk Pengusahaun Hutan dan Hak
Pemungutan Hosl Hutan (Lembaran Negara Tohun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 2935) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmcrintah Nomor 18 Tahun
1975 tenlung Pcrubahan Pasal 9 Peraturan Pemeratah Nomor 21 Tahun 1970 tentng Hal?
Peagusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
22, Tambuhan Lembaran Negara Nomor 3055),

6. Pcraturan Pemerintah Nomer 33 Tahun 1970 leatang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945),

7 Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara

Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294),

8  Perawuran Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 teatang Perusahazn Umum Kchutanan Negara

(Pcrum Perhutan:) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 52),

Peraturan Pemcerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyclenggarazn Otonom: Dacrah dengan

Titk Berat Pada Dacrah Tingkat 11 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negars Nomor 3487),

A7



MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN

Mcactapkan
PEMERINTAHAN DI BIDANG LEHUTANAN KEPADA DAERAH

~

BAD 1
KETCNTUAN UMUM —

Pasal 1

Dalam Peiaturan Pemerlatoh Inl yang discout dengan

Pemcrinialian Pusal, Pomceainluhan Dacral, Duorah Otonom, Feayoruhan Urusan sdalah sobagmimana dimubsud
dalam Undang-undang Nomazr § Tuhun 1974 (cntang Pokok-palok Pemcrintabian di Dacrah

. Hutan rultk ad1lah hutan yang tumbul di atas tunah yang dibebam hak nulik yang Tuum discbut hutan rakyat

Hulan hindung adalah Lawasan hutan yang karcna kcadaan sifat alamnya dipcruntukan guna mengatur tate wir,
pencegahan bencana banyr dan erost serta pemchnarnon kesuburan tanah

Taman hutan raya adalih kawasan pelestarian riam uatuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alunu
atau buatan, jenus sk mrupun bukan osk, yang dimanfaatkan bagi kepeatingan penclitian, lmu perfiftuhean,

pendidikan, mcaunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreast
Menicrt adalah Menterl yang bertanggung jawab di bidang kchulanan

BAD II
PENYCRAHNAN URUSAN

Buglun Pertuma
Kepula Dacrulh Tingkut I

Dusul 2

Kepala Dacrah Tingkat [ discrahkan scbagian urusen pemernintahan di bidang kchutanan, yang mclipuls
pengelolann (aman hutan raya;
pendlaan batas hutan

Pusal 3

) Urusan pengelolaan taman  hutan raya :cbngnh‘nnnu dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup kegiaton
pembuangunan, pemchharaan, pemanfastan, dan penpembangan taman hulan raya
Q

) Urusan  Pcnatoan batas scbagnimana dimaksud dalom Pasal 2 huruf b mencakup kegatan proycks: batas,

pemancangan patak bules (scmenlara), Inventarizas: hak-hak plhak ketiga yang berkaltan dengan traych batas,
npenguburan dan pemetaan, pemasangan pal batas (tanda batas telap), dan pembuatan Berita Acara Tatu Batas

Pusul 4

} Kegatan-rigialan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan scsuai dengan rencana induk
pengelolaant taman hutan raya yang bersangkutan

} Kegiatan-ke giatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wat (2) dilaksanakan sesvar dengan tatn guna hutan
yang ditetaphan elch Menten

o
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Biglun hedua
Kepulu Ducrsli Tinghat If

Pusul §
Kepala Dacrah Tingkat II discrahkan schagian urusan pemerintuhan di bidang hchutanan, yang mecliputs
penghyauan dan konscrvasi tansh dan air,
persulcraan alam,
perlcbahan,
pengelofaon hutan miik/hutan rakyat,
pengelolzap hutan hindung;
penyuluhan Lehulanan,

pengelolaan hasit hulan non kayu,
perburuan tradusional satwa har yang tdak ailindung: pada arcal bury,

periindungan hutsn, don
pelatihan ketcrampilan masyarakat di bidang kchutanan

! Pisal 0

Urusan pengl guuan dan konservas: tarsh dan awr scbaguimana dinaksud dalam Pasai 5 huruf a mcncalup
Legtatan

2 peng 1daan benih/bye, pembuatan perscmaian, pemeliharaan perscmaian penanaman pemicliraraan tanaman
penghijauan, (

Y

b pcmbualan dan pemcliharaan Unit Pereonlohan Usahatam Pelestarian Sumberdaya Alam (UP-UPSA),
c pembuatan dan peehibaraan Unit Percontokan Usaha Fertamian Menactap (UP-UPM),
d pembuatan bangunan konscrvas: (dam pengendall, dam penahan, tcrascring), dan

c pembuatan kebun bibit desa

Urusan persutcraan alam schagaimana diraksud dalam Pasal 5 huruf b mecncakup kegiaten invenlarisass potenss,
cmbinaan kclompok tant ulat sutcra, pembuatan unil percontohan, pembinaan pengembangan hasil usahe, dan

pemasaran hasil

Urusan perlcbahan scbagmimana dimaksud dalam Pasal § huruf ¢ mencakup kegiatan pembuatan unit percontohan,
Inventansasi polcnsi, pecmbinaan kclompol petant peternak Icbah, pembinaan pengcmbangan hasil usaha, dan
pemasaran hasil

Urusan pengelolaan hutan sulik/hutan rakyat schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul d mencakup pembinaan
begiatan penanaman pohon-pohon, pemcliharaan, pemancasn, pemanfaatan, pemasaran, dan pengembangannya

Urusan pengelolaan hutzn lindung schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufl ¢ meacakup kegratan pemanCafigan
batds, pemchiharaan batas, mempertahankan luus dan {ungs, pengendaban hcbakaran, rcboisasi dalam rangha
rchabilitas lahan krilis pada kawasan hutan hindung, dan pemanfaatan jasa hingkungan

Urusan peayuluhan hchutanan scbagalmana dimaksud dalam Pasal 5 hurul { mencakup kegiatan perencanuan,
pengorganisaslan, pelaksanoan, pemantauan, dan cvoluast penyelenggaraan penyuluhan kchutanan

Urusan pcagcloluan hasil huten non kayu zcbr amana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mencakup kcgiatan
pengusahaun, pemungutan, dan pemasaran hasil hutan non kayu

U-usan perburuan tradislonal scbagaimana dimaksud dalam Pasal S hurul h mcncalup kegiatan menangkop
Jan alau membunuh satwa har yang idak dilindung: peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil atau
nemindahlan telur-tclur dan atau satwa har dimaksud yang dilakukan olch pemburu tradisional

"TA PERUNDANG UNDANGAN A-3



) Urusan perlindungan hutan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s mencakup hegiatan sosialiasypenyulub in

0) Urusan pelatihan keteraniplian sebagaimana dimaksud dalarm Pegal S foruf

~—

——

~

—

~

~—

{ungsi perlindunan hutan, pembuctaos ilaran apl, pemeliharaan sckat bakar, pengadaan sarana pemadamkebakaran,
pengaluran penggembalaan ternak da'am hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lmianyn serta scrasah

Jdari dalum kawasan hutoan
J mencakup kegiatan pelatshan yang

berhaitan dengan pelestarian su.ber daya hutan

Pasal 7

g kchutanan sclaln urusan schbagalmana aimaksyd dalem Pasal 2 dan Pasal §

Urusan pemerintahan di bidan
peayclenggoraanays dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah, dilimpahiun

yang olch Pemerintah dinilal Icbih efektil
scbagat (ugas pembantuan v

Pclimpahan tugas pembantuan scb \gatmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sctclal mendapat persctuyyuan

Meatert Dalam Negerl

BAD 111
RELCMBAGAAN DAN KEPLGAWAIAN

Pusul 8

Oalum rangkn melaksanakan urusgs scbogmuiuiana dimzksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, Pemcnintah Dacrsh
Jupat membentuk dan atau menyempurnakan organssas! Dinas Kehutanan Dacroh sesuar dengan pedoman yang

ditctapkan oleh Menter: Dulam Noger

Pedoman scbagaimana dimaksud rada ayat (1) ductapkan dengan memperhatikan pertimbangan tckns dan
Mentert dun selelal mendapat persctujuan dart Meaten yang bertanggung jawab di bidang pcadayagunaan

aparalur ncgara

Pasal 9

Scmua Jabatan toknls kehutanan pac.a Dinas Kehutanan Dacrah dyabat olch Pegawar Neger: Sipif yang mempunyar
pendidikan kchutanan dan atay pelatihen kchutanan

Beatuk dan strata peadidikan dan atay pelathan kehutanan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetaphan

cleh Menten .
A3

Pasul 10

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, Meaten
dapal menyerahkan, memperbantukna atay memnckerjakan Pegawa Negen Sipid Pusat Departenten Kcehutanan
dn Perkebunan kepada Pemenintat Dacrah stas persctujuan Kepala Daerah yang bersanghutan

Pengalihan jenls kepegawalan scbogalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusnn Mentes dengan

memperhalikan perimbangan Mernder; Dalam Negeri dan Kepala Badan Admimustras) Kepegawdian Negara
scsual dengan Lslentuan peraluran perundang  wndangan yang berlaku

Pasal 11

II;cr;gangkamn, pemundohan daa po,aberhention Kepala Dinag Kchut;nan Dacrah Tingkat I ditctapkan Mentert
alam Neger! atas usyl Gubginur Kepala Dacrah Tingkat I, sctcluh mendapat persclujuan Menlen

Pengangkatan Kepala Dinas Kzhutuaan Tingkat I wapb memenulu syarat pendidikan dan atau pelatthan kehutanan
yang ditetaphan olech Menters scsual dengan kalentuan scbagaimana dimaksud dalam Pusa] 9 ayat (2)

(RTA PERUNDANG-UNDANGAN A4
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Penganghatan, pemindahan dan pemberheatian Pegawal Negers Sipil dalam dan dan Jabatan Siruktural Esclon
il ¥e hawah dan Jabalan Non Strukiural pada Dinas Kchutanan Dacrah Tingkat I ddakukan oleh Guibernur

Kepala Dacrah Tingkat [

Pengangkatar, pemindahan dar pemberhentizn Pegawai Negeri Sipil yang ditempathan pada Dinas Kchutanan
Caocrah Tingkat I dafam dan dan Jabslan Fungsional, ditctapkan olch Meater: atau pejabat yang ditunjuk
cetelah mendapat persctujuan Gubernur Kepala Dacrah Tinghat [ yung bersangkuton

Pengangkatan dan atau penartkan pefobal dan Pegawal Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada
Dinas Kchutanan Dacrah Tingkat I depat dilakukan olch Menten sctelah mendapat persetujuan Guberaur

Kepala Dacreh Tingksat 1 yang bersangkutan.

Pasal 12

Pengangkatan, penundshan dan pemberhentian Kepala Dinas Kchutanae Dacrah Tingkat II ditetapkan olch
Gubernur Kepala Decrah Tingkst I atas usul Bupatll/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, sctelah mendapat

preectyjusn darl Menterl atau Pejabat yang ditunjuk

Peagangkalan Kepals Dines Kehulanen Dacrah Tingkat 11 wayib memenuhs svarat pendiatken oan atau pelatil an
kehutanan yang ditctaplan olck Merteri scatar acngan ketcnluan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wyat

@

Penganghatan, pcmundahan dan pemberhentian Pegawar Negen Sipt! dalam dan dan Jabatan  Struktural Esclon
IV ke bawah dan Jabatan Non Struktural pada Dinas Kchutanan Dacrah Tingkat II dilakulan olch
Bupat/Walikolan adya Kepala Dacerah Tingkat II

Fengangkatan, psmindshan dan pemocrnentian Pegawar Negeni Sipif yang ditempatkan pada Dinas Kchutaran
Dacrah Tingkat Il dolom don darl Jabatan Fungsional, ditctapkan olch Menter: atau pejabat yang dilunjul
sctclah mendapat persetuan BupstVWalikotamadya Kepala Dacrah  Tiagat 1l yang bersangkutan

Pengangkntan dan atau penarikan pejabat dan Pegawat Negen Sipil yang aiperbantukan atau dipckerjekan pada
Dinas Kchutanan Dacrah Tingkat II dapat dilakukan oleh Mentcri sctelah mendapat persctujuan

BupatyWalikotamaaya Kepala Dacrah Tingkat If yang bersangkutan

BAB IV
b PEMBIAYAAN

- Pusal 13

Anggaran yang cisedinkan dalam Anggaran Pendapatsn dan Belanja Negara untu¥% urusan yang discrahkgn
scbagniman  dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, discrahkan dan dituangkan ke dalam Anggaran Pondapatan

dun Belanja Duerah yang bersangkutan

Pengaturan scmbiayaan schubungan dc;agan penycrahan urusan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
§ dilakuban olch Meaterl Kcuangan, Mcntert Nepara Perencanaan Pcmbangunan NasionalKcpala BAPPENAS,

d1n Menters Dalam Ngen

-

Pasal 14
gala pungutan di bidang Lchutanan di Dacrah scbagai konsckuens: dari penycrahan urusan berdasarkan

uran Pemerintah i, distur dan ditctaplan dal tm Peraturan Dacrah dengan mengindahkzn petunjuk pelunyuk
Jitetapkan olch Menter dan Menters Dalam Negernt
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Lrny
IPLMBINAAN

Pusal IS5

Dalam rangke mcnjalankan kelentuan Pasal ? dan Fasal 5, Mcatern melaksarahan pembinzan tehnis, yang
cliputl antera lain
mcacntukan kebljaksaraan yang menealup perencanaan, peacntuan turuan dan strafegl pencapatan tujuan sceara

nasional atas penyclenggaraan urusan pemenntahian yang discrahihan,

menelap' an kebyaksanaan dan standar tcknis mengenar urusan pemernintahas yang dwscrahkan kepada Dacrab,

meneatukan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk (cknis mengenar urusan pemcerintahan yang discrahkan
\epada Dacrah,

mclakuk: n pengawasan dan penagendalian teknis terhadap penycicnggaraan urusan pemerintuhan yang discrahkan
kepada Dacrah,

¢
menlngkatkan kemampuan don keterampilan (cknis pegawar Dinas Dacrah yang micnaagoal urusin yung

discrahkaa
Pasul 16
Dalam rangks menjalankan ketentuzn Pusal 2 dan Pasal S, Mcenter: Dalam Negen mulakssnakan pembinaan

um, yang mchiputi antara lain

menyusun dan menclapkon pedoman orgamisast di Dacrat berdasarkan peraturan perundang-und ingan (y.mg
berlaky,

meayusun dan menctapkan pedoman pembinaan kepegawaian di Dacrah berdasarkan peraturan perundang-un
dangan yang berlaku,

menyusun dan menctapkan pedoman pengelolaan dan edmunistras: anggaran scrta sumber-sumber pembiayaan
lainnya dalam rangka pcmbiayaan pemerintahan di Dacrah,

menyusun dan menclapkan pedoman pengelelaan dan adminstrast burang-barang pericngkapan dun peralatan
scrta kekayaan lainnya dalam rangka penyclenggaraan urusan pemenintahan di Dacrah,

melokukan inventarlsas! dan penilalon terhadap kekayaan yang dimilik Dacrah,

melakukan pengawasar dan pengendalian umum icrhadap penyclenpgaraan urusan pemenntohan yang discrahikan
kepada Dacral,

Pasal 17

Gubernur mempunyal (ugas melaksanakan pembinaan opcrasional urusan pemenntahan di bidang kehutanan
» iscrahkan kepada Daceah Tingkat If dalam wilayah kerjanya, yang meliput antara lam

melakuk i koordinasi pelaksanaan tugas tugas di Dacrah Tinghat 1 ugar tercapai kescrasian, kesclarasin, dan
hescimbangan antara Pemerintoh, Pemcrintah Dacrak Tingkat I, dan Pemeriatah Dacrah Tingkat 1I,

;cn);usun Gan menctaphan petunjuk operasional mengeaa penyclenggarcan urusan pemerintahan di Dacrah
tngkal I scsuar pedoman atay pelunjuk yang a tctapkan olch Menteri dan atau Mentert Dalam Negers,

nclahukan pengawasan dan pengeadabian opcrasional terhadap peaycle nggaraan urusan pemerintahan yang
Jiscrahkan «cpada Dacrah Tingkat II
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BAb ¥I
KRETENTUAN LAIN LAIN

Pugul 18

termasuk lingkup tugas dan wewenang,
Percncanasn, pengurusan, peagusahaan, dan perlindungan huten yang
dan dalam Wilaynic}{gcq.: Perusshean Umum Kchutanan Negara menurut Peraturan Pemcrinlah Nomord36 Ti];un
1986 tentang Perusahaan Umum Kchutanan Negara (PERUM PERHUTANI), tidak termasuk urusan yang discrankan
berdasarkan Peraturen Pemenatah inl

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakuaya Peraturan Pemcaatah iny, scmua kelentuan pelaksanaan Peraturan Femerntah tentang
penycrahan urusan di bidang kchutanan masih berlaku scpanjang tidak berteatangan dengan dan belum diterbitkan
yang baru berdasarkan Peraturan Pomerinlzh 1at

BAD VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pusal 20

Dcngan'bcrIukunya Peralu-an Pemennteh ini, maks Peraturan Pemenntah Nomor 64 Tohun 1957 tentang
cnverahan Scbagian Urusan Pemenatah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kchutanan dan Xarct Rakyat kepada
dacrah-dacrah Swatantra Tingkat I dan Peraturar, Pemenintah Nomor 28 Tahun 1985 tenlong Perlindungan Hutan,

cpanjang menysngkut kelentuan-ketcntuan yang tclah diatur Jalam Peraturan Pemenntzh  1ay, dinyatakan tidak
eriaku

" Pasal 21

-~

Peraturan Pccrintah anl mulal berlaku pada taaggal diundangkan

Agar scliap orang mengotahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
sam Lembaran Negarz Republlk Indonesia

Ditclapkan di Jalarta
pada tanggal 23 Jun: 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

{td
BACHARUDDIN JUSUF HABIEIE

andangkan di Jakarto
da tanggal 23 Juni 1998

NTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDQONESIA,

ud.
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 106
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PCNILLASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAIIUN 1998
TI%\IN'{JANU%AN PEMIRINTAHAN
PENYERAHAN SEBAGIA R :
DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA DAERAH

Selama int Peraturan Pemeniatah yang mengatur penyerahan scbagian urusan pemenntahan d: bidang Lehutanan
spada Daernh yaitu Peraturan Pemcrintah Nomor 64 Tahua 1957 tentang Penycrahan Scbagtan Urusan Pemcrintah
usal di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karel Rakyat kepada Pemerintah Dacrah Tingkat I scsungguhnya
dak cfekll logi karenn scbaglon besor kewenangnn di bidung kchulanan yung tclah diserahlan kepada Doacrsh

sebut telah ditarlk kemball menjadi kewerangan Pemenmtah Pusat y sty dengan dilerbithannya beber ipa peraturar
cruadang-undangan dalam lingkup urusan kchutaman, antara fam

“craturan Pericrinah Nomar 21 Tahun 1970 tealang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungulan Hasi

Hutan,

Peraturan Pemcnntah Nomor 33 Tahun 1970 tentung Percncanaan Hutan,

Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlinduagan Huotun

Hal terssbut mengakibatkan dasar hukum penyclenggaraan tugas (ugas umum pemerintahan dan pembangunan
¢ bidang kehutanan di Dacrah tidak Jelas schingga pembagian \ewenangan penyelenggaraan urLsan pemenintaban
¢ bidang kehutanan antara Pemenintah Pusal dan Pemenntah Dacroh menjads dak jelas pula

Keadaan terscbut memimbulkan terjadinya tumpang tindih kcwenangan dalam penyclenggardan tugas-tugas umum
emerinishait dan pembangunan di bidang kehutanan, serta pemborosan penggunian sumberdaya

Peayerahian schagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada dacrah yang  diatur dengan Peraturan
emennlah 1nc dilaksanakan menuryt prinsip olonomt yang nyala, dinamus, dan bertanggung jawab, scria dengan
tcletakhan 'tk berat otonom tersebut pada Dacrah Tinghat 11

Untuk micncntukan jeals vrusan dan atay eginjan di bidang kchutanan yang dapat discralilan hepada Dacrah
1;1\5 dlg:(u;;knn keiterin pembaguan kewenangan penyelenggaraan suatu urusan pemenntahan di bidang kchutan w
Cbagar berikut

Sudtu urusan d; bidang kchutanan mengadi hewvenangan Daerah Tingkat I apabila
1) lebih banyuk bergiin Pemantauan dan evaluam,

2)  menyangkut kepentingan beberupa Dacrah
g pa Uacrah Tinglat Il i wilayah Dacrah Tinghat 1 yang bersangkutan,
3)  diperkirakan lebih berdaya gunt dan berhasif puna dilaksanalan olch Dacrah Tinglat ]

! Swvalu wrusan d; bidang kchutanan menyud kewenangan Daerah Tingkat II pabila
1} bersifat langsung opcrasional,
2}  bersifat pelayanan kepada masyarakal,

3)  diperkirakan lebg berhrsil guna dan berd
4)  Memnglatkan parlistpast mags)”ar.:l.a? T s difkban oleh Dcrah eI
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ASAL DEMI PASAL

asal 1
Culup jelas
asal 2
Hurul a
Cukup jclas
Hurul b
Penataan batas merupakad salah satu kegatan dani urusan pengukuhan hutan yang mcliputs peauajukan,
penataan batas hutam, dan peactapan kawasan hutan
1isal 3
Ayat (1)
Pengembangan taman hutan raya dimsksudkan untuk menmingkatkan kualitas dan kuantias pengelolaan
dalam rangka mcningkatkan {ungs: tamen hutan raya scbagai kawasan pelestanian slam
Ayat (2)
Cukup jelas,
sal 4
Ayat (1)
Da'am rangka pengawctan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ckosistem lawasan
taman hutan rays, kegiatan pengelolaan taman hutan roya yang dilaksanakan olch Dacrah Tinghat I korus
mengacy kepada reacana waduk pengelolaan taman hutan aya yang ditctapkan olch Meater
Ayat (2)
Cukup jclas °
sal §
Aurul &
Penghfyauan adalah upaya memulihkan atau memperbalkl kembali kcadaan lahan hritis di Juar kawasan
hulan melalul keglatan tanam tanaman dap pembuatan bangunan konscrvasi tansh don air agar lahan
dimaksud dapat berfungsi scbagal medin produke! dan scbagal mediz pengatur talu arr yang batk scrta
ma=py mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan scsua peruntukannya
Konservast tanah dan mr adalah upaya untuk memperbatki, memingkatkan dan mempertahankan daya
dukung lahan termasuk kesuburan anah dengan cara pcmbuatan bangunan icknik sipul disamping
tanam-menanam (vegctall) agar tidak lerjads kerusakan Jahon dan kemunduran daya dukung dan produk
tivitas lahan
hurufl b
gcmulcrnan alam merupacan rangkann kegiatan pembangunan dan pengembangan budidaya ulat sutcra,
engan memanfatkan tanaman murber (daun) schagas pakan ulat sutera dan pemechharaan  ulat sutcra
untuk memproduksi kokon scbagas bahan bunang sutera -
Hurul ¢
Pericbahan adalak rangkaian kegratan budidaya Icbah bescrta vegetas: penunjangnya scbaga: pakan Icbah
dalam upaya memproduks: maduy
RTA PERUNDANG-UNDANGAN A9



HurufHdumﬂ mifik atoy huton rakyat dapal dimlliki olch orang baik scndin maupun bersama sama orng un

atat badan hukum Hutan ysng ddanam alos usaln sendiri di atas tanagx ly:mg dibebani 1.k lamayy,
merup kin pura hutan subik dar orang atsu badan  hukum yang bersanghutin

Hurul ¢
Cukup jclas

Hurul £
i Penyuluhan kehutanan adaiali upayn penggalian dan penyampaian Informas: dan alib tcknolog: kchutun in,

keluarganyn di dalam dan di selitar
melalul pendldiksn non formal yang ditujuken kepada petanl dan

h::cl:n scﬁi kelompak masyarakat lamnnya, agar meningkatkan pengetaliuan, sikep, kesadaran, kclgrump{lnn
schingga mampu melakukan perlindungan, pengawelan dan pemanfaatan sceara lestan sumber d iyt al i

dan ckosistemnya.

Rurul )
Yi"g dimaksud hasll hutan non kayu dalam peraturan pemcrintah ini adalah scgala scsuatu yang bersifut

material (bukan kayu) yang dopat dimanfaathan dar keberadoan hutan, scperti rolan, getah- getahan
minyak atsiry, sagy, mpah, kulit kayy, arang, bamby, kayu bakar, kavu cendan, sirip babiin thar, <arang

burung walet

Furul I
Cukip je'as

Hurul ¢
Yang dirraksud dengan perlindungan hutan adalah usaba-usaha untuk mcneegah dan membatas: herusahan

Lerusakan hutan dan hasd hutan yang discbabkan perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, diyt diva
alam, fama dan penyakil, serta usaba-usaha mempertahankan dun menjaga hak habh Negarn was hutan
dan hasll huten

Hurufl §
Pelathan keterampifan di bidang kehutanan dimaksudkan untuk nicmingkathan Loterampilan masyaral o

dalam keglatan-keglatan yang scearz langsung maupun dak Jangsung untuk menunjang heberhasibin tujuan
pembangunat kchutanan

Pelatthan duwsini ditujukan kepada masyarakat di Juar pegawar kehuanan, karyswan Badan Usaha Milik
Negare, dan badan usaha mitik swasts yang bergerak di bidang usaha kehutanan

1 ¢

Ayal (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jolas
Ayat (35 )
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (S)
Cukup jelas
Ayt (6)
Felaksanoan urusan penyuluhan kchutanan yang discrahkan kepada Dacroh Tingkat IT terscbut dilaksanalaey
vl g;fdﬂmfkaﬂ program- program dun petunjuk tckms yang ditctapkan oleh Menien
3o
Pelaksaraan pengelolaan hasi hutan non kayu harus memperhattkan asas pengelo'uan/man yemen bt
[y:mi lestars baik manfaal, hasil, sumber daya seria memperhatkan juga aspek keincharig im i dw aspoh
ingkungan

TA PERUNDANG-UNDANGAN =10



Ayal

Ayal

Ayal

Pasal 7

Ayal

Ayat

Pasal 8

Ayat

Ayat

Pasal ©

Ayal

Ayat

‘asal 10

Ayal

Ayal

Pengelofran hasil hutan non kayu dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara/Dacr iy Koperasi

badan ussha swasta maupun kepada masyarakat sckitar kawasan hutan
Pemungutan hasil hutan non koyu dwlamakan diberikan kepada masyarakat sckitar hawasan hutan

(8)
Kriteria pemburu {radisional meliputt antara lam beidonusili dalam walayah Lecamatan sckilar tcaipat
areal berbury, hasil buruan digunakan untuk keperluan sdaf, dan untuk pemenuhan keperiuan hidup

schari-hart dengan menggunalan alat berburu (radisional

Bagi masyarakat sciempat yang melalukan perburuan tradisional tidak perlu memuiiht akta bury, pemrandu
dan tidak periu membayar pungutan yin berburu Arcal buru adalah di luar taman buru dan kebun buru

(9) - -
Culup jclas

~

(10 -
Cukup jclas

(1
Cukup jclas

@
Culup jelas

D'
Cukup jclas

(@
Cukup jclas
~ ]

(D

Mcagingat Dinas Kchutanan yang dibenluk adalah uatuk melaksanakan urusan yang lcbih banyak bersifal
tekras kehutanan, dalam rangka mencapal hasil guna dan daya guna penyclenggarann urusan, maka pegawa
yang dlangkat dalam Jabatan Jabatan tckais harus memilik: peadidikan, wawasan, pengetahuan, hemampuan

dan \ctcrampilan teknis kchutanan

(2
Cukup jclas

(1
g enyerahan Pogawal Neger! Sipll Pusat Departemen Kehutanan dan Perkcbunan scbaga:r Pegawar Dacrah
iperbantukan dan atgu dipckerjakan kepada Pemerintah Dacrah dimalksudkan untuk memperlancar

Jalannya penyclenggaraan urusan yang discrahkan kepada Dacrah terscbut

(2
Cukup jelas

"ARTA PERUNDANG-UNDANGAN A-1]
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Ayat (1)

Cubup jelas
Ayl (2)

Culup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Culup )clas

Ayat (5) , '
Penarskan kembali Pegawal Negeri Sipil Pusat Departemen Kchutanan dan Perkebunan yang tclah

dipckerjakan atau diperbantukan kepada Dinas Kchutanan Dacrah Tingkat I dilaksanakan sclelah ada

rckoruendazl dar] Kepala Dinas Kehutanan Dacrah Tingkat I dan persctujuan dart Guberaur Kepuola
Daerals Tingkst_I yang bersangkutan

sal 12

Ayat (1)

Cukup jclas
Ayal (2)

Culep jclas
Ayat (3)

Cukup )cles
Ayal (4)

Cukup jelas

At (5)

Penarikan kembali Pegawai Negers Stpul Pusat Departemen Kchutanan dan Perkcouran yang tchih
dipctorjakan atou d perbantukan kepada Dinas Kchutanan Dacrah Tingkat II dilaksanakan sctehih ad
persclujuan dari BupalyWalkotamadya Krpala Dacrah Tingkat I yang bersangkutan

113

ayal (1)

Cukup- jclas
‘yat (2)

Cukup jelas

»e

14

Penctapan pungutan schapmi akibat dar penyerahan scbagian urusan di bidang kehutanan kepada Dacrah

dilakuksn dengon (etap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, nusalnya heleatuan

yang mengalur leatang pencrimazn  negara bukan pajak
15

Culup jclas

16

Pembinaan umum yang dilskukan olch Mcnler; Dalam Negen adalsh pembinaan yang bersifut  mienycluruh
wgar pelaksanann

urusan rumah tangga Dacrah benar-benar sesuar dengan Lwjuan penyerahannyd, seperit
peminpkatan daya

gung don hosil guna, Leuluhan Negara Kcsatuan, stabilitus poliuk scrty pennghat us
peluysnan den pembangunan Dacrul

7

Penyclenggaraan urusan rumah tangga Dacrah

dibina olel Gubernur Kepala Dacrih Tinghat I sebagas
penanggung jawab penyclenggiraan urusan pem

crintahan umum dt¢ Dacrah

{ PERUNDANG-UNDANGAN A2



Pasal 18
Wilayah kerja Perum Perhutani meliputt scluruh Hutan Negara yang

terdapat d! dalam Dacrah Tingkat I Jawa Barat, Dzcrah Tingkat I Jawa
Tengah, dan Dacrah Tingkat T Jawe Timur, kecuali Hutan Suaka Alam,
Hutan Wisata, dan Taman Nasional

Pasal-19
Cukup jclas

Pasal 20
Cukup jclas

Pasal 21
Cukup jclas

TAMBAHAN LEMDBARAN NEGARA REPULLIK INDONESIA
NOMOR 3769

{ PERUNDANG-UNDANGAN
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN

MAJELIS PFRMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMORXV/MPR/1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH, PENGATURAN, PEVBAGIAN, DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL YANG BERKEADILAN, SERTA

PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DALAM EERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIX INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki

sumber daya nasional yang harus aipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat

bahwa pembangunan daerah sebagat bagian integral dan
pembangunan nasipnal dilaksanakan melalut otonom
daerah pengaturan sumnber daya nasional yang berkeadilan
serta penmbangan keuangan pusat dan dacrah

bahwa penyelenggaraan otonormu daerah pengaturan
pernbagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum
dilaksanakan secara proporsional sesuat dengan pninsip-
prinsip demokras: keadilan dan pemerataan

bahwa berhubung dengan itu periuv Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang
Penyelenggaraan Otonoms Daerah, Pengaturan, Pembagran,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan



Mengingat

Memperhatikan

Menetaphan

- 70 -

serta Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam
Kerangha Negara Kesatuan Republhik Indonesia

I Pasal | ayat(2) Pasal 3 Pasal 18 Pasal23 dan Pasai 33
Undang Undang Dasar 1945

2 Keletapan Mazjelis Permusyawaratan Rakyat Repubhk
indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata
Tertib Majehis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-
nesia sepagaimana telah beberapa kal: diubah dan ditambah
terakhir dengan Ketetapan Majelts Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor /MPR/1998

| Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang
Penyelenggaraan Sidang Isumewa Majelis Permusya-
waratan Rakyat Republik Indonesia

2 Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelhis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10
sampat dengan 13 November 1998 yang membahas
Rancangan Ketetapan Majehis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ortonomi
Daerah Pengaturan Pembagian dan Pemnanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara
Kesatuan Repubiik Indonesia yang dipersiapkan oleh Badan
Pekega Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-
nesia,

3 Putusan Rapat Panpurna ke- 4 tanggal 13 November 1998
Sidang Isumewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tanggal 10 sampar dengan 13 Novemnber 1998

MEMUTUSKAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA.--
ANOTONOMI DAERAH PENGATURAN PEMBAGIAN
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL YANG
BERKEADILAN SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

x
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Pasal |

Penyelenggaraan otonormi daerah dengan memberikan kewenangan yang fuas
nyala, dan bertanggung jawab di daerah secarz proporsional diwujudhan dengan
pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta penmbangan keuangan pusal dan daerah

Pasal 2

Penyclenggaraan otonomu daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
demokrasi dan memperhatikan keanckaragaman daerah

Pasal 3

(1) Pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat
dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarzakat dzerah
dan bangsa secara keseluruhan

(2} Pengeclolaan sumber daya alam dilakukan secara efekuf dan efisien
bertanggungjawab, transparan terbuka, dan dilaksanakan dengan mem-
berikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil menengah dan
koperasi

Pasal 4

Penmbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhaukan
potens: daerah, luas daecrah keadaan geografi jumlah penduduk dan tingkat
pendapartan masyarakat di daerah

Pasal 5

Pemenntah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan
bertanggungjawab memehhara kelestanian ingkungan

Pasal 6

Penyelenggaraan otonom: daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan dan penmbangan keuangan pusat dan
daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan
berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakiltan Rakyat
Daerah dan masyarakat
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Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan in diatur lebth lanjut
dengan Undang-undang

Pasal 8

Keletapan i mula: berlaku pada tanggal ditctapkan

Diutetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,
BBl ~
H. Harmoko
WAKIL KETUA WAKIL KETUA,
Hzr Sabarmo, SIP,, LB A, ML.M. dr Abdul Gafur
WAKIL KETUA WAKIL KETUA,
e B
H Ismail Hasan Metareum, S H Hj Fatimah Achmad, S H .
~u,
WA A,

Poedjono Pranyoto
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